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 LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI CILACAP  

NOMOR  27 TAHUN 2022  

TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat 

strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan 

daerah di era otonomi. Rencana pembangunan daerah yang 

komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi 

pelaksanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan 

pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien 

serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan 

demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam 

penyelenggaraan pembangunan bagi perangkat daerah, dukungan 

dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup 

perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan jangka 

panjang daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah daerah (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan perencanaan 

tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) yang 

selanjutnya menjadi bahan dalam perencanaan penganggaran (APBD). 

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah 

dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada 

Tahun 2024, maka diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 
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Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala 

Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 agar Kabupaten/Kota menyusun 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–

2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023–2026.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap 

menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap 

Tahun 2023-2026 mengingat masa jabatan Bupati Cilacap berakhir 

pada tahun 2022. 

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, pelaksanaan penyusunan 

RPD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa tahapan yaitu : 

1. Bappeda Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dengan 

memperhatikan Rancangan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 

2023-2026, RPJMD Provinsi yang berlaku atau Rencana 

Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026. 

2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Renstra 

PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 sesuai Rancangan Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026. 

3. Bappeda Kabupaten/Kota melakukan forum konsultasi publik 

untuk menyerap saran dan/ atau masukan dari pemangku 

kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRD, 

yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta 

ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang 

hadir. 

4. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai 

dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip 

efektivitas dan efisiensi. 

5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi 

penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD 

Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk 

dilakukan fasilitasi.  
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6. Sebelum ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 

2023-2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh 

Gubernur selaku Wakil Pemerintah dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Tujuan fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 adalah untuk 

memastikan: 

1) Kepentingan umum;  

2) Akuntabilitas; 

3) Rasionalitas; 

4) Efektivitas;  

5) Efisiensi; 

6) Partisipatif; 

7) Kesinambungan;  

8) Keselarasan; dan 

9) Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.  

b. Fasilitasi Rancangan RPD Kabupaten/Kota melampirkan : 

1) Surat Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RPD 

Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026; 

2) Rancangan Akhir RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;  

3) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022; 

4) Berita Acara Forum Konsultasi Publik;  

5) Hasil Reviu APIP. 

c. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh 

Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan hasilnya berupa Surat 

Rekomendasi Gubernur selaku Wakil Pemerintah; 

7. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c di 

atas, menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan. 

8. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

yang telah disempurnakan, diajukan oleh Kepala Bappeda 

Kabupaten/Kota kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah 

untuk ditetapkan. 
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9. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 

yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan 

Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. 

10. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan 

verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota 

Tahun 2023-2026.  

11. Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 

yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh 

Kepala Daerah. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4816); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026    Hal I-6 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Kembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesi Nomor 6323); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesi Nomor 6633); 

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 

tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20l8 Nomor 108); 
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22. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-

Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-

Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 224); 

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);                                                                                                  

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 20l0 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2009-2026 (Lembaran Daerah  Provinsi Jawa Tengah Tahun 20l9 

Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 121); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 110); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31); 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap 

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
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35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur 

Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);   

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);   

38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 

2022.         

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 

2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 

daerah, di mana dalam proses penyusunannya memperhatikan dan 

berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik 

tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, antara lain : RPJMN, 

RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Dokumen RPJPD Kabupaten Cilacap dan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap.  

1.3.1. Hubungan Antara RPD dengan RPJMN 

Penyusunan  Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten 

Cilacap Tahun 2023-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan 

pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan 

pembangunan daerah yang mempengaruhi dan mendukung 

pembangunan nasional. Penelaahan dilakukan terhadap isu-isu 

strategis nasional yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis 

nasional lainnya yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten 

Cilacap.  
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Disamping itu, target nasional yang ditetapkan dalam arah 

kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan 

dari Kabupaten Cilacap juga menjadi dasar dalam penentuan target 

dalam RPD Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026. 

1.3.2. Hubungan Antara RPD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 

Selain RPJMN, penyusunan RPD Kabupaten Cilacap juga harus 

memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD)  Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait 

dengan arah pengembangan kewilayahan, kawasan strategis, isu-isu 

strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang 

harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.  

1.3.3. Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kabupaten Cilacap 

RPD tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari  periode 

keempat RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025. Visi 

pembangunan jangka panjang daerah adalah : “Cilacap yang  

Berbudaya  dan  Sejahtera,” dimana dalam periode tersebut, kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun 2023–

2026 adalah memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah,  

sebagai berikut : 

1. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama 

dalam praktek kehidupan sehari-hari; 

2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan 

karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi; 

3. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, 

tenteram dan damai; 

4. Investasi-investasi besar semakin mantap dalam memainkan 

perannya sebagai  agen  pembangunan  sehingga  stabilitas  

pertumbuhan perekonomian yang tinggi dapat tercapai; 

5. Potensi daerah telah dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga 

tercipta produk yang mempunyai daya saing tinggi dan banyak 

diminati; 

6. Keseimbangan pembangunan yang memperhatikan kelestarian 

alam; 

7. Infrastruktur yang telah mampu mendinamisir ekonomi kerakyatan; 
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8. Mantapnya masyarakat yang senantiasa aktif dalam setiap kegiatan 

pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga mampu 

melaksanakan pembangunan di berbagai sektor secara mandiri; 

9. Terwujudnya masyarakat menjadi faktor yang memiliki peran yang 

sama besar dengan faktor pembangunan lainnya sehingga 

partisipasinya menjadi salah satu elemen penting dalam 

pembangunan. 

  

1.3.4. Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Cilacap  

RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 selanjutnya dijabarkan 

ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu 

dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Selain berpedoman 

pada dokumen RPD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, 

Program Strategis Nasional, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan pedoman 

penyusunan RKPD yang diterbitkan oleh Kemendagri setiap tahun.   

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan 

penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta 

program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program 

Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati Cilacap tentang RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-

2026. 

1.3.5. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah (Renstra PD) 

RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 menjadi pedoman 

dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 

dalam rentang waktu 4 (empat) tahun. Renstra-PD merupakan 

penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan 

teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi 

program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi 

pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan yang disusun 

oleh semua Perangkat Daerah.  

Renstra PD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  

mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah. 
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1.3.6. Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral 

Lainnya 

Penyusunan RPD Kabupaten Cilacap juga memperhatikan 

berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi 

sektor, antara lain :  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/ SDG’s), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Cilacap dan 

dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang terkait. 

1.4. Maksud dan Tujuan 

1.4.1 Maksud 

Maksud dari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Cilacap 

Tahun 2023–2026 adalah :  

a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku 

kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah daerah, 

kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam membangun 

kesepamahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna 

mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten 

Cilacap periode tahun 2023-2026;  

b. Memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra 

Perangkat Daerah maupun Renja Perangkat Daerah berupa 

program beserta target dan pagu indikatif sebagai dasar/pedoman 

dalam penyusunan RAPBD; 

c. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan 

pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan.  

1.4.2 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023–

2026 antara lain sebagai berikut :  

a. Menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026; 

b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan 

perencanaan tahunan, berupa program, kegiatan dan sub kegiatan 

beserta target dan pagu anggaran yang bersifat indikatif sebagai 

bahan/rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD; 
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c. Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra 

maupun Renja Perangkat Daerah, dan sebagai tolok ukur dalam 

mengukur kinerja tahunan.  

 

1.5. Sistematika RPD Tahun 2023-2026 

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 

Pada Tahun 2022, RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan 

dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan 

   Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, 

hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika 

RPD.  

Bab II Gambaran Umum  

   Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah pada aspek 

geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek 

kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.  

Bab III Gambaran Keuangan Daerah  

   Bab ini memuat analisis kinerja keuangan periode sebelumnya, 

dan kebijakan pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan 

daerah tahun 2023-2026. 

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis  

   Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu 

strategis pembangunan daerah tahun 2023-2026. 

Bab V Tujuan dan Sasaran  

   Pada bab ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran 

pembangunan, disertai target kinerja yang akan dicapai selama 

periode perencanaan pembangunan. 

 Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas 

   Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan yang 

akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain 

itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri 

dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana 

pembangunan daerah yang bersifat strategis. 
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Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat 

Daerah   

   Bab ini menguraikan tentang kebijakan pendanaan 

pembangunan dan program perangkat daerah yang dirumuskan 

dalam Renstra PD dan menjadi prioritas dalam mencapai sasaran 

pembangunan RPD, selanjutnya menjadi dasar penentuan 

indikasi rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan. 

Bab VIII  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

   Pada bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran 

keberhasilan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama 

(IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Daerah pada akhir periode RPD. 

Bab IX Penutup  

   Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah 

pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan 

pembangunan daerah setelah periode RPD berakhir.  
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BAB II  
GAMBARAN UMUM 

 

 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek 

kondisi kewilayahan yang harus diperhatikan sebagai ruang dan subjek 

pembangunan. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai 

karakteristik lokasi dan wilayah, serta potensi pengembangan wilayah. 

Sementara itu gambaran kondisi demografi antara lain mencakup 

perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara 

keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.  

 

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

1. Luas dan Batas Wilayah 

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Provinsi 

Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.253,61 km2 (termasuk Pulau 

Nusakambangan seluas 115,11 km2) atau sekitar 6,48% dari luas 

Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah administrasi Kabupaten Cilacap 

sebagai berikut:  

Sebelah Utara  : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan  

                              Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat) 

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia 

Sebelah Barat  : Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten 

   Pangandaran (Provinsi Jawa Barat) 

Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen 
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Gambar 2.1.  

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Cilacap 
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Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Cilacap 

adalah Kecamatan Wanareja dengan luas 189,73 km2 sedangkan 

kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Cilacap 

Utara dengan luas 18,84 km2. Secara administratif Kabupaten Cilacap 

terbagi menjadi 24 Kecamatan; 269 Desa; 15 Kelurahan; 2.319 rukun 

warga (RW) dan 10.463 rukun tetangga (RT). Secara rinci dapat di lihat 

pada tabel berikut : 

  

Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, 
RW dan Luas Wilayah Per Kecamatan Tahun 2021 

No. Kecamatan Desa Kelurahan RT RW 
Luas Wilayah 

(Km2) 

1. Dayeuhluhur 14 - 386 118 185,06 
2. Wanareja 16 - 665 182 189,73 
3. Majenang 17 - 785 167 138,56 
4. Cimanggu 15 - 446 107 167,44 
5. Karangpucung 14 - 417 107 115 
6. Cipari 11 - 363 80 121,47 
7. Sidareja 10 - 293 54 54,95 
8. Kedungreja 11 - 485 93 71,43 
9. Patimuan 7 - 322 79 75,3 
10. Gandrungmangu 14 - 583 88 143,19 
11. Bantarsari 8 - 410 67 95,54 
12. Kawunganten 12 - 468 80 117,43 
13. Kampung Laut 4 - 128 39 146,14 
14. Jeruklegi 13 - 432 83 96,8 
15. Kesugihan 16 - 690 156 82,31 
16. Adipala 16 - 515 118 61,19 
17. Maos 10 - 263 66 28,05 
18. Sampang 10 - 228 72 27,3 
19. Kroya 17 - 550 111 58,83 
20. Binangun 17 - 363 110 51,42 
21. Nusawungu 17 - 452 119 61,26 
22. Cilacap Selatan  

- Pulau Nusakambangan 
- 5 447 73 

9,11 
115,11 

23. Cilacap Tengah  - 5 421 80 22,15 
24. Cilacap Utara - 5 351 70 18,84 

Jumlah 269 15 10.463 2.319 2.253,61 

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2022 

 

2. Letak dan Kondisi Geografis 

Kabupaten Cilacap terletak diantara 10804’30” – 109030’30” 

(Garis Bujur Timur) serta 7030’ - 7045’20” (Garis Lintang Selatan). 

Kabupaten Cilacap secara geografis terdiri dari wilayah perbukitan, 

dataran rendah dan pesisir. 

 

3. Topografi 

Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan 

ketinggian rata-rata 198 meter dari permukaan laut dan wilayah 
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terendah adalah Kecamatan Kampung laut dengan ketinggian rata-rata 

1 meter dari permukaan laut. 

  
Ketinggian Rata-Rata Kecamatan Kabupaten Cilacap 

No Kecamatan 
Ketinggian Dari 

Permukaan Laut (m) 
Di tempat tertentu 

1 Dayeuhluhur 198 Dayeuhluhur 
2 Wanareja 25 Wanareja 
3 Majenang 23 Majenang 
4 Cimanggu 40 Cimanggu 
5 Karangpucung 50 Karangpucung 
6 Cipari 50 Cipari  
7 Sidareja 26 Sidareja 
8 Kedungreja 45 Kedungreja 
9 Patimuan 5 Patimuan 
10 Gandrungmangu 15 Gandrungmangu 
11 Bantarsari 8 Bantarsari 
12 Kawunganten 56 Kawunganten 
13 Kampung Laut 1 Kampung Laut 
14 Jeruklegi 9 Jeruklegi 
15 Kesugihan 8 Kesugihan 
16 Adipala 8 Adipala 
17 Maos 8 Maos 
18 Sampang 8 Sampang 
19 Kroya 10 Kroya 
20 Binangun 8 Binangun 
21 Nusawungu 10 Nusawungu 
22 Cilacap Selatan 6 Cilacap Selatan 
23 Cilacap Tengah 5 Cilacap Tengah 
24 Cilacap Utara 6 Cilacap Utara 

Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2022 

 

 

Gambar 2.2.  

Peta Topografi Kabupaten Cilacap 
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4. Geologi 

Kondisi geologi di Kabupaten Cilacap dapat dirinci menjadi 

bahasan mengenai litologi/batuan, stratigrafi, dan struktur geologi. 

Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa 

fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir, 

maupun kekeringan.  

Kabupaten Cilacap memiliki bentang alam yang beragam, secara 

topografi daerah barat dan utara berupa perbukitan dan pegunungan, 

serta daerah selatan berupa lahan pesisir dan laut. Wilayah ini memiliki 

keragaman ekosistem yang tersimpan di dalam wilayah administrasi 

Kabupaten Cilacap dari timur hingga barat. Kondisi pantai Kabupaten 

Cilacap menunjukkan adanya keseragaman dalam unsur geologi dan 

relief. Geologi atau endapan sepanjang pantai umumnya berupa 

daratan rendah pantai yang terdiri dari sedimen kuarter. Sedimen 

tersebut merupakan kombinasi antara endapan-endapan sungai delta, 

pantai, dan alluvial. 

Wilayah Kabupaten Cilacap secara geologi dibentuk oleh formasi-

formasi batuan gunung api dan sedimen endapan alluvium menutupi 

sebagian besar wilayah barat hingga ke bagian selatan (Djuri, 1975; 

Asikin dkk., 1992, dan Simanjutak dkk., 1992). Formasi-formasi 

batuan berumur Miosen Tengah yang tersingkap terutama di Pulau 

Nusakambangan terdiri dari Formasi Nusakambangan dan Pamutuan, 

dimana formasi yang kedua menindih secara selaras formasi pertama. 

Kedua formasi tersebut diatas ditutupi oleh Formasi Kalipucang yang 

berumur Miosen Tengah-Pliosen Awal, diendapkan secara tidak selaras 

di atas formasi Nusakambangan; sementara bagian bawahnya 

menjemari dengan anggota kalkarenit dari Formasi Pamutuan. 

Formasi Nusakambangan disusun oleh tuf, tuf lapilli, tuf pasir/ 

kerikilan dengan sisipan batu pasir sela di bagian bawah; dimana batu 

pasir sela semakin bertambah ke bagian atas, berselingan dengan batu 

lempung, bersisipan breksi. Formasi Pamutuan terdiri dari batu pasir, 

kalkarenit, napal, tuf, batu lempung, dan batu gamping; sedangkan 

Formasi Kalipucung merupakan endapan laut dangkal yang didominasi 

oleh batu gamping terumbu. 

Bagian daratan Kabupaten Cilacap dibentuk oleh formasi-

formasi Rambatan Halang; Kumbang dan Tapak; yang sebagian besar 

ditutupi oleh alluvium dengan endapan pantai menutupi terutama 
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bagian pantai selatan dari Kota Cilacap hingga muara Sungai Bengawan 

Donan di bagian timur kota. Formasi Rambatan berumur Miosen 

tengah disusun oleh endapan turbidit yang terdiri dari batu pasir 

gampingan bersisipan napal, batu lempung dan breksi. Formasi Halang 

terdiri dari perselingan batu pasir, batu lempung, napal, dan tuf 

bersisipan breksi yang ditutupi secara tidak selaras oleh Formasi 

Kumbang berumur Pliosen Awal berupa endapan breksi gunung api 

bersisipan lava, batu pasir dan konglomerat bersisipan napal. 

Sementara Formasi Tapak merupakan satuan batuan sedimen hasil 

pengendapan laut dangkal, yang terdiri dari batu pasir mengandung 

cangkang moluska bersisipan napal dan breksi; berumur Pliosen dan 

diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Halang. 

Formasi Halang diterobos oleh retas-retas bersusunan basalt 

sebagai pengisian bukaan-bukaan batuan berarah hampir sejajar 

dengan struktur antiklin, yang kemudian dipotong oleh sesar-sesar 

berarah timur laut- barat daya atau hampir utara-selatan. Luasnya 

sebaran alluvium berarah barat laut- tenggara diduga sebagai pengisian 

blok yang mengalami penurunan/ terban (graben) akibat bentukan 

struktur sesar normal di wilayah pemantauan. 

 

5. Hidrologi 

Air Permukaan 

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan 

keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan 

daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang 

sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan 

tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya 

membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi 

kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah 

harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan 

sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan 

dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya 

alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam yang 

bersangkutan, juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam 

yang berakibat sangat merugikan. 

Kabupaten Cilacap memiliki potensi air yang berasal dari air 

permukaan. Di Kabupaten Cilacap, terdapat beberapa sungai yang 
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mengalir di daerah ini dan bermuara di samudera Indonesia. Sungai-

sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy dari 

arah barat, Serayu dari arah Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur 

laut, serta Tipar dan Ijo di selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 

tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, disebutkan bahwa di 

Kabupaten Cilacap terdapat 24 (dua puluh empat) Daerah Aliran Sungai 

(DAS) yang berada di bawah pengelolaan dan kewenangan Balai Besar 

Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy dan Balai Besar Wilayah Sungai 

(BBWS) Serayu Opak. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada peta wilayah 

sungai dalam gambar berikut : 

 
Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap 

Gambar 2.3.  

Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Cilacap 

 

Air Tanah 

Hidrogeologi Cilacap secara regional dapat dibedakan atas dasar 

morfologi, geologi, lingkungan pengendapan batuan, dan keterdapatan 

air tanahnya. Kawasan perlindungan cekungan air tanah di wilayah 

Kabupaten Cilacap berupa kawasan imbuhan dan lepasan air tanah 

dengan luasan kurang lebih 1.274 km2 ditetapkan berdasarkan Perda 

Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten 

Cilacap, dengan rincian luasan dan lokasinya sebagai berikut: 

a. Cekungan Air Tanah (CAT) Majenang seluas ± 108 km2; 
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b. Cekungan Air Tanah (CAT) Sidareja seluas ± 480 km2; 

c. Cekungan Air Tanah (CAT) Nusakambangan seluas ± 45 km2; 

d. Cekungan Air Tanah (CAT) Cilacap seluas ± 218km2; 

e. Cekungan Air Tanah (CAT) Kroya seluas ± 423km2. 

 
  Sumber : RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap 

Gambar 2.4.  

Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Cilacap 

 

6. Klimatologi 

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika 

Kabupaten Cilacap, pada tahun 2021 curah hujan tertinggi pada terjadi 

pada bulan Januari (132,5 mm) dan terendah terjadi pada bulan 

Agustus (25,1 mm). Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan 

November dan Desember sebanyak 25 hari, sedangkan jumlah hari 

hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli sebanyak 10 hari hujan. 

Suhu maksimum tercatat 34oC terjadi pada bulan Maret, sedangkan 

suhu minimum 22,3oC terjadi pada bulan Februari. 

  
Banyaknya Curah Hujan Terbesar dan Jumlah Hari Hujan Yang 

Tercatat Di Stasiun Meterologi Cilacap Tahun 2021 

No Bulan 
Banyaknya Curah 

Hujan (mm) 
Curah Hujan 

Terbesar (mm) 
Jumlah Hari 

Hujan 

1 Januari 294 132,5 24 
2 Februari 385,4 66,8 21 
3 Maret 193,7 55,5 19 
4 April 136,2 42,9 17 
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No Bulan 
Banyaknya Curah 

Hujan (mm) 
Curah Hujan 

Terbesar (mm) 
Jumlah Hari 

Hujan 

5 Mei 74,9 46,4 12 
6 Juni 399,3 78,8 19 
7 Juli  98,2 33,8 10 
8 Agustus 128 25,1 19 
9 September 181 64,4 22 
10 Oktober 205,7 35 21 
11 November 612,4 97,3 25 
12 Desember 334,4 57,7 25 

Tahun 2021 3.043,20 132,5 234 

Tahun 2020 4.495,70 133,2 253 
Tahun 2019 1.968,90 135 141 
Tahun 2018 2.354,10 200 191 
Tahun 2017 3.494,00 180 283 

Sumber : BMKG Kabupaten Cilacap, 2022 

 

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap 

tahun maka curah hujan di Kabupaten Cilacap termasuk dalam 

kategori menengah. Curah hujan berubah secara drastis secara 

langsung dapat mengakibatkan penjenuhan pada tanah permukaan 

sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Tanah yang lama 

kering, kemudian diguyur hujan menerus, sehingga rentan mengalami 

pergerakan tanah atau longsor. 

 
7. Penggunaan Lahan 

Total lahan di Kabupaten Cilacap seluas 213.849 Ha, sebagian 

besar digunakan untuk lahan pertanian seluas 170.663 Ha dan sisanya 

seluas 43.186 Ha yang penggunaannya di luar pertanian seperti untuk 

jalan, perumahan, dan lain-lain. Dari lahan yang digunakan untuk 

pertanian seluas 213.849 Ha, sebagian besar digunakan untuk 

kepentingan lahan bukan sawah yaitu seluas 104.136 Ha yang 

digunakan antara lain untuk kebun/perkebunan, hutan rakyat, hutan 

negara, padang rumput dan empang. Sedangkan lahan seluas 66.527 

ha digunakan untuk sawah, baik sawah irigasi, tadah hujan, rawa 

pasang surut maupun untuk rawa lebak. 

Detail penggunaan tanah/lahan disajikan pada tabel berikut : 

  
Luas Penggunaan Tanah/Lahan Tahun 2021 

No Penggunaan Lahan  Luas (Ha) 

Lahan Sawah 

1 Irigasi 45.831 

2 Tadah Hujan 19.794 

3 Rawa Pasang Surut 618 

4 Rawa Lebak 284 
 

Jumlah Lahan Sawah 66.527 

Lahan Bukan Sawah 
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No Penggunaan Lahan  Luas (Ha) 

1 Tegal / Kebun 40.373 

2 Ladang / Huma 924 

3 Perkebunan 12.667 

4 Ditanami Pohon / Hutan Rakyat 7.623 

5 Padang Penggembalaan/ Padang Rumput 0 
6 Hutan Negara 30.208 

7 Sementara Tidak Diusahakan 136 

8 Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara Dll) 12.205 
 

Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah 104.136 

Lahan Bukan Pertanian (jalan, Permukiman dll) 43.186 

Total Luas Lahan  213.849 

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, Tahun 2022 

 

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten 

Cilacap ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu 

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul 

utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan 

internasional; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi 

sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Nasional; 

dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai 

simpul transportasi yang melayani skala Nasional. Kabupaten Cilacap 

dalam RTRWN masuk kepada tahapan pengembangan fungsi 

Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat 

Pertumbuhan Nasional dan merupakan salah satu kabupaten yang 

ditetapkan dari tiga kawasan lain di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang 

dan Kota Surakarta. Dengan ditetapkannya Cilacap sebagai PKN, maka 

diperlukan peningkatan infrastruktur jalan yang mendukung 

kelancaran kegiatan nasional. Hal ini sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 

2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – 

Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – 

Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – 

Pemalang, yang menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai kawasan 

hinterland (penyangga) untuk mendukung pengembangan Kawasan 

Industri Brebes. 

Terkait dengan pengembangan infrastruktur strategis yang 

termuat dalam RTRWN maupun Perpres tentang Proyek Strategis 

Nasional, di Kabupaten Cilacap terdapat beberapa proyek strategis 

nasional yang perlu mendapat perhatian baik yang memiliki pengaruh 
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dalam skala lokal maupun regional. Pembangunan kawasan industri 

pengolah minyak (RDMP Project), pembangkit listrik/PLTU, 

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan adalah beberapa proyek 

strategis nasional yang diharapkan dapat memicu efek pengembangan 

kawasan lokal disekitar kabupaten Cilacap. Rencana Pembangunan 

jalan bebas hambatan yang menghubungkan Gedegbage – Cilacap, 

Cilacap - Pejagan dan Cilacap – Yogjakarta, Pembangunan Jaringan 

Jalan Lintas Selatan, diharapkan dapat mendorong peran Kabupaten 

Cilacap dalam pengembangan kawasan regional yang terkoneksi 

dengan kawasan lain termasuk didalamnya adalah rencana 

pembangunan/pengembangan bandara Tunggul Wulung di Kabupaten 

Cilacap dan bandara Jenderal Sudirman di Kabupaten Purbalingga.  

Disamping itu, pada RTRWN juga menyebutkan bahwa 

Kabupaten Cilacap termasuk dalam 2 (dua) kawasan andalan, yaitu 

kawasan andalan Jawa Tengah Selatan dan kawasan andalan laut 

Cilacap dan sekitarnya. 

  
Penetapan Kawasan Andalan 

Kawasan Andalan 
Sektor 

unggulan 
Keterangan 

Kawasan Jawa Tengah 
Selatan (Purwokerto, 
Kebumen, Cilacap dan 

sekitarnya) 

- pertanian 

 

- pariwisata 

 

- pertambangan 

 

- industri 

 

- perikanan 

1. Tahap pengembangan kawasan 
andalan untuk pertanian 

2. Tahapan pengembangan kawasan 
andalan untuk pariwisata 

3. Tahapan pengembangan kawasan 
andalan untuk pertambangan 

4. Tahapan rehabilitasi kawasan 
andalan untuk industri pengolahan 

5. Tahapan pegembangan kawasan 
andalan untuk perikanan 

Kawasan Andalan Laut 

Cilacap dan sekitarnya 

 

- perikanan laut 

 

- pertambangan 

 

- pariwisata 

1. Tahapan pengembangan kawasan 
andalan untuk kelautan 

2. Tahapan pengembangan kawasan 
andalan untuk pertambangan 

3. Tahapan pengembangan kawasan 
andalan untuk pariwisata 

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN 

 
Penetapan Kabupaten Cilacap yang termasuk dalam kawasan 

andalan sesuai dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Cilacap, 
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yaitu “Mewujudkan Ruang Kabupaten Sebagai Pusat Ekonomi Skala 

Nasional Berbasis Pertanian, Industri, Kelautan, Secara Terpadu dan 

Berkelanjutan Guna Pemerataan Pembangunan Wilayah”. Selain itu, 

penetapan sebagai kawasan andalan laut Cilacap dan sekitarnya juga 

sesuai dengan rencana pemantapan pelabuhan utama di Kabupaten 

Cilacap. Pemantapan pelabuhan utama tersebut dapat mendukung 

pengembangan kawasan andalan untuk kelautan. 

Mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Tengah Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, Kawasan Cilacap merupakan bagian 

dari kawasan Barlingmascakeb dengan pusat pertumbuhan di 

Purwokerto akan tetapi diarahkan pada keterpaduan pengembangan 

kawasan dengan wilayah Cilacap, dan Purbalingga serta Kebumen. 

Pengembangan kawasan ini adalah didasarkan pada pengembangan 

potensi sektor unggulan mencakup pertanian, industri, pariwisata, 

perdagangan jasa, perikanan, pertambangan dan panas bumi. Secara 

spesifik dalam perda tersebut dijelaskan bahwa terdapat kawasan 

strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 

berupa pengembangan Kawasan Industri Cilacap (KIC). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 

2011-2031, pola ruang wilayah Kabupaten Cilacap dibedakan menjadi 

kawasan lindung dan kawasan Budidaya. 
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  Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap 

Gambar 2.5.  

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Cilacap 

 
Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan 

Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan. 

Kawasan peruntukan lindung Kabupaten Cilacap mencakup 

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di 

bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, 

kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya dan kawasan 

ekosistem mangrove. Sedangkan kawasan peruntukan budidaya terdiri 

dari atas kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, 

kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, 

kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan 

kawasan pertahanan dan keamanan. 

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di 

bawahnya adalah berupa kawasan resapan air seluas kurang lebih 
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2.848 tersebar di wilayah kabupaten. Kawasan perlindungan setempat 

meliputi kawasan sempadan sungai yang berada pada seluruh sungai 

yang ada di Kabupaten Cilacap. Kawasan sempadan pantai sejauh 100 

meter dari garis pantai yang ada di Kecamatan Patimuan, 

Kampunglaut, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, 

Kesugihan, Adipala, Binangun dan Nusawungu. Kawasan sekitar danau 

dan waduk yang berupa daratan dengan jarak 50 sampai dengan 100 

meter dari titik psang air danau/waduk/bendungan tertinggi dan atau 

daratan sepanjang tepian danau/waduk/ bendungan yang lebar 

proposional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.  

Kawasan konservasi meliputi kawasan suaka alam dan kawasan 

pelestarian alam. Kawasan suaka alam terdiri dari Cagar Alam 

Nusakambangan Barat seluas ± 656,06 ha, Nusakambangan Timur 

seluas ± 210,90 ha, Wijaya Kusuma seluas ± 433 m2 dan Cagar Alam 

Karang Bolong seluas ± 73 m2. Kawasan pelestarian alam berupa 

Kawasan Gunung Selok di Kecamatan Adipala seluas ± 116,37 ha. 

Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan imbuhan air tanah 

dan sempadan mata air.  Kawasan imbuhan air tanah terdiri dari terdiri 

dari cekungan air tanah Majenang, Sidareja, Cilacap, Nusakambnagn, 

dan cekungan air tanah Kroya. Kawasan sempadan mata air diukur 

paling sedikit 200 meter, mecakup seluruh sumber mata air yang 

tersebar di kecamatan di Kabupaten Cilacap. Kawasan cagar budaya 

terdiri dari kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan non 

bangunan dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 

lingkungan bangunan gedung dan halaman. Sedangkan kawasan 

ekosistem mangrove di Kabupaten Cilacap berada di sepanjang pantai 

wilaah Kabupaten Cilacap dan Kawasan Segara Anakan. 

Kawasan peruntukan budidaya untuk kawasan hutan produksi 

terdiri atas kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi 

terbatas. Kawasan hutan produksi tetap tersebar di Kecamatan  

Kecamatan Dayeuhluhur, Majenang, Wanareja, Cimanggu, 

Karangpucung, Cipari, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, 

Jeruklegi dan Cilacap Tengah. Sedangkan kawasan hutan produksi 

terbatas berada di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, 

Cimanggu, Karangpucung, Cipari, Gandrungmangu dan Bantarsari. 

Kawasan perkebunan rakyat tersebar di Kecamatan Adipala, 

Dayehluhur, Majenang, Wanareja, Cimanggu, Sidareja, Kedungreja, 
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Patimuan, Karangpucung, Cipari, Gandrungmangu, Bantarsari, 

Kawunganten, Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya, 

Binangun, Nusawaungu, Cilacap Selatan, Cilacap Utara dan Cilacap 

Tengah.  

Kawasan pertanian terdiri dari kawasan tanaman pangan, 

kawasan perkebunan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan 

(LP2B). Kawasan tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan yang 

ada di Kabupaten Cilacap. Kawasan perkebunan adalah tersebar di 

seluruh kecamatan sedangkan kawasan pertanian pangan 

berkelanjutan ditetapkan seluas 58.912, ha yang terdiri dari kawasan 

pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 53.030 ha dan Lahan 

cadangan pertanian pangan berkelanjutan ( LCP2B)  seluas 5.882 ha. 

ha yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada.  

Kawasan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap 

yang dilengkapi dengan sarana penunjang lainya dan kawasan 

perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap yang dilengkapi 

dengan sarana penunjang lainya terdiri dari kawasan sentra kegiatan 

kelautan yang meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, 

Kelurah Cilacap Kelurahan Tegalkamulyan dan Kelurahan Sidakaya.  

Tempat pelelangan ikan yang tersebar di 10 kecamatan dan pelabuhan 

perikanan yang terdiri dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, 

Jetis, Kemiren, Lengkong, Pandanarang, Rawa Jarit, Sentolo Kambang, 

Sentolo Kawat Sidakaya dan Bengawan Donan. Kawasan sentra 

kegiatan budidaya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten 

Cilacap. 

Kawasan pertambangan terdiri dari kawasan pertambangan 

mineral kawasan pertambangan minyak bumi dan gas. Kawasan 

peruntukan pertambangan mineral  terdiri atas kawasan pertambangan 

mineral logam dan batuan, bukan logam dan batubara. Kawasan 

pertambangan mineral logam dan batuan berada di Kecamatan 

Majenang, Wanareja, Cimanggu, Karangpucung, Gandrungmangu, 

Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya, Adipala, Boinangun, 

Nusawungu dan Kawasan Nusakambangan, Kawasan pertambangan 

mineral bukan logam berada di Kecamatan Wanareja, Majejang, Cipari, 

Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Bantarsari, Patimuan, 

Kampung luat, Kawunganten, Adipala dan Nusakambangan. Kawasan 

pertambangan batubara berada di Kecamatan Dayeuhluhur, 
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Karangpucungm Kawasan pertambangan Majenang dan Kawasan 

Pertambangan Serayu-Pantai Selatan. Sedangkan kawasan 

pertambangan minyak dan gas bumi berada di Kecamatan Cipari, 

Cimanggu, Karangpucung, Kedungreja, Gandrungmangu, Sidareja, 

Kawunganten, Jeruklegi, Adipala, Kroya dna Binangun. 

Kawasan peruntukan industri kurang lebih seluas 5.286 ha yang 

meliputi Kawasan Peruntukan Industri Cilacap, Karangkandri, Bunton, 

Warung Batok, Tinggarjaya, Cilacap Timur, Bengawan Donan dan 

Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Jawa Tnegah di Kecamatan 

Kesugihan. Sedangkan pengembangan sentra industri kecil dan 

menengah diarahkan di kawasan peruntukan industri.  

Kawasan pariwisata terdiri dari kawasan pariwisata alam, 

budaya dan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata ini 

tersebar di hampir seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap. 

Sedangkan untuk kawasan peruntukan permukiman, terdiri dari 

kawasan permukiman perkotaan yang meliputi seluruh kawasan 

perkotaan Cilacap dan beberapa wilayah di setiap kecamatan yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman 

yang dekat dengan pusat pusat pertumbuhan dan pemerintahan. 

Kawasan peruntukan permukiman juga mencakup kawasan 

permukiman perdesaan yang diarahkan menjadi pusat pertumbuhan 

wilayah yang tidak menghilangkan karakteristik wilayahnya.  

Kawasan budidaya lainnya mencakup pertahanan dan 

keamanan yang meliputi Markas Batalyon Tempur TNI Surya Kusuma, 

daerah Latihan Militer Komando Pasukan Khusus di Pulau 

Nusakambangan, Markas Komando Daerah Militer di Kecamatan 

Cilacap Selatan, Markas Komando Rayon Militer di setiap kecamatan, 

Markas Polisi Resor Cilacap di Kecamatan Cilacap Utara, Markas Polisi 

Sektor di setiap Kecamatan, Satuan Polisi Air di Kecamatan Cilacap 

Selatan, Lapangan Tembak TNI di Kecamatan Adipala, Pangkalamn TNI 

Angkatan Laut di Kecamatan Cilacap Selatan dan Lapangan Tembak 

Polisi di Kecamatan Maos. 

Rencana struktur ruang Kabupaten Cilacap sebagaimana 

tertuang dalam dokumen RTRW menyebutkan bahwa rencana struktur 

ruang terdiri dari rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem 

jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan 

menggambarkan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan 
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dan penetapan kawasan perkotaan sebagai pusat pusat pertumbuhan 

(pusat kegiatan lokal atau pusat pelayanan kawasan) serta penetapan 

kawasan perdesaan sebagai pusat pelayan lingkungan. 

Rencana struktur ruang juga mendiskripsikan rencana 

pembangunan di Kabupaten Cilacap yang mencakup pembangunan 

sistem jaringan prasarana utama seperti rencana sistem jaringan 

transportasi darat, jaringan perkeretaapian, jaringan transportasi laut, 

jaringan transportasi udara serta pembangunan rencana sistem 

jaringan prasarana lain seperti rencana sistem jaringan energi, jaringan 

telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana 

pengelolaan lingkungan dan jalur serta ruang evakuasi. 

 
Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap 

Gambar 2.6.  

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Cilacap 

 

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 

Kawasan rawan bencana alam yang ada di Kabupaten Cilacap 

meliputi kawasan rawan bencana alam geologi yang terdiri dari rawan 

gempa bumi dan rawan tsunami. Kawasan rawan bencana gempa bumi 

mencakup wilayah Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, 

Cipari, Sidareja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten dan 

Nusawungu. Kawasan rawan bencana tsunami tersebar di kecamatan 
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Nusawungu, Binangun, Adipala, Kesugihan, Cilacap Utara, Cilacap 

Tengah, Cilacap Selatan, Kawunganten dan Kampung Laut.  

Kawasan rawan bencana juga meliputi wilayah yang rawan 

bencana banjir, kekeringan dan bencana longsor. Wilayah rawan 

bencana banjir tersebar di Kecamatan Dayeuhluhur, Majenang, 

Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, 

Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Kesugihan, Adipala, Maos, 

Sampang, Kroya dan Nusawungu. Kawasan rawan bencana kekeringan 

tersebar di Kecamatan Jeruklegi, Cipari, Gandrungmangu, 

Kawunganten, Karangpucung, Bantarsari, Kampunglaut, Sidareja, 

Nusawungu, Binangun, Patimuan dan Cilacap Utara. Sedangkan 

kawasan yang memiliki potensi bencana longsor meliputi kecamatan 

Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu dan Karangpucung. 

 
  Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap 

Gambar 2.7.  

Peta Rawan Bencana Tsunami dan Banjir Kabupaten Cilacap 

 

2.1.4. Demografi 

Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2021 

berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) sebanyak 1.980.912 jiwa, terdiri dari 1.002.019 jiwa 

penduduk laki-laki dan 978.893 jiwa penduduk perempuan, dengan 

rasio jenis kelamin mencapai 102,36. Pertumbuhan penduduk tahun 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026  Hal II-19 

2021 sebesar 1,17 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2020 

yang tercatat 1,05 persen. 

  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio 

Tahun 2017-2021 

No Variabel 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Laki-Laki 934.014 964.101 979.745 990.338 1.002.019 

2 Perempuan 908.899 942.748 957.682 967.534 978.893 

3 Laki-laki + 
Perempuan 

1.842.913 1.906.849 1.937.427 1.957.872 1.980.912 

4 Sex Ratio  102,8 102,3 102,3 102,4 102,36 

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 
  

Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2017-

2021 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2017 jumlah 

penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 1.842.913 jiwa meningkat 

menjadi sebanyak 1.980.912 jiwa pada tahun 2021. Sedangkan 

persebaran penduduk di Kabupaten Cilacap juga tidak merata, 

Distribusi penduduk menurut kecamatan, memperlihatkan Kecamatan 

Majenang adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 

142.273 jiwa (7,18 persen), diikuti Kecamatan Kesugihan sebesar 

135.368 jiwa (6,83 persen). Sedangkan yang berpenduduk paling kecil 

adalah Kecamatan Kampung Laut, yaitu sejumlah 15.839 jiwa (0,80 

persen). Perincian penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan 

kecamatan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut : 

  
Persebaran Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Wilayah 

Kecamatan Tahun 2017-2021 (jiwa) 

No Kecamatan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Dayeuhluhur 47.948 48.809 49.188 49.096 49.438 
2 Wanareja 100.079 102.857 104.771 105.761 106.683 
3 Majenang 131.505 135.392 138.476 140.961 142.273 
4 Cimanggu 100.040 102.219 104.212 105.761 106.491 
5 Karangpucung 78.069 79.378 80.071 81.037 81.867 
6 Cipari 64.236 64.379 65.608 65.999 67.107 
7 Sidareja 59.418 61.972 62.305 62.712 63.406 
8 Kedungreja 83.152 84.557 86.929 88.334 89.734 
9 Patimuan 47.281 48.728 49.288 49.646 50.401 

10 Gandrungmangu 104.699 107.169 109.331 110.498 112.234 
11 Bantarsari 69.545 71.383 73.431 74.618 75.784 
12 Kawunganten 81.487 83.753 84.705 85.775 86.866 
13 Kampung Laut 14.978 15.043 15.566 15.609 15.839 
14 Jeruklegi 71.144 73.705 75.156 76.457 77.795 
15 Kesugihan 122.367 129.580 131.283 133.248 135.368 
16 Adipala 86.254 91.069 93.309 94.745 96.211 
17 Maos 45.463 47.006 46.672 46.893 47.407 
18 Sampang 40.063 42.372 43.018 43.592 44.164 
19 Kroya 108.138 113.211 114.119 115.503 117.055 
20 Binangun 62.484 66.522 67.926 68.764 69.718 
21 Nusawungu 77.377 83.184 84.729 85.854 87.613 
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No Kecamatan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

22 Cilacap Selatan 82.212 83.328 84.549 84.349 84.151 
23 Cilacap Tengah 87.648 89.709 90.490 90.183 90.010 
24 Cilacap Utara 77.326 81.524 82.295 82.934 83.295 

Jumlah 1.842.913 1.906.849 1.937.427 1.957.872 1.980.912 
Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 

 
Untuk mengetahui potensi ketenagakerjaan di Kabupaten 

Cilacap maka penduduk ditinjau dari kelompok umur. Berdasarkan 

kelompok umur kategori penduduk produktif tahun 2021 (15–64 tahun) 

sebesar 1.377.834 jiwa atau 69,56 persen, jumlah penduduk tidak 

produktif (>65 tahun) sebanyak 159.911 jiwa atau 8,07 persen dan 

jumlah penduduk tidak produktif (<15 tahun) sebanyak 443.167 jiwa 

atau 22,37 persen. Potensi tenaga kerja di Kabupaten Cilacap cukup 

besar karena penduduk usia produktif mencapai angka 69,56 persen 

dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap. Penduduk 

Kabupaten Cilacap menurut kelompok umur tahun 2017-2021 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

  
Penduduk Kabupaten Cilacap Menurut Kelompok Umur  

Tahun 2017-2021 

Kelompok Umur 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

0-14 455.769 422.246 439.096 448.425 443.167 
15-64 1.225.141 1.344.697 1.348.357 1.364.725 1.377.834 
65+ 162.003 139.906 149.974 144.722 159.911 

Rasio 
Ketergantungan 

50,42 41,81 43,69 43,46 43,77 

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 (data diolah) 
 

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Cilacap 

dapat dilihat bahwa struktur kependudukan mengarah pada proporsi 

penduduk usia produktif yang lebih besar yaitu 69,56 persen. Kondisi 

ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan 

pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk 

yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency 

ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. 

Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta 

karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), dan kualitas 

Sumber daya manusia (human capital). Kondisi tersebut 

menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten 

Cilacap, namun apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan 

penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai kebutuhan masyarakat 
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Cilacap dan peningkatan kompetensi tenaga kerja produktif, maka yang 

akan terjadi adalah meningkatnya jumlah pengangguran. 

 
   Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 

Gambar 2.8.  

Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

  

Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah maka 

dikenal suatu ukuran yaitu kepadatan penduduk. Ukuran ini dapat 

digunakan sebagai langkah awal guna memperoleh gambaran tentang 

kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya 

dukung terhadap penduduk yang ada. Bertambahnya penduduk 

menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat, yaitu dari 916 

jiwa/km2 pada tahun 2020 menjadi 926 jiwa/km2 pada tahun 2021. 

Seperti tahun sebelumnya, penduduk yang terpadat berada di 

Kecamatan Cilacap Selatan sebanyak 9.237 jiwa/km2. Sementara itu 

Kecamatan Kampunglaut yang luasnya 6,8 persen dari total luas 

Kabupaten Cilacap hanya dihuni 108 jiwa/km2. 

  
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

No Kecamatan 
Luas Wilayah 

(km2) 
Jumlah 

Penduduk* 

Kepadatan Penyebaran 

(Jiwa) (%) 

1 Dayeuhluhur 185,06 49.438  267  0,68 
2 Wanareja 189,73 106.683  562  1,44 
3 Majenang 138,56 142.273  1.027  2,63 
4 Cimanggu 167,04 106.491  638  1,63 
5 Karangpucung 115,00 81.867  712  1,82 
6 Cipari 121,47 67.107  552  1,41 
7 Sidareja 54,95 63.406  1.154  2,95 
8 Kedungreja 71,43 89.734  1.256  3,21 
9 Patimuan 75,30 50.401  669  1,71 
10 Gandrungmangu 143,19 112.234  784  2,01 
11 Bantarsari 95,54 75.784  793  2,03 
12 Kawunganten 117,43 86.866  740  1,89 
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No Kecamatan 
Luas Wilayah 

(km2) 
Jumlah 

Penduduk* 

Kepadatan Penyebaran 

(Jiwa) (%) 

13 Kampunglaut 146,14 15.839  108  0,28 
14 Jeruklegi 96,80 77.795  804  2,06 
15 Kesugihan 82,31 135.368  1.645  4,21 
16 Adipala 61,19 96.211  1.572  4,02 
17 Maos 28,05 47.407  1.690  4,32 
18 Sampang 27,30 44.164  1.618  4,14 
19 Kroya 58,83 117.055  1.990  5,09 
20 Binangun 51,42 69.718  1.356  3,47 
21 Nusawungu 61,26 87.613  1.430  3,66 
22 Cilacap Selatan 9,11 84.151  9.237  23,63 
23 Cilacap Tengah 22,15 90.010  4.064  10,40 
24 Cilacap Utara 18,84 83.295  4.421  11,31 
Kabupaten Cilacap 2.138,50* 1.980.912  926 100 

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 (diolah) 
* Luas wilayah belum termasuk Pulau Nusa Kambangan, luas Pulau Nusa Kambangan 115,11 km². 

Apabila Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah Kabupaten Cilacap dengan Pulau Nusa 
Kambangan adalah sebesar : 879 jiwa/ km². 

 

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar penduduk 

Kabupaten Cilacap yang sudah bekerja merupakan petani/pekebun, 

buruh harian lepas, wiraswasta, karyawan swasta dan pedagang. 

 

  
Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenis Pekerjaan  

Tahun 2017-2021 
No Jenis Pekerjaan 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Belum/Tidak Bekerja 475.927 490.781 500.837 525.237 533.428 

2 Mengurus Rumah Tangga 252.670 267.804 278.337 283.739 292.110 

3 Pelajar/Mahasiswa 243.501 250.864 248.254 255.271 250.107 

4 Pensiunan 8.094 8.124 8.154 7.538 7.489 

5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 13.506 13.218 12.936 12.503 12.247 

6 
Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) 

976 989 1.002 1.040 1.026 

7 Kepolisian RI (Polri) 985 1.007 1.029 1.036 1.007 

8 Perdagangan 4.582 4.618 4.654 4.498 4.540 

9 Petani/Pekebun 325.089 328.066 326.055 309.826 309.795 

10 Peternak 426 422 418 388 381 

11 Nelayan/Perikanan 8.804 8.887 8.971 8.788 8.823 

12 Industri 90 85 80 79 80 

13 Konstruksi 74 74 74 75 75 

14 Transportasi 126 130 134 130 132 

15 Karyawan Swasta 97.012 105.686 110.994 114.062 117.254 

16 Karyawan BUMN 2.940 2.961 2.982 2.997 3.003 

17 Karyawan BUMD 282 291 300 302 300 

18 Karyawan Honorer 1.341 1.372 1.404 1.410 1.461 

19 Buruh Harian Lepas 181.290 186.229 191.303 190.629 193.282 

20 Buruh Tani/Perkebunan 51.266 53.453 52.652 50.427 50.262 

21 Buruh Nelayan/Perikanan 521 521 521 519 528 

22 Buruh Peternakan 164 166 168 168 168 

23 Pembantu Rumah Tangga 507 498 489 466 461 

24 Tukang Cukur 23 23 23 24 25 

25 Tukang Listrik 18 17 16 13 13 

26 Tukang Batu 307 304 301 299 298 

27 Tukang Kayu 417 415 413 398 397 

28 Tukang Sol Sepatu 13 10 8 8 7 

29 Tukang Las/Pandai Besi 46 45 44 44 45 

30 Tukang Jahit 1.991 1.995 1.999 2.016 2.026 

31 Tukang Gigi 10 7 5 5 5 

32 Penata Rias 24 24 24 23 24 

33 Penata Busana 1 2 3 3 2 
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No Jenis Pekerjaan 2017 2018 2019 2020 2021 

34 Penata Rambut 13 14 15 14 16 

35 Mekanik 204 211 218 223 231 

36 Seniman 45 52 60 63 68 

37 Tabib 2 3 4 4 4 

38 Paraji 9 10 11 8 8 

39 Perancang Busana 6 6 6 6 6 

40 Penterjemah 6 6 6 6 4 

41 Imam Masjid 17 16 15 14 14 

42 Pendeta 81 81 81 84 83 

43 Pastor 5 5 5 5 5 

44 Wartawan 41 42 43 39 43 

45 Ustadz/Mubaligh 68 70 72 76 78 

46 Juru Masak 7 7 7 6 6 

47 Promotor Acara - - - 1 1 

48 Anggota DPR RI 2 2 2 3 3 

58 Bupati 1 1 1 1 1 

59 Wakil Bupati 2 2 1 1 1 

62 Anggota DPRD Prop. 1 1 1 1 1 

63 Anggota DPRD Kab./Kota 22 21 20 20 21 

64 Dosen 229 240 252 257 285 

65 Guru 12.660 12.943 13.232 13.348 13.646 

67 Pengacara 28 26 24 23 25 

68 Notaris 19 22 25 26 25 

69 Arsitek 7 7 7 7 8 

70 Akuntan 1 2 3 2 3 

71 Konsultan 5 7 10 12 9 

72 Dokter 274 296 320 335 352 

73 Bidan 987 1.019 1.052 1.101 1.121 

74 Perawat 1.134 1.207 1.285 1.364 1.449 

75 Apoteker 91 103 116 123 139 

76 Psikiater/Psikolog 3 3 3 2 3 

78 Penyiar Radio 4 4 4 4 4 

79 Pelaut 151 160 170 166 182 

80 Peneliti 14 14 14 13 11 

81 Sopir 1.904 1.937 1.971 1.986 2.004 

82 Pialang 1 1 1 1 1 

83 Paranormal 10 10 10 10 11 

84 Pedagang 32.145 34.829 34.516 33.253 33.174 

85 Perangkat Desa 2.866 2.968 3.074 3.043 3.032 

86 Kepala Desa 144 163 185 181 179 

87 Biarawan/Biarawati 27 22 18 18 18 

88 Wiraswasta 116.497 121.081 125.845 127.925 131.048 

89 Pekerjaan Lainnya 157 147 138 136 2.788 
 Jumlah 1.842.913 1.906.849 1.937.427 1.957.872 1.980.912 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Tahun 2022 

 
Penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan jenjang 

pendidikannya pada tahun 2021 sebanyak 666.114 orang memiliki 

jenjang pendidikan SD/sederajat, 331.904 orang memiliki jenjang 

pendidikan SLTP/sederajat, 299.323 orang memiliki jenjang pendidikan 

SLTA/sederajat. Secara lengkap terkait dengan jenjang pendidikan 

penduduk Kabupaten Cilacap disajikan dalam tabel berikut. 

  
Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Tahun 2017-2021 
No Jenjang Pendidikan 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Tidak/Blm Sekolah 371.833 389.983 404.614 433.184 446.138 

2 Belum Tamat SD/Sederajat 167.769 172.457 168.815 171.880 169.435 

3 Tamat SD/Sederajat 676.784 689.875 686.611 665.456 666.114 
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No Jenjang Pendidikan 2017 2018 2019 2020 2021 

4 SLTP/Sederajat 305.343 318.285 325.383 328.495 331.904 

5 SLTA/Sederajat 263.017 274.873 287.508 292.761 299.323 

6 Diploma I/II 4.383 4.587 4.525 4.430 4.363 

7 Akademi/Diploma III 15.003 16.075 16.725 17.035 17.292 

8 Diploma IV/Strata I 37.221 39.156 41.557 42.901 44.579 

9 Strata-II 1.477 1.483 1.619 1.665 1.703 

10 Strata-III 83 75 70 65 61 

  Jumlah 1.842.913 1.906.849 1.937.427 1.957.872 1.980.912 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Tahun 2022 

 
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 

indikator utama dalam penilaian kinerja pembangunan. Keberadaan 

kilang minyak sangat berpengaruh terhadap PDRB Cilacap, maka 

dalam penghitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB dengan migas dan 

PDRB tanpa migas. Dilihat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Cilacap dengan 

Migas tahun 2017-2021, laju pertumbuhan yang cenderung positif, 

pertumbuhan PDRB dari tahun ketahun mengalami peningkatan dalam 

kurun waktu empat tahun, hanya saja pada tahun 2020 mengalami 

penurunan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2018 PDRB ADHB 

Kabupaten Cilacap sebesar Rp.109.699.659 juta meningkat menjadi 

Rp.114.117.079 juta pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan 

151,96 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 

Rp.105.150.539 juta dengan indeks perkembangan 140,02 persen. 

Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp. 110.262.463 juta 

dengan indeks perkembangan 149,82 persen. Sedangkan PDRB ADHK 

pada tahun 2018 sebesar Rp. 98.100.568 juta meningkat menjadi 

Rp.100.327.299 juta pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan 

133,59 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi Rp.90.011.584 

juta dengan indeks perkembangan 119,86 persen. Adapun tahun 2021 

meningkat kembali menjadi Rp.91.944.588 juta dengan indeks 

perkembangan 122,43 persen.  

  
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Cilacap 

Dengan Migas Tahun 2017-2021 

Tahun 

PDRB ADHB PDRB ADHK 

Jumlah 
(juta rupiah) 

Indeks 
Perkembangan 

(%) 

Jumlah 
(juta rupiah) 

Indeks 
Perkembangan 

(%) 

2017 103.921.776 138,38 95.254.587 126,84 

2018 109.699.659 146,07 98.100.568 130,63 

2019 114.117.079 151,96 100.327.299 133,59 
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Tahun 

PDRB ADHB PDRB ADHK 

Jumlah 
(juta rupiah) 

Indeks 
Perkembangan 

(%) 

Jumlah 
(juta rupiah) 

Indeks 
Perkembangan 

(%) 

2020* 105.150.539 140,02 90.011.584 119,86 

2021** 110.262.463 149,82 91.944.588 122,43 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022 
  *) Angka sementara **) Angka sangat sementara  

 
Sama seperti PDRB dengan Migas, PDRB Kabupaten Cilacap 

ADHB dan ADHK tanpa migas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

juga menunjukan pertumbuhan yang positif, sedangkan pada tahun 

2020 ada sedikit kenaikan untuk PDRB ADHB dan sedikit penurunan 

untuk PDRB ADHK. Pada tahun 2018 PDRB ADHB Kabupaten Cilacap 

sebesar Rp.61.604.060 juta meningkat menjadi Rp. 65.800.550 juta 

pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan 221,02 persen dan 

mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi Rp.65.991.350 juta 

dengan indeks perkembangan 221,66 persen. Adapun tahun 2021 

meningkat kembali menjadi 69.826.770 juta dengan indeks 

perkembangan 234,55 persen. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 

2018 sebesar Rp.45.073.050 juta meningkat menjadi Rp.47.492.690 

juta pada tahun 2019 dengan indeks perkembangan 159,53 persen dan 

menurun menjadi Rp.46.849.020 juta dengan indeks 157,37 persen. 

Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi 48.435.240 juta 

dengan indeks perkembangan 162,69 persen. Selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

  
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Cilacap  

Tanpa Migas Tahun 2017-2021 

Tahun 

PDRB ADHB PDRB ADHK 

Jumlah Indeks 
Perkembangan 

(%) 

Jumlah Indeks 
Perkembangan 

(%) 
(juta rupiah) (juta rupiah) 

2017 57.306.470 192,49 42.868.160 143,99 

2018 61.604.060 206,93 45.073.050 151,40 

2019 65.800.550 221,02 47.492.690 159,53 

2020* 65.991.350 221,66 46.849.020 157,37 

2021** 69.826.770 234,55 48.435.240 162,69 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022 

  *) Angka sementara **) Angka sangat sementara  
 

Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan dengan migas di 

Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 5 tahun (2017-2021), pada 

tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat 

dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas sebesar 5,37 persen, 

sementara tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan 
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sebesar -1,36 persen. Adapun tahun 2021 meningkat kembali menjadi 

3,39 persen. 

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 

2019 sebesar 2,27 persen. Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas 

Kabupaten Cilacap sangat dipengaruhi oleh produksi industri minyak, 

dimana kontribusi industri minyak terhadap PDRB secara total 

mempunyai andil yang cukup besar. Pada tahun 2020 mengalami 

penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai -10,28 persen. Sedangkan 

tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami 

peningkatan menjadi 2,15 persen. 

  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

T a h u n Dengan Migas (%) Tanpa Migas (%) 

2017 2,58 5,33 
2018 2,99 5,14 
2019 2,27 5,37 
2020* -10,28 -1,36 
2021** 2,15 3,39 

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022 
  *) Angka sementara **) Angka sangat sementara 

 

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021; Bappeda Kab. Cilacap Tahun 2022 

Gambar 2.9.  

Pertumbuhan Ekonomi per Tahun Kab. Cilacap Tahun 2017-2021 

 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap (tanpa migas) dari 

tahun 2017-2021 menunjukkan capaian yang fluktuatif seperti halnya 

nasional dan provinsi. Lebih rinci dapat kita lihat gambar berikut : 
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Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022 

Gambar 2.10.  

 Pertumbuhan Ekonomi per Tahun Kabupaten Cilacap,  

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%) 

 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi per tahun Kabupaten Cilacap 

(tanpa migas) dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut : 

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022 

Gambar 2.11.  

Pertumbuhan Ekonomi per Tahun  

Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 

 

2. PDRB Menurut Lapangan Usaha  

Pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 2021 telah 

mengalami pemulihan dari -10,28 persen pada tahun 2020 menjadi 

2,15 persen. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi dengan migas 

tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum sebesar 6,10%, dan terendah terjadi pada lapangan 
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perkembangan perekonomian daerah. Sektor transportasi dan 

pergudangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mencapai 

32,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat sudah 

semakin normal. Peningkatan ini diikuti oleh sektor industri 

pengolahan sebesar 15,83 persen dan konstruksi sebesar 9,73 persen. 

Masyarakat sudah mulai pulih dari pandemi dan bersosialisasi secara 

langsung dengan yang lain tanpa menggunakan sarana komunikasi 

internet. 

  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten 

Cilacap Tahun 2017-2021 Dengan Migas 
Kategori/Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020* 2021** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,85 1,75 -1,17 1,08 -1,49 
B Pertambangan dan Penggalian  2,31 3,94 4,07 1,63 5,13 
C Industri Pengolahan 1,15 1,70 -0,96 -13,85 1,99 
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,14 5,71 5,67 2,91 4,11 
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
6,39 6,21 4,91 5,83 4,99 

F Konstruksi 7,10 6,11 5,89 -4,2 5,53 
G Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
7,63 6,97 4,97 -1,74 4,59 

H Transportasi dan Pergudangan  4,78 7,65 7,31 -29,89 2,40 
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
6,00 7,62 8,67 -3,45 6,10 

J Informasi dan Komunikasi 15,46 15,51 18,38 9,1 2,74 
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,12 4,11 4,53 2,1 0,53 
L Real Estate 7,52 5,66 6,72 -0,07 0,71 

M,N Jasa Perusahaan 8,83 10,81 10,19 -6,65 1,78 
O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
2,67 3,65 1,45 -1,02 -0,44 

P Jasa Pendidikan 7,90 7,95 8,14 -0,31 0,16 
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,42 10,66 6,59 5,1 0,44 

R,S,T,U Jasa lainnya 9,01 9,41 10,63 -7,64 0,51 
  Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap 2,58 2,99 2,27 -10,28 2,15 

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022; 
  *) Angka sementara **) Angka sangat sementara  
 

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2021 meningkat dari 

-1,36 pada tahun 2020 menjadi 3,39. Tidak ada perbedaan pada 

lapangan usaha jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 

dengan migas, hanya perbedaan pada sektor Industri Pengolahan. 

  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten 

Cilacap Tahun 2017-2021 Tanpa Migas (persen) 
Kategori/Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020* 2021** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,85 1,75 -1,17 1,08 -1,49 
B Pertambangan dan Penggalian  2,31 3,94 4,07 1,63 5,13 
C Industri Pengolahan 3,99 3,54 5,89 1,83 5,33 
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,14 5,71 5,67 2,91 4,11 
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
6,39 6,21 4,91 5,83 4,99 

F Konstruksi 7,10 6,11 5,89 -4,2 5,53 
G Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
7,63 6,97 4,97 -1,74 4,59 
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Kategori/Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020* 2021** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
H Transportasi dan Pergudangan  4,78 7,68 7,31 -29,89 2,40 
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
6,00 7,62 8,67 -3,45 6,10 

J Informasi dan Komunikasi 15,46 15,51 18,38 9,1 2,74 
K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,12 4,11 4,53 2,1 0,53 
L Real Estate 7,52 5,66 6,72 -0,07 0,71 

M,N Jasa Perusahaan 8,83 10,81 10,19 -6,65 1,78 
O Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
2,67 3,65 1,45 -1,02 -0,44 

P Jasa Pendidikan 7,90 7,95 8,14 -0,31 0,16 
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,42 10,66 6,59 5,1 0,44 

R,S,T,U Jasa lainnya 9,01 9,41 10,63 -7,64 0,51 
  Pertumbuhan PDRB Kab. Cilacap 5,33 5,14 5,37 -1,36 3,39 

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022;  
  *) Angka sementara **) Angka sangat sementara  

 

3. PDRB Menurut Pengeluaran  

Pertumbuhan ekonomi Cilacap berdasarkan PDRB menurut 

pengeluaran, penyajiannya berbeda dengan pertumbuhan ekonomi 

berdasarkan PDRB Lapangan Usaha yang dipisahkan antara PDRB 

dengan migas dan PDRB tanpa migas. Untuk PDRB Kabupaten Cilacap 

menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah 

pertumbuhan PDRB secara keseluruhan yaitu yang di dalamnya 

termasuk komponen minyak. 

Bila dilihat dari nilai total PDRB, nilai PDRB menurut Lapangan 

Usaha maupun PDRB menurut Pengeluaran memiliki besar yang sama 

seperti tersaji dalam tabel berikut : 

  
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cilacap 

Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) 

Jenis Pengeluaran 
Tahun 

2017 2018 2019 2020* 2021** 

Pengeluaran Konsumsi 
Rumahtangga 

30.198.458,80 31.515.920,20 32.596.070 32.372.530 32.918.760 

Pengeluaran Konsumsi 
LNPRT 

332.548,24 352.278,85 387.980 378.530 383.170 

Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah 

1.966.870,14 2.002.370,69 2.050.330 1.986.810 2.003.210 

Pembentukan Modal 
Tetap Bruto 

13.486.907,93 14.297.527,58 15.151.200 14.804.530 15.625.770 

Perubahan Inventori 376.557,27 346.438,64 353.580 478.060 328.610 

Net Ekspor 48.893.244,32 49.586.032,21 49.788.150 39.991.130 40.695.070 

PDRB 95.254.586,70 98.159.047,56 100.327.300 90.011.580 91.944.590 

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022 
  *) Angka sementara **) Angka sangat sementara  
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PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Cilacap 

Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) 

Jenis Pengeluaran 
Tahun 

2017 2018 2019 2020* 2021** 

Pengeluaran Konsumsi 
Rumah tangga 

 39.572.388,55  42.157.156,77 44.837.410 45.025.980 46.425.110 

Pengeluaran Konsumsi 
LNPRT 

 481.052,04  522.167,59 588.510 582.630 607.710 

Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah 

 3.073.750,32  3.188.798,76 3.282.350 3.121.200 3.218.790 

Pembentukan Modal 
Tetap Bruto 

 18.507.740,00  20.532.759,26 22.625.440 22.137.170 23.773.700 

Perubahan Inventori  441.950,29  568.893,39 431.580 486.090 424.350 

Net Ekspor  41.844.894,83  42.729.882,98 42.351.800 33.797.480 35.812.800 

PDRB 103.921.776,03  109.699.658,75 114.117.080 105.150.540 110.262.460 

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022 

  *) Angka sementara **) Angka sangat sementara  
 

4. PDRB Per kapita  

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator guna melihat 

keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. 

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Cilacap ADHB tanpa 

migas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun sejalan 

dengan tujuan ke-8 SDG’s yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan 

kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. 

Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHB tanpa migas Kabupaten 

Cilacap sebesar 35.556.531,54 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 

64,57 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 33.931.209,34 

rupiah. PDRB per kapita ADHK tanpa migas sebesar 24.663.737,69 

rupiah juga mengalami kenaikan 2,33 persen dari tahun sebelumnya 

dari 24.088.670,79 rupiah.  

  
PDRB Per kapita Tanpa Migas di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-

2021 

Tahun 
PDRB per Kapita Pertumbuhan (persen) 

ADHB ADHK ADHB ADHK 

2017     33.582.115,70      25.121.133,95  6,96 4,82 
2018     35.965.382,10      26.314.328,40  6,63 4,53 
2019     38.282.308,14      27.630.920,91  6,05 4,76 
2020*     33.931.209,34      24.088.670,79  -12,82 -14,71 
2021**     35.556.531,54      24.663.737,69  4,57 2,33 

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021; Bappeda Cilacap Tahun 2022 (diolah) 
  *) Angka sementara **) Angka sangat sementara 
 

PDRB Per kapita dengan migas, dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir juga menunjukan kenaikan dari tahun ke tahun walaupun 
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pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. 

Pada tahun 2021 mencapai 56.146.823,75 rupiah untuk PDRB per 

kapita ADHB dan 46.819.159,97 rupiah untuk PDRB per kapita ADHK. 

Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan migas, pertumbuhan 

juga relatif lebih kecil dari PDRB Per kapita tanpa migas. 

  
PDRB Per kapita Dengan Migas di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-

2021 

Tahun 
PDRB per Kapita Pertumbuhan (persen) 

ADHB ADHK ADHB ADHK 

2017     60.899.111,51      55.820.059,27  4,42 2,08 
2018     64.044.320,18      57.306.736,79  4,91  2,59  
2019     66.392.532,34      58.369.737,68  3,54  1,82  
2020*     54.065.951,89      46.281.851,57  -22,80 -26,12 
2021**     56.146.823,75      46.819.159,97  3,71  1,15  

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021; Bappeda Cilacap Tahun 2022 (diolah) 
  *) Angka sementara **) Angka sangat sementara 
 

5. Laju Inflasi 

Perkembangan Perkembangan Laju Inflasi bulanan di tahun 

2021, menunjukkan bahwa selama kurun waktu dua belas bulan laju 

inflasi di Kabupaten Cilacap cenderung mengalami fluktuasi. Dari dua 

belas bulan tersebut ada dua bulan yang mengalami deflasi. Di 

Kabupaten Cilacap terjadi deflasi sebesar 0,25 persen di bulan Juni dan 

0,12 persen di bulan September. Tingginya inflasi di bulan November 

terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 

sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok 

perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta 

kelompok makanan, minuman dan tembakau.  

Penyebab utama terjadinya inflasi di Kota Cilacap adalah 

naiknya harga minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai 

merah, dan sabun detergen bubuk/cair. Sedangkan komoditas utama 

yang menahan laju inflasi di Kota Cilacap antara lain turunnya harga 

bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kangkung, dan ikan belanak. 

  
Laju Inflasi Kabupaten Cilacap Dirinci Per Bulan  

Tahun 2017-2021 (persen) 
Bulan 2017 2018 2019 2020 2021 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
Juni  
Juli  
Agustus 
September 
Oktober  
November 

1,60 
0,69 
-0,11 
0,01 
0,59 
0,99 
-0,44 
-0,23 
0,25 
0,02 
0,39 

1,33 
0,38 
-0,11 
-0,11 
-0,08 
0,76 
0,09 
-0,12 
-0,13 
0,41 
0,31 

0,33 
-0,25 
0,32 
0,26 
0,19 
0,75 
0,14 
0,33 
-0,46 
-0,07 
0,16 

-0,03 
0,49 
0,06 
0,05 
0,29 
0,28 
-0,17 
-0,09 
-0,03 
0,12 
0,39 

0,27 
0,12 
0,03 
0,05 
0,25 
-0,25 
0,06 
0,06 
-0,12 
0,23 
0,36 
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Bulan 2017 2018 2019 2020 2021 

Desember 0,60 0,45 0,50 0,35 0,82 
Inflasi Tahun Kalender 4,41 3,21 2,19 1,71 1,88 

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022 
 

Inflasi di tahun 2021 tercatat meningkat menjadi 1,88 persen, lebih 

tinggi dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,71 persen. Inflasi tahun 

kalender 2019 lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender 2018, jika 

diasumsikan tidak ada kondisi ekonomi yang berubah secara ekstrim. 

Inflasi Kabupaten Cilacap dari tahun 2017-2021 menunjukkan capaian 

yang fluktuatif seperti halnya nasional dan provinsi. Lebih rinci dapat kita 

lihat pada gambar berikut : 

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022 

Gambar 2.12.  

Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional  

Tahun 2017-2021 (%) 

Apabila dibandingkan perkembangan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah 

dan Nasional dengan laju inflasi Kabupaten Cilacap pada tahun 2021, laju 

Inflasi Kabupaten Cilacap paling tinggi di banding laju inflasi Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 1,70 persen dan 1,87 persen.  

  
Laju Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan 

Nasional dirinci Menurut Bulan Tahun 2021 (persen) 
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Inflasi Tahun Kalender 1,88 1,70 1,87 

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022 
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6. Indeks Gini (Gini Ratio) 

Indeks Gini adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah secara 

menyeluruh. Indeks ini dapat menunjukkan distribusi atau pemerataan 

pendapatan dan kekayaan dalam suatu populasi. Koefisiennya berkisar 

antara angka 0 (pemerataan sempurna) dan angka 1 (ketimpangan 

sempurna). Semakin tinggi nilainya, semakin tidak merata pembagian 

pendapatan dalam populasi tersebut. 

 
    Sumber : BPS Tahun 2021 

Gambar 2.13.  

Indeks Gini Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 

Tahun 2017-2021 

 

Indeks Gini Kabupaten Cilacap pada interval tahun 2017-2019 

sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Indeks Gini Kabupaten 

Cilacap sebesar 0,33 sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 0,32 

dan 2019 tetap pada angka 0,32; sedangkan mulai tahun 2020, BPS 

Kabupaten Cilacap tidak melakukan penghitungan Indeks Gini lagi. 

Angka koefisien sebesar 0,32 tersebut menunjukkan bahwa persebaran 

pendapatan di Kabupaten Cilacap masuk dalam katagori ketimpangan 

moderat. Dengan menurunnya indeks Gini tersebut menunjukkan 

bahwa ketimpangan pendapatan dalam masyarakat Kabupaten Cilacap 

mengalami penurunan sejalan dengan tujuan ke-10 SDG’s yaitu 

mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Jika dibandingkan 

dengan capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 

2017-2021, capaian Indeks Gini Kabupaten Cilacap tahun 2019 masih 

di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 
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7. Persentase Penduduk Miskin 

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap selama tahun 

2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, 

hal ini menunjukkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan 

kemiskinan cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, 

baik dari program Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten 

Cilacap, tetapi pada tahun 2020 ada peningkatan karena dampak 

pandemi Covid-19. Besarnya persentase penduduk miskin di 

Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar 10,73 persen meningkat 

menjadi 11,46 persen pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 (maret) 

meningkat kembali menjadi 11,67 persen. Hal ini menggambarkan 

perlu diusahakan kembali langkah-langkah yang lebih optimal dalam 

penanggulangan kemiskinan khususnya dampak pandemi Covid-19.  

 
Sumber : BPS Tahun 2021 

Gambar 2.14.  

Persentase Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap, 

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Maret) (%) 

 

Kenaikan Angka Kemiskinan pada kondisi tahun 2021 masih 

berada dalam target capaian akhir masa RPJMD 2017-2022, yaitu 

target tahun 2022 sebesar 12,94 persen. 

Penghitungan angka kemiskinan tidak lepas dari penggunaan 

standar Garis Kemiskinan sebagai batas antara penduduk miskin dan 

tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non 

makanan. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp. 363.367 per kapita 

per bulan atau sekitar Rp.12.112 per kapita per hari. Artinya penduduk 

dengan pengeluaran lebih dari angka tersebut dikategorikan sebagai 

penduduk tidak miskin. 
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Salah satu penyebab penurunan angka kemiskinan yang cukup 

signifikan tersebut adalah intervensi pemerintah dalam bentuk 

kenaikan dana bantuan sosial, yang naik hingga 41 persen (nasional) 

dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pengendalian harga 

pangan yang relatif stabil dan pengendalian harga bahan bakar minyak 

turut berperan dalam menekan inflasi nasional dan meningkatkan daya 

beli masyarakat miskin. 

 
Gambar 2.15.  

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 

Tahun 2021 (Maret) 

 

8. Jumlah Penduduk Miskin 

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2017–

2019 menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, 

walaupun tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap sebesar 14,12 persen 

atau sebanyak 238.323 orang, dan di tahun 2019 persentase penduduk 

miskin menurun menjadi 10,73 persen atau sebanyak 185.176 orang. 

Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 11,46 persen atau 

sebanyak 198.596 orang, dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 11,67 

persen atau sebanyak 201.710 orang. Jumlah dan presentase 

penduduk miskin di Kabupaten Cilacap yang menunjukkan 

kecenderungan menurun dari tahun ke tahun sejalan dengan tujuan 

ke-1 SDG’s yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. 
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Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 (Maret) 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

Miskin (orang) 
Persentase 

Penduduk Miskin 

2017 238.323 13,94 

2018 193.180 11,25 

2019 185.176 10,73 

2020 198.596 11,46 

2021 201.710 11,67 
Sumber : BPS Tahun 2021 
 

9. Persebaran Penduduk Miskin 

 
Gambar 2.16.  

Peta Desa/Kelurahan Miskin Kabupaten Cilacap Tahun 2020 

 
Berdasarkan Data DTKS Kepmensos – 146/HUK/2020 yang 

dirilis pada tanggal 26 Oktober 2020, dari jumlah total 284 

desa/kelurahan di Kabupaten Cilacap hasil pemetaan terdapat 73 

desa/kelurahan masuk zona merah (prioritas 1), 97 desa/kelurahan 

masuk zona kuning (prioritas 2) dan 114 desa/kelurahan masuk zona 

hijau (prioritas 3) dengan persebaran sebagaimana dapat dilihat pada 

gambar peta di atas. Sedangkan merujuk pada SK Menteri Sosial Nomor 

: 109/HUK/2021, di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 jumlah 

penduduk miskin dalam DTKS naik 128.483 jiwa dari 871.716 jiwa 

menjadi 1.000.199 jiwa. Dari data tersebut, Kecamatan Majenang 

merupakan Kecamatan yang memiliki penduduk miskin terbanyak 
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berjumlah 83.856 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah 

penduduk miskin terkecil adalah Kecamatan Kampunglaut berjumlah 

13.061 jiwa. 

 
Gambar 2.17.  

Persebaran Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Cilacap 

Tahun 2021 

 

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

1. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 

menunjukkan perkembangan yang cukup baik walaupun ada 

penurunan pada tahun 2020. Tahun 2019 capaian IPM Kabupaten 

Cilacap sebesar 69,98 menurun menjadi 69,95 pada tahun 2020 dan 

terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 70,42. Walaupun 

capaian IPM Kabupaten Cilacap menunjukan perkembangan yang 

cukup baik dari tahun 2017-2021, akan tetapi capaian tersebut masih 

dibawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional.  
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Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.18.  

Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan  

Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

 
Sedangkan IPM Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga 

sebagai berikut : 

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.19.  

Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap  

dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 

 
Sementara itu, indeks pembentuk IPM Kabupaten Cilacap 

meliputi umur harapan hidup (tahun); harapan lama sekolah (tahun); 

rata-rata lama sekolah (tahun) dan pengeluaran per kapita (rupiah) 

diuraikan di bawah ini. 

 

a) Umur Harapan Hidup (UHH) 

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata 

perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak 

lahir. Perkembangan UHH Kabupaten Cilacap periode tahun 2017-2021 
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selalu mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-3 SDG’s yaitu 

menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi 

semua orang di segala usia. Pada tahun 2017 capaian UHH mencapai 

73,24 meningkat menjadi 73,90 pada tahun 2021. Jika dibandingkan 

dengan perkembangan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan 

Nasional pada periode 2017-2021 capaian Kabupaten Cilacap lebih 

tinggi dibanding capaian Nasional namun masih di bawah capaian 

Provinsi Jawa Tengah.  

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.20.  

Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap,  

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun) 

 
Sedangkan UHH Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga 

sebagai berikut : 

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.21.  

Umur Harapan Hidup Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga  

Tahun 2017-2021 (Tahun) 
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b) Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai 

lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh 

anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan HLS 

Kabupaten Cilacap terjadi peningkatan dari tahun ke tahun selama 

periode 2017-2021. Pada tahun 2017 harapan lama sekolah mencapai 

12,30 tahun meningkat menjadi 12,63 tahun pada tahun 2021. Jika 

dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional capaian 

harapan lama sekolah Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional.  

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.22.  

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provisi Jawa Tengah dan 

Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun) 

 

Sedangkan HLS Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga 

sebagai berikut : 

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.23.  
Harapan Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga 

Tahun 2017-2021 (Tahun) 
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c) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah 

tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan 

formal. Perkembangan RLS Kabupaten Cilacap periode 2017-2021 

mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-4 SDG’s yaitu 

menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong 

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Pada tahun 2017 

sebesar 6,91 tahun meningkat menjadi 7,09 tahun pada tahun 2021. 

Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian RLS tahun 2017-

2021 angka capaian Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional. 

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.24.  

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah 

dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun) 
 

Sedangkan RLS Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga 

sebagai berikut : 

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.25.  
Rata-rata Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga 

Tahun 2017-2021 (Tahun) 
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d) Pengeluaran Per Kapita  

Pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap menunjukan 

perkembangan yang cukup positif sejak periode 2017-2021, pada tahun 

2017 pengeluaran per kapita sebesar Rp 9.896 (ribu) meningkat 

menjadi Rp 10.534 (ribu) pada tahun 2021 walaupun tahun 2020 

mengalami penurunan dari tahun 2019. Jika dibandingkan dengan 

rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pengeluaran per kapita 

Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 

dalam kurun waktu 2017 hingga 2021.  

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.26.  

Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa 

Tengah Serta Nasional Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah) 

 

Sedangkan pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap dengan 

Kabupaten tetangga sebagai berikut : 

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.27.  

Pengeluaran per Kapita Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga  

Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah) 
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2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesetaraan 

antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan indikator IPM yang 

dipilah laki-laki dan perempuan, hal ini penting untuk mengetahui 

ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk 

menggambarkan ketimpangan gender diketahui dari skor nilai IPG 

dengan nilai 100. Nilai IPG semakin dekat dengan nilai 100 maka 

ketimpangan gender semakin rendah dan semakin rendah nilai maka 

ketimpangan gender semakin tinggi, terutama terkait dengan 

pendidikan, kesehatan dan sumbangan ekonomi rumah tangga (ribu 

rupiah) dari laki-laki dan perempuan.  

Nilai IPG di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2017-2021 

mengalami tren positif. Angka IPG Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 

sebesar 86,14 meningkat menjadi 87,00 pada tahun 2021. Jika 

dibandingkan dengan capaian rata-rata IPG Jawa Tengah dan Nasional, 

capaian IPG Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah 

dan Nasional. Capaian IPG Kabupaten Cilacap sesuai dengan tujuan 

ke-5 SDG’s yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan 

seluruh wanita dan perempuan. 

 
Sumber : BPS Tahun 2021 

Gambar 2.28.  

Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional 

Tahun 2017-2021 

 
Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

antara lain Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan lama sekolah, Rata-

rata Lama Sekolah dan Besarnya Sumbangan Pendapatan. Akan tetapi, 

semua indikator ini dilihat berdasarkan jenis kelaminnya. 
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Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Cilacap 

Tahun 2017-2021 

No Tahun 
UHH HLS RRLS 

Pengeluaran  
Per Kapita 

L P L P L P L P 

1. 2017 71,28 75,08 12,91 12,16 7,40 6,44 14.591 6.830 
2. 2018 71,43 75,23 12,92 12,45 7,41 6,45 15.151 7.012 
3. 2019 71,58 75,35 12,93 12,48 7,42 6,47 15.697 7.242 
4. 2020 71,85 75,56 12,94 12,49 7,46 6,49 15.313 7.156 
5. 2021 71,85 73,73 12,94 12,50 7,46 6,97 15.313 10.644 

Sumber : BPS Tahun 2022 
 

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dipergunakan untuk 

menggambarkan keberhasilan pemberdayaan kaum perempuan, 

terutama dari aspek keterwakilan perempuan di parlemen, persentase 

angkatan kerja perempuan yang bekerja dengan keahlian/keterampilan 

(administrasi, manajer dan teknisi) serta sumbangan ekonomi rumah 

tangga dari kaum perempuan.  

IDG Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2017-2020 

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Angka IDG Kabupaten 

Cilacap pada tahun 2017 sebesar 62,52 meningkat menjadi 70,22 pada 

tahun 2020. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Cilacap masih berada di 

bawah dari angka Provinsi Jawa Tengah 71,73 dan Nasional 75,57. 

 
Sumber : BPS Tahun 2021 

Gambar 2.29.  

Perkembangan IDG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional 

Tahun 2017-2021 

 
Adapun untuk mengetahui komposit pembentuk IDG Kabupaten 

Cilacap tahun 2017-2021 dapat kita lihat pada tabel berikut: 
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Perkembangan Capaian Indikator Komposit IDG 

Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

No Indikator Satuan 
Capaian Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Keterlibatan perempuan di 
parlemen 

% 
18 16 24 26 26 

2 Perempuan sebagai tenaga 
Manager, Profesional, 
Administrasi, Teknisi 

% 
38,60 43,68 45,11 43,97 46,49 

3 Sumbangan Perempuan dalam 
Pendapatan Kerja 

% 
26,20 26,22 26,35 26,44 30 

IDG % 62,52 62,11 69,13 70,22 n.a. 

Sumber : KPPA, Buku PMBG, BPS 
 

4. Ketenagakerjaan 

a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah 

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten 

Cilacap pada periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, terutama 

tahun 2021 yang mengalami peningkatan signifikan mencapai 9,97 

persen. Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan berkurangnya 

penempatan tenaga kerja lokal dan ditutupnya negara tujuan 

penempatan tenaga kerja migran ke luar negeri. Selain itu banyaknya 

usaha (terutama UMKM) yang terdampak bahkan gulung tikar akibat 

pandemi Covid-19. 

  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 

TPT 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Nasional 5,50 5,34 5,28 7,07 6,49 

Jawa Tengah 4,57 4,51 4,49 6,48 5,95 

Kab. Cilacap 6,30 7,48 7,31 9,10 9,97 
Sumber : BPS Tahun 2021 

 

 
Sumber : BPS Tahun 2021 

Gambar 2.30.  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cilacap, Jawa 

Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 
 

5,50
5,34 5,28

7,07
6,49

4,57

4,51 4,49

6,48
5,95

6,30

7,48 7,31

9,10

9,97

3,50

4,50

5,50

6,50

7,50

8,50

9,50

2017 2018 2019 2020 2021

Nasional Jawa Tengah Kab. Cilacap



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026  Hal II-46 

Sedangkan TPT Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga 

sebagai berikut : 

 
Sumber : BPS Tahun 2021 

Gambar 2.31.  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 

 
b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu 

indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang 

penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. 

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten 

Cilacap menunjukkan tren fluktuatif, pada tahun 2017 capaian TPAK 

Kabupaten Cilacap sebesar 66,22 persen menurun menjadi 62,91 

persen pada tahun 2021. Kondisi tahun 2018 menjadi kondisi terendah 

selama kurun waktu 2017-2021. 

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cilacap Tengah tahun 

2021 mencapai 830.043 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang 

bekerja pada tahun 2021 sebesar 747.329 orang. Sektor 3 (Jasa) 

merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan 

menyerap 328.207 orang (43,92 persen) pekerja, sementara sektor 1 

(Pertanian) yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya 

menyerap 189.526 orang (25,36 persen) pekerja. 
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Sumber : BPS Tahun 2021 

Gambar 2.32.  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cilacap,  

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 

 

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut : 

 
Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021 

Gambar 2.33.  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 

 

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga 

1. Kebudayaan 

Urusan Kebudayaan menjadi wewenang Dinas Pendidikan dan 
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2017 hanya ada 5 Cagar Budaya, pada tahun 2021 menjadi 21 Cagar 

Budaya. Sedangkan Tim Ahli Cagar Budaya sebanyak 4 orang. 

  
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Cilacap  

Tahun 2017-2021 

No Indikator Satuan 
Capaian Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Jumlah Cagar Budaya  5 5 15 21 21 
2 Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Orang 5 5 5 5 4 

 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap, 2022 
 

2. Kepemudaan dan Olahraga 

Peran aktif kepemudaan sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan pembangunan. Jumlah organisasi maupun kepemudaan 

meningkat dari tahun 2017 sejumlah 37 menjadi 39 di tahun 2021. 

Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan jumlah 

wirausaha muda menjadi prioritas Kabupaten Cilacap dalam 

perencanaan pembangunan daerah tahun 2023. 

Upaya membangun sektor olahraga dilaksanakan dengan 

menyiapkan sarana dan prasarana olahraga, sampai dengan tahun 

2021 telah tersedia 263 unit sarana dan prasarana olahraga. 

Pembinaan klub olahraga dan cabang olahraga selain oleh KONI 

Kabupaten Cilacap juga dilakukan oleh Perusahaan, baik milik negara 

(BUMN dan BUMD) maupaun milik swasta. Melalui upaya pembinaan 

ini, prestasi atlet yang diikutkan dalam Popda tingkat Provinsi 

mengalami kenaikan dari tahun 2018 sejumlah 78 atlet menjadi 389 

atlet berprestasi di tahun 2019, namun pada tahun 2020 sampai 

dengan 2021 karena adanya Pandemi Covid-19, maka Popda tingkat 

Provinsi dilaksanakan secara terbatas. 

  
Perkembangan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Cilacap 

Tahun 2017-2021 

No Indikator Satuan 
Capaian Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Jumlah Organisasi Pemuda Unit 37 37 37 39 39 

2 Jumlah Gedung Olah Raga Unit 212 212 216 218 263 

3 
Rasio Lapangan Olahraga 
terhadap penduduk (per 
10.000) 

Per 
10.000 

2,75 2,75 2,85 2,68 2,88 

4 Prestasi Popda Provinsi Unit 148 78 389 11 11 
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Cilacap 2022 
 

3. Pariwisata  

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Penggolongan Jenis Obyek Tempat Wisata di Kabupaten 
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Cilacap, terdapat 20 destinasi wisata yang tersebar di wilayah 

Kabupaten Cilacap yang masuk ke dalam Perbup, di luar Perbup 

terdapat 22 destinasi wisata yang dikelola oleh perorangan dan 

organisasi masyarakat, sehingga total destinasi wisata yang ada di 

Kabupaten Cilacap sebanyak 32 destinasi wisata. Destinasi wisata yang 

dikelola secara langsung oleh Kabupaten Cilacap adalah Destinasi 

Wisata Air Panas Cipari, sedangkan destinasi wisata yang lain masing-

masing dikelola oleh pihak lain karena terkait dengan kewenangan 

pengelolaannya. 

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di 

Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk 

mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan 

Keputusan Bupati Cilacap Nomor 556/460/27/2021 tanggal 24 

Agustus 2021 tentang Penetapan Desa Wisata Dan Pengelola Desa 

Wisata di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan 22 Desa Wisata yang 

akan dikembangkan, yaitu : 

1) Desa Wisata Samudera Mandiri Desa Widarapayung, Kecamatan 

Binangun; 

2) Desa Wisata Karangbanar Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu; 

3) Desa Wisata Cimendaway Indah Desa Datar, Kecamatan 

Dayeuhluhur; 

4) Desa Wisata Curug Geulis Desa Desa Cisuru, Kecamatan Cipari; 

5) Desa Wisata Genta Wisata Desa Gentasarai, Kecamatan Kroya; 

6) Desa Wisata Wagir Indah Desa Welahan Wetan, Kecamatan 

Adipala; 

7) Desa Wisata Bojong Tirta Indah Desa Bojongsari, Kecamatan 

Kedungreja; 

8) Desa Wisata Rahayu Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya; 

9) Desa Wisata Lewih Manggu Desa Karanggedang, Kecamatan 

Sidareja; 

10) Desa Wisata Talabunsa Desa Pamulihan, Kecamatan 

Karangpucung; 

11) Desa Wisata Kumandang Wisata Kelurahan Kutawaru, Kecamatan 

Cilacap Selatan; 

12) Desa Wisata Tambaksari Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja; 

13) Desa Wisata Alam Lestari Desa Sumpinghayu, Kecamatan 

Dayeuhluhur; 
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14) Desa Wisata Curug Tonjong Panto Cinagara Desa Sadahayu, 

Kecamatan Majenang; 

15) Desa Wisata Kamulyan Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari; 

16) Desa Wisata Jambusari Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi; 

17) Desa Wisata Pesona Serayu Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan 

Kesugihan; 

18) Desa Wisata Bunton Desa Bunton, Kecamatan Adipala; 

19) Desa Wisata Ekosistem Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur; 

20) Desa Wisata Salam Sari Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu; 

21) Desa Wisata Cipari Desa Cipari, Kecamatan Cipari; dan 

22) Desa Wisata Karangsari Desa Karangsari, Kecamatan Adipala. 

Kunjungan wisata di Kabupaten Cilacap pada kurun waktu 

2017-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 

saat terjadi bencana alam gempa dan tsunami di Palu, kunjungan 

wisata pantai di Kabupaten Cilacap ikut terdampak sehingga 

mengalami penurunan, tercatat tahun 2018 hanya ada 481.731 

kunjungan wisata atau menurun 184.263 kunjungan (27,6 persen) 

dibanding tahun 2017. Namun demikian kunjungan wisata di tahun 

2019 kembali meningkat sebanyak 552.396 orang (naik 14,67 persen). 

Fluktuasi kunjungan wisata kembali terjadi di tahun 2020 karena 

dampak wabah Covid-19. Kunjungan wisata tahun 2020 mengalami 

penurunan menjadi 472.384, turun 50.012 kunjungan dari tahun 2019 

(9,5 persen). adapun tahun 2021 kondisi sudah semakin membaik. Hal 

ini dapat diketahui dari meningkatnya jumlah kunjungan wisata 

menjadi 846.380 kunjungan, atau mengalami kenaikan sebesar 79,2 

persen. 

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten 

Cilacap, diperlukan berbagai upaya dan terobosan baru di era 

kenormalan baru saat ini dan pasca wabah Covid-19, antara lain : 

a. Revitalisasi daya tarik wisata untuk memenuhi layanan terhadap 

wisatawan; 

b. Menerapkan protokol dan standar kesehatan pada daya tarik 

wisata untuk menjamin kesehatan dan rasa aman wisatawan; 

c. Mengadakan kegiatan pariwisata untuk menarik pengunjung 

dengan memperhatikan kondisi terkini penyebaran wabah Covid-

19, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan 

keselamatan wisatawan menjadi perhatian utama; dan 
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d. Melakukan promosi daya tarik wisata dengan publikasi melalui 

media cetak (pamflet, brosur, baliho, dan lain-lain), media 

elektronik dan produksi video promosi pariwisata. 

  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021 

No Indikator Satuan 
Capaian Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Jumlah Obyek Wisata di 
Kab. Cilacap 

OW 21 30 30 41 32 

2 Jumlah Kunjungan 
Wisata 

orang 665.994 481.731 552.396 472.384 846.380 

3 Jumlah Desa Wisata 
yang dikembangkan 

Desa 6 6 6 17 22 

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Cilacap, 2022 
 

2.3. Aspek Pelayanan Umum 

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar  

1. Pendidikan; 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kewenangan penyelenggaraan 

pendidikan pada Kabupaten/Kota diatur dalam lampiran Undang-

Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan 

Kabupten/Kota untuk urusan Pendidikan adalah di bidang 

manajemen yang mencakup kewenangan pengelolaan Pendidikan 

dasar dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Non Formal; Sub urusan kurikulum meliputi kewenangan Penetapan 

kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia 

dini, dan pendidikan nonformal; Sub urusan Pendidik dan tenaga 

kependidikan memiliki kewenangan Pemindahan pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; sub urusan 

perizinan Pendidikan meliputi kewenangan penerbitan izin 

Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, penerbitan 

izin Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal yang 

diselenggarakan oleh masyarakat dan Bahasa dan sastra yang 

meliputi kewenangan Pembinaan bahasa dan sastra yang 

penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. 
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Data dasar Pendidikan di Kabupaten Cilacap sesuai dengan 

kewenangan dalam UU No 23 tahun 2014 tersebut diukur dengan 

menggunakan beberapa indikator antara lain Harapan Lama 

Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

untuk jenjang Pendidikan SD dan SMP; Angka Partisipasi Kasar 

(APK) untuk jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP; Angka 

Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang Pendidikan PAUD, SD dan 

SMP; Lembaga PAUD terakreditasi; SD terakreditasi minimal B; SMP 

terakreditasi minimal B; Angka Putus Sekolah jenjang SD dan SMP; 

dan beberapa indikator lainnya.  

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) 

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di 

masa mendatang. Rata-rata Lama Sekolah adalah Jumlah tahun 

belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan 

dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). 

Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: 

a.) Partsipasi sekolah b.) Jenjang dan jenis pendidikan yang 

pernah/sedang diduduki c.) Ijasah tertinggi yang dimiliki d.) 

Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.  

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari semua 

anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu 

terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Angka 

Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun 

usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu 

terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan 

jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah 

perbandingan antara jumlah murid jenjang pendidikan tertentu 

dengan usia sesuai yang seharusnya pada jenjang pendidikan 

tersebut, dengan jumlah penduduk usia yang seharusnya pada 

jenjang pendidikan tersebut, dinyatakan dalam persentase. suatu 

daerah menunjukkan tingkat pemerataan dan perluasan akses 

pembangunan pendidikan. Semakin tinggi APK menunjukkan 

banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang 

pendidikan pada suatu wilayah, begitu juga dengan APM, semakin 

tinggi APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah 

di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.  
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Pendidikan sebagai urusan wajib berpelayanan dasar, memiliki 

Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Permendikbud 

Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 

Pendidikan. Pemenuhan terhadap indikator SPM di Kabupaten 

Cilacap, untuk Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang 

berpartisipasi dalam pendidikan PAUD pada tahun 2019 – 2021 

menunjukkan kecenderungan menurun. APS PAUD 5 – 6 tahun pada 

tahun 2019 sebesar 70,45% turun menjadi 47,09% pada tahun 2021. 

Sedangkan APS SD/MI yaitu Persentase Warga Negara Usia 7-12 

Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD/MI juga 

menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 APS 

SD/MI sebesar 95,93% turun menjadi sebesar 87,37%. APS 

SMP/MTs, yaitu Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang 

berpartisipasi dalam pendidikan SMP/MTs  juga menunjukkan 

kecenderungan menurun, pada tahun 2017 APS SMP/MTs sebesar 

75,32% turun menjadi   74,23% pada tahun 2021. APS pendidikan 

Kesetaran juga masih  rendah yaitu sebesar 1,08% pada tahun 2021.  

APS PAUD, APS SD/MI dan APS SMP/MTs serta APS Kesetaraan 

menunjukkan kecenderungan yang masih rendah bahkan menurun. 

SPM urusan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud 

32 tahun 2018  mengharuskan capaian setiap tahun adalah 100%. 

Gambaran  tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator pada 

urusan pendidikan khususnya  capaian SPM belum maksimal.  Pada 

jenjang pendidikan  pendidikan PAUD masih banyak penduduk usia 

5 – 6 tahun yang tidak bersekolah pada PAUD. Demikian juga untuk 

jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan pendidikan Kesetaraan, 

belum  semua penduduk berusia 7-12 tahun bersekolah pada jenajng 

pendidikan SD/MI,  belum semua penduduk usia 13–15  tahun 

bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan belum semiua 

penduduk usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah mengikuti  

pendidikan kesetaraan. Data capaian SPM dan data indikator 

pendidikan lainnya secara rinci terlihat pada tabel berikut:  
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Data Capaian Indikator SPM dan Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

Indikator  Definisi Operasional  Sumber Satuan 
Data Capaian Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Rata-rata lama Sekolah BPS 
Permendagri 18 

tahun 2017 
Tahun 6,91 6,92 6,93 6,97 7,09 

Harapan Lama Sekolah BPS 
Permendagri 18 

tahun 2017 
Tahun 12,3 12,48 12,49 12,5 12,63 

Jumlah Warga Negara 
usia 5-6 tahun yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan PAUD 

Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang terlayani 
pada sasaran Standar Pelayanan Minimal PAUD 
dibagi Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang 
menjadi sasaran pada Standar Pelayanan Minimal 
PAUD 

SPM / 
Permendagri 59 

tahun 2021 
% 100 100 100 100 100 

% PAUD yang memiliki 
sarpras sesuai SNP dan 
Kesetaraan yang dibina 

Jumlah PAUD yang memiliki sarpras sesuai dengan 
SNP di tambah kesetaraan yang dibina dibagi jumlah 
PAUD dan jumlah lembaga kesetaraan X 100 

Permendagri 18 
tahun 2017 

% 59,7 61,7 62,6 65,8 67,08 

Jumlah  Warga Negara  
usia 7- 15 tahun  yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar 

Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang terlayani 
pada sasaran Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 
Dasar dibagi Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun 
yang menjadi sasaran pada Standar Pelayanan 
Minimal  Pendidikan Dasar 

SPM / 
Permendagri 59 

tahun 2021 
% 100 100 100 100 100 

% SD yang memiliki 
sarpras sesuai SNP 

Jumlah SD yang memiliki sarpras sesuai dengan SNP 
dibagi jumlah SD formal X 100 

Permendagri 18 
tahun 2017 

% 22,76 27,18 27,81 28,32 28,81 

Angka Melanjutkan (AM) 
dari SD/MI ke SMP/MTs 

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran 
sebelumnya x100 

Permendagri 86 
tahun 2017 

% 93,12 95,37 94,26 95,15 94,61 

% SMP yang memiliki 
sarpras sesuai SNP 

Jumlah SMP yang memiliki sarpras sesuai dengan 
SNP dibagi jumlah SMP formal X 100 

Permendagri 18 
tahun 2017 

% 38,69 40,7 42,21 43,88 45,88 

Jumlah  Warga Negara  
usia 7-18 tahun yang 
belum menyelesaiakan 
pendidikan dasar dan 
atau menengah yang 
perpartisipasi dalam 
pendidikan kesataraan 

Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang terlayani 
pada sasaran Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 
Kesetaraan dibagi Jumlah Warga Negara usia 7-18 
tahun yang menjadi sasaran pada Standar Pelayanan 
Minimal  Pendidikan Kesetaraan  

SPM / 
Permendagri 59 

tahun 2021 
% 100 100 100 100 100 

Persentase guru yang 
memenuhi kualifikasi 
sesuai dengan standar 
nasional menurut 
jenjang pendidikan. 

Jumlah guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD/ sederajat, 
(iii) SMP/sederajat yang berkualifikasi S1/ D4, dibagi 
dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang 
sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 

Permendagri 86 
tahun 2017 

% NA 90,48 89,20 89,03 91,07 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022 
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Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Capaian indikator 

selain indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan selama 

kurun waktu 2017–2021 fluktuatif sedangkan untuk ketiga Indikator 

SPM yaitu Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi 

dalam pendidikan PAUD, Jumlah  Warga Negara  usia 7-15 tahun  

yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan Jumlah  Warga 

Negara  usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 

dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan 

kesetaraan menunjukan sudah mencapai 100% sesuai dengan target 

yang akan dilayani.  

 Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai 

standar menunjukkan kecenderungan meningkat dengan angka 

28,81% termasuk kategori rendah. Sedangkan untuk jenjang 

pendidikan SMP menunjukkan kecenderungan meningkat dengan 

capaian tahun 2021 sebesar 45,88%. Rasio guru sesuai kualifikasi 

belum semua guru baik jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP 

sesuai kualifikasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

kualifikasi pendidikan guru adalah D IV atau S1 (Sarjana). Kualifikasi 

guru belum mencapai 100% untuk guru jenjang TK, SD dan jenjang 

SMP baru mencapai 91,07%. 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan 

pendidikan di Kabupaten Cilacap ada 13 indikator, 7 indikator sudah 

tercapai dan 6 indikator belum tercapai. Indikator yang belum 

tercapai yaitu Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB, APK 

SMP/MTs/Paket B/SMPLB, APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

3-6 Tahun, Persentase Lembaga Dikmas Yang terakreditasi, 

Persentase Ruang Kelas PAUD dalam kondisi baik, Persentase Ruang 

Kelas SD dalam kondisi baik, Persentase Ruang Kelas SMP dalam 

kondisi baik, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Putus 

Sekolah (APS) SMP/MTs, Persentase Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang meningkat kompetensinya dan Persentase Guru 

PAUD/SD/SMP yang berkualifikasi S1/D-IV. 
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pendidikan 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 
Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengelolaan 
Pendidikan 

           

 Angka Partisipasi 
Kasar SD/MI/Paket 
A/SDLB 

% 108,56 108,42 108,48 104,92 104,18 93,93 86,55 ▼ Dinas P & K 

 Angka Melanjutkan 
(AM) dari SMP/MTs 
ke SMA/SMK/MA 

% 73,5 72,02 79,89 82,18 85,16 84,97 116,08 ● Dinas P & K 

 Angka Melanjutkan 
(AM) dari SD/MI ke 
SMP/MTs 

% 94,4 93,12 95,37 94,26 95,15 94,61 100,22 ● Dinas P & K 

 APK 
SMP/MTs/Paket 
B/SMPLB 

% 100,54 100,44 101,02 101,3 101,15 93,57 93,09 ▼ Dinas P & K 

 APK Pendidikan 
Anak Usia Dini 
(PAUD) 3-6 Tahun 

% 63,5 61,59 62,02 62,04 59,48 40,46 64,48 ▼ Dinas P & K 

 Persentase 
Lembaga Dikmas 
Yang terakreditasi 

% 33,6 n.a 20,5 25,07 25 26,88 89,9 ▼ Dinas P & K 

 Persentase Ruang 
Kelas PAUD dalam 
kondisi baik 

% 70,5 53,50 58,9 60,12 63,12 66,01 101,24 ● Dinas P & K 

 Persentase Ruang 
Kelas SD dalam 
kondisi baik 

% 87,45 74,23 80,65 81,78 83,25 86,27 100,66 ● Dinas P & K 

 Persentase Ruang 
Kelas SMP dalam 
kondisi baik 

% 89,6 78,65 83,45 83,97 85,2 88,78 101,87 ● Dinas P & K 

 Angka Putus 
Sekolah (APS) 
SD/MI 

% 0,02 0,07 0,032 0,082 0,03 0,06 -99,97 ▼ Dinas P & K 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 
Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Angka Putus 
Sekolah (APS) 
SMP/MTs 

% 0,24 0,44 0,37 0,31 0,18 0,28 100 ● Dinas P & K 

2. Program 
Pendidik Dan 
Tenaga 
Kependidikan 

 

      

 

    

  Persentase Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan yang 
meningkat 
kompetensinya 

% 74,2 90,88  72,17 76.96 77,91   80,87 109,79 ● Dinas P & K 

 
 Persentase Guru 

PAUD/SD/SMP 
yang berkualifikasi 
S1/D-IV 

% 92,4 94,5 90,48 89,2 83,21 83,15 90,54 ▼ Dinas P & K 
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2. Kesehatan; 

Pembangunan kesehatan diarahkan pada perwujudan masyarakat 

yang sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam Undang-undang 

kesehatan yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan tujuan pembangunan 

kesehatan menuju Indonesia sehat 2025 adalah meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara 

Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku 

dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau 

pelayanan yang bermutu, adil, dan merata, serta memiliki derajat 

kesehatan yang setinggi- tingginya di seluruh wilayah Republik 

Indonesia yang sejahtera, yaitu terciptanya hak hidup sehat bagi 

seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat 

mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang 

bermutu, terjangkau dan merata. Kesehatan sebagai investasi akan 

menghasilkan penduduk yang sehat dan produktif sebagai SDM 

(Sumber Daya Manusia) pembangunan yang berkelanjutan serta 

memiliki daya saing global (Depkes RI., 2009) 

Kewenangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan 

kesehatan adalah meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat, peningkatan distribusi dan pemerataan 

tenaga kesehatan, peningkatan kualitas farmasi, obat, makanan dan 

minuman serta peningkatan pemberdayaan masyarakat, hal ini sesuai 

dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan dilihat 

dari peningkatan Usia Harapan Hidup. Semakin meningkat usia 

harapan hidup diharapkan kualitas kesehatan di Kabupaten semakin 

membaik. Kabupaten Cilacap UHH dari tahun 2017 -2021 mengalami 

peningkatan.  

Indikator Standar Pelayanan Minimal berdasarkan PMK nomor 4 

tahun 2019 Kabupaten Cilacap belum mampu mencapai target 100%, 
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fasilitas kesehatan masih belum memenuhi dibandingkan dengan 

jumlah penduduk hal ini dapat dilihat dari rasio daya tampung RS 

terhadap jumlah Penduduk yaitu belum mencapai angka 1 per 1.000 

penduduk. Sedangkan fasilitas kesehatan rujukan belum semuanya 

mencapai akreditasi utama. Berikut ini gambaran pencapaian indikator 

pembangunan kesehatan. 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan  

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Sumber Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase rumah tangga 
berperilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS). 

Persentase rumah tangga dengan 
indikator PHBS tatanan rumah tangga 
yang memenuhi kriteria strata utama dan 
paripurna dibagi jumlah rumah tangga 
yang didata di suatu wilayah pada kurun 
waktu tertentu. 

% 

a. Pedoman Program 
Pembinaan PHBS Tatanan 
Rumah Tangga Th 2016 
b. Pedoman Pehitungan 
Tingkat Perkembangan 
Desa/Kelurahan Siaga 
Aktif Prov Jateng Th 2018 

75,00 75,97 79,00 84,23 85,75 

Persentase puskesmas, 
puskesmas pembantu dan 
pusling dengan kondisi 
sarana dan prasarana 
memadai  

Jumlah PKM, Pustu, Pusling dengan 
kondisi sarana dan prasarana memadai 
dibandingkan dengan jumlah seluruh 
PKM, Pustu, Pusling dikalikan 100% 

% 

 Na Na Na Na 88,12 

Persentase RS Rujukan 
Tingkat kabupaten/ kota 
yang terakreditasi 

jumlah rumah sakit rujukan pemerintah 
yang terakreditasi (minimal strata utama) 
dibagi jumlah rumah sakit pemerintah di 
kabupaten X 100% 

% Permendagri 18/2020 0,00 0,00 100 100 100 

Persentase ibu hamil 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan ibu hamil 

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan dibagi jumlah ibu 
hamil di kabupaten x 100% 

% Permendagri 18/2020 94,85 94,75 94,51 95,84 95,06 

Persentase ibu bersalin 
mendapatkan pelayanan 
persalinan 

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan dibagi jumlah ibu 
bersalin di kabupaten x 100% 

% Permendagri 18/2020 99,95 99,92 99,96 99,94 99,95 

Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan bayi baru lahir 

Jumlah bayi baru lahir yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai standar dibagi jumlah bayi baru 
lahir di kabupaten x 100% 

% Permendagri 18/2020 99,94 98,22 98,71 99,22 99,27 

Cakupan pelayanan 
kesehatan balita sesuai 
standar 

Jumlah balita yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai standar 
dibagi jumlah balita di kabupaten x 100% 

% Permendagri 18/2020 84,76 84,97 83,36 80,63 83,98 

Persentase anak usia 
pcndidikan dasar yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Jumlah anak pada usia pendidikan dasar 
yang mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai standar dibagi jumlah anak usia 
pendidikan dasar di kabupaten x 100% 

% Permendagri 18/2020 99,27 100,00 99,47 99,46 99,45 

Persentase orang usia 15-59 
tahun mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai 
standar 

Jumlah orang usia 15-59 tahun yang 
mendapatkan skrining kesehatan sesuai 
standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 
tahun di kabupaten x 100 %  

% Permendagri 18/2020 38,30 39,90 23,31 28,82 67,64 

Persentase warga negara 
usia 60 tahun ke atas 

Jumlah warga negara usia 60 tahun yang 
mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

% Permendagri 18/2020 60,00 60,75 68,22 62,88 58,43 
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Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Sumber Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 
mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

standar dibagi Jumlah orang warga 
negara usia 60 tahun di kabupaten x 
100% 

Persentase penderita 
hipertensi yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Jumlah penderita hipertensi yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai standar dibagi Jumlah pcnderila 
hipertensi di kabupalen x 100% 

% Permendagri 18/2020 11,60 12,23 47,09 59,39 47,88 

Persentase penderita DM 
yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai 
standar 

Jumlah penderita DM yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai standar 
dibagi Jumlah penderita DM di 
kabupaten x 100% 

% Permendagri 18/2020 21,25 20,52 82,71 71,39 98,45 

Persentase ODGJ berat 
yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan jiwa 
sesuai standar 

Jumlah penderita ODGJ yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai standar dibagi Jumlah penderita 
ODGJ di kabupaten x 100% 

% Permendagri 18/2020 100,00 69,50 88,63 90,78 121,32 

Persentase orang terduga 
TBC mendapatkan 
pelayanan TBC sesuai 
standar 

Jumlah penderita TBC yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai standar dibagi Jumlah penderita 
TBC di kabupaten x 100% 

% Permendagri 18/2020 0,00 72,77 35,45 27,14 35,92 

Persentase orang dengan 
resiko terinfeksi HIV 
mendapatkan pelayanan 
deteksi dini HIV sesuai 
standar 

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi 
HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi 
dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah 
orang dengan resiko terinfeksi HIV di 
kabupaten x 100% 

% Permendagri 18/2020 0,00 79,60 60,56 90,93 69,97 

Cakupan Desa/ Kelurahan 
mengalami KLB/Potensi 
KLB yang dilakukan 
penyelidikan epidemiologi  < 
24 jam 

Cakupan Desa/Kelurahan yang 
mengalami KLB/potensi KLB yang 
ditangani/ditanggulangi < 24 jam oleh 
kabupaten terhadap Kejadian Luar Biasa 
(KLB) pada periode/kurun waktu tertentu 

%  NA NA NA NA 100 

Persentase menurunnya 
angka kesakitan dan 
kecacatan akibat penyakit 

Cakupan pelayanan penyakit menular 
dan tidak menular dibagi jumlah 
indikator penyakit dikali 100% Penyakit 
menular (DBD, Sipilis, Hepatitis, 
Pnemonia) Penyakit tidak menular (Ca 
Serviks) 

%  NA NA NA NA NA 

Persentase FKTP 
terakreditasi 

Jumlah FKTP (Puskesmas) yang telah 
memiliki sertifikat akreditasi yang masih 
berlaku dibagi jumlah seluruh FKTP 
(Puskesmas) dikali 100% 

%  NA NA NA NA 97,4 
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Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Sumber Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 
Persentase pemanfaatan 
SIK terintegrasi di 
Fasyankes 

 Jumlah fasyankes yang memanfatkan sik 
terintegrasi di bagi jumlah fasyankes di 
kali 100% 

%  NA NA NA NA 60 

Persentase tenaga 
kesehatan teregistrasi 

Jumlah tenaga kesehatan yg mempunyai 
SIP di faskes pemerintah d bagi total 
tenaga kesehatan di faskes pemerintah X 
100% 

%  NA NA NA NA 55 

Persentase Fasilitas 
Pelayanan Kefarmasian 
(Apotek dan Toko Obat) 
yang Memenuhi Standar 
dan Persyaratan Perizinan 

Jumlah fasilitas pelayanan kfarmasiab 
yang sesuai standard an perijinan dibagi 
total fasilitas pelayanan kefarmasian x 
100% 

% Permendagri 17/2021 100,00 100,00 100,00 100,00 100 

Proporsi peserta jaminan 
kesehatan melalui SJSN 
Bidang Kesehatan. 

Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN 
Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan 
jumlah penduduk miskin dan rentan 
(penduduk 40% terbawah/ pendapatan 
terendah) dinyatakan dalam satuan 
persen (%) 

% SDGs 65,48 78,51 76,91 75,96 76,33 

Persentase sarana industri 
rumah tangga pangan 
(IRTP) yang memenuhi 
syarat. 

Jumlah sarana Industri Rumah Tangga 
Pangan (IRTP) yang memenuhi standar 
dan persyaratan izin edar SPP-IRT dibagi 
jumlah sarana Industri Rumah Tangga 
Pangan (IRTP) yang diperiksa dikalikan 
100% 

% 

 NA NA NA NA 56 

Indeks Keluarga Sehat perhitungan kedua belas indikator 
keluarga sehat dari setiap keluarga yang 
besarnya berkisar antara 0 sampai 
dengan 1 

indeks  NA NA NA NA 0,12 

Indeks pencapaian SPM 
bidang kesehatan 

Rata-rata pencapaian SPM bidang 
kesehatan 

indeks  NA NA NA NA 82,177 

Persentase Puskesmas 
dengan 9 jenis tenaga 
kesehatan sesuai standar 

Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 jenis 
tenaga kesehatan sesuai dengan PMK 43 
tahun 2019 dibagi jumlah puskesmas kali 
100% 

%  NA NA NA NA 81,57 

Cakupan Desa/Kelurahan 
Siaga Aktif Mandiri 

Jumlah desa/kel siaga aktif mandiri di 
bagi jumlah seluruh desa/kel dikali 100% 

%  NA NA NA NA 19,72 

Persentase desa/kelurahan 
STBM 

Jumlah desa/kel STBM dibagi jumlah 
seluruh desa/kel dikali 100% 

%  NA NA NA NA NA 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
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Sarana dan prasarana kesehatan telah tersedia di Kabupaten 

Cilacap dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, klinik, posyandu 

dan polindes.  

  
Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2017 – 2021 

No Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Jumlah Rumah Sakit 
Umum 

unit 8 11 11 11 12 

2.  Jumlah Rumah Sakit 
Khusus 

unit 2 1 1 1 1 

3.  Jumlah Rumah 
Sakit/Rumah Bersalin 

unit 2 67 232 303 380 

4.  Jumlah Puskesmas unit 38 38 38 38 38 

5.  Jumlah Klinik/Balai 
Kesehatan 

unit 77 74 79 79 86 

6.  Jumlah Posyandu unit 2155 2170 2171 2176 2176 

7.  Jumlah Polindes unit 32 70 70 70 70 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2021 urusan Kesehatan terlihat 

dari 4 program dengan 48 indikator menunjukkan sampai dengan 

tahun 2021 sebanyak 26 indikator belum dapat tercapai. Dari 26 

indikator yang belum tercapai sebanyak 7 indikator menunjukkan 

prioritas yang harus diselesaikan dalam periode berikutnya. Adapun 

indikator tersebut adalah : 

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat dengan indikator Cakupan Puskesmas 

Rawat Inap sebesar 70,59%; Cakupan Desa ODF (%ODF) sebesar 

58,45%; Prosentase populasi rawan (WPS, Waria, LSL, Napi dll), 

nakes dan Ibu Hamil mendapatkan tes dan pengobatan Hepatitis 

sebesar 67,38%; Cakupan Kanker Serviks sebesar 12,14%; 

Cakupan Hipertensi sebesar 47,88%; Persentase penduduk yang 

memanfaatkan RS sebesar 59,56%.  

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 

dengan capaian indikator Persentase aparat yang telah mengikuti 

diklat/pendidikan sebesar 75% 

3. Indikator yang belum mencapai sebanyak 26 indikator, penyebab 

atau penghambatnya adalah sebagai berikut: 

1) Indikator Persentase ketersediaan obat kesehatan sesuai dengan 

kebutuhan, penyebab belum tercapainya adalah : 

a. Ada beberapa obat-obatan dan BMHP yang belum masuk 

dalam e-katalog LPSE. 
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b. Tidak semua obat-obatan yang sudah ditayangkan melalui 

e-katalog bisa memenuhi kebutuhan karena stok 

terbatas/kosong oleh karena tingginya permintaan.  

c. Pabrikan dan/atau distributor memberikan konfirmasi 

kekosongan ketersediaan atau ketidak mampuan suply 

barang setelah batas akhir waktu pengadaan barang, 

sehingga anggaran tidak terserap. 

d. Waktu yang disediakan untuk proses pengadaan dana DAK 

terbatas, apalagi jika penayangan obat dan BMHP pertama 

mengalami kendala atau karena adanya tender gagal. 

e. Adanya anggaran tertentu seperti honor pejabat 

pengadaan, PPKom, PPHP tidak bisa dicairkan, karena 

anggaran yang dialokasikan pada DPA/DPPA kegiatan 

pengadaan obat sudah ada alokasi pada DPA/DPPA 

kegiatan lainnya. 

f. Adanya sisa anggaran yang cukup besar pada pengadaan 

obat dengan metode tender yang merupakan selisih antara 

pagu anggaran dan nilai kontrak, sehingga realisasi 

anggaran tidak maksimal. 

2) Indikator rasio puskesmas per satuan penduduk, penyebab 

belum tercapainya adalah : 

a. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan puskesmas 

baru dalam rangka menambah puskesmas baru oleh karena 

pengadaan tanah tidak terrealisasi (refokusing anggaran) 

b. Belum tersedianya sumber daya sarana prasarana seperti 

alat-alat kesehatan, kendaraan dinas termasuk ambulance 

dan  mobil pusling serta SDM kesehatan 

c. Laju pertambahan penduduk yang pasti setiap tahunnya yang 

belum diikuti dengan penambahan jumlah puskesmas baru 

3) Indikator cakupan puskesmas rawat inap, penyebab belum 

tercapainya adalah : 

a. Persyaratan pendirian puskesmas rawat inap dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas yang 

mengatur puskesmas rawat inap jauh dari fasilitas pelayanan 

kesehatan rujukan tingkat lanjutan, sehingga beberapa 

puskesmas non rawat inap yang dekat dengan fasilitas 
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pelayanan kesehatan rujukan tidak bisa dikembangkan 

menjadi puskesmas rawat inap 

b. Keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya untuk 

peningkatan puskesmas dengan ruang rawat inap 

4) Indikator cakupan penjaringan kesehatan siswa SD (sederajat) 

dan SMP (sederajat), penyebab belum tercapainya adalah : 

a. Belum semua petugas kesehatan dan satuan pendidikan 

memahami sistem pemeriksaan yang dilakukan secara online 

menggunakan google form dari pusat 

b. Kerjasama antara pihak puskesmas dan satuan pendidikan 

belum optimal dalam pemantauan pengumpulan data 

pemeriksaan secara online, serta TP UKS 

Kabupaten/Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS sekolah 

kurang aktif 

c. Beberapa siswa tidak masuk sekolah ketika dilakukan 

pemeriksaan kesehatan di sekolah dan tidak semua 

puskesmas melaksanakan sweeping terhadap anak sekolah 

yang belum dilakukan pemeriksan kesehatan 

d. Tidak semua siswa/wali murid memiliki smartphone atau 

PC/laptop/komputer dan adanya kendala jaringan internet di 

daerah tertentu dalam melakukan pengisian form online 

e. Jumlah data sasaran pemeriksaan kesehatan yang cukup 

banyak menjadikan petugas cukup kesulitan dalam 

melakukan pengolahan data yang masuk 

f. Percepatan pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan di 

puskesmas membuat petugas pemeriksaan kesehatan anak 

usia sekolah dan remaja tersita waktu dan tenaganya dalam 

melaksanakan penjaringan dan pemeriksaan berkala 

5) Indikator persentase tempat umum yang memenuhi syarat 

kesehatan (hotel, taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll), 

penyebab belum tercapainya adalah : 

Ada beberapa tempat atau sarana yang merupakan tempat-

tempat umum yang belum memenuhi syarat kesehatan. Namun 

bila dibandingkan dengan target tahun 2021 capaian sudah 

mencapai target, hanya kurang 0,08% bila dibandingkan dengan 

target tahun 2022 sehingga diharapkan sudah bisa memenuhi 

target pada tahun 2022 
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6) Indikator cakupan desa ODF (Open Defecation Free), penyebab 

target belum tercapai adalah Tim STBM di tingkat 

kabupaten/kecamatan/desa belum bekerja secara optimal 

dalam rangka verifikasi desa ODF mengingat masih adanya 

pandemic Covid-19. 

7) Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 

penduduk/tahun) (CNR : Case Notifikasi Rate), penyebab belum 

tercapainya adalah : 

a. Kegiatan active case finding tidak maksimal, sehingga angka 

penemuan terduga kasus tuberkulosis masih rendah 

b. Kegiatan lintas program dan kegiatan internal lain belum 

semua mendukung dan menunjang kegiatan pengananan TB 

paru 

c. Penatalaksanaan terduga kasus tuberculosis belum sesuai 

dengan alur algoritma diagnosa TB paru  

d. Ketidakdisiplinan petugas dalam pencatatan dan pelaporan 

penanganan TB paru dimana penemuan dan pengobatan 

kasus di Dokter Praktek Mandiri/klinik belum semua tercatat 

dengan baik 

e. Masih banyak masyarakat dengan indikasi TB paru memilih 

mendapatkan pelayanan pengobatan ke luar wilayah 

Kabupaten Cilacap 

8) Indikator angka penemuan kasus kusta baru yang di 

tatalaksana sesuai standar, penyebab belum tercapai adalah : 

a. Pada umumnya tingkat kematiannya rendah dan terjadi pada 

masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah 

sehingga mengakibatkan penyakit kusta menjadi penyakit 

tropis yang terabaikan (neglected diseases) 

b. Masyarakat belum mengetahui gejala dan tanda penyakit 

kusta dimana gejala dan tanda awal kusta menyerupai jenis 

penyakit kulit dan tanda gejala penyakit yang lain 

c. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga ahli dimana hanya 

ada satu dokter spesialis kulit di Kabupaten Cilacap, dan 

kurangnya ketrampilan tenaga kesehatan di puskesmas 

dalam mendiagnosa kusta 
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9) Indikator prosentase populasi rawan (WPS, waria, LSL, napi dll), 

nakes dan ibu hamil mendapatkan tes dan pengobatan hepatitis, 

penyebab belum tercapainya adalah : 

a. Adanya vaksinasi Covid-19 di tingkat puskesmas, sehingga 

tenaga kesehatan terkonsentrasi pada percepatan pelayanan 

vaksinasi Covid-19 

b. Sulitnya mencari sasaran pada kelompok populasi rawan, 

mengingat belum semua sasaran pada kelompok rawan 

terbuka pada pelayanan publik 

10) Indikator cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 

(UCI), penyebab belum tercapainya adalah : 

a. Terbatasnya logistik bahan habis pakai untuk pelayanan 

imunisasi, khususnya IPV (inactivated poliovirus vaccine) 

yang baru tersedia pada bulan Oktober 2021 

b. Distribusi vaksin dan BMHP untuk pelayanan imunisasi 

dasar dari pemerintah pusat ke daerah tersendat, karena 

adanya pandemi Covid -19 

11) Indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 

masyarakat miskin, penyebab belum tercapainya adalah : 

a. Masyarakat sering datang terlambat untuk mendapatkan 

pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan sudah 

dalam keadaan sakit dengan gejala sedang/berat 

b. Puskesmas belum optimal dalam sosialisasi kunjungan sehat 

atau pemanfaatan puskesmas untuk upaya edukasi dan 

pencegahan penyakit masih rendah 

12) Indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 

miskin, penyebab belum tercapainya target adalah suasana 

peningkatan kasus Covid-19 ada keengganan masyarakat 

berkunjung ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan dasar, karena sakit dengan gejala yang ringan.  

Indikator ini capaiannya di tahun 2021 adalah 46,64% 

sedangkan target adalah 46% sehingga memenuhi syarat namun 

bila dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 47%, maka 

capaian masih kurang 0,36%  

13) Indikator persentase penduduk yang memiliki jaminan 

pemeliharaan kesehatan, penyebab belum tercapainya adalah : 
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a. Adanya SK Kemensos Nomor 111/HUK/2021 tentang 

Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

pada bulan Oktober Tahun 2021, yang mengakibatkan 

peserta BPJS dengan klasifikasi PBI JK yang tidak 

mempunyai nomor ID DTKS menjadi tidak aktif 

b. Adanya PHK dari perusahaan yang mengakibatkan jumlah 

peserta jaminan kesehatan dari segmen Pekerja Penerima 

Upah (PPU) berkurang 

14) Indikator Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup, 

penyebab belum tercapainya karena Pandemi Covid-19 

menyebabkan tidak maksimalnya pemberian pelayanan, 

penatalaksanaan dan penanganan terhadap anak balita sakit 

(mengalami keterlambatan), hal ini karena tenaga kesehatan di 

puskesmas fokus pada penanganan kasus Covid-19 

15) Indikator cakupan pelayanan anak balita, penyebab belum 

tercapainya adalah Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan 

pelayanan kesehatan anak balita di Posyandu berhenti dan baru 

mulai kembali aktif pelayanan pada bulan September 2021. 

Selain itu petugas kesehatan masih fokus pada percepatan 

pelayanan vaksinasi Covid-19. 

16) Indikator persentase ibu hamil mengalami KEK, penyebab 

belum tercapainya adalah : 

a. Meningkatnya jumlah kasus ibu hamil dengan resiko tinggi 

hingga 20% 

b. Pola pikir dan pola makan yang keliru pada sebagian remaja 

putri dengan tujuan postur tubuh ideal menjadikan remaja 

putri mengalami kurang gizi (KEK) 

c. Kurangnya asupan gizi pada kehamilan trimester I dan II 

karena mengalami gangguan hormonal (mual dan muntah), 

didukung oleh faktor sosial ekonomi yang kurang pada 

sebagian ibu hamil 

17) Indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan 

penyebab belum tercapainya target adalah masih adanya ibu 

bersalin yang tidak mau memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan/atau tenaga kesehatan terlatih dalam 

pertolongan persalinannya. 
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Capaian tahun 2021 sebesar 99,95%, bila dibandingkan dengan 

target tahun 2022 yaitu 100%, maka capaian tahun 2021 

hampir mencapai target. 

18) Indikator cakupan kunjungan ibu hamil K4, penyebab belum 

tercapainya adalah tidak semua ibu hamil bisa mendapatkan 

pelayanan antenatal sesuai standar, yaitu kunjungan sebanyak 

empat kali selama masa periode kehamilan sampai K4. Beberapa 

ibu hamil sudah mengalami persalinan sebelum kunjungan K4, 

yang disebabkan antara lain karena kejadian prematur, abortus, 

imatur, pindah, IUFD dan belum saatnya K4 dengan total 1.468 

kasus pada tahun yang sama. 

19) Indikator proporsi cakupan pemeriksaan usila, penyebab belum 

tercapainya adalah : 

a. Masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir menjadikan 

pelayanan kesehatan pada Posyandu Lansia sempat terhenti, 

karena lansia merupakan kelompok resiko tinggi terhadap 

transmisi Covid-19 (kelompok komorbiditas) dan kegiatan 

pelayanan Posyandu baru berjalan kembali pada bulan 

September 2021 

b. Petugas kesehatan di puskesmas masih fokus pada 

percepatan pelayanan vaksinasi Covid-19 

c. Belum terpenuhinya anggaran yang cukup untuk 

melaksanakan skrining kesehatan sesuai sasaran jumlah 

kelompok usila yang ada 

20) Indikator cakupan kanker serviks, penyebab belum tercapainya 

adalah : 

a. Masih adanya keengganan karena rasa malu pada wanita usia 

subur sebagai kelompok dengan resiko kanker serviks untuk 

mengikuti pemeriksakan kanker serviks secara dini melalui 

IVA test, dan keengganan karena IVA test sudah tidak 

ditanggung BPJS Kesehatan 

b. Keterbatasan sumber daya sarana dan tenaga kesehatan, 

yaitu belum semua puskesmas memiliki alat cryotherapy 

untuk penanganan positif hasil tes IVA dan belum semua 

dokter dan bidan mengikuti pendidikan dan pelatihan 

penatalaksanaan kanker serviks  
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21) Indikator cakupan Diabetes Melitus, penyebab belum tercapai 

target adalah : 

a. Tingginya jumlah sasaran penderita DM di Kabupaten 

Cilacap berdasarkan angka estimasi dari hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas), dibandingkan dengan hasil 

pendataan penderita DM melalui kunjungan rumah PIS-PK 

b. Belum semua penderita dengan diagnosa DM terutama 

penderita DM fase awal mau memanfaatkan puskesmas dan 

fasilitas lainnya untuk memeriksakan secara rutin kadar 

gula darah dan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan 

DM sesuai standar 

Capaian tahun 2021 sebesar 98,45%, sehingga pada tahun 2022 

diusahakan dapat mencapai target 100%. 

22) Indikator cakupan hipertensi, penyebab belum tercapainya 

adalah : 

a. Keterbatasan pelaksanaan pelayanan pada Posbindu PTM 

(Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) karena 

kendala masa pandemi Covid-19 

b. Tingginya jumlah sasaran penderita hipertensi di Kabupaten 

Cilacap berdasarkan angka estimasi prevalensi hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas), dibandingkan dengan hasil 

pendataan penderita DM melalui kunjungan rumah PIS-PK.  

c. Belum semua penderita hioertensi terutama penderita 

hipertensi fase awal mau memanfaatkan puskesmas dan 

fasilitas lainnya untuk memeriksakan secara rutin tekanan 

darah dan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan 

hipertensi sesuai standar 

d. Kelompok usia produktif sebagai kelompok beresiko 

hipertensi belum semua mau memeriksakan tekanan darah 

secara rutin, karena merasa masih sehat dan mampu 

beraktifitas sehari-hari 

23) Indikator persentase penduduk yang memanfaatkan RS, 

penyebab belum tercapainya adalah capaian indikator 

persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit pada 

RSUD Majenang tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini 

sebagai dampak pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada 

berkurangnya kunjungan pasien baru, yang disebabkan oleh 
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pembatasan kegiatan masyarakat hingga adanya persepsi 

bahwa berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan merupakan 

risiko tinggi atas penularan Covid-19. Selain itu, adanya 

beberapa rumah sakit swasta yang beroperasi di wilayah 

Majenang menjadikan tingkat pemanfaatan RSUD menurun. 

Penyebab lain dapat berupa terbatasnya tenaga dokter spesialis 

dan sarana dan prasarana yang masih belum cukup memadai. 

24) Indikator persentase aparat yang telah mengikuti 

diklat/pendidikan, penyebab belum tercapainya target adalah 

salah satu indikator yang harus diselesaikan pada periode 

berikutnya, mengingat keterbatasan anggaran untuk 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, baik diklat teknis 

maupun diklat fungsional  

25) Indikator persentase Puskesmas dan Labkesda yang telah 

terakreditasi baru mencapai 97,44%, hal ini dikarenakan UPTD 

Labkesda sedang dalam proses untuk pengajuan akreditasi 

26) Indikator cakupan temuan makanan yang mengandung zat 

adiktif berbahaya, penyebab belum tercapainya target adalah 

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap makanan yang 

mengandung zat adiktif berbahaya, sehingga masih ditemukan 

makanan yang dikonsumsi masyarakat yang mengandung zat 

adiktif berbahaya  

 

Capaian indikator kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Kesehatan 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab 
 

1 2 3 4 5  8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 
Perorangan Dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

    

   

 

 

  

  Persentase ketersediaan 
obat kesehatan sesuai 
dengan kebutuhan 

% 100,00 100 100 100 99,92 85,86 85,86 ▼ Dinkes 

 
 Persentase puskesmas, 

puskesmas pembantu dan 
pusling dengan kondisi 
sarana dan prasarana 
memadai 

% 82 46,5 54,39 76,29 89,92 88,12 107,46 ● Dinkes 

  Rasio puskesmas per 
satuan penduduk 

% 0,68 0,64 0,64 0,59 0,59 0,58 85,29 ▼ Dinkes 

  Cakupan Puskesmas 
Rawat Inap 

% 34 21 21 21 21 24 70,59 ▼ Dinkes 

  Puskesmas yang 
melaksanakan dana 
Operasional sesuai 
peruntukkan-nya 

% 100,00 100,00 10 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ● Dinkes 

  Cakupan Penjaringan 
kesehatan siswa SD 
(sederajat) dan SMP 
(sederajat) 

% 100,00 99,27 100 99,47 99,46 99,45 99,45 ▼ Dinkes 

  Prevalensi balita pendek 
dan sangat pendek 
(stunting) 

% 17 22 5,02 4,86 4,94 3,97 176,65 ● Dinkes 

  Persentase balita dengan 
berat badan rendah atau 
kekurangan gizi 

% 16,5 20,68 5,17 5,93 6,47 5,31 167,82 ● Dinkes 

  Cakupan Balita Gizi Buruk 
mendapat perawatan 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ● Dinkes 

  Persentase Bayi 0-6 bulan 
mendapat ASI Eksklusif 

% 55 51 55,85 57,20 62,91 68,56 124,82 ● Dinkes 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab 
 

1 2 3 4 5  8 9 10 11 12 13 14 

  Persentase kecamatan 
bebas rawan gizi 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ● Dinkes 

  Persentase tempat umum 
yang memenuhi syarat 
kesehatan (Hotel, Taman, 
rekreasi dan tempat 
hiburan, dll) 

% 83 79 79 79 81,04 82,12 98,94 ▼ Dinkes 

  Cakupan Desa ODF (% 
ODF) 

% 100,00 10,2 11,27 36,64 27,11 58,45 58,45 ▼ Dinkes 

  Angka kejadian 
tuberkulosis (insiden 
semua kasus/ 100.000 
penduduk/ tahun) (CNR: 
Case Notifikasi Rate) 

% 214 164 211 218 129,1 138,52 64,73 ▼ Dinkes 

  Proporsi penduduk yg 
terinfeksi HIV lanjut yang 
memiliki akses pd obat 
antiretroviral 

% 80 100 86,24 69,1 100 93,26 116,58 ● Dinkes 

  Angka kejadian malaria % 0,019 0,02 0,027 0,018 0,023 0,00511 173,11 ● Dinkes 
  Angka kesakitan Demam 

Berdarah Dengue (DBD) 
% 21 17,5 24 24,1 49,8 24,8739 81,55 ● Dinkes 

  Jumlah kasus 
leptospirosis (dan zoonosis 
lainnya) 

Kasus 55 37 32 11 34 37 67,27 ● Dinkes 

  Cakupan Desa/ Kelurahan 
mengalami KLB yang 
dilakukan penyelidikan 
epidemiologi < 24 jam 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Dinkes 

  Cakupan balita pnemonia 
yang ditangani 

% 50 16,73 21 30,7 21,33 37,28 74,56 ▼ Dinkes 

  Angka Penemuan Kasus 
Kusta baru yang di 
tatalaksana sesuai standar 

Kasus 46 38 46 32 16 20 43,48 ▼ Dinkes 

  Prosentase populasi rawan 
( WPS, Waria, LSL, Napi dll 
), nakes dan Ibu Hamil 
mendapatkan tes dan 
pengobatan Hepatitis 

% 80 NA 47,04 21,76 49,38 66,13 82,66 ▼ Dinkes 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab 
 

1 2 3 4 5  8 9 10 11 12 13 14 

  Cakupan Desa/ kelurahan 
Universal Child 
Immunization (UCI) 

% 100 100 100 100 100 69,72 69,72 ▼ Dinkes 

  Cakupan pelayanan 
kesehatan rujukan pasien 
masyarakat miskin 

% 2,12 1,63 2,99 2,83 1,91 7,86 -170,75 ▼ Dinkes 

  Cakupan pelayanan 
kesehatan dasar 
masyarakat miskin 

% 47 42,4 51,06 48,67 27,78 46,64 99,23 ▼ Dinkes 

  Persentase penduduk yang 
memiliki Jaminan 
pemeliharaan Kesehatan 

% 95 65,48 78,51 76,91 75,96 75,63 80,35 ▼ Dinkes 

  Angka Kematian Balita per 
1000 kelahiran hidup 

% 6,00 6,32 5,06 6,58 5,37 6,39 93,50 ▼ Dinkes 

  Cakupan pelayanan anak 
balita 

% 100,00 84,76 84,97 83,26 80,63 83,98 83,98 ▼ Dinkes 

  Persentase ibu hamil 
mengalami KEK 

% 8,75 11,53 11,36 12,82 11,26 9,35 93,14 ▼ Dinkes 

  Cakupan pertolongan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

% 100,00 99,95 99,92 99,96 99,94 99,95 99,95 ▼ Dinkes 

  Cakupan kunjungan Ibu 
hamil K4  

% 100,00 94,85 94,75 94,51 95,84 95,06 95,06 ▼ Dinkes 

  Cakupan pelayanan nifas  % 98 97,69 98,01 98,09 98,66 98,08 100,08 ● Dinkes 
  Cakupan komplikasi 

kebidanan yang ditangani 
% 100 100 100,00 100,00 100 100 100 ● Dinkes 

  Pelayanan kesehatan bayi 
baru lahir 

% 100 99,94 98,22 98,71 99,22 99,27 99,27 ▼ Dinkes 

  Proporsi Cakupan 
Pemeriksaan Usila 

% 100 60 60,75 68,22 62,88 67,23 67,23 ▼ Dinkes 

  Cakupan Kanker Serviks % 35 18 2,41 7,57 12,14 4,26 12,17 ▼ Dinkes 
  Cakupan DM % 100 21,25 20,52 82,71 71,19 98,45 98,45 ▼ Dinkes 
  Cakupan Hipertensi % 100 11,6 12,23 47,09 59,39 47,88 47,88 ▼ Dinkes 
  Rasio Posbindu % 45 55,26 51,06 99,65 100 100 250,00 ● Dinkes 
  Pelayanan kesehatan 

orang dengan gangguan 
jiwa (ODGJ) Berat 

% 100 100 69,5 88,63 90,78 121,32 121,32 ● Dinkes 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab 
 

1 2 3 4 5  8 9 10 11 12 13 14 

  Rasio Rumah Sakit 
Terhadap Penduduk (per 
1000) 

% 10,1 8,20 8,58 6,49 8,45 9 89,11 ▼ 
RSUD 

Cilacap 

  Pasien RSUD yang 
terlayani 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● 
RSUD 

Cilacap 
  Persentase penduduk yang 

memanfaatkan RS 
% 4,5 3,72 3,7 3,97 2,73 2,68 71,91 ▼ 

RSUD 
Majenang 

2.  Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 

 

      

 

   

  Persentase aparat yang 
telah mengikuti 
diklat/pendidikan 

% 100  100 100 100 75,00 75,00 ▼ Dinkes 

   Persentase Puskesmas dan 
Labkesda yang telah 
terakreditasi 

% 100 55,26 97,44 97,44 97,44 97,44 97,44 ▼ Dinkes 

3.  Program Sediaan 
Farmasi, Alat 
Kesehatan Dan 
Makanan Minuman 

 

      

 

   

  Cakupan temuan 
makanan yang 
mengandung zat adiktif 
berbahaya 

% 50 40 25 40 46,58 39,75 79,5 ▼ Dinkes 

   Masyarakat terlindungi 
dari produk farmasi, 
makanan minuman yang 
tidak memenuhi syarat 

% 70 60 56,9 62,15 72,67 68,61 98,61 ▼ Dinkes 

4.  Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

 

      

 

   

  Persentase rumah tangga 
berperilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS). 

% 80 75 75,97 79 84,23 85,75 107,18 ● Dinkes 
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3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

Kondisi jalan di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu tahun 

2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat 

dilihat dari data Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Baik terhadap 

Total Panjang Jalan, pada tahun 2017 sebesar 57,82% meningkat 

menjadi 67,24% di tahun 2021. Sementara itu untuk jalan kondisi 

mantap (baik dan sedang) sampai dengan tahun 2021 mencapai 

78,74%. Meskipun kondisi jalan mantap meningkat namun masih 

terdapat jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang perlu 

ditangani sebesar 21,26% serta 11,50% jalan dalam kondisi sedang 

yang perlu ditingkatkan kualitasnya.  

Kondisi drainase di Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 

menunjukan peningkatan, saluran drainase ini merupakan salah satu 

bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi mengalirkan air 

sehingga badan jalan tetap kering. Capaian kinerja indikator drainase 

baik dengan aliran air yang tidak tersumbat tahun 2017 sebesar 

67,60% meningkat menjadi 87,60% tahun 2021. 

Cakupan akses air minum di Kabupaten Cilacap selama kurun 

waktu lima tahun terakhir (2017-2021) mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Capaian tahun 2017 sebesar 80,80% meningkat 

menjadi 87,74% tahun 2021. Capaian akses sanitasi di Kabupaten 

Cilacap sampai dengan tahun 2021 telah mencapai angka 89,84% di 

perkotaan maupun perdesaan. Untuk peningkatan akses sanitasi dari 

dasar ke layak dan mengarah ke aman ada beberapa kegiatan yang 

dilakukan diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, 

pengadaan truk tinja, pembangunan dan pemeliharaan Instalasi 

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).  

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 

tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Indikator Rumus/Formula Indikator Sumber Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Rasio  tenaga operator/ 
teknisi / analisis yang 
memiliki sertifikat kompetensi 

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah 
kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan 
operator dan teknis/ analisis / Jumlah kebutuhan 
tenaga operator dan teknis/analis di wilayah 
Kabupaten/Kota x 100% 

Permendagri 
18/ 2020 

% 7,51 10,58 12,12 13,97 0 

Persentase Panjang Jalan 
dengan Kondisi Baik (%) 

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi 
Panjang seluruh jalan kabupaten x100% 

RPJMD 
2017-2022 

% 57,82 58,704 64,09 66,42 67,24 

Persentase pendayagunaan 
dan pengendalian daya rusak 
air 

(93% x (panjang saluran pembuang yang berfungsi baik / 
total panjang saluran pembuang)x 100%)) + (7% x 
(Jumlah Ketersediaan Air Baku / Jumlah Kebutuhan Air 
Baku pada daerah Kekeringan) x 100%)) 

 % 

NA NA NA NA 11,57 

Persentase ketersediaan 
penunjang data SDA 

(Jumlah data SDA yang tersedia / Jumlah Kebutuhan 
Data SDA) x 100% 

 % 
NA NA NA NA 25,39 

Persentase bangunan 
pemerintah dalam kondisi 
baik 

Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi 
baik / jumlah gedung pemerintah keseluruhan x 100% 

 % 
NA NA NA NA 60,00 

Persentase bangunan dan 
lingkungan yang tertata dalam 
kondisi baik 

 Jumlah bangunan dan lingkungan yang dilengkapi 
fasilitas RTH dan PFU dibagi Jumlah keseluruhan 
bangunan dan lingkungan di Kab.Cilacap yang 
membutuhkan RTH dan PFU x100% 

 % 

NA NA NA NA 33,24 

Presentase Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

Luas KKPR yang disetujui/ Luas KKPR yang diajukan x 
100 % 

 % 
NA NA NA NA 83,00 

Jumlah Warga Negara yang 
memperoleh kebutuhan pokok 
air minum sehari-hari 

(Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga 
mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM 
jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan 
terlindungi di dalam kab/kota : Jumlah total proyeksi 
rumah tangga di seluruh kabupaten/kota) X 100% 

SPM % 80,80 82,48 83,56 85,44 87,74 

Jumlah  Warga  Negara  yang 
memperoleh layanan 
pengolahan air limbah 
domestik 

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa 
cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah 
diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan 
rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah 
rumah di Kabupaten A x100% 

SPM % 82,1 84,6 84,56 87,84 89,84 

Persentase drainase dalam 
kondisi baik/pembuangan 
aliran air tidak tersumbat 

Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) 
dibagi Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten 
(Km) x100% 

Permendagri 
86/2017 

% 67,6 72,6 77,6 82,6 87,60 

Persentase kondisi mantap 
jalan kab/kota 

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang 
dibagi panjang seluruh jalan kabupaten x 100 % 

Permendagri 
17/2021 

% 71,04 68 71,72 76,78 77,5 
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Indikator Rumus/Formula Indikator Sumber Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Pertumbuhan tingkat 
kemantapan jalan 

Luas KKPR yang disetujui/ Luas KKPR yang diajukan x 
100 % 

 
% NA NA NA NA 1,01 

Persentase Rekomtek  Izin 
Mendirikan Bangunan/PBG 
dan Sertifikat Laik Fungsi 
Bangunan Gedung (SLF) 

 

 

% NA NA NA NA 0,035 

Persentase bangunan publik 
dalam kondisi baik 

 
 

% NA NA NA NA NA 

Persentase Kesesuaian 
Pemanfaatan Ruang 

 
 

 NA NA NA NA 90 

Persentase dokumen Rencana 
Tata Ruang 

 
 

% NA NA NA NA 83 

Debit air yang tersedia debit realisasi / debit kebutuhan 
Permendagri 

17/2021 
lt/dtk NA NA 0,49 0,52 0,52 

Persentase irigasi Kabupaten 
dalam kondisi baik 

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi total 
panjang saluran irigasi x 100% 

RPJMD 
2017-2022 

% 83 83,95 85,54 86,34 88,36 

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Cilacap Tahun 2022
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Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2021 urusan Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang terlihat dari 10 program dengan 14 

indikator menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 8 

indikator belum dapat tercapai. Dari 9 indikator yang belum 

tercapai sebanyak 4 indikator menunjukkan prioritas yang harus 

diselesaikan dalam periode berikutnya. Adapun indikator tersebut 

adalah : 

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

dengan indikator Persentase Penduduk yang terlayani sistem 

jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan 

lebih dari 30 cm selama 2 jam sebesar 84,80%. 

2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan indikator 

Persentase tenaga terampil terdidik dan terbina sebesar 

68,38% 

3. Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator 

Persentase bangunan gedung non perumahan yang memiliki 

IMB sebesar 75,00% 

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan 

Regional dengan indikator Persentase penanganan sampah 

sebesar 48,89% 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program 

RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini.  
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1.  
Program 
Penyelenggaraan 
Jalan 

Persentase capaian 
pengadaan tanah 
yang bersertifikat 

% 100 100 100 40 83,33 100,00 100,00 ● Disperkimta 

Persentase panjang 
jalan dengan kondisi 
baik 

% 67,00 57,82 58,70 64,044 66,42 67,24 100,36 ● DPUPR 

Persentase panjang 
jembatan dengan 
kondisi baik 

% 84,31 74,88 77,18 78,52 82,33 83,5 99,04 ▼ DPUPR 

2.  

Program 
Pengelolaan Dan 
Pengembangan 
Sistem Penyediaan 
Air Minum 

Persentase jiwa yang 
mengakses air minum 
yang layak 

% 89,2 80,8 82,48 83,56 85,44 87,74 98,36 ▼ 
DPUPR & 

Disperkimta 

3.  

Program 
Pengelolaan Dan 
Pengembangan 
Sistem Air Limbah 

Persentase jiwa yang 
mengakses Jamban 
yang layak 

% 94,6 82,10 84,6 84,6 87,84 90 95,14 ▼ 
DPUPR & 

Disperkimta 

4.  

Program 
Pengelolaan Dan 
Pengembangan 
Sistem Drainase 

Persentase Penduduk 
yang terlayani sistem 
jaringan drainase 
skala kota sehingga 
tidak terjadi genangan 
lebih dari 30 cm 
selama 2 jam 

% 92,6 72,6 72,6 77,6 82,6 87,60 84,80 ▼ DPUPR 

5.  
Program Penataan 
Bangunan Dan 
Lingkungannya 

Persentase Jalan Raya 
terbangun LPJU 
Meterisasi 

% 19,5 26,35 48,01 24 28,20 0 0,00% ▼ 
DPUPR & 

Disperkimta 

6.  
Program 
Pengembangan Jasa 
Konstruksi 

Persentase tenaga 
terampil terdidik dan 
terbina 

% 20,43 7,51 10,59 13,05 13,97 13,97 68,38 ▼ DPUPR 

7.  
Program 
Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

Persentase ketaatan 
terhadap RTRW 

% 75 65 67 84 84,48 90 120,00 ● DPUPR 

Persentase ruang 
publik perkotaan yang 
berubah 
peruntukannya 

% 5 10 5 5 5 5 100,00 ● DPUPR 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

8.  
Program 
Pengelolaan Sumber 
Daya Air (SDA) 

Persentase saluran 
irigasi dalam kondisi 
baik 

% 85,5 83 92,24 85,54 86,34 88,52 103,53 ● Dinas PSDA 

9.  
Program Penataan 
Bangunan Gedung 

Persentase bangunan 
pemerintah/publik 
dalam kondisi baik 

% 65 NA 50 50 53,5 60 92,31 ▼ DPUPR 

Persentase bangunan 
gedung non 
perumahan yang 
memiliki IMB 

% 20 NA 5 5 10 15 75,00 ▼ DPUPR 

10. 

Program 
Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Regional 

Persentase 
penanganan sampah 

% 62,59 45,44 47,79 62,89 62,4 30,6 48,89 ▼ DLH 

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2021 
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4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di 

Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat dari beberapa 

indikator kinerja seperti persentase warga negara korban bencana yang 

memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang 

terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota 

yang memperoleh fasilitas capaian sampai dengan tahun 20210 sudah 

100%. Seperti diketahui kedua indikator tersebut merupakan indikator 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh pemerintah 

daerah.  

Proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak di 

Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 5 tahun terakhir capaiannya 

mengalami peningkatan, dari 79,98% di tahun 2017 menjadi 81,95% di 

tahun 2021, ini berarti bahwa terdapat 18,05% rumah tangga di 

Kabupaten Cilacap yang belum menempati rumah layak huni. 

Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian 

masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang 

mampu dengan berbagai program yang penganggarannya baik dari 

pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Sampai dengan tahun 

2021, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memfasilitasi perumahan 

swadaya sebesar 2,99 % di tahun 2021. Sampai dengan tahun 2021, 

areal kumuh yang ditangani di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 

100%.  

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 

2021 menunjukkan dari 4 program dengan 4 indikator belum tercapai 

100%, yaitu indikator : 

1. Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase 

perumahan swadaya yang terfasilitasi sebesar 95,94% 

2. Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase 

perumahan swadaya yang terfasilitasi sebesar 95,62% 

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan 

indikator Persentase perumahan swadaya yang terfasilitasi sebesar 

95,31% 

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 

dengan indikator Persentase jalan lingkungan dalam kondisi Baik 

sebesar 98,82% 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Indikator Rumus/Formula Indikator Sumber Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase   infrastruktur 
perumahan dan 
permukiman dalam 
kondisi baik 

 

 

% NA NA NA NA NA 

Indeks pencapaian SPM   SPM indeks NA NA NA NA NA 
Jumlah Warga Negara 
korban bencana yang 
memperoleh rumah layak 
huni 

Jumlah unit rumah korban bencana yang 
ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total 
rencana unit rumah korban bencana yang 
akan ditangani pada tahun n kali 100% 

SPM 

% NA NA NA NA NA 

Jumlah Warga Negara 
yang terkena relokasi 
akibat program 
Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota yang 
memperoleh fasilitasi 
penyediaan rumah yang 
layak huni 

Jumlah unit rumah terkena relokasi akibat 
program Pemerintah Daerah kabupaten/kota 
yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah 
total rencana unit rumah yang terkena relokasi 
akibat program Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota yang akan ditangani pada 
tahun n kali 100% 

SPM 

% NA NA NA NA NA 

Persentase kawasan 
kumuh yang tertangani 

Jumlah kawasan kumuh yang tertangani 
dibagi total kawasan kumuh x 100% 

Permendagri 
18/2020 

% NA NA NA NA NA 

Persentase Peningkatan 
Prasarana, Sarana Dan 
Utilitas Umum (PSU) 

Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan 
PSU / Jumlah total Lokasi Perumahan X 100 
% 

 
% NA NA NA NA NA 

Persentase Peningkatan 
Pelayanan Sertifikasi, 
Kualifikasi, Klasifikasi, 
Dan Registrasi Bidang 
Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman 

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan 
Registrasi Pengembang Perumahan dengan 
Kualifikasi Kecil/ Total Laporan Perumahan 
Yang Sudah Diserahterimakan x 100% 

 

% NA NA NA NA NA 

Sumber : Disperkimta Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 
Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMDs/d 

Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1. Program 
Pengembangan 
Perumahan 

Persentase 
perumahan 
swadaya yang 
terfasilitasi 

% 3,2 2,4 2,5 3,35 2,86 3,42 98,36 ▼. Disperkimta 

2. Program Kawasan 
Permukiman 

Persentase 
perumahan 
swadaya yang 
terfasilitasi 

% 3,2 2,4 2,5 3,35 2,86 3,42 98,36 ▼. Disperkimta 

3. Program 
Perumahan Dan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

Persentase 
perumahan 
swadaya yang 
terfasilitasi 

% 3,2 2,4 2,5 3,35 2,86 3,42 98,36 ▼. Disperkimta 

4. Program 
Peningkatan 
Prasarana, 
Sarana Dan 
Utilitas Umum 
(PSU) 

Persentase jalan 
lingkungan 
dalam kondisi 
Baik 

% 85 80 81 81 83 84 98,82 ▼. Disperkimta 

Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
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5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;  

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di 

wilayah Kabupaten meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum, bencana dan kebakaran. Capaian Sub urusan ketentraman dan 

ketertiban umum dapat diuraikan sebagai berikut. 

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari 

penegakan hukum Perda dan perkada pada tahun 2017 sampai dengan 

2021 selalu 100%. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat 

diselesaikan sampai dengan tahun 2021 sebesar 100%. 

Penanganan kebakaran yang dilakukan harus sesuai dengan 

respon time. Respon time adalah total waktu yang dihitung dari saat 

berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana 

pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap 

untuk melaksanakan operasi pemadaman. Respon time pemadam 

kebakaran di Kabupaten Cilacap memang masih dibawah 7 menit tetapi 

memiliki kecenderungan meningkat, pada tahun 2021 menjadi 6,83 

menit meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,1 menit. 

Capaian Sub urusan bencana antara lain yaitu Jumlah Warga 

Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sampai 

dengan tahun 2020 sebesar 1,87%. Jumlah Warga Negara yang 

memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban bencana dalam kurun waktu 2017-2021 selalu 

mencapai 100%. Sementara untuk indikator Persentase cakupan 

daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 

dalam periode 2017-2021 capaiannya sebesar 100%. Berikut capaian 

urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

selengkapnya.   
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Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2021 

Indikator Rumus/ Formula Indikator Sumber Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Warga Negara yang  
memperoleh layanan akibat 
dari penegakan hukum Perda 
dan perkada 

Jumlah Warga Negara yang  
memperoleh layanan akibat dari 
penegakan hukum Perda dan perkada 
dibagi Jumlah Warga Negara yang 
seharusnya memperoleh layanan 
akibat dari penegakan hukum Perda 
dan perkada x 100% 

SPM % 100 100 100 100 100 

Persentase penurunan 
gangguan keamanan skala 
kabupaten 

 Jumlah gangguan keamanan yang 
menurun setiap tahunnya 

  % n/a n/a n/a n/a n/a 

Persentase Gangguan 
Trantibum yang dapat 
diselesaikan 

Jumlah  pengaduan yang ditangani 
dibagi Jumlah pengaduan 
pelanggaran yang masuk x 100% 

Permendagri 
18/2020 

% 95,61 98,87 97,56 96,69 99,35 

Persentase penegakan Perda 
dan Perkada di kabupaten 
Cilacap 

Jumlah  Perda / Perkada yang 
memuat sanksi yang ditegakkan 
dibagi jumlah keseluruhan Perda dan 
Perkada yang memuat sanksi x 100% 

Permendagri 
18/2020 

% 32,18 31,31 31,25 30,85 30,77 

Persentase Linmas yang 
Dibina 

Jumlah Linmas yang dibina 
dibanding Jumlah Linmas se-Kab 
Cilacap di kalikan 100% 

RPJMD 
2017-2022 

% 2,66 2,66 4,20 2,10 0,00 

Waktu tanggap (response  
time) penanganan kebakaran 

Rata-rata  waktu  tanggap, dihitung  
dari  pelaporan, penyiapan tim dan 
peralatan, jarak tempuh dan kesiapan 
pemadaman kebakaran 

Permendagri 
114/2018 

menit NA 5,1 5,5 6,0 6,5 

Tingkat Respon time 
penanganan kebakaran 

Jumlah penanganan kebakaran 
sesuai respontime dibagi jumlah 
kejadian kebakaran x 100 

Permendagri 
114/2018 

% NA 95 91 95 94 

Jumlah Warga Negara yang 
memperoleh layanan 
informasi rawan bencana 

Jumlah Warga Negara yang 
memperoleh layanan informasi rawan 
bencana 

SPM % 1,99 1,45 1,76 1,93 1,87 

Jumlah Warga Negara yang 
memperoleh layanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Jumlah Warga Negara yang 
memperoleh layanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana 

SPM % 100 100 100 100 100 

Jumlah Warga Negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana 

Jumlah Warga Negara yang 
memperoleh layanan penyelamatan 
dan evakuasi korban bencana 

SPM % 100 100 100 100 100 
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Indikator Rumus/ Formula Indikator Sumber Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Warga Negara yang 
memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban kebakaran  

Jumlah Pelayanan Kebakaran yang 
tertangani dibanding Jumlah 
Kejadian Kebakaran dikalikan 100% 

SPM 

% 100 100 100 100 100 

Response time Penanganan 
Bencana 

Kecepatan Reaksi petugas sampai 
dengan lokasi sejak pertama kali 
menerima informasi 

RPJMD 
2017-2022 

menit 15 15 15 15 15 

Persentase cakupan daerah 
bencana yang ditangani 
melalui Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi. 

Jumlah daerah yang ditangani 
melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
dalam 1 tahun dibagi Jumlah daerah 
bencana yang seharusnya ditangani 
melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
dalam 1 tahun X 100% 

RPJMD 
2017-2022 

% 100 100 100 100 100 

Indeks Risiko Bencana Tools IRBI 
Permendagri 

17/2021 
score 172,9 157,92 138,61 124,2 112,75 

Persentase desa/kel tangguh 
bencana 

Jumlah desa Destana / jumlah total 
desa x 100% 

Permendagri 
17/2021 

% 7,04 7,74 8,45 9,15 9,15 

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Cilacap, Tahun 2022 

 

Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2021 urusan Trantibumlinmas terlihat dari 2 program dengan 5 indikator 

menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sudah tercapai semua.  

  
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMDs/d 

Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  

Program 
Peningkatan 
Ketentraman 
dan Ketertiban 
Umum 

    

 

  

 

   

  
Cakupan 
Pengamanan yang 
ditangani 

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 ● Satpol PP 

2.  
Program 
Penanggulangan 
Bencana 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMDs/d 

Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Persentase penduduk 
yang mengetahui 
pengetahuan tentang 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
bencana 

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 ● BPBD 

  

Presentase koprban 
bencana yang 
menerima bantuan 
social 

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 ● BPBD 

  

Presentase korban 
bencana yang 
dievakuasi dengan 
menggunakan 
sarana prasarana 
tanggap darurat 
lengkap 

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 ● BPBD 

  

Sosialisasi 
kebencanaan kepada 
masyarakat didaerah 
rawan bencana 

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 ● BPBD 
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6. Sosial.  

Kewenangan Kabupaten Cilacap tentang urusan kewenangan 

sosial menyangkut masalah sosial yang kompleks dan saling tumpang 

tindih dengan kemiskinan, kerentanan masyarakat, kelompok 

penyandang penyakit masyarakat penyandang disabilitas (PMKS) dan 

masyarakat terpencil. Urusan sosial terkait dengan pemberdayaan 

sosial (pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), 

Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kota; Pengembangan 

potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota; Pembinaan 

lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatan 

di kabupaten/kota); Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan (Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan 

dari titik debarkasi kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal); 

Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas 

korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human 

Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome 

(HIV/Aids) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti sosial, dan 

rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum); Perlindungan dan 

Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar; Pendataan dan 

Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota; 

Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan 

trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan); Pemeliharaan 

taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.  

 Urusan kewenangan sosial merupakan salah satu dari 6 urusan  

kewenangan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Berdasarkan PP 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah 

urusan yang harus memenuhi SPM adalah menyediakan pelayanan 

berupa: 

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar 

panti;  

b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;  

c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;  

d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan 

pengemis di luar panti; dan  
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e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 

darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.  

 

Capaian indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan 

urusan kewenangan sosial adalah penurunan angka PPKS sebesar 

18,87% pada tahun 2021. Capaian kinerja SPM Sosial yaitu jumlah 

warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia 

telantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti, serta jumlah warga negara korban bencana alam 

dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah 

tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota, pada tahun 2021, 

masing-masing tercapai 100%. Sementara itu, persentase PPKS di luar 

sasaran SPM yang direhabilitasi sebesar 2,83% pada tahun 2021. 

Penanganan PPKS juga dilaksanakan melalui pemberdayaan, 

pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, maupun pada 

pemenuhan standar pelayanan. Selama tahun 2021, persentase TKSK, 

PSM, Orsos, dan LKS yang dibina telah tercapai 100%. Capaian kinerja 

terkait pola penanggulangan kemiskinan pada tahun 2021, tercapai 

100% melalui persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, persentase 

pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan di 

tahun 2021 dinilai masih rendah, baru tercapai 50%. Rincian lengkap 

capaian indikator urusan sosial selama tahun 2016-2021 dapat dilihat 

dalam Tabel 2.40 berikut ini. 

  
Capaian Urusan Sosial Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

No. Indikator Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase pemenuhan 
standar sarana dan prasarana 
Taman Makam Pahlawan 

% 45 45 50 50 50 

2. 
Persentase TKSK, PSM, Orsos 
dan LKS yang dibina 

% 100 100 100 100 100 

3. 

Persentase  (%) penyandang 
disabilitas terlantar,  anak 
terlantar, lanjut usia terlantar  
dan gelandangan pengemis 
yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di luar panti 

% 100 100 100 100 100 

4. 

Persentase korban bencana 
alam dan sosial yang terpenuhi 
kebutuhan  dasarnya pada 
saat dan setelah tanggap 
darurat bencana daerah 
kabupaten / kota 

% 100 100 100 100 100 

5. 

Persentase daerah yang aktif 
melakukan pemutakhiran data 
terpadu penanggulangan 
kemiskinan 

% 0 100 0 16,7 100 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026  Hal II-91 

No. Indikator Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

6. 
% PPKS diluar sasaran SPM 
yang direhabilitasi 

% 0,21 0,4 1,17 2,7 2,83 

7. 
Persentase penurunan jumlah 
PPKS 

% 
NA NA NA NA 18,87 

8. 
Persentase PPKS yang 
tertangani 

% 
NA NA NA NA 54,53 

9. 
Persentase PSKS yang 
terakreditasi 

% 
NA NA NA NA 7,5 

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, 2021 

 

Evaluasi capaian kinerja Urusan Sosial pada RPJMD Kabupaten 

Cilacap tahun 2017-2022 digambarkan dengan 9 indikator melalui 4 

program. Sampai dengan tahun 2021, dari 9 indikator kinerja Urusan 

Sosial yang ditargetkan, masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang 

belum mencapai target akhir RPJMD tahun 2022, yaitu indikator 

persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui 

KUBE, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia 

tidak potensial yang menerima bantuan sosial, serta persentase eks 

penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan. Namun, dari 

ketiga indikator tersebut, besar kemungkinan sebanyak 2 (dua) 

indikator akan tercapai di tahun 2022 dan hanya 1 (satu) indikator 

kinerja yang perlu upaya keras jika ingin tercapai di tahun 2022, yaitu 

persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui 

KUBE. Hal ini karena anggaran untuk KUBE berasal dari APBN, 

sementara anggaran tersebut dialihkan untuk bansos penanganan 

pandemi Covid-19.  

Selengkapnya hasil evluasi capaian kinerja indikator RPJMD 

Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 pada Urusan Sosial dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2021  

terhadap Target Akhir RPJMD  Tahun 2017-2022  

No Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab 
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program 
Pemberdayaan Sosial 

      
 

    

  
Persentase TKSK, PSM, orsos, 
LKS, dan kelembagaan lainnya 
yang dibina 

% 100 100 100 100 60,00 100 100,00 ● Dinsos 

  

Persentase panti sosial yg 
menyediakan sarana dan 
prasarana pelayanan 
kesejahteraan sosial 

% 100 0 29,6 48,12 96,26 100 100,00 ● Dinsos 

  
Persentase PMKS yg menerima 
program pemberdayaan sosial 
melalui KUBE 

% 2,23 0,60 0,86 1,11 1,36 1,59 71,30 ▼. Dinsos 

2.  Program Rehabilitasi 
Sosial 

      
 

   
 

  
Persentase PMKS yang 
memperoleh bantuan sosial untuk 
pemenuhan kebutuhan dasar 

% 45,38 41,19 41,13 42,07 62,95 63,45 139,82 ● Dinsos 

  

Persentase penyandang cacat fisik 
dan mental serta lanjut usia tidak 
potensial yang menerima bantuan 
sosial 

% 3,63 1,16 1,22 2,09 2,54 3,43 94,49 ▼. Dinsos 

  
Persentase eks penyandang 
penyakit sosial yang mendapat 
pembinaan 

% 68,06 10,47 26,17 36,84 47,31 57,78 84,90 ▼. Dinsos 

3.  Program Perlindungan 
Dan Jaminan Sosial 

     
      

  
Persentase anak telantar yang 
dibina 

% 1,01 0,11 0,23 0,42 0,79 1,06 104,95 ● Dinsos 

  
Persentase PMKS yang 
direhabilitasi 

% 0,33 0,14 0,18 0,22 0,33 0,39 118,18 ● Dinsos 

4.  Program Penanganan 
Bencana 

          
 

  Persentase korban bencana yang 
menerima bantuan 

% 100 25 25 100 100 100 100,00 ● Dinsos 
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2.3.1.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar  

1. Tenaga kerja; 

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.  Dikemukakan bahwa pembangunan bidang 

ketenagakerjaan ditujukan pada peningkatan perlindungan 

kepada tenaga kerja, mewujudkan kesejahteraan, dan 

kesejahteraan keluarganya. Kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama 

diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, 

penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial. 

Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk  

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja 

agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia 

industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan 

kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi 

kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan 

manajemen. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan 

keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja 

sesuai dengan kompetensinya dapat memasuki pasar kerja 

didunia industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya 

yang menjadi unggulan di Kabupaten Cilacap. 

Dengan berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah terdapat beberapa kewenangan tenaga kerja 

yang semula dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dialihkan 

menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yaitu : kewenangan 

urusan tenaga kerja yang ditarik ke pemerintah provinsi yaitu 1) 

keselamatan dan perlindungan tenaga kerja; 2) Persentase 

Pemeriksaan Perusahaan dan 3) Persentase Pengujian Peralatan 

di Perusahaan sekarang tidak dilaksanakan di Kabupaten 

Cilacap yang merupakan salah satu pusat industri, perdagangan 

dan jasa-jasa di Jawa Tengah Bagian Selatan.  
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Dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten 

Cilacap, hal yang membaik adalah meningkatnya tingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK) sampai dengan tahun 2021 

sebesar 62,91% dan tingkat partisipasi angkatan kerja 

perempuan yang bekerja selain buruh menurun dari 62,20% 

tahun 2020 menjadi 36,45% pada tahun 2021. Demikian pula 

rata-rata kesejahteraan pekerja meningkat sejalan dengan 

meningkatnya UMK (2020) sebesar Rp. 2.228.904 per bulan 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Namun 

terdapat hal yang memerlukan perhatian yaitu meningkatnya 

TPT tahun 2021 menjadi sebesar 9,97%, hal ini terjadi karena 

adanya pandemic Covid 19 yang menjadikan dunia usaha 

terdampak cukup tajam dan pertumbuhan ekonomi minus. 

Perincian selengkapnya dalam pencapaian indikator urusan 

tenaga kerja di tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

  
Capaian Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap  

Tahun 2017-2021 

Indikator Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja) 

% 66,22 62,37 65,11 67,79 62,91 

Persentase pengangguran terbuka 
(TPT) 

% 6,30 7,48 7,31 9,10 9,97 

Pertumbuhan /kontribusi industri 
pengolahan dalam PDRB 

%     
1,18 

Pertumbuhan IKM %     8,01 
Persentase Perselisihan hubungan 
industrial yang ditangani melalui 
mediasi 

% 100 100 100 100 100 

Persentase  kegiatan yang 
dilaksanakan yang mengacu ke 
rencana tenaga kerja 

% NA NA NA 76,67 80 

Persentase Tenaga Kerja  
Bersertifikat Kompetensi 

% NA NA 30,77 29,84 27,16 

Persentase Perusahaan yang 
menerapkan tata kelola kerja yang 
layak (PP/PKB, LKS Bipartit, 
Struktur Skala Upah, dan terdaftar 
peserta BPJS Ketenagakerjaan) 

% NA NA NA 29,33 17,46 

Persentase Tenaga kerja yang  
ditempatkan (dalam dan luar negeri) 
melalui  mekanisme layanan Antar 
Kerja dalam  wilayah kab/kota 

% 70,18 45,49 42,05 28,02 45,96 

Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, 2021 
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Evaluasi capaian kinerja RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 

2017-2022 pada Urusan Tenaga Kerja menunjukan kinerja yang 

baik. Indikator kinerja yang ditargetkan sampai dengan tahun 

2022 sebanyak 7 indikator melalui pelaksanaan 3 program. Dari 

kelima indikator tersebut, 4 indikator di antaranya sampai 

dengan tahun 2021 sudah memenuhi target tercapai, sedangkan 

3 indikator diprediksi tahun 2022. 
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Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah 

Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD  
Tahun 2017-2022 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program Perencanaan 
Tenaga Kerja Makro 

      
 

    

  Cakupan tenaga kerja 
yang mendapatkan 
pelatihan berbasis 
kompetensi 

% 80 75 80 85 83,3 81,4 101,75 ● Disnakerin 

2.  Program Pelatihan 
Kerja dan 
Produktivitas Tenaga 
Kerja 

 

      

 

   

  Cakupan tenaga kerja 
yang mendapatkan 
pelatihan kewirausahaan 

% 80 75 80 70 81,08 83,8 104,75 ● Disnakerin 

3.  Program Penempatan 
Tenaga Kerja 

    
  

     

  Cakupan pekerja / 
buruh yang menjadi 
peserta program BPJS 
Ketenagakerjaan 

% 96 97,2 93 96,18 95,12 95,58 99,56 ▼ Disnakerin 

  Cakupan tenaga kerja 
terdaftar yang 
ditempatkan 

% 79 70 68 42,05 28.02 45,96 58,18 ▼ Disnakerin 

  Cakupan pekerja / 
buruh yang menjadi 
peserta program BPJS 
Kesehatan 

% 97 92 97,5 92,76 92,75 93,32 97,21 ▼ Disnakerin 
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2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;  

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki 

arah pembangunan melindungi perempuan dari tindak kekerasan 

dan perdagangan orang, memberikan pemberdayaan pada 

perempuan rentan, meningkatkan kualitas keluarga, memenuhi 

hak anak dan meningkatkan perlindungan pada anak dari 

kekerasan dan perdagangan orang serta melindungi anak 

berkebutuhan khusus. Kewenangan ini telah diatur dalam UU 

Nomor 23 tahun 2014. Selain itu pada tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau SDGs target yang diatur adalah mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender.  

Strategi perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak 

anak telah tertuang pada Pengarusutamaan Gender (PUG) dan 

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dalam rangka memberikan 

kesempatan perempuan dalam pembangunan melalui perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan. Indikator yang menunjukkan 

keberhasilan pembangunan Pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak adalah Indeks pembangunan Gender (IPG) dan 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 

Dalam rangka penanganan kekerasan perempuan dan anak 

Kabupaten Cilacap memiliki Lembaga P2TP2A. Lembaga ini 

menerima aduan kekerasan dan memberikan penanganan sesuai 

dengan standar. Sampai dengan tahun 2021 kasus kekerasan 

perempuan dan anak telah ditangani dengan baik. Namun demikian 

kasus kekerasan perempuan dan anak mengalami peningkatan 

dikarenakan kesadaran perempuan untuk melaporkan kasus di 

P2TP2A.   

Pemenuhan Hak anak dilakukan dengan mewujudkan konsep 

Kabupaten layak anak (KLA). KLA ini dilaksanakan dengan kluster 

yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. Pelibatan anak dalam pembangunan 

dimulai dengan pembentukan Forum Anak dan Kabupaten Cilacap 

telah memiliki forum anak. 
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Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan dan Perlindungan Anak  

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Rasio Program dan kegiatan 
responsif gender di PD 

Adalah Rasio SKPD yang sudah 
menyusun program dan kegiatan 
yang berdasarkan Responsif 
Gender dibagi Jumlah PD 

% 
RPJMD 2017-

2022 
5 20 40 56,6 83,01 

Persentase Perempuan yang 
menjadi Calon Legislatif 

Jumlah Balon Anggota legislatif 
yang mendapatkan fasilitasi 
kesertaan perempuan dalam 
politik dibagi jumlah perempuan 
yang mendapatkan fasilitasi 

% 

RPJMD 2017-
2022 

18 39 39 39 39,72 

Persentase perempuan yang 
bekerja atau mempunyai usaha 

Adalah jumlah perempuan yang 
bekerja dan atau berusaha dibagi 
jumlah perempuan yang ada 
pada usia produkti 

% 
RPJMD 2017-

2022 
45 43 43 46 46,49 

Persentase Organisasi Wanita 
yang aktif 

Adalah jumlah organisasi yang 
aktif dibagi jumlah organisasi 
wanita yang ada 

% 
RPJMD 2017-

2022 
77 80 80 80 94,28 

Persentase pencapaian 
Desa/Kelurahan Layak Anak 

Persentase pencapaian Desa / 
Kelurahan Layak Anak 

% 
 16,67 79,16 83,33 100 100,00 

Persentase Keterisian Gender 
dan Anak dalam SIGA oleh 
Perangkat daerah 

Jumlah OPD yang mengisi 
Aplikasi SIGA dibagi jumlah OPD 

% 
 NA NA NA NA 72,41 

Kategori KLA  Kategori      Nindya 
Persentase Kecamatan yang 
mampu memenuhi hak Anak 

 %      4 

Persentase Pemenuhan 
indikator data gender dan anak 
dalam Siga 

 %      75 

Usia Harapan Hidup BPS Tahun  73,24 73,39 73,52 73,73 73,90 

Persentase anak korban 
kekerasan  yang ditangani  
instansi terkait kabupaten 

Jumlah anak (penduduk usia 
kurang dari 18 tahun) korban 
kekerasan  yang  ditangani 
instansi tingkat kabupaten/kota 
yang didampingi dibagi Jumlah 
Anak (Penduduk usia Kurang 
dari 18 tahun) dikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
0,00041 0,00017 0,00016 0,00024 0,017 

Rasio  kekerasan terhadap  
perempuan, termasuk TPPO 

Jumlah  perempuan  yang 
mengalami kekerasan dibagi 

% 
Permendagri 

18/2020 
0,0003 0,00019 0,0007 0,0001 0,0001 
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Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 
(per 100.000  penduduk 
perempuan) 

Jumlah penduduk perempuan di 
kali 100.000 

Indeks Pemberdayaan Gender 
(IDG) 

BPS Indeks 
Permendagri 

17/2021 
63,53 62.11 69,13 70.22 70,22 

Indeks Pembangunan Gender 
(IPG) 

BPS indeks  86,14 86,53 86,67 86,69 86,69 

% OPD yang memiliki data 
gender 

jumlah OPD yang memiliki data 
gender dibagi jumlah OPD kali 
100 

%  NA NA NA NA 74,41 

Cakupan Keluarga yang 
terlayani PUSPAGA 

Jumlah keluarga yang terlayani 
PUSPAGA dibagi jumlah KK x 100 

%  NA NA NA 0,0008633 0,00087 

Persentase kecamatan yang 
memiliki PUSPAGA 

Jumlah Kecamatan yang memiliki 
PUSPAGA dibagi jumlah total 
kecamatan 

%  NA NA NA NA 1,6 

Sumber : Dinas KB PPPA Kabupaten Cilacap, 2021 

 

Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2022 urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat dari 

5program dengan 12 indikator menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6 indikator belum dapat tercapai. Dari 

6 indikator yang belum tercapai diharpkan semuanya bisa diselesaikan pada tahun 2022.  

  
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

No Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  

Program Pengarus 
Utamaan Gender Dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

    

 

  

 

   

  Rasio Program dan kegitan 
responsif gender di SKPD % 100  5 20 40 56,6 83, 83, ▼. 

Dinas KB, 
PP dan PA 
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No Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14  

 Persentase Perempuan yang 
menjadi calon anggota 
legislative 

% 22 18 18 26 26 39,72 180,55 ● 
Dinas KB, 
PP dan PA 

 
 Prosentase perempuan yang 

bekerja atau mempuyai usaha 
% 47,5 45 43 43 46 46,49 97,87 ▼. 

Dinas KB, 
PP dan PA 

  Prosentase Organisasi wanita 
yang aktif % 96 77 80 80 80 94 97,92 ▼. 

Dinas KB, 
PP dan PA 

2.  Program 
Perlindungan 
Perempuan 

 
          

  Rasio Program dan kegitan 
responsif gender di SKPD 

% 100  5 20 40 56,6 83, 83, ▼. 
Dinas KB, 
PP dan PA 

  Persentase Perempuan yang 
menjadi calon anggota 
legislative 

% 22 18 18 26 26 39,72 180,55 ● 
Dinas KB, 
PP dan PA 

  Prosentase perempuan yang 
bekerja atau mempuyai usaha 

% 47,5 45 43 43 46 46,49 97,87 ▼. 
Dinas KB, 
PP dan PA 

  Prosentase Organisasi wanita 
yang aktif 

% 96 77 80 80 80 94 97,92 ▼. 
Dinas KB, 
PP dan PA 

3.  Program Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

 
          

  Rasio Korban Kekerasan 
terhadap perempuan 

% 
0,0002
5 

0,0003
0 

0,0001
9 

0,0007 
0,0001

0 
0,0003 80 ● 

Dinas KB, 
PP dan PA 

4.  Program Pengelolaan 
Sistem Data Gender 
Dan Anak 

 
          

  Persentase Forum Anak yang 
terbentuk (Kab, Kecamatan 
dan Kelurahan) 

% 19,37 10,56 12,32 12,32 15,86 44,8 231,29 ▼. 
Dinas KB, 
PP dan PA 

5.  Program Pemenuhan 
Hak Anak (PHA) 

 
          

  Persentase Forum Anak yang 
terbentuk (Kab, Kecamatan 
dan Kelurahan) 

% 19,37 10,56 12,32 12,32 15,86 44,8 231,29 ● 
Dinas KB, 
PP dan PA 
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3. Pangan; 

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama 

peningkatan ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan 

bagi peningkatan sumber daya manusia yang sehat dan tangguh. 

Peningkatan ketahanan pangan diselenggarakan berdasarkan 

Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana 

Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) dan mengacu pula pada RAD 

PG Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap merupakan daerah 

surplus beras untuk wilayah Jawa Tengah bagian Selatan.  

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pemenuhan 

kebutuhan pangan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat 

rentan/miskin. Penyelenggaraan urusan pangan adalah memenuhi 

kebutuhan pangan beragam, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi 

bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai arahan kebijakan 

pangan dalam RPJMN 2020 - 2024.  

Ketahanan pangan ditingkatkan dengan pencapaian Skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) yang semakin baik, yaitu pada tahun 2021 

mencapai sebesar 85. Sejalan dengan naiknya skor PPH tahun 2021, 

konsumsi energi dan konsumsi protein juga mengalami peningkatan. 

Penanganan desa rawan pangan sampai dengan tahun 2021 sebesar 

94 %, hal ini menunjukkan masih adanya desa rawan pangan yang 

belum tertangani. Penghitungan PSAT yang teregistrasi sesuai dengan 

Permendagri nomor 17 tahun 2021 mengalami perubahan cara 

perhitungan sehingga pada tahun 2021 belum ada data yang bisa 

disajikan. mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibanding 

tahun 2020 yang sebesar 36%, dimana dari target 50 PSAT selama 

peridoe RPJMD 2017-2022, telah dapat dicapai sebanyak 90 PSAT 

sampai dengan Tahun 2021. 

Berikut capaian pembangunan urusan pangan tahun 2017-

2021.  
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Capaian Urusan Pangan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

Indikator Formula Satuan 
Sumber 

Indikator 
2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase ketersediaan 
pangan  

Jumlah cadangan pangan dibagi Jumlah 
kebutuhan pangan x100% 

% 
Permendagri 

86/2017 
239 318,12 147 183 170,3 

Ketersediaan energi dan 
protein per kapita 

Ketersediaan energi per kapita/hari (kkal) 
dibagi 2.400 kkal dikalikan 100 persen. 

% 
Permendagri 

86/2017 
100 100 100 100 100 

Pola Pangan Harapan 
(PPH) 

 skor  NA NA NA NA 
79 

Konsumsi energi per 
kapita per hari   

 
Kkal/kapita/

hari 
 NA NA NA NA 

2080,1 

Konsumsi protein per 
kapita per hari   

 
Gram/kapita

/hari 
 NA NA NA NA 

52,8 

Persentase kelompok 
yang dibina dalam 
rangka pengembangan 
konsumsi pangan 

jumlah kelompok wanita tani yg dibina dibagi 
jml kelompok wanita tani di Kab.Cilacap (ada 
500 KWT) x 100% 

%  NA NA NA NA 6,6 

Persentase daerah rentan 
rawan pangan 

Jumlah Desa/kelurahan prioritas rawan 
pangan yang ditangani dibagi dengan jumlah 
Desa / kelurahan yang berpotensi rawan 
pangan di Kabupaten Cilacap x 100% 

% 
Permendagri 

17/2021 
NA NA NA NA 13,73 

Persentase pangan segar 
asal tumbuhan yang 
memenuhi persyaratan 
mutu dan keamanan 
pangan 

Persentase PSAT yang beregistrasi di 
peredaran (Jumlah PSAT yg beregistrasi di 
peredaran dibagi Jumlah PSAT yang beredar x 
100%) 

% 
Permendagri 

17/2021 
NA NA NA NA 69 

Produksi Komoditas 
Perkebunan (Bidang 
Perkebunan) 

Angka produksi komoditas perkebunan (8 
komoditas) dalam tahun n 

ton  
NA NA NA NA 61.871,25 

Sumber : Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, 2021 

 

Untuk kinerja RPJMD tahun 2016-2021 urusan Pangan terlihat dari 4 program dengan 4 indikator menunjukkan 

sampai dengan tahun 2021 sebanyak 2 indikator belum dapat tercapai, tetapi 2 indikator tersebut diharapkan akan tercapai 

pada tahun 2022. 
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pangan 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMDs/d 

Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1.  Program Pengelolaan 

Sumber Daya Ekonomi 
Untuk Kedaulatan Dan 
Kemandirian Pangan 

    

   

    

  Ketersedian Energi dan 
Protein Perkapita 

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 ● Dispabun 

2.  Program Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan Pangan 
Masyarkat 

 

          

  Pola Pangan Harapan Skor 94,3 80,10 83,9 86,2 84,4 85 90,14 ▼. Dispabun 
3.  Program Peningkatan 

Diversifikasi Dan 
Ketahanan Pangan 
Masyarkat 

 

          

  Persentase Daerah 
Rawan Pangan Yang 
Ditangani 

% 95 90 91,4 93,74 93,16 94 98,95 ▼. Dispabun 

4.  Program Pengawasan 
Keamanan Pangan 

 
          

  Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Yang 
Teregistrasi 

% 20 0 9 30 36 180 900,00 ● Dispabun 
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4. Pertanahan; 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada urusan 

pertanahan berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah terdiri atas 8 sub urusan yaitu : 1) Izin lokasi; 2) 

Sengketa Tanah Garapan; 3) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah 

Untuk Pembangunan; 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta 

Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 5) 

Tanah Ulayat; 6) Tanah Kosong; 7) Izin Membuka Tanah dan 8) 

Penggunaan Tanah. 

Gambaran capaian indikator urusan pertanahan diketahui 

penanganan persentase kasus/ permasalahan tanah yang 

ditindaklanjuti dapat dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2021 diketahui sebesar 100%. Sedangkan persentase capaian 

pengadaan tanah bersertifikat pada tahun 2017 – 2021 cenderung 

bersifat fluktuatif yaitu sebasar 100% pada tahun 2019, menurun 

menjadi sebesar 40% tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 

83,33% tahun 2020 dan pada tahun 2021 menurun kembali menjadi 

66,67%. Perincian kinerja urusan pertanahan dapat dikemukakan 

secara rinci, sebagai berikut : 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan 

Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 
2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase Kegiatan 
Reforma Agraria yang 
dilaksanakan 

% 
Permendagri 

17/2021 
100 100 100 100 100 

Penanganan sengketa 
tanah garapan yang 
dilakukan melalui 
mediasi 

% 
Permendagri 

17/2021 
100 100 100 100 100 

Persentase kasus/ 
permasalahan tanah yang 
ditindaklanjuti 

 Unit   
RPJMD 2017-

2022 
100 100 100 80 100 

Persentase capaian 
pengadaan tanah 
bersertifikat (%)  

% 
RPJMD 2017-

2022 
100 87 40 83,33 66,67 

 

Urusan pertanahan terdiri dari 2 program dengan 2 indikator, jika 

dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD (tahun 2022) 

sampai dengan tahun 2021 sudah baik, Dari sebanyak 2 indikator 

yang menjadi ukuran terdapat 1 indikator yang sangat tinggi dan 1 

indikator sedang, indikator yang sedang yaitu Persentase capaian 

pengadaan tanah bersertifikat, hal ini tejadi karena pengadaan tanah 

bersertifikat belum menemui kesepakatan harga dengan pemilik 

tanah. 
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Secara lebih rinci capaian indikator urusan pertanahan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

  
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan 

Pertanahan 

Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Sat
uan 

Tar
get 
Akh
ir 
RJ
MD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capai

an 
RPJM
Ds/d 
Tahu

n 
2021 

Stat
us 

Cap
aian 
Targ
et 

OPD 
Penan
ggung 
Jawab  

Program    
Penyelesaian    
Sengketa    
Tanah 
Garapan 

    

   

    

 Persentase 
capaian 
pengadaan 
tanah 
bersertifikat 

% 100 

23,52 40 46 83,33 100 100 

● 
Disper
kimta 

 Prosentase 
kasus / 
permasalahan 
tanah yang 
ditindaklanjuti 

% 100 

100 100 100 100 100 100 

● 
Disper
kimta 

 

5.  Lingkungan hidup; 

Capaian indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama 

kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukan trend peningkatan, dari 

68,06 di tahun 2017 menjadi 71,42, hal ini menggambarkan status 

lingkungan yang baik. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal 

yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan 

hidup pada lingkup dan periode tertentu, dimana semakin tinggi nilai 

IKLH menunjukkan semakin baik kondisi lingkungannya.  

Perhitungan IKLH merupakan komponen dari 30% Indeks Kualitas 

Udara (IKU); 30% Indeks Kualitas Air (IKA) dan 40% Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan (IKTL). Dalam pengujian kualitas air permukaan tahun 

2021, menunjukkan nilai pengukuran indeks kualitas air sebesar 49,40. 

Untuk kualitas udara, dari hasil pengukuran diketahui nilai indeks 

udara Kabupaten Cilacap sebesar 80,09 (baik), meskipun mengalami 

penurunan apabila dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 82,79. 

Untuk hasil pengukuran kualitas tutupan lahan mengalami peningkatan 

setiap tahun, dimana tahun 2021 sebesar 82,72. Cakupan pemantauan 

terhadap kualitas udara, air dan tutupan lahan sudah dilakukan dengan 

capaian 100% setiap tahunnya.  

Penanganan sampah di Kabupaten Cilacap dilakukan dengan 2 

cara, yaitu melalui penanganan (pengolahan) dan pengurangan dari 

sumber sampah. Sampah yang tertangani di TPA selama kurun waktu 5 
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tahun terakhir capaiannya terus meningkat, dari 45,54% di tahun 2017 

menjadi 65,05% di tahun 2021. Seiring dengan kesadaran masyarakat 

dalam mengelola sampah, pengurangan terhadap timbulan sampah 

melalui 3R, Bank Sampah, Biopori, Sedekah sampah, BSF, Pengolahan 

setempat juga terus meningkat, dari 2,88% di tahun 2017 menjadi 9,2% 

di tahun 2021. Selengkapnya capaian kinerja urusan lingkungan hidup 

Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.  

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 

Indikator Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase Keg/Usaha yang 
melakukan Pengelolaan Limbah 
B3 

% 3,6 10,75 11,87 16 16,5 

Persentase Sekolah Adiwiyata % 47,22 50 54,6 64,1 68,3 
Nilai Pengukuran Indeks 
Kualitas Air 

indeks 48 47,71 48,21 48,15 49,40 

Persentase Pengaduan 
Masyarakat Terhadap Dugaan 
Pencemaran/ Kasus Lingkungan 
Yang Ditindaklanjuti 

% 100 100 100 100 100 

Persentase Ketersediaan 
Dokumen Perencanaan dan 
Pengendalian Lingkungan 

% 100 100 100 100 100 

Indeks Kualitas Lingkungan  
Hidup (IKLH) 

indeks 68,06 69,17 69,93 71,42 71,93 

Persentase Ketaatan Usaha 
dan/atau Kegiatan Dalam 
Pengelolaan Lingkungan 

% na na na na 100 

Persentase Masyarakat Yang 
Aktif Mengelola Lingkungan 

% na na na na 12,21 

Persentase Parameter Kualitas 
Udara dan Air pendukung IKLH 
yang Memenuhi Baku Mutu 

% na na na na 25 

Terlaksananya pengelolaan 
sampah di wilayah Kab/Kota 

% 45,54 61,74 63,44 64,19 65,05 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2022 

 

Evaluasi capaian kinerja pada Urusan Lingkungan Hidup mengacu 

pada target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap 

tahun 2017-2021, sampai dengan tahun 2021 terdapat 7 indikator 

dengan status sudah tercapai dari 11 indikator yang ditetapkan. Tahun 

2022, diprediksi 4 indikator akan tercapai sesuai target. 
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Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah 

Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10  11 12 13 

1. Program Perencanaan 
Lingkungan Hidup 

 
      

 
   

  Persentase dokumen 
perencanaan lingkungan 
yang diimplementasikan 
sesuai aturan yang berlaku 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● DLH 

2. Program Pengendalian 
Pencemaran Dan/Atau 
Kerusakan Lingkungan 
Hidup 

 

          

  Nilai pengukuran indeks 
kualitas udara 

Indeks 80,19 76,3 77,06 82,79 80,07 80,09 99,88 ▼ DLH 

  Nilai pengukuran indeks 
kualitas air 

Indeks 50,44 48,0 48,48 48,21 48,15 49,4 97,94 ▼ DLH 

  Persentase usaha 
dan/atau kegiatan yang 
memiliki izin pembuangan 
air limbah 

% 9,00 3,5 4,00 6,7 7,00 8,38 93,11 ▼ DLH 

3. Program Pengendalian 
Bahan Berbahaya Dan 
Beracun (B3) Dan 
Limbah Bahan 
Berbahaya Dan Beracun 
(Limbah B3) 

 

          

  Persentase usaha 
dan/atau kegiatan yang 
memiliki izin pengelolaan 
limbah B3 

% 12 25 5,40 11,87 16 16,5 137,5 ● DLH 

4. Program Pembinaan Dan 
Pengawasan Terhadap 
Izin Lingkungan Dan 
Izin Perlindungan Dan 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10  11 12 13 

Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PPLH) 

  Persentase pengaduan 
masyarakat / kasus 
lingkungan yang 
ditindaklanjuti 

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 ● DLH 

5. Program Peningkatan 
Pendidikan, Pelatihan 
Dan Penyuluhan 
Lingkungan Hidup 
Untuk Masyarakat 

 

          

  Jumlah kelompok 
masyarakat peduli 
lingkungan 

Kelompok 62 26 34 50 69 132 191,3 ● DLH 

  Persentase rumah tangga 
yang melakukan 
pengurangan sampah 
dengan prinsip 3R 

% 4,38 2,88 3,3 3,57 7,5 9,2 210,05 ● DLH 

  Persentase sekolah 
adiwiyata 

% 81,11 47,22 50 59,62 64,1 68,3 84,21 ▼ DLH 

6. Program Penanganan 
Pengaduan Lingkungan 
Hidup 

 

          

  Persentase pengaduan 
masyarakat / kasus 
lingkungan yang 
ditindaklanjuti 

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 ● DLH 

7. Program Pengelolaan 
Persampahan 

 
          

  Persentase pengurangan 
sampah 

% 13,38 8,4 9,14 12,85 12,06 13,5 100,9 ● DLH 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, 2022 
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6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah 

Kabupaten Cilacap meliputi sub urusan Pendaftaran Penduduk, 

Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Profil Kependudukan. Capaian indikator kinerja 

untuk bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

menunjukkan untuk indikator kinerja Persentase Kepemilikan akta 

kelahiran tahun 2021 sebesar 88,24%, Persentase Penerbitan akta 

kematian sebesar 33,99%, Sistem Informasi Kependudukan 

berbasis teknologi informasi yang terlpelihara sebesar 100%, 

penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun sebesar 

100 %. Sedangkan untuk persentase kepemilikan Kartu Identitas 

Anak pada tahun 2021 baru mencapai 29,4%, Cakupan Penerbitan 

Kartu Keluarga sebesar 95,82 dan Perekaman KTP elektronik tahun 

2021 baru mencapai 99,4%.  Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja 

bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026           Hal II-110 

  
Capaian Urusan Admindukcapil Kabupaten Cilacap  

No Indikator Formula Satuan 
Sumber 

Indikator 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Persentase penduduk yang 
memiliki dokumen 
kependudukan dan pencatatan 
sipil (Akta, KK, KTP, KIA) 

Rata-rata dari Jumlah penduduk usia ≥ 17 tahun dan atau 
(sudah/pernah )kawin  yang memiliki Akta Kelahiran, KK 
dan KTP dibagi Jumlah penduduk usia ≥ 17 tahun dan atau 
(sudah/pernah) kawin x 100% Ditambah Jumlah penduduk 
usia < 17 tahun yang memiliki  Akta Kelahiran, KK dan KIA 
dibagi Jumlah penduduk usia < 17 tahun x 100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
16,25 16,72 31,76 32,03 32,95 

2 

Persentase penduduk yang 
memiliki dokumen 
kependudukan 

Rata-rata dari Jumlah penduduk usia ≥ 17 tahun dan atau 
(sudah/pernah )kawin  yang memiliki KK dan KTP dibagi 
Jumlah penduduk usia ≥ 17 tahun dan atau 
(sudah/pernah) kawin x 100% Ditambah Jumlah penduduk 
usia < 17 tahun yang memiliki  KK dan KIA dibagi Jumlah 
penduduk usia < 17 tahun x 100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
49,18 49,13 57,44 60,15 64,62 

3 
Persentase penduduk yang 
memiliki dokumen pencatatan 
sipil  

Jumlah penduduk berakta kelahiran dibagi jumlah 
penduduk dikali 100 % 

% 
RPJMD 

2017-2022 
40,68 58,95 46,91 48,51 42,68 

4 
Cakupan penerbitan Kartu 
Keluarga  

Jumlah kepala keluarga yang be KK dibagi jumlah kepala 
keluarga dikali 100%  

% 
RPJMD 

2017-2022 
95,3 93,28 94,72 97,6 95,82 

5 Perekaman KTP elektronik 
Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki 
KTP dibagi Jumlah penduduk 17 tahun ke atas dikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
98,35 98,27 98,84 99,85 99,4 

6 
persentase anak usia 0-17 tahun 
kurang 1 (satu) hari yang 
memiliki KIA 

Jumlah anak usia 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah 
memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 
(satu) haridikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
NA NA 16,,03 20,46 29,44 

7 

jumlah OPD yang telah 
memanfaatkan data 
kependudukan berdasarkan 
janjian kerjasama 

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan 
berdasarkan perjanjian kerja sama dibagi Jumlah OPD 
dikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
NA 7,55 13,21 13,21 15.09 

8 
Penyajian data kependudukan 
skala Provinsi dalam 1 Tahun 

Jumlah data yang sudah disajikan dibagi dengan jumlah 
data yang seharusnya disajikan dikalikan 100% 

% 
Permendagri 

17/2021 
100 100 100 100 100 

9 
Sistem Informasi Kependudukan 
berbasis teknologi informasi 
yang terpelihara 

Jumlah sistem dan sarpras Siak yang terpelihara dibagi 
jumlah sistem dan sarpras siak yang tersedia 

% 
RPJMD 

2017-2022 
100 100 100 100 100 

10 Kepemilikan akta kelahiran 
Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudahmemilikiakta 
kelahiran dibagi dengan jumlah anak usia 0-18 tahun 
dikalikan 100% 

% 
Permendagri 

17/2021 
77 83,79 87,47 87,81 88,24 

11 
Persentase cakupan kepemilikan 
akta kematian dari peristiwa 
kematian yang dilaporkan 

Jumlah penerbitan akta kematian dibagi dengan jumlah 
peristiwa kematian yang dilaporkan dikalikan 100% 

% 
Permendagri 

17/2021 
14,71 42,76 43,9 34,9 33,99 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Tahun 2021 
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Untuk kinerja RPJMD tahun 2016-2021 urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil terlihat dari 4 program 

dengan 10 indikator menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 4 indikator belum dapat tercapai. Hal itu 

dikarenakan : 

1. Cakupan penerbitan Kartu Keuarga 

- Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih rendah 

- Sarana dan prasarana sangat terbatas, pusat pelayanan administrasi sangat jauh dirasa oleh masyarakat 

- Masyarakat merasa kesulitan menggunakan aplikasi online karena tidak lancar/kurang optimal, pelayanan 

offline terbatas karena covid-19 

2. Rasio penduduk per KTP persatuan Penduduk 

- Sarpras terbatas untuk pelayanan penerbitan KTP/perekaman  

- Adanya pendemi covid-19 ada pembatasan pelayanan baik online maupun tatap muka 

3. Kepemilikan akte kelahiran per 100 penduduk 

- Kesadaran penduduk usia diatas 18 tahun terhadap akte kelahiran kurang memadai 

- Sarpras online belum optimal 

4. Cakupan penerbitan akta kematian 

- Sarpras belum sepenuhnya memadai (online 

- Kesadaran terhadap dokumen kependudukan khususnya akte kematian belum memadai 

Dari 4 indikator yang belum tercapai sebanyak 1 indikator menunjukkan prioritas yang harus diselesaikan dalam 

periode berikutnya. Adapun indikator tersebut adalah : 

Program Pencatatan Sipil dengan indikator Cakupan penerbitan Akta kematian sebesar 33,99%. 

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini. 
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

No Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMD 

s/d Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program Pendaftaran 
Penduduk 

 
 

    
 

    

  Cakupan penerbitan Kartu 
Keluarga 

% 100 95,3 93,28 94,72 97,6 95,82 95,82 ▼ Disdukcapil 

  Rasio penduduk per KTP 
persatuan penduduk 

% 100 98,35 98,27 98,84 99,85 99,4 99,40 ▼ Disdukcapil 

  Persentase fasilitasi kerjasama 
pemanfaatan data 
kependudukan 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Disdukcapil 

2. Program Pencatatan 
Sipil 

 
          

  Rasio bayi ber-akte kelahiran % 75 62,84 65 76,68 54,03 78,82 105,09 ● Disdukcapil 

  Kepemilikan akte Kelahiran per 
1000 penduduk 

% 60 46 74,74 46,91 48,51 42,68 71,13 ▼ Disdukcapil 

  Rasio jumlah perkawinan yang 
dicatat di catatan sipil 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Disdukcapil 

  Cakupan penerbitan Akta 
kematian 

% 50 14,71 42,76 43,9 34,9 33,99 67,98 ▼ Disdukcapil 

  Cakupan Kepemilikan akte 
Kelahiran anak usia 0-18 tahun 

% 83 77 83,79 87,47 87,81 88,24 106,31 ● Disdukcapil 

3. Program Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

  

         

  Persentase sistem informasi 
kependudukan berbasis 
teknologi informasi yang 
terpelihara dalam kondisi baik 

% 

100 100 100 100 100 100 100,00 ● Disdukcapil 

4. Program Pengelolaan 
Profil Kependudukan 

           

  Persentase sistem informasi 
kependudukan berbasis 
teknologi informasi yang 
terpelihara dalam kondisi baik 

% 

100 100 100 100 100 100 100 ● Disdukcapil 

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Cilacap, 2022 
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7. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang 

diselenggarakan Kabupaten Cilacap meliputi sub urusan : (1) 

penataan desa, (2) kerjasama desa, (3) administrasi pemerintahan 

desa dan (4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan 

Masyarakat Hukum Adat. Dengan jumlah desa yang dimiliki 

Kabupaten Cilacap sebanyak 269 desa, diketahui capaian kinerja 

pembangunan desa untuk sub urusan penataan desa menunjukkan 

peningkatan yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya penurunan 

desa tertinggal di tahun 2020 sebanyak 7 desa menjadi 2 desa di tahun 

2021 dengan Persentase Pengentasan Desa tertinggal 140% menjadi 

28,57% serta pencapaian kualitas pembangunan desa untuk menuju 

desa mandiri mengalami peningkatan dilihat dengan adanya jumlah 

desa mandiri sebanyak 7 desa di tahun 2020 menjadi 10 Desa ditahun 

2021 dengan Persentase peningkatan status desa mandiri 3,85 % 

menjadi 5,75%. Hal ini ditandai juga dengan semakin membaiknya 

pemberdayaan masyarakat dan desa dalam sub urusan kerjasama 

desa untuk fasilitasi kerjasama antar desa, desa dengan pihak ketiga 

serta pembangunan kawasan perdesaan dengan Persentase desa yang 

terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga selalu tercapai 

100% tiap tahun. Peningkatan kualitas pembangunan desa juga tidak 

jauh dari peran sub urusan administrasi pemerintahan desa yang 

telah memiliki perencanaan pembangunan desa berupa adanya 

dokumen RPJMDes, RKPdes dan APBDes tiap tahun untuk 269 desa, 

pengelolaan administrasi dan tata desa melalui Sistem Informasi Desa 

( SID ) sebesar 36,06%, pengembangan dan penguatan BUMDES 

berkembang di Kabupaten Cilacap sebesar 10% ditahun 2021 atau 27 

Bumdes sudah menjadi strata berkembang, adanya profil desa yang 

telah dimiliki oleh 269 desa untuk menggambarkan potensi dan 

tingkat perkembangan desa yang akurat dan komprehensif serta 

jumlah desa yang memiliki Peraturan Desa Penataam Aset Desa dalam 

rangka pencapaian pengelolaan aset desa untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan 

pendapatan Desa dengan Persentase desa yang melakukan Penataan 

Aset Desa sebesar 30,86%. Peningkatan kapasitas dan kualitas 

Kelembagaan Desa difokuskan pada pengoptimalan pembinan dan 
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fasilitasi kelembagaan sesuai dengan sub urusan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yang 

didukung oleh capaian Prosentase PKK aktif 100%, peningkatan 

posyandu terintegrasi sebesar 28,47% dari 2.192 posyandu yang ada 

di Kabupaten Cilacap, serta pemanfaatan teknologi tepat guna di 

wilayah pedesaan melalui Persentase posyantek desa sebesar 18,22% 

atau 49 desa yang memiliki posyantek desa dari 269 desa yang ada 

serta Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina 

baru 1% atau sebanyak 284 Lembaga ditahun 2021 dari 28.480 LKD 

di Kabupaten Cilacap. 

Dengan capaian 4 sub unsur pemberdayaan masyarakat desa 

diatas diperoleh nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) 

Kabupaten Cilacap dari 0,6911 ditahun 2020 meningkat menjadi 

0,7017 ditahun 2021. Dengan adanya peningkatan rata-rata IDM di 

Kabupaten Cilacap, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan 

pembangunan wilayah pedesaan Kabupaten Cilacap menuju Desa 

Mandiri. Adapaun Indikator kinerja urusan pemberdayaan 

masyarakat dan desa sebagai berikut : 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase Pengentasan 
Desa tertinggal 

Jumlah desa tertinggal yang memenuhi 
kriteria desa berkembang per tahun 
berdasarkan Indeks Desa Membangun per 
tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-
awal tahun n) dikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
na na 79,17 140 28,57 

Persentase peningkatan 
status desa mandiri 

Jumlah Desa berkembang yang memenuhi 
kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan 
Indeks Desa membangun per tahun dibagi 
Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n) 
dikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
na na 2,3 3,85 5,75 

Persentase desa yang 
memiliki RPJMDes, APBDes 
dan RKPDes. 

Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, 
APBDes dan RKPDes. Dibagi jumlah desa x 
100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
na 100 100 100 100 

Persentase desa yang 
terfasilitasi kerjasama antar 
desa dan atau pihak ketiga 

Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama 
antar desa dan atau pihak ketiga dibagi 
jumlah desa x 100% 

  na na na na 100 

Indeks Desa Membangun 
Rata-rata jumlah nilai komposit kethanan 
sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan 
ekologi di Kabupaten Cilacap 

Indeks  na 0,6313 0,6834 0,6911 0,7017 

Persentase Lembaga 
Kemasyarakatan Desa (LKD) 
yang dibina 

Jumlah LKD yang dibina dibagi jumlah LKD 
se Kabupaten Cilacap x 100% 

%  na na na 0 1 

Sumber : Dispermasdes Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2021 urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terlihat dari 4 program dengan 

4 indikator menunjukkan sampai dengan tahun 2021 telah tercapai. 

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2016-2021 dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini. 
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Penataan Desa 

 
          

  Persentase desa yang 
memiliki RPJMDes, 
APBDes dan RKPDes. 

% 100,00 100 100 100 100 100,00 100,00 ● Dispermades 

2. Program 
Administrasi 
Pemerintahan 
Desa 

 

          

  Persentase desa/ 
kelurahan yang memiiki 
profil  

% 100,00 100 100 100 100 100,00 100,00 ● Dispermades 

3. Program 
Peningkatan 
Kerjasama Desa 

 
          

  Persentase Desa yang 
memiliki MoU antar desa  % 100,00 100 4,46 70 100 100 100 ● Dispermades 

4. Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakata
n, Lembaga Adat 
Dan Masyarakat 
Hukum Adat 

 

          

  Rata-rata jumlah 
kelompok binaan 
lembaga pemberdayaan 
masyarakat (LPM)  

% 100 100 100 100 100 100,00 100,00 ● Dispermades 
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8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

memberikan arah pembangunan di daerah dalam meningkatkan 

pengendalian penduduk, kualitas penduduk, peningkatan pelayanan 

KB, dan peningkatan kualitas keluarga. Kewenangan ini diatur dalam 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam melaksanakan 

pembangunan di bidang PPKB indikator utamanya adalah laju 

pertumbuhan penduduk (LPP) dan TFR (Total Fertility Rate).  

Kabupaten Cilacap memiliki TFR pada tahun 2021 sebesar 2,11. 

Kondisi ini mengalami penurunan sejak tahun 2017. Ini menunjukkan 

hal yang baik artinya PUS mampu mengendalikan tingkat kelahiran. 

Namun laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan menjadi 

1,06. Sedangkan Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 

15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama 

masih cukup tinggi sebesar 20,5%. Selain itu unmet need kita masih 

sangat tinggi yaitu 15,46%. 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Indikator Rumus/ Formula Indikator Satuan Sumber 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

TFR (Angka Kelahiran Total) 
Kemampuan melahirkan pada 
perempuan PUS selama masa 
subur 

 SDGs 2,56 2,56 2,18 2,11 2,11 

Persentase pemakaian 
kontrasepsi  Modern (Modern 
Contraceptive Prevalence 
Rate/mCPR) 

Jumlah peserta KB Aktif Modem 
dibagi Jumlah Pasangan Usia 
Subur dikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
72,7 69,23 70,09 70,26 67,13 

Persentase kebutuhan ber-
KB  yang  tidak terpenuhi 
(unmet need) 

Jumlah PUS yang ingin ber-KB 
tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah 
Pasangan Usia Subur dikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
12,51 12,11 12,64 12,61 15,46 

LPP (laju Pertumbuhan 
Penduduk) 

 % 
Permendagri 

18/2020 
0,46 0,5 0,34 1,06 1,06 

Persentase Usia Kawin 
Pertama yang isterinya di 
bawah usia 20 tahun 

Jumlah usia wanita pada saat 
pernikahan pertama yang usianya 
dibawa 20 tahun dibagi dengan 
jumlah pernikahan pertama pada 
tahun N 

%  na na na na 20,14 

Persentase kelompok 
masyarakat dibidang 
pemberdayaan dan 
peningkatan keluarga 
sejahtera yang dibina 
(UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, 
BKB) 

Persentase kelompok masyarakat di 
bidang pemberdayaan dan 
peningkatan keluarga sejahtera 
yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, 
BKR, BKB) 

%  na na na na 51 

Persentase Pusat Informasi 
dan Konseling (PIK) aktif 

Jumlah Pusat Informasi dan 
konseling (Aktif) dibagi Jumlah PIK 
yg ada 

%  na na na na 70 

Sumber : Dinas KB PPPA Kabupaten Cilacap, 2021 
 

Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2021 urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terlihat dari 3 

program dengan 5 indikator menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 2  indikator belum dapat tercapai. Adapun 

indikator tersebut adalah : 
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Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Menurunnya Prosentase Unmet need sebesar 67,8%, dan 

Persentase jumlah peserta KB/CPR sebesar 94,70, Hal ini di sebabkan karena hanya Peserta KB yang menggunakan metode 

kontrasepsi modern (IUD,MOP, MOP, Implant, Pil, kondom, dan suntik) yang di hitung/diakui datanya, padahal masih ada 

PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan kontrasepsi tradisional tapi datanya tidak bisa di masukkan. Selain itu 

adanya PUS yang suami atau istrinya yang bekerja di luar negeri  sehingga tidak bisa untuk berKB. 

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini. 

  
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program 
Pengendalian 
Penduduk  

     
 

    

  Menurunnya 
Prosentase Usia Kawin 
Pertama yang isterinya 
di bawah usia 20 tahun 

% 20,20 22,21 15,86 15,86 15,58 15,86 121,49 ● 
Dinas KB, PP 

dan PA 

2.  Program 
Pembinaan 
Keluarga 
Berencana (KB) 

 

          

  Persentase jumlah 
peserta KB/CPR 

% 74,71 72,71 69,23 69,7 70,26 67,13 89,85 ▼ 
Dinas KB, PP 

dan PA 

  Prosentase Un Meet 
Need 

% 10,00 12,78 12,11 12,64 12,61 13,22 67,80 ▼ 
Dinas KB, PP 

dan PA 

3.  Program 
Pemberdayaan 
Dan Peningkatan 
Keluarga 
Sejahtera (KS) 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Persentase 
desa/Kelurahan yang 
memiliki Tribuna 
Keluarga Berencana 
Aktif 

% 75 60 60 66 69 93 124,00 ● 
Dinas KB, PP 

dan PA 

  Persentase Pusat 
Informasi dan 
Konseling (PIK) Aktif 

% 60 24 30 31 48 75 125,00 ● 
Dinas KB, PP 

dan PA 
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9. Perhubungan;  

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, 

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melengkapi jalan dengan fasilitas 

keselamatan lalu lintas berupa rambu-rambu lalu lintas, Rasio 

Perlengkapan jalan menunjukan peningkatan dari 32% tahun 2017 

meningkat menjadi 58% tahun 2021. Jumlah kendaran yang 

melakukan uji KIR menunjukan perkembangan fluktuatif cenderung 

menurun, dari tahun 2017 sebesar 20.833 unit menurun menjadi 

15.572 unit di tahun 2021, Sejak Pandemi Covid-19 operasional 

semua armada angkutan pedesaan tidak menentu dan cenderung 

menurun setiap tahunnya, hal ini dikarenakan adanya pembatasan 

mobilitas masyarakat selama Pandemi Covid 19. 

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan 

Perhubungan sampai dengan tahun 2021 menunjukkan dari 2 

program dengan 11 indikator tercapai 100% bahkan terdapat 7 

indikator dengan capain diatas 100% yaitu indikator : 

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(LLAJ) dengan indikator : 

 Rasio Ijin Trayek 

 Jumlah KIR kendaraan 

 Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Kendaraan Wajib Uji 

yang Seharusnya Laik Jalan 

 Jumlah Terminal Tipe C yang Sesuai Standar 

 Persentase jumlah rambu dan perlengkapan jalan dalam 

kondisi baik 

 Rasio jumlah rambu dan perlengkapan jalan yang tersedia 

2. Program Pengelolaan Pelayaran dengan indikator jumlah Kapal 

Patroli Yang Terpelihara. 
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Capaian Urusan Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Sumber 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

VC Rasio Jumlah volume lalu lintas/ kapasitas jalan  
PP 32 Th 2011, 

Permendagri no 18 
Th 2020 

0,3 0,32 0,33 0,34 0,58 

Rasio Perlengkapan jalan 
Jumlah perlengkapan yang tersedia/ jumlah 
perlengkapan yang dibutuhkan X 100% 

% RPJMD 32 34 38,7 42,2 58 

Rasio Ijin Trayek Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan/ jumlah 
trayek yang tersedia x 100 

Rasio  

na na na na 

0,6 

Persentase Kepemilikan 
KIR Kendaraan Bermotor 
Wajib Uji 

Jumlah Angkutan Umum yang tidak memiliki KIR 
pada tahun n / Jumlah Angkutan Umum pada 
Tahun N x 100% : Kendaraaan Bermotor Wajib uji 
aktif dibagi Kendaran Bermotor wajib Uji 

%  

na na na na 

97,62 

Rasio ketersediaan rambu 
Angkutan Sungai dan 
Penyeberangan 

Jumlah fasilitas keselamatan pelayaran LL ASDP 
yang tersedia dibagi jumlah fasilitas keselamatan 
Pelayaran LL ASDP  yang dibutuhkan dikali 100%  
Perbandingan Ketersediaan rambu pelayaran dan 
penyeberangan dengan jumlah kebutuhan rambu 
pelayaran dan penyeberangan  

Rasio  

na na na na 

0,4 

Persentase Layanan 
Perhubungan Rata-rata capaian kinerja perhubungan %  na na na na 47,81 

Persentase ketersediaan 
fasilitas keselamatan LLAJ  %  na na na na 57,62 

Persentase ketersediaan 
fasilitas keselamatan 
Pelayaran Angkutan Sungai 
dan Penyeberangan 

Perbandingan Jumlah fasilitas keselamatan 
pelayaran LL ASDP yang tersedia dibagi jumlah 
fasilitas keselamatan Pelayaran LL ASDP yang 
dibutuhkan dikali 100% dengan Ketersediaan 
rambu pelayaran dan penyeberangan dengan 
jumlah kebutuhan rambu pelayaran 
danpenyeberangan 

%  na na na na 40 

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, 2021
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Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan Perhubungan 

No Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMD 

s/d Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD Penanggung 
Jawab 

 

1.  

Program 
Penyelenggaraan 
Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
(LLAJ) 

Rasio Ijin Trayek % 75 58,51 98,14 77,95 61,31 69,42 92,56 ▼ Dishub 

Rasio Panjang Jalan 
Terhadap Jumlah Kendaraan 

% 30 30 29,68 29,68 29,68 29,7 100,07 ● Dishub 

Jumlah KIR kendaraan Kendaraan 13.535 9.100 8.923 11.999 11.332 10885 80,42 ▼ Dishub 

Persentase Kendaraan Wajib 
Uji Yang Memenuhi Ambang 
Batas Emisi 

% 99 98,85 99 90,95 98,65 99,61 100,61 ● Dishub 

Penurunan Jumlah Kasus 
Pelanggaran Kendaraan Wajib 
Uji yang Seharusnya Laik 
Jalan 

Kali 246 470 463 349 2 251 97,97 ▼ Dishub 

Jumlah Terminal Tipe C yang 
Sesuai Standar 

Unit 7 7 6 7 8 8 114,29 ● Dishub 

Jumlah Balai Pengujian 
Kendaraan Bermotor wajib uji 
yang layak operasi 

Unit 2 2 2 2 2 2 100,00 ● Dishub 

Persentase jumlah rambu 
dan perlengkapan jalan 
dalam kondisi baik 

% 29 22 32 26 39,9 30 111,11 ● Dishub 

Rasio jumlah rambu dan 
perlengkapan jalan yang 
tersedia 

% 42 30 34 38 39,9 47 111,90 ● Dishub 

2.  
Program 
Pengelolaan 
Pelayaran 

Jumlah Dermaga yang 
Beroperasi di Kabupaten 
Cilacap 

Unit 15 15 15 15 15 15 100,00 ● Dishub 

Jumlah Kapal Patroli Yang 
Terpelihara 

unit 1    1 0,25 125,00 ● Dishub 

Sumber : Dishub Kab. Cilacap Tahun 2021 
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10. Komunikasi dan informatika; 

Kewenangan Kabupaten Cilacap untuk urusan komunikasi dan 

informatika untuk sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik 

mencakup Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk sub urusan Aplikasi 

Informatika mencakup a. Pengelolaan nama domain yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b. Pengelolaan e-government di 

lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.  

Capaian urusan komunikasi dan informatika di kabupaten 

Cilacap tahun 2017-2021 sesuai dengan kewenangannya dengan 

indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran 

informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas 

pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota menunjukkan 

penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar 98,45% menjadi 83,27% 

di tahun 2020. Sedangkan capaian untuk indikator persentase (%) 

konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter 

narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah 

daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi; 

persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh 

Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan Informasi Publik; persentase Perangkat Daerah yang 

menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau 

pemerintah pusat dan persentase perangkat daerah yang saling 

terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah sampai tahun 2021 

telah mencapai 100%.  

Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan 

Komunikasi dan Informasi sampai dengan tahun 2021 menunjukkan 

dari 2 program dengan 4 indikator belum tercapai 100% yaitu 

indikator Persentase penyebaran informasi public, Presentase website 

update, Presentase kecamatan yang memiliki KIM dan Presentasi 

Aplikasi yang terintegrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini. 
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Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase masyarakat yang menjadi 
sasaran penyebaran informasi publik, 
mengetahui kebijakan dan program 
prioritas pemerintah dan pemerintah 
daerah kab/kota 

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran 
penyebaran informasi publik, mengetahui 
kebijakan dan program prioritas pemerintah 
dan pemerintah daerah kab/ kota dibagi 
Jumlah penduduk dikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
98,45 98,95 94,99 83,27 NA 

Persentase masyarakat yang menjadi 
sasaran penyebaran informasi publik % %  NA NA NA NA NA 

Persentase perangkat daerah yang 
mengimplementasi inovasi yang 
mendukung smart city 

Jumlah perangkat daerah yang 
mengimplementasikan/replikasi inovasi yang 
mendukung smart city sesuai masterplan 
dibagi dengan jumlah seluruh OPD X 100% 

%  NA NA NA NA NA 

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

- indeks  NA NA NA NA NA 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, 2021 

 
  

Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan Komunikasi dan Informasi 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1.  

Program 
Informasi dan 
Komunikasi 
Publik 

Persentase 
penyebaran 
informasi public 

% 100 100 100 100 38 90 90,00 ▼. Diskominfo 

Presentase website 
update 

% 80 23 50 54,5 0 70 93,33 ▼. Diskominfo 

Presentase 
kecamatan yang 
memiliki KIM 

% 71 13 13 25 0 58 81,69 ▼. Diskominfo 

2.  
Program 
Aplikasi 
Informatika 

Presentasi Aplikasi 
yang terintegrasi 

% 75 10 30 35 9 58 77,33 ▼. Diskominfo 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, 2021 
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11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

Capaian urusan koperasi dan UMKM Kabupaten Cilacap tahun 

2017-2021 dengan indikator yang digunakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan koperasi dan umkm berupa indikator Persentase 

pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan, Persentase KSP/USP 

yang dinilai kesehatannya, Persentase pengelola koperasi yang memiliki 

kompetensi, meningkatnya koperasi yang berkualitas, Persentase 

pertumbuhan UMKM dan Persentase Usaha Mikro yang menjadi 

wirausaha rata-rata menunjukkan adanya peningkatan. Sedangkan 

indikator yang menunjukkan penurunan adalah indikator Meningkatnya 

Koperasi Yang Berkualitas dimana pada tahun 2018 sebesar 42,96% 

turun menjadi 36,04% di tahun 2021. Untuk lebih lengkapnya mengenai 

capaian urusan koperasi dan UMKM di Kabupaten Cilacap dapat dilihat 

pada tabel Capaian Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Cilacap 

Tahun 2017-2021. 

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap untuk 

Urusan Koperasi dan UMKM sampai dengan tahun 2021 

menunjukkan dari 5 program dengan 5 indikator hanya 1 indikator 

yang tercapai yaitu indikator Persentase pertumbuhan usaha mikro 

sebesar 413%. Adapun indikator yang belum tercapai meliputi : 

1. Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil dengan capaian 

sebsar 1,97% 

2. Persentase koperasi aktif dengan capaian sebesar 76,5% 

Gambaran secara lengkap untuk capaian Indikator Program 

RPJMD Kabupaten Cilacap untuk Urusan Koperasi dan UMKM dapat 

dilihat pada halaman berikutnya.  
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Capaian Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2020 

Indikator Rumus / Formula Indikator Satuan Sumber Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase Pemeriksaan dan 
Pengawasan yang dilakukan 
untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Koperasi yang diawasi 
X 100% 

% Permendagri 
18 tahun 

2020 

NA 9,11 9,29 9,86 10,55 

Jumlah Koperasi 

Pertumbuhan sub sektor 
Koperasi dan Perdagangan 
Besar dan Eceran 

   %  NA NA NA NA -1,17 

Persentase koperasi aktif    %  89,13 89,13 85,25 85,86 68 

Persentase UMKM yang 
diberikan pendampingan 
melalui lembaga pendampingan 

   %  NA NA NA NA 39,83 

Persentase pertumbuhan 
perdagangan barang kebutuhan 
pokok dan barang penting 

   %  NA NA NA NA 4,91 

Persentase KSP/USP yang 
Dinilai Kesehatannya untuk 
Koperasi Dengan Wilayah 
Keanggotaan Dalam Daerah 
Kab/Kota 

Jumlah KSP/USP yang dinilai x 100% % Permendagri 
18 tahun 

2020 

NA 19,04 19,51 19,80 21,78 

Jumlah KSP/USP 

Persentase Pengelola Koperasi 
Yang Memiliki Kompetensi 

Jumlah Pengelola Koperasi 
Yang Memiliki Kompetensi 

x 100% % RPJMD 
2017-2022 

NA 9,98 22,96 28,91 35,85 

Jumlah Pengelola Koperasi 

Meningkatnya Koperasi Yang 
Berkualitas 

Jumlah  koperasi  yang 
meningkat  kualitasnya 

berdasarkan RAT, volume 
usaha dan asset 

x 100% % Permendagri 
18 tahun 

2020 

NA 42,96 45,47 35,73 36,04 

Jumlah seluruh koperasi 

Persentase pertumbuhan 
UMKM 

Jumlah UMKM tahun berjalan x 100% % RPJMD 
2017-2022 

3,6 3,8 41,4 4,1 2,94 

Jumlah UMKM tahun lalu 

Persentase Usaha Mikro yang 
menjadi wirausaha 

Jumlah Usaha Mikro yang 
menjadi wirausaha 

x 100% % Permendagri 
18 tahun 

2020 

2,05 6,8 6,4 7,4 8,81 

Total UMKM 

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, 2021 
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Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan Koperasi dan UMKM 

No Program 
Indikator 

Kinerja Program 
(Outcome) 

Satuan 
Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1.  
Program 
Pengembangan 
UMKM 

Persentase 
usaha mikro 
menjadi usaha 
kecil 

% 2,55 2,32 2,32 2,79 1,97 n.a 0,00 ▼. DPKUKM 

2.  

Program 
Pemberdayaan 
Usaha 
Menengah,Usaha 
Kecil, Dan Usaha 
Mikro (UMKM) 

Persentase 
pertumbuhan 
usaha mikro 

% 0,8 0,38 0,4 5,39 1,97 2,5 312,50 ● DPKUKM 

3.  

Program 
Penilaian 
Kesehatan KSP/ 
USP Koperasi 

Persentase 
koperasi aktif 

% 89,6 89,13 89,13 85,25 85,86 68 75,98 ▼ DPKUKM 

4.  

Program 
Pendidikan Dan 
Latihan 
Perkoperasian 

Persentase 
koperasi aktif 

% 89,6 89,13 89,13 85,25 85,86 68 75,98 ▼. DPKUKM 

5.  

Program 
Pemberdayaan 
Dan 
Perlindungan 
Koperasi 

Persentase 
koperasi aktif 

% 89,6 89,13 89,13 85,25 85,86 68 75,98 ▼. DPKUKM 

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, 2021 
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12. Penanaman modal; 

Capaian urusan penanaman modal Kabupaten Cilacap tahun 

2016-2020 yang meliputi indikator Persentase Kenaikan Investasi, 

Persentase ketersediaan kajian potensi penanaman modal, Persentase 

Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan, Persentase Kepatuhan 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Persentase promosi di 

tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti dan Persentase 

ketersediaan profil investasi sektor perizinan berusaha. 

Dari indikator tersebut untuk indikator persentase kenaikan 

investasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dimana 

pada tahun 2017 menunjukkan penurunan investasi sebesar           (-

91,2%) dibandingkan tahun sebelumnya, namun di tahun 2021 

mengalami penurunan dikarenakan adanya wabah covid-19 yang 

berdampak menurunnya investasi dI Kabupaten Cilacap yang turun 

sebesar 33,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  

Demikian juga halnya untuk indikator Persentase ketersediaan 

kajian potensi penanaman modal mengalami penurunan dari tahun 

2017 sebesar 29,41% menjadi 17,65% di tahun 2021. Sedangkan 

indikator yang stabil capaiannya adalah indikator persentase promosi 

di tingkat regional dan/atau nasional yang diikuti yang mencapai 

100% dan indikator persentase ketersediaan profil investasi sektor 

perizinan berusaha sebesar 29,41% selama tahun 2017-2021. Untuk 

gambaran lengkap terkait dengan capaian penanaman modal di 

Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Capaian Urusan Penanaman Modal Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

No. Indikator Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Persentase Kenaikan Investasi % -91,2 545,84 10,05 -44,7 33,80 
2.  Persentase ketersediaan kajian potensi 

penanaman modal  
% 

29,41 23,53 23,53 11,76 17,65 

3.  Persentase kebijakan Penanaman Modal 
yang diterbitkan 

% 
100 100 100 100 100 

4.  Persentase Perizinan dan Non Perizinan 
yang diterbitkan 

% 
98,46 43,64 39,39 45,13 100 

5.  Persentase Kepatuhan Laporan Kegiatan 
Penanaman Modal (LKPM) 

% 
50,91 4,24 3,84 57,91 34,13 

6.  Persentase promosi di tingkat regional 
dan/atau nasional yang diikuti  

% 
100 100 100 100 100 

7.  Persentase ketersediaan profil investasi 
sektor perizinan berusaha  

% 
29,41 29,41 29,41 29,41 29,41 

8.  Persentase realisasi Investasi % 135 100 841 437,51 139,60 
9.  Jumlah Investor yang masuk di 

Kabupaten Cilacap 
investor 

Na Na Na Na 446 

10.  Nilai Realisasi Penanaman Modal Rp. 1.017.106.029.873 6.568.835.398.766 7.229.222.872.749 3.997.897.224.673 1.351.423.686.266 
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap, 2021 

 

Perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan indikator kinerja daerah urusan Penanaman Modal tahun 2021 terhadap target 

akhir RPJMD Tahun 2017-2022, menunjukan capaian kinerja 4 indikator sudah mencapai target. Sementara terdapat 1 

indikator yang memerlukan upaya keras, yaitu indikator Jumlah Keminatan Investasi baru tercapai 68,53.  

  
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah 

Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 
Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program Promosi 
Penanaman Modal 

      
 

    

  Jumlah Keminatan 
Investasi 

Buah 120 0 20 23 19 20 16,67 ▼ DPMPTSP 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Satuan 
Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.  Program 
Pengelolaan data 
dan Sistem 
Informasi 
Penanaman Modal 

    

 

      

  Jumlah Keminatan 
Investasi 

Buah 120 0 20 23 19 20 16,67 ▼ DPMPTSP 

3.  Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

           

  Persentase 
Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● DPMPTSP 

4.  Program 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

           

  Persentase 
Kepatuhan 
Laporan Kegiatan 
Penanaman Modal 
(LKPM) 

% 22 9,66 10 12 19 34,13 155,14 ● DPMPTSP 

5.  Program 
Pengembangan 
Iklim Penanaman 
Modal 

           

  Persentase Nilai 
Investasi (RUPM) 

% 100 135 100 841 437,51 139,60 139,60 ● DPMPTSP 
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13. kepemudaan dan olahraga; 

Urusan kewenangan kepemudaan dan olahraga berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

meliputi tiga (3) sub urusan yaitu : sub urusan kepemudaan; (2) 

keolahragaan dan (3) kepramukaan. Sedangkan menurut Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ditegaskan 

bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16-30 

tahun. Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi 

tujuan penting dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2027 tentang Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang erat kaitannya dengan : 

peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan pemuda, 

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kalangan pemuda 

yang penting bagi perkembangan masa depan bangsa.  

Pembangunan kepemudaan dan olahraga dengan tujuan 

meningkatkan akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, 

demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa 

kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan. Pelaksanaan kebijakan 

pembangunan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dalam bentuk 

pelayanan kepemudaan dan olahraga dengan mengembangkan 

potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda 

yang merupakan kelompok usia produktif dalam masyarakat 

Kabupaten Cilacap.  

Pembangunan pemuda dan olahraga terkait erat dengan 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik kesehatan, 

Pendidikan baik Pendidikan formal, non formal dan kecakapan hidup 

yang semakin membaik, pembinaan dan pengembangan olahraga, 

termasuk olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan pembinaan atlet 

cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/ nasional/ 

internasional serta pembinaan organisasi kepramukaan menjadi 

wadah pengembangan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda.   
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2021 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase Wirausaha Muda Jumlah wirausaha muda dibagi Jumlah seluruh wirausaha 
x100% 

%  NA NA NA NA 16,42 

Persentase Organisasi pemuda 
yang aktif 

Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi Jumlah seluruh 
organisasi pemuda x100% 

%  NA NA NA NA 100 

Persentase pramuka tingkat 
Kabupaten yang di bina 

Jumlah Pramuka yang di bina di bagi jumlah pramuka x 
100% 

%  0 0 0 0 0 

Tingkat  partisipasi pemuda dalam 
kegiatan ekonomi mandiri 

Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di 
kabupaten/kota x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) 
di kabupaten/kota 

% 
Permendagri 

18/2020 
0 100 15,8 16,42 22,24 

Tingkat  partisipasi pemuda  dalam 
organisasi kepemudaan dan 
organisasi sosial kemasyarakatan 

Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada 
organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 
di kabupaten/kota x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 
tahun) di kabupaten/kota 

% 
Permendagri 

18/2020 
100 100 100 100 100 

Kontribusi sektor Pariwisata 
terhadap PAD 

Jumlah PAD sektor Pariwisata di bagi total PAD  %  NA NA NA NA 0,01 

PAD Sektor Pariwisata 
Jumlah PAD sektor Pariwisata Rp  NA NA NA NA 

172.00
0.000 

Peningkatan  prestasi olahraga 
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan 
internasional 

Orang 
Permendagri 

18/2020 
22 101 389 198 217 

Jumlah Prestasi olahraga  Cabor      5 

Cakupan Pembinaan Cabang 
Olahraga 

Jumlah cabor yang dibina di bagi jumlah cabor di Kab/Kota x 
100 

% (36 
cabor)) 
Cabor)  

RPJMD 
2017-2022 

100 58,8 100 100 100 

 

  
Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan Kepemudaan dan Olahraga 

Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
Program Pengembangan 
Kapasitas Daya Saing 
Kepemudaan 

Presentase organisasi 
kepemudaan yang aktif % 110 100 100 54 100 100 100 ● Disporapar 

Program Pengembangan 
Kapasitas Daya Saing 
Keolahragaan 

Presentase ketersediaan sarpras 
sesuai kebutuhan Disporapar 

% 100 79 57,47 54,47 76 86 86,00 ▼ Disporapar 

Atlet berprestasi Medali 212 n.a 101 198 201 208 98,11 ▼ Disporapar 

Cakupan pembinaan cabang 
olahraga 

% 100 100 100 58,8 100 100 100 ● Disporapar 
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14. statistik; 

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 

Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara 

pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai 

sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam 

penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan 

adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu 

statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. 

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan 

nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, 

efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti 

dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah urusan Statistik terdapat 1 sub urusan yang 

menjadi kewenangan urusan statistik di pemerintah kabupaten/kota. 

Sub urusan tersebut adalah: 1) statistik sektoral.  

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data 

statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat 

sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun 

perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan 

peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara 

berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya 

perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan 

statistik Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik 

Indikator 
Rumus/Formula 

Indikator 
Satuan 

Sumber 
Indikator 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Tersedianya sistem data dan 
statistik yang terintegrasi 

 
% Permendagri 

86/2017 
NA 98,32 97,74 66,67 NA 

Data statistik sebagi data 
dasar OPD dalam 
penyusunan perencanaan 
pembangunan 

 %  

100 100 100 100 100 

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan statistik di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 100% 

atau sudah tercapai dari target akhir RPJMD yang sebesar 100%. Capaian evaluasi urusan statistik Kabupaten Cilacap bisa 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Statistik 

No Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program 
Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

      
 

    

  Pemanfaatan dokumen 
statistik dalam setiap 
perencanaan pembangunan 
yang dilakukan oleh 
pemerintah 

% 100 100 100 100 67 100 100 ● Diskominfo 

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
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15. persandian; 

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah 

Daerah, dalam hal ini Kabupaten Cilacap adalah Persentase Tingkat 

Keamanan informasi pemerintah. Capaian indikator urusan 

persandian Kabupaten Cilacap tahun 2017 - 2021 bisa dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase Tingkat 
Keamanan informasi 
pemerintah 

jumlah nilai per area keamanan 
informasi/ jumlah area penilaian x 
100% 

% Permenda
gri 

18/2020 
NA NA NA NA NA 

 

Sumber : Diskominfo Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan persandian dengan indikator Presentase Pemanfaatan 

persandian dalam rangka komunikasi antara Pemerintah Daerah di Kabupaten Cilacap belum mencapai target 100%. 

Capaian evaluasi urusan persandian Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Persandian 

 

Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Program 
Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan 
Informasi 

      

 

    

 Presentase Pemanfaatan 
persandian dalam 
rangka komunikasi 
antara Pemerintah 
Daerah 

% 100 100 100 100 0 0 0 ▼ Diskominfo 
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16. kebudayaan; 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah urusan kebudayaan terdapat 5 sub urusan 

yang menjadi kewenangan urusan kebudayaan di pemerintah 

kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) kebudayaan; 2) 

kesenian tradisional; 3) sejarah; 4) cagar budaya; dan 5) 

permuseuman. Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah 

adalah Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam 

daerah kabupaten/kota, pelestarian tradisi yang masyarakat 

penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, pembinaan lembaga 

adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota. Pada sub 

urusan kesenian tradisional kewenangan daerah adalah Pembinaan 

kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah 

Kabupaten/Kota. Sub urusan sejarah yang sesuai dengan 

kewenangan daerah adalah Pembinaan sejarah lokal, sedangkan 

pada sub urusan cagar budaya adalah Penetapan cagar budaya 

peringkat Kabupaten/Kota, Pengelolaan cagar budaya, dan 

penerbitan ijin membawa cagar budaya keluar daerah 

Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi. Sub urusan Permuseuman 

mengatur tentang pengelolaan museum yang dimiliki daerah.  
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan  

Indikator Kinerja Rumus/ Formula Indikator Satuan Sumber 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 
Persentase obyek pemajuan 
kebudayaan yang 
diimplementasikan 

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan Kabupaten yang 
diimplementasikan dibagi Jumlah Jenis Objek Pemajuan 
Kebudayaan Kabupaten X 100 

% 
RPJMD 

2017-2022 
    30 

Terlestarikannya Cagar 
Budaya 

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar 
budaya terdata X 100 

% 
Permendagri 

18 tahun 
2020 

    20,14 

Persentase objek pemajuan 
kebudayaan yang 
dikembangkan 

jumlah obyek pemajuan kebudayaan menurut UU No 5 tahun 
2017) yang dikembangkan dibagi Oleh oleh Cilacap objek 
pemajuan X 100 

% 
RPJMD 

2017-2022 
18,75 18,75 18,75 18,75 25 

% Kesenian Tradisional yang 
dibina 

Jumlah kesenian tradisional yang dibina dibagi jumlah 
kesenian tradisional yang ada X 100 

% 
RPJMD 

2017-2022 
43,8 43,8 43,8 25 43,8 

% Cagar Budaya yang 
teregistrasi 

jumlah cagar budaya yang teregistrasi dibagi dengan jumlah 
cagar budaya yang ada X 100 

% 
RPJMD 

2017-2022 
5,3 5,3 15,0 18,6 17,10 

% sejarah lokal yang dibina jumlah sejarah lokal yang dibina dibagi jumlah sejarah lokal 
yang ada X 100 

% 
RPJMD 

2017-2022 
4,8 4,8 4,8 4,8 6,7 

Sumber : Dindikbud Kabupaten Cilacap, 2021 

 
 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan Kebudayaan di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 

target yang ditetapkan di RPJMD. Capaian evaluasi urusan kebudayaan Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel berikut: 

 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program Pengembangan 
Kebudayaan 

      
 

    

  Cakupan Fasilitasi 
Seni 

% 10,67 2,96 8,42 9,2 0,8 0,8 194,28 ● Dinas P dan K 

2.  Program Pengembangan 
Kesenian Tradisional 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Cakupan Fasilitasi 
Seni 

% 10,67 2,96 8,42 9,2 0,8 5,6 239,27 ● Dinas P dan K 

3.  Program Pembinaan 
Sejarah 

 
          

 
 Cakupan Kajian 

Nilai Budaya 
% 13,91 12,91 13,41 13,41 3,08 3,08 22,14 ▼ Dinas P dan K 

4.  
Program Pelestarian Dan 
Pengelolaan Cagar Budaya 

 
          

 
 Persentase 

Pelestarian Cagar 
Budaya 

% 7,38 1,55 6,97 11,63 21,87 21,87 296,34 ● Dinas P dan K 
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17. perpustakaan; 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan terdapat 2 sub urusan 

yang menjadi kewenangan urusan perpustakaan di pemerintah 

kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) pengembangan 

perpustakaan; dan 2) pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan.  

Kabupaten Cilacap pada urusan perpustakaan mempunyai 2 

indikator, yaitu Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat, dan 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Berdasarkan 2 indikator di 

atas Kabupaten Cilacap sampai tahun 2021 belum memiliki data, 

karena merupakan indikator baru yang mengacu pada Permendagri 

18 tahun 2020. Selengkapnya mengenai pelayanan urusan 

perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan  

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 
Nilai tingkat 
Kegemaran membaca 
masyarakat 

Nilai tingkat kegemaran membaca 
masyarakat yang diukur 
menggunakan survey/kajian 
kegemaran membaca masyarakat 

% Permendagri 
18 th 2020/ 
Permendagri 
17 th 2021 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Indeks Pembangunan 
Literasi Masyarakat 

 

% Permendagri 
18 th 2020/ 
Permendagri 
17 th 2021 

n/a n/a n/a n/a n/a 

   Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kabupaten Cilacap , 2021 
 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan Perpustakaan di Kabupaten Cilacap dari empat (4) 

indikator ada 1 indikator yang belum mencapai target yaitu Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki 

sertifikat dengan realisas akhir sebesar 43,49%. 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan 

No Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program 
Pembinaan 
Perpustakaan 

      
 

    

  Rasio pengunjung perpustakaan per 
tahun persatuan penduduk 

% 2,83 2,5 2,73 3,49 2,55 4,11 145,23 ● Dinas Arpus 
 

 Koleksi buku yang tersedia 
diperpustakaan daerah 

% 0,40 0,54 0,53 0,51 0,5 0,49 122,50 ● Dinas Arpus 
 

 Rasio perpustakaan per satuan 
penduduk 

% 0.61 0,56 0,53 0,61 0,65 0,64 104,92 ● Dinas Arpus 
 

 Rasio pustakawan, tenaga teknis dan 
penilai yang memiliki sertifikat 

% 51,00 0,39 11,76 19,97 33,36 43,49 85,07 ▼ Dinas Arpus 
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18. kearsipan. 

Capaian Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai 

bahan pertanggung setiap aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan 

publik dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2021 sebesar 56,28%. 

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat 

bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan 

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 

pada tahun 2021 sebesar 81%. 

Secara rinci perkembangan pencapaian kinerja pembangunan 

daerah Kabupaten Cilacap tahun 2021 pada urusan kearsipan 

disajikan pada tabel berikut. 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan  

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 
 Tingkat keberadaan dan 
keutuhan arsip sebagai 
bahan pertanggung setiap 
aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara untuk 
kepentingan negara, 
pemerintahan, pelayanan 
publik dan kesejahteraan 
rakyat  

T = (m+b+g+a+c+i)/6 
T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 
sebagai bahan pertanggungjawaban th (n-1) 
m=tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan 
arsip dengan NSPK 
b= tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan 
dan penyelamatan arsip dari bencana dengan 
NSPK 
g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan 
arsip perangkat daerah provinsi yang 
digabungkan dan/atau dibubarkan dan 
pemekaran daerah kabupaten/kota dengan 
NSPK 
a= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian 
arsip statis dengan NSPK 
i= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin 
penggunaan arsip yang bersifat tertutup 
dengan NSPK 

 %  
 
 
 
 
 
 
  

Permendagri 
18 thn 2020 

na na na na 56,28 

Tingkat ketersediaan arsip 
sebagai bahan akuntabilitas 
kinerja, alat bukti yang sah 
dan pertanggungjawaban 
nasional Pasal 40 dan Pasal 
59 Undang-Undang Nomor 
43 tahun 2009 tentang 
kearsipan  

T = (a+i+s+j)/4 
T= tingkat ketersediaan arsip th (n-1) 
a = persentase arsip aktif yang tlh dibuatkan 
dftr arsip 
i = persentase arsip inaktif yang tlh 
dibuatkan dftr arsip 
s = persentase arsip statis yang telah 
dibuatkan sarana bantu temu balik 
j = persentase jumlah arsip yg dimasukkan 
dalam SIKKN melalui JIKN 

 %  Permendagri 
18 thn 2020 

na na na na 81 

Persentase Jumlah Arsip 
yang dilindungi dan 
diselamatkan 

Jumlah arsip yang dilindungi dan 
diselamatkan dibagi Jumlah arsip yang 
seharusnya dilindungi dan diselamatkan 
dikalikan 100 

 %  RPJMD 
2017-2022- 

na na na na 0 

Persentase perangkat 
daerah yang mengelola arsip 
sesuai NSPK 

 %  na na na na 1,89 

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kabupaten Cilacap , 2021 
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Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan persandian di Kabupaten Cilacap ada 4 indikator yaitu 

Cakupan arsip yang berhasil dikelola, Prosentase perangkat daerah 

yang mengelola arsip secara baku, Prosentase peningkatan SDM 

pengelola kearsipan dan Tingkat layanan kunjungan layanan dan 

wisata arsip. Dari 4 indikator tersebut ada 3 indikator yang belum 

tercapai statusnya, yaitu Prosentase perangkat daerah yang 

mengelola arsip secara baku dengan capaian sebesar 88,13%, 

Prosentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dengan capaian 

sebesar 88,13% dan Tingkat layanan kunjungan layanan dan wisata 

arsip dengan capaian sebesar 105,32%. Capaian evaluasi urusan 

kearsipan Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satuan 
Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program 
Pengelolaan 
Arsip 

      
 

 
 

  

  Cakupan arsip 
yang berhasil 
dikelola 

Berkas 109.000 20.000 24.000 17.000 17.000 17.000 87,16 ▼ Dinas Arpus 

  Prosentase 
perangkat 
daerah yang 
mengelola arsip 
secara baku 

% 100 72 64,76 80 79 88,13 88,13 ▼ Dinas Arpus 

  Prosentase 
peningkatan 
SDM pengelola 
kearsipan 

% 100 72 64,76 80 79 88,13 88,13 ▼ Dinas Arpus 

  Tingkat layanan 
kunjungan 
layanan dan 
wisata arsip 

Kunjun
gan 

5.000 0 1.018 1.186 1.747 1.315 105,32 ● Dinas Arpus 
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2.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan  

1. Kelautan dan perikanan; 

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan 

pemerintah Kabupaten Cilacap pada urusan kelautan dan perikanan 

mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan 

nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya 

meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) 

Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan 

pembudidayaan ikan.  

Kinerja perikanan budidaya ditunjukkan dengan produksi 

perikanan budidaya yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2017-

2021, dari sebanyak 9.846,33 ton pada tahun 2017 meningkat 

menjadi sebesar 14.338,14 ton pada tahun 2021. Kinerja produksi 

perikanan tangkap menunjukkan angka yang fluktuatif, dari tahun 

2017 sebesar 26.810,00 ton menjadi sebesar 25.759,12 ton pada 

tahun 2021.  

Rata-rata tingkat konsumsi ikan masyarakat menunjukkan 

peningkatan dari sebesar 24,13 kg/kapita/tahun pada tahun 2017 

menjadi sebanyak 28,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2021. Hal ini 

masih lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah (2020) sebesar 33 Kg/ 

per kapita/ tahun. Upaya peningkatan konsumsi ikan dipengaruhi 

oleh pemahaman masyarakat akan nilai gizi ikan dan daya beli 

masyarakat serta “budaya makan ikan” belum menyebar ke seluruh 

lapisan masyarakat. Secara rinci Kinerja Urusan Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Cakupan Bina Kelompok 
Pembudidaya Ikan 

Jumlah kelompok nelayan yang 
mendapatkan pembinaan s.d 
tahun n di bagi jumlah total 
kelompok nelayan di kali 100%. 
Jumlah total kelompok nelayan : 
250 kelompok 

Persentase 
RPJMD 

2017-2022 
na na na na 10 

Cakupan bina kelompok 
nelayan 

Jumlah Kelompok Pembudidaya 
Ikan yang mendapatkan 
pembinaan s.d tahun n di bagi 
jumlah total pembudidaya ikan di 
kali 100%. Jumlah Total 
Pembudidaya Ikan : 250 
Pokdakan 

Persentase 

RPJMD 
2017-2022 

dan 
Permendagri 

86/2017 

na na na na 10 

Cakupan Kelompok 
Masyarakat Pengawas Aktif 

Jumlah Kelompok Masyarakat 
Pengawas yang Aktif s.d tahun n 
di bagi jumlah total Kelompok 
Masyarakat Pengawas Aktif di 
kali 100%. Jumlah Total 
Kelompok Masyarakat Pengawas 
Aktif : 31 Kelompok 

Persentase 
RPJMD 

2017-2022 
na na na na 9,68 

Cakupan Bina Kelompok 
Pengolah dan Pemasar Hasil 
Perikanan 

Jumlah kelompok nelayan yang 
mendapatkan pembinaan s.d 
tahun n di bagi jumlah total 
kelompok nelayan di kali 100%. 
Jumlah total kelompok nelayan : 
250 kelompok 

Persentase 
RPJMD 

2017-2022 
na na na na 7,78 

Jumlah Total Produksi 
Perikanan (Tangkap dan 
Budidaya) 

 
ton/tahun      

40.098,17 

Produksi Perikanan 
Tangkap 

 
Ton/Tahun      

25.759,12 

Produksi perikanan 
budidaya 

 
Ton/Tahun      

14.339,04 

Angka konsumsi ikan  kg/kapita      28,95 
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap, 2021 
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Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2022 urusan Kelautan dan Perikanan terlihat dari 4 program dengan 9 indikator, 

menunjukkan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 7 indikator belum dapat tercapai. Diharapkan pada tahun 2022 semua 

target akan tercapai. Adapun indikator tersebut adalah : 

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini. 

  
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Kelautan dan Perikanan 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program Pengelolaan 
Perikanan Tangkap 

      
 

    

 
 Persentase TPI yang 

memiliki pelayanan 
minimal 

% 100 63,64 63,64 72,73 81,82 90,91 90,91 ▼ 
Dinas 

Perikanan 

  
 % Cakupan Bina 

Kelompok Nelayan 
% 100 64,78 80,3 87,16 93,13 99,10 99,10 ▼ 

Dinas 
Perikanan 

2.  Program Pengelolaan 
Perikanan Budidaya 

 
 

   
 

  
 

   

 

 Presentase Penyedia 
Benih (UPR dan Balai 
Benih) yang mampu 
menyediakan benih 
berkualitas 

% 75 15 24,2 35,48 45,16 61,29 81,72 ▼ 
Dinas 

Perikanan 

 
 Presentase Cakupan 

Bina Kelompok 
Pembudidaya Ikan 

% 79,22 37,90 53,42 56,16 65,30 74,2 93,66 ▼ 
Dinas 

Perikanan 

3.  

Program Pengawasan 
Sumber Daya 
Kelautan Dan 
Perikanan 

 

   

 

      

  Presentase Kelompok 
Masyarakat Pengawas 
Aktif 

% 100 0 63,2 68,42 84,21 94,74 94,74 ▼ 
Dinas 

Perikanan 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.  Program Pengolahan 
Dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 

 
   

 
      

  % Bina Kelompok 
Pengolah dan Pemasar 
Ikan 

% 85,15 34,95 45,5 55,45 65,35 80,89 95,73 ▼ 
Dinas 

Perikanan 

  % Kelompok Pengolah 
dan Pemasar ikan yang 
mendapat fasilitasi 
memperoleh ijin 

% 38,61 11 16,83 20,79 20,79 32,67 84,62 ▼ 
Dinas 

Perikanan 

  % Desa / Kelurahan yang 
terfasilitasi gemar makan 
ikan 

% 12,32 3,52 5,28 7,75 10,21 12,68 102,92 ● 
Dinas 

Perikanan 

  Produksi garam Rakyat 
Ton 20 NA 7,8 26,2 10 15,19 295,95 ● 

Dinas 
Perikanan 

 
 



 

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026  Hal II-151 

2. pariwisata; 

Berdasarkan arahan kebijakan nasional pembangunan 

pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis sebagai daya 

ungkit tinggi terhadap meningkatnya pemulihan perekonomian 

nasional. Pelaksanaan urusan pariwisata berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  urusan 

kewenangan pariwisata dan ekonomi kreatif mencakup empat (4) sub 

urusan meliputi : (1) sub urusan destinasi wisata; (2) pemasaran 

pariwisata; (3) pengembangan ekonomi kreatif; (4) pengembangan 

sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Potensi 

unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cilacap perlu 

semakin dikembangkan terutama berbasis wisata alam, wisata buatan 

dan wisata budaya serta potensi ekonomi kreatif berbasis seni budaya 

masyarakat. 

Banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Cilacap sebanyak 16 

obyek wisata dengan jumlah wisatawan paling banyak (tahun 2021) di 

THR Teluk Penyu, Benteng Pendem dan Air Panas Cipari dan terdapat 

22 desa wisata yang sedang dikembangkan Dinas Pemuda, Olahraga 

dan Pariwisata. Seiring dengan perkembangan pariwisata tidak lepas 

dari upaya meningkatnya jumlah obyek wisata yang dipromosikan, 

pengembangan dan inovasi serta pemasaran obyek wisata perlu 

mendapatkan perhatian di Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten 

Cilacap memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat untuk 

berekspresi, berpromosi dan berinteraksi guna mengembangkan ide 

dan gambaran untuk perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif 

agar potensi unggulan daerah semakin dikenal. Perkembangan 

pariwisata tahun 2017– 2021 dikemukakan sebagai berikut : 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase objek wisata yang 
dipromosikan (%) 

Jumlah objek wisata yang 
dipromosikan dibagi seluruh 
objek x 100 (%) 

% 
Permendagri 

86/2017 
52,5 70 85 85 90,32 

Persentase peningkatan 
perjalanan wisatawan 
nusantara yang datang ke 
Kabupaten/kota 

Jumlah wisatawan tahun n 
dikurang jumlah wisatawan 
N-1 dibagi wisatawan tahun 
N-1 x 100% 

% 
RPJMD 2017 

- 2022 
2 0 14,67 0 10 

Persentase Sub Sektor 
Ekonomi Kreatif (semua 17 
subsektor) yang 
dikembangkan (%) 

Persentase Sub Sektor 
Ekonomi Kreatif dibagi 17 
subsektor x 100% 

% 
RPJMD 2017 

- 2022 
0 0 0 0 0,29 

Persentase pelaku ekraf yang 
dibina/ dilatih keterampilan 

Jumlah pelaku ekraf yang 
dibina/ dilatih keterampilan 
dibagi pelaku ekraf x 100% 

% 
RPJMD 2017 

- 2022 
18,42 42,1 65,75 97,36 52 

PAD Sektor Pariwisata 
Jumlah pendapatan dari 
retribusi tempat rekreasi 
pertahun 

Rp 
(juta) 

RPJMD 2017 
- 2022 

2,5 2,75 407,2 213,5 172,3 

Kontribusi sektor Pariwisata 
terhadap PAD 

Jumlah pendapatan sektor 
pariwisata di bagu total PAD 

%  Na Na Na na 0,01 

Sumber : Disporapar Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Sedangkan capaian kinerja Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 

2022, dapat dikemukakan sebagai berikut : 
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Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Urusan Pariwisata 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab 

1.  Program Pemasaran 
Pariwisata 

Pertumbuhan Kunjungan 
wisata 

% 10 19 10 14,67 10,36 10 100,00 ● Disporapar 

2.  Program Peningkatan 
Daya Tarik Destinasi 
Pariwisata 

Jumlah OW Memiliki 
Kondisi baik 

OW 8 2 1 2 1 1 87,50 ▼ Disporapar 

Jumlah Desa Wisata yang 
dikembangkan 

Desa 10 - 6 6 17 22 220 ● Disporapar 

Jumlah kerjasama 
pengelolaan destinasi 
pariwisata 

MoU 24 19 22 26 7 22 91,66 ▼ Disporapar 

3. Program 
Pengembangan Sumber 
Daya Pariwisata Dan 
Ekonomi Kreatif 

Jumlah Desa wisata yang 
dikembangkan 

Desa 10 - 6 6 17 22 220 ● Disporapar 

 

Dalam RPJMD Kabupaten Cilacap terkait dengan urusan kewenangan pariwisata dan ekonomi kreatif terdapat tiga 

program yang dilaksanakan, dengan capaian kinerja secara umum termasuk baik. Terdapat lima indikator capaian kinerja 

pariwisata diketahui empat tercapai dan hanya satu indikator belum tercapai seuai target akhir perencanaan yaitu jumlah 

obyek wisata yang memiliki kondisi baik sampai dengan tahun 2021 baru tercapai sebasar 87,5% disebabkan hanya 1 obyek 

wisata yang termasuk kondisi baik. 
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3. pertanian; 

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, 

Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan 

Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, 

tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 

Masyarakat Kabupaten Cilacap sebagian besar memiliki mata 

pencaharian sebagai petani (dalam arti luas) yang meliputi usaha 

tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 

Sedangkan urusan kewenangan pertanian Kabupaten Cilacap 

mencakup enam (6) sub urusan yaitu : Sarana Pertanian, Prasarana 

Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, 

Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan 

Usaha Pertanian.  

Produksi tanaman pangan terutama diarahkan pada Produksi 7 

Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kc. Tanah, Kc. 

Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar), tahun 2021 jumlah produksinya mencapai 

1.001.195 ton. Jumlah Produksi 10 Komoditas Hortikultura (Cabe, 

Jeruk, Sukun, Pepaya, Manggis, Semangka, Jahe, Jamur, Pisang, 

Bawang Merah) tahun 2021 sebesar 24.370 ton. 

 Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas) 

tahun 2021 sebanyak 8.571.257ekor, meingkat dibandingkan tahun 

2020 yang mencapai sebesar 7.736.992 ekor. Angka Kesakitan Ternak 

sejak tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan, tahun 2017 

sebesar 12,125% menjadi 11,675% pada tahun 2021. 

Secara rinci kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 

2017 – 2021 tercantum pada tabel berikut ini. 
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Capaian Urusan Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Produksi Tanaman 
Pangan 

Jumlah Produksi 7 Komoditas Tanaman 
Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kc. Tanah, Kc. 
Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar) 

ton 
RPJMD 

2017-2022 
1.032.311 1.091.185 929.099 1.082.941 1.001.576 

Produksi Tanaman 
Hortikultura 

Jumlah Produksi 10 Komoditas Hortikultura 
(Cabe, Jeruk, Sukun, Pepaya, Manggis, 
Semangka, Jahe, Jamur, Pisang, Bawang 
Merah) 

ton 
RPJMD 

2017-2022 
43.725,4 66.278,9 57.601,7 62.252,7 67.816,5 

Populasi ternak 
Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, 
Ternak Kecil, Unggas) 

ekor 
RPJMD 

2017-2022 
8.121.102 5.057.839 8.037.179 7.736.992 8.571.257 

Persentase luas 
pelayanan jaringan irigasi 

Kemampuan jaringan irigasi yang dibangun 
untuk mengairi sawah (Ha) dibagi Total Luas 
Lahan sawah (Ha) x 100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
6,20 6,84 7,52 8,5 9 

Persentase Penurunan 
kejadian dan  
Jumlah kasus penyakit 
hewan menular 

Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 
berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit 
hewan menular tahun sebelumnya (t-1) 
------------------ x 100% 
Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan 
menular tahun sebelumnya (t-1) 

% 
Permendagri 

18 tahun 
2020 

na na na na 24,8 

Persentase Bencana 
Pertanian yang 
Tertangani 

Jumlah Bencana Pertanian yang ditangani 
dibagi jumlah bencana di Kabupaten Cilacap 
x 100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
100 100 100 100 100 

Persentase Peningkatan 
kelas kelompok tani 

Jumlah Kelompok tani yang meningkat 
kelasnya dibagi jumlah kelompok tani di 
Kabupaten Cilacap x 100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
5 5 7 6,5 7 

Produksi Komoditas 
Perkebunan 

Angka produksi komoditas perkebunan (8 
komoditas) dalam tahun n 

Ton 
RPJMD 

2017-2022 
59.711,52 57.574,82 60.855,00 61.638,53 61.871,25 

Produktivitas Pertanian 
per hektar per tahun 
(padi) 

 Kw/ha  na na na na 
64,92 

Produksi Tanaman padi   Ton  na na na na 832.442 
Produktivitas cabai (cabai 
rawit) 

 Kw/ha  na na na na 
74,02 

Produksi Tanaman cabai 
(aneka cabai) 

 Ton  na na na na 
9.308,1 

Populasi ternak (Sapi, 
Kambing, dan Domba) 

 ekor  na na na na 
211.670 

Produksi daging  Ton  na na na na 7.888 
Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, 2021 
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Untuk kinerja RPJMD tahun 2017-2022 urusan Pertanian terlihat dari 5 program dengan 16 indikator menunjukkan 

sampai dengan tahun 2021 sebanyak 13 indikator belum dapat tercapai. Dari 13 indikator yang belum tercapai sebanyak 

1 indikator menunjukkan prioritas yang harus diselesaikan dalam periode berikutnya. Adapun indikator tersebut adalah : 

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator Jumlah produksi telur sebesar 44,59% 

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini.  

  
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pertanian 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program Pengendalian 
Kesehatan Hewan Dan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 

 

          

  Angka Kesakitan 
Ternak 

% 11,825 12,125 11,4 11,90 11,70 11,675 102,14 ● Dispertan 

2.  Program Penyuluhan 
Pertanian 

 
      

 
   

  Persentase 
Peningkatan kelas 
kelompok tani 

% 7,5 5 5 7 6,5 7,05 94,00 ▼ Dispertan 

  Cakupan Binaan 
Kelompok Tani 

% 23 20 20 21 22 22,05 95,87 ▼ Dispertan 

3.  Program Penyediaan 
Dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

 
          

  Jumlah Kemitraan 
Pemasaran Tanaman 
Pangan 

kerjasama 26 3 4 4 5 5 80,76 ▼ Dispertan 

  Jumlah Kemitraan 
Pemasaran 
Hortikultura 

kerjasama 8 0 1 2 2 2 87,5 ▼ Dispertan 

  Populasi ternak : ekor 8.808.491 8.121.102 5.057.839 8.037.178 7.736.992 8.571.257 97,31 ▼ Dispertan 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Produksi Hasil Ternak :           

  ● Jumlah produksi 
daging : 

Ton 8.981 7.352 7.644 8.475 7.717 8292 92,33 ▼ Dispertan 

  ●Jumlah produksi 
telur 

ton 10.048 5.601 5.599 3.213 4.228 4430 44,09 ▼ Dispertan 

  Jumlah Kemitraan 
Pemasaran Peternakan 

kerjasama 10 1 1 2 2 2 80,00 ▼ Dispertan 

  Produksi Tanaman 
Pangan  

ton 6.350.797 1.032.311 1.091.185 927.031 1.057.153 1.001.196 80,27 ▼ Dispertan 

  Produksi Tanaman 
Hortikultura  

ton 113.834 18.046 18.723 29.165,82 27.371 24.730 103,69 ● Dispertan 

4.  Program Penyediaan 
Dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

 
          

  Persentase Petani yang 
mendapatkan Fasilitasi 
Pembiayaan Pertanian 

% 1,113 0,872 17,004 1,19 1,01 1,10 98,83 ▼ Dispertan 

  Persentase Luas 
pelayanan Jaringan 
Irigasi 

% 9,5 6,20 6,84 7,52 8 9 94,74 ▼ Dispertan 

  Luas Lahan yang 
direhabilitasi 

Ha 45 7,5 6,84 2 9 9,75 77,97 ▼ Dispertan 

  Jumlah Teknologi 
Pertanian yang 
diterapkan 

Buah 15 12 12 12 15 15 100,00 ● Dispertan 

  Persentase Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi dan 
Pestisida tepat Sasaran 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Dispertan 

5.  Program Pengendalian 
Dan Penanggulangan 
Bencana Pertanian 

 
          

  Persentase Petani yang 
mendapatkan Fasilitasi 
Pembiayaan Pertanian 

% 1,113 0,872 17,004 1,19 1,01 1,09 97,93 ▼ Dispertan 
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4. perdagangan; 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah urusan Perdagangan terdapat 5 sub urusan 

yang menjadi kewenangan urusan Perdagangan di pemerintah 

kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) perizinan dan 

pendaftaran perusahaan; 2) sarana distribusi perdagangan; 3) 

stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 4) 

pengembangan ekspor; 5) standarisasi dan perlindungan konsumen 

dan 6) penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.  

Capaian kinerja urusan perdagangan tahun 2017-2021 dapat 

dilihat dari capaian indikator Persentase pelaku usaha yang 

memperoleh izin sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi 

perdagangan yang direhabilitasi, Persentase pengelola sarana 

distribusi perdagangan yang dibina, Persentase ketersediaan data 

harga barang kebutuhan pokok, Persentase kinerja realisasi pupuk, 

cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor, cakupan bina 

kelompok pedagang/usaha informal dan cakupan alat ukur takar 

timbang dan perlengkapan yang di tera.  

Data yang ada menunjukkan rata-rata indikator menunjukkan 

adanya peningkatan kecuali indikator Cakupan Bina Kelompok 

Pedagang/Usaha Informal menunjukkan penurunan dari 0,28% di 

tahun 2017 menjadi 0,1% di tahun 2021. Untuk pertumbuhan Sub-

sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda motor 

terhadap PDB tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan 

Ekspor Industri Pengolahan non migas menunjukkan peningkatan 

dari 3.54% di tahun 2019 menjadi 5.35% di tahun 2020.  

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap untuk 

Urusan Perdagangan sampai dengan tahun 2021 menunjukkan dari 5 

program dengan 6 indikator terdapat 1 indikator yang belum tercapai 

yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan 

indikator Prosentase Pasar Rakyat yang memenuhi kriteria pasar baik 

dengan capaian sebesar 95,83%. 
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Capaian Urusan Perdagangan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 
Indikator 

 
Rumus / Formula Indikator Satuan Sumber 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase pelaku usaha yang 
memperoleh izin sesuai dengan 
ketentuan 

Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki 
izin sesuai dengan ketentuan X 100% % 

Permendagri 
18 tahun 

2020 
na na na 21,76 18,78 

Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota 

Persentase sarana distribusi 
perdagangan yang direhabilitasi 

Sarana Distribusi yang dibangun  dan 
direhabilitasi/ direvitalisasi sampai dengan 
tahun n x 100% % 

Permendagri 
18 tahun 

2020 
12,50 20,83 10,42 27,08 33,33 

Jumlah target sarana distribusi yang 
direhab/revitalisasi dalam 1 periode 

Persentase Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan yang 
dibina 

Jumlah pengelola sarana distribusi 
perdagangan yang dibina 

x 100% % 
RPJMD 

2017-2022 
19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 

Jumlah pengelola sarana distribusi 
perdagangan yang ada 

Persentase ketersediaan data 
harga barang kebutuhan pokok 

Jumlah Hari Pemantauan 
x 100% % 

RPJMD 
2017-2022 

100 100 100 100 100 
Hari kerja 

Persentase Kinerja Realisasi 
Pupuk 

Realisasi 
x 100% % 

Permendagri 
18 tahun 

2020 
na na na 26,81 50,94 

RDKK 

Cakupan pelaku usaha yang 
memiliki potensi ekspor 

Jumlah pelaku usaha yang melakukan 
ekspor 

x 100% % 
Permendagri 

86/2017 
0,80 1,60 2,0 2,4 2,4 

Jumlah pelaku usaha yang memiliki 
potensi ekspor 

Cakupan Bina Kelompok 
Pedagang/Usaha Informal 

Jumlah  kelompok pedagang/pelaku usaha 
yang mendapat bantuan binaan pemda 
tahun n 

x 100% % 
Permendagri 

86/2017 
0,28 0,32 0,34 0,36 0,1 

Jumlah kelompok pedagang/pelaku usaha 
Persentase alat-alat ukur, takar, 
timbang dan perlengkapannya 
(UTTP) yang di tera/tera ulang 
dalam  tahun berjalan 

UTTP yang sudah di Tera/ Tera Ulang 

x 100% % 
Permendagri 

18 /2020 
- 20 37 31 59 

Potensi UTTP 

Pertumbuhan Sub-sektor 
Perdagangan Besar dan Eceran, 
bukan mobil dan sepeda motor 
terhadap PDB 

BPS   % SIPD 6.74 7.63 6.97 4.97 -1,17 

Persentase pertumbuhan 
perdagangan barang kebutuhan 
pokok dan barang penting 

   %  na na na na 4,91 

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, Tahun 2021
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Capaian Indikator Program RPJM Kabupaten Cilacap Urusan Perdagangan 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1.  

Program Stabilisasi 
Harga Barang 
Kebutuhan Pokok Dan 
Barang Penting 

Ketersediaan 
informasi harga dan 
distribusi 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● DPKUKM 

2.  
Program Standardisasi 
Dan Perlindungan 
Konsumen 

cakupan ukur takar 
timbang dan 
perlengkapannya 
yang ditera 

% 50 - 20 37 30,48 47 94 ▼ DPKUKM 

3.  
Program 
Pengembangan Ekspor 

Nilai Ekport non 
migas 

US $ 
(.000) 

32.617 27.071 28.154 72.448 6.040 62.362 202,63 ● DPKUKM 

4.   

Program Penggunaan 
Dan Pemasaran 
Produk Dalam Negeri 

Nilai Ekport non 
migas 

US $ 
(.000) 

32.617 27.071 28.154 72.448 6.040 62.362 202,63 ● DPKUKM 

5.  
Program Peningkatan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Prosentase Pasar 
Rakyat yang 
memenuhi kriteria 
pasar baik 

% 75,75 63,63 66,67 69,69 69,66 72,72 96 ▼ DPKUKM 

PKL yang dibina klpk 4 0 0 2 24 24 1250 ● DPKUKM 
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5. perindustrian; 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah urusan perindustrian terdapat 3 sub urusan 

yang menjadi kewenangan urusan perindustrian di pemerintah 

kabupaten/kota. Sub urusan tersebut adalah: 1) perencanaan 

pengembangan industri; 2) perizinan; dan 3) sistem informasi industri 

nasional.  

Gambaran capaian kinerja urusan perindustrian di Kabupaten 

Cilacap menunjukkan adanya peningkatan terutama untuk indikator 

yang penting dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Indikator tersebut adalah pertumbuhan PDB Sektor Industri 

pengolahan Nonmigas dimana pada tahun 2017 sebesar 6,62% 

meningkat menjadi 9,21% di tahun 2020. Demikian juga untuk 

indikator persentase kontribusi sektor industri pengolahan Non migas 

terhadap PDB di tahun 2020 sebesar 33,10% naik dari tahun 2016 

yang sebesar 31,96%. Untuk indikator jumlah tenaga kerja sektor 

industri pengolahan nonmigas menunjukkan peningkatan dari 

179.124 orang di tahun 2017 menjadi 229.596 orang di tahun 2021. 

Untuk lebih jelasnya gambaran kinerja urusan perindustrian di 

Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Capaian Kinerja Perindustrian Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

Indikator Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah % 5,5 4 6,5 5,49 8,01 
Persentase sentra industri terbina % 100 86,88 100 65 100 
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah 
Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang 
dikeluarkan oleh instansi terkait 

% NA NA NA 1,47 1,47 

Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini % NA NA NA 70 70 
Persentase pertumbuhan PDB Sektor Industri pengolahan Nonmigas % 6,62 6,35 6,05 9,21 1,18 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan indikator kinerja daerah urusan Perindustrian tahun 2021 terhadap target akhir 

RPJMD Tahun 2017-2022 sebanyak 1 indikator sudah tercapai, yaitu persentase sentra industri terbina. Indikator tersebut 

sampai dengan tahun 2021 sudah tercapai 100%  

  
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2021 

 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  
Program Perencanaan dan 
Pembangunan Industri 

 
          

 
 Persentase sentra 

industri terbina 
% 100 100 100 100 65 100 100,00 ● Disnakerin 
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2.3.3. Urusan Penunjang Pemerintah 

1. perencanaan; 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan 

penunjang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN). Indikator urusan penunjang perencanaan terdiri dari 

persentase penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan 

Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan, persentase 

pencapaian realisasi target Program tahunan, persentase 

kesesuaian RKPD dengan RPJMD, persentase realisasi indikator 

OPD di bawah Rumpun Pemerintahan dan kesejahteraan, 

persentase realisasi indikator OPD di bawah rumpun 

perekonomian, persentase realisasi indikator OPD di bawah 

rumpun infrastruktur, persentase dokumen penelitian dan 

pengembangan yang terintegrasi dengan RKPD, persentase OPD 

memiliki inovasi dalam mencapai tema kelitbangaan. Pada tahun 

2021, rata-rata capaian indikator kinerja urusan penunjang 

perencanaan belum optimal. 
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Capaian Kinerja Penunjang Perencanaan Tahun 2017-2021 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Tingkat ketercapaian 
perencanaan 
pembangunan daerah 

60% capaian sasaran pemda (mencapai atau 
melebihi target) + 40% capaian program 
pembangunan daerah (mencapai atau 
melebihi target) 

%  Na 64,8 68,8 63,5 63,3 

% Realisasi Sasaran 
Pembangunan 

jumlah realisasi indikator sasaran yang 
tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi 
dengan jumlah indikator Sasaran 

%  97,78 93,33 97,78 91,11 82,86 

% pencapaian realisasi 
target Program tahunan 

jumlah realisasi indikator Program yang 
tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi 
dengan jumlah indikator Program 

%  94,90 87,12 90,18 82,79 84,02 

% realisasi indikator OPD 
dibawah Rumpun 
Pemerintahan dan 
kesejahteraan 

jumlah realisasi indikator Program yang 
tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi 
dengan jumlah indikator Program DI OPD 
yang didampingi 

%  93,47 86,19 78,30 77,88 82,71 

% realisasi indikator OPD 
dibawah rumpun 
Perekonomian 

jumlah realisasi indikator Program yang 
tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi 
dengan jumlah indikator Program DI OPD 
yang didampingi 

%  91,07 80,88 92,00 86,67 86,67 

% realisasi indikator OPD 
dibawah rumpun 
Infrastruktur 

jumlah realisasi indikator Program yang 
tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi 
dengan jumlah indikator Program DI OPD 
yang didampingi 

%  95,74 89,80 91,84 93,75 85,71 

Sumber Bappeda Kabupaten Cilacap, 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan perencanaan di Kabupaten Cilacap ada 5 indikator, 

dari 5 indikator tersebut ada 1 indikator yang belum tercapai statusnya, yaitu Tingkat ketercukupan data/informasi untuk 

perencanaan. Capaian evaluasi urusan perencanaan Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Perencanaan 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program Perencanaan, 
Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan 
Daerah 

      

 

    

  Persentase program RKPD 
yang sesuai dengan 
Program RPJMD 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Bappeda 

  Tingkat ketercukupan 
data/informasi untuk 
perencanaan 

% 100 85 90 100 100 95 95,00 ▼ Bappeda 

2.  Program Koordinasi Dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

 

   

 

      

  Persentase Pemanfaatan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Bappeda 

  Persentase Pemanfaatan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Sosial 
Budaya 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Bappeda 

  Persentase Pemanfaatan 
Dokumen Perencanaan 
Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Bappeda 
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2. keuangan; 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat 

dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah 

tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

Keuangan Daerah. 

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih 

besar Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan keuangan 

dan aset daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan 

daerah, pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, 

retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

 Data indikator Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah 

Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Capaian Kinerja Penunjang Keuangan Tahun 2017-2021 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Deviasi realisasi belanja 
terhadap belanja total dalam 
APBD 

Nilai absolut dari Total belanja dalam 
realisasi dibagi total belanja APBD 
dikurangi satu dikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
-0,072 -0,084 -0,092 -0,242 -0.060 

Deviasi realisasi PAD 
terhadap anggaran PAD 
dalam APBD 

Nilai absolut dari Total PAD dalam 
realisasi dibagi total PAD dalam APBD 
dikurangi satu dikali 100% 

% 
Permendagri 

18/2020 
0,059 0,061 0,037 0,054 0,131 

Manajemen Aset 
1. Apakah ada daftar aset tetap? 
(Ya/Tidak) 

 Permendagri 
18/2020 

ya ya ya ya ya 

 2. Apakah ada manual untuk menyusun 
daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 

 Permendagri 
18/2020 

ya ya ya ya ya 

 3. Apakah ada proses inventarisasi aset 
tahunan? (Ya/Tidak) 

 Permendagri 
18/2020 

ya ya ya ya ya 

 Apakah  nilai  aset tercantum dalam 
laporan anggaran? (Ya/Tidak) 

 Permendagri 
18/2020 

ya ya ya ya ya 

Persentase Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

 % 
RPJMD 

2017-2022 
100 100 100 100 100 

Persentase penyaluran dana 
transfer ke desa 

jumlah anggaran yang ditransfer dibagi 
jumlah dana transfer yang ditargetkan x 
100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
100 100 100 100 100 

Rasio Belanja Urusan 
Pemerintahan Umum 
(dikurangi transfer 
expenditure) 

Jumlah belanja urusan pemerintahan – 
transfer expenditures dibagi jumlah 
belanja APBD dikali 100%  

% 
RPJMD 

2017-2022 
na na na na 55,81 

Persentase ketercapaian 
target pendapatan 

 
%  100 100 100 100 100 

Persentase kontribusi PAD 
terhadap APBD 

 
%  na na na na 22,16 

Persentase Perangkat Daerah 
yang pengelolaan BMD nya 
baik 

 
%  100 100 100 100 100 

Persentase Ketepatan 
Pelaporan BMD 

 
%  100 100 100 100 100 

Sumber: BPPKAD Kabupaten Cilacap, 2021 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa deviasi realisasi belanja 

terhadap total belanja dalam APBD adalah -0.060 pada tahun 2021 

yang berarti realisasi belanja lebih kecil daripada total belanja yang 

ditetapkan dalam APBD. Sedangkan deviasi PAD pada tahun 2021 

positif sebesar 0,131 yang berarti realisasi PAD lebih besar 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Capaian 

indikator persentase peningkatan ketetapan pajak daerah 

cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi 

peningkatan cukup besar dan pada tahun 2021 terjadi 

pertumbuhan minus yaitu 8,95. 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan keuangan di Kabupaten Cilacap ada 5 indikator, dari 4 

indikator sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian evaluasi 

urusan keuangan Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Keuangan 

No Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMD s/d 

TW IV 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

 

          

  Persentase penyusunan 
laporan keuangan Pemerintah 
Daerah 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● BPPKAD 

  Persentase Penyusunan 
Dokumen Penganggaran dan 
Pengelolaan Keuangan sesuai 
dengan peraturan perundang 
undangan 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● BPPKAD 

  Persentase pengelolaan 
keuangan dan pencairan dana 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● BPPKAD 

2.  Program 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

 

          

  Persentase meningkatnya 
tertib pengelolaan 
Aset/Barang milik daerah 
yang akuntabel 

% 100 100 100,00 100 100 100 100,00 ● BPPKAD 

3.  Program 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah 

 

          

 
 Persentase peningkatan pajak 

daerah 
% 10 13,49 4,6 12,66 -3,03 8,95 89,50 ▼ BPPKAD 
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3. pengawasan 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana pembangunan 

menyatakan bahwa pengawasan pembangunan adalah kegiatan 

mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, 

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan 

atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar 

kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada 

penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah.  

Untuk Capaian Indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap 

Urusan pengawasan semua telah mencapai 100%. 

Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan 

Penunjang dan Capaian Indikator program RPJMD Kabupaten Cilacap 

Urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Capaian Kinerja Penunjang Pengawasan Tahun 2017-2021 

Indikator Rumus / Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 

Capiaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah 
Kabupaten Cilacap Level 3 

Hasil Penilaian dari BPKP terhadap 
Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP 
pada Pemerintah Kab. Cilacap 

Nilai 
RPJMD 

2017-2022 
3,038 3,038 3,038 3,038 3,038 

Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai 
Kinerja Baik 

Jumlah PD dengan kinerja baik / jumlah 
PD yang dilakukan audit atau evaluasi 
kinerja X 100% 

% 
Permendagri 

tentang 
jakwas 

100 100 100 100 100 

Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai 
Kinerja Baik 

Jumlah Pemerintah Desa dengan kinerja 
baik / jumlah Pemerintah Desa yang 
dilakukan audit atau evaluasi kinerja X 
100% 

% 
Permendagri 

tentang 
jakwas 

n/a n/a 50 30,76 50 

Persentase komulatif Perangkat Daerah 
yang difasilitasi Penyelenggaraan 
Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian 
Korupsi 

Jumlah Perangkat Daerah yang 
difasilitasi / jumlah Perangkat Daerah 
yang diwajibkan Penyelenggaraan MR / 
SPIP / Pengendalian Korupsi  X  100% 

% 
Permendagri 

tentang 
jakwas 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Persentase Asistensi/Pendampingan 
Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Jumlah Perangkat Desa yang didampingi 
/ jumlah Perangkat Desa X 100% 

% 
 n/a n/a n/a n/a n/a 

Persentase Perangkat Daerah yang 
dilakukan penjaminan kualitas penerapan 
SPIP terintegrasi dengan level 3 

  
 n/a n/a n/a n/a n/a 

Sumber: Inspektorat Kabupaten Cilacap, 2021 
 

  
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Pengawasan 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMD 

s/d Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD Penanggung 
Jawab  

1.  Program Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan Dan 
Asistensi 

Persentase Pengaduan 
Masyarakat yang 
ditangani di wilayah I, 
II, III dan IV 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● INSPEKTORAT 

2.  Program 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Persentase Perangkat 
Daerah Dengan 
Predikat Evaluasi 
LAKIP Minimal BB 

% 100 27,27 63,64 87,3 94,55 96,36 96,36 ▼ INSPEKTORAT 
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4. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

Capaian kinerja urusan penunjang kepegawaian,pendidikan dan 

pelatihan diukur berdasarkan 7 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 

1) Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen 

calon ASN; 2) Persentase penempatan ASN Sesuai kompetensi; 3) 

Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan di 

bidang kepegawaian; 4) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat 

kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); 5) 

Indeks profesional Pegawai; 6) Indeks Sistem Merit; 7) persentase 

kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan/standar jabatan. 

Fungsi urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan merupakan unsur strategis bagi peningkatan 

profesionalisme ASN. Urusan penunjang kepegawaian pendidikan dan 

pelatihan berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen 

kepegawaian mulai dari perencanaan keutuhan, pengadaan calon 

ASN, pengembangan karir, mutasi, promosi, manajemen kinerja, 

pemberian penghargaan, pembinaaan disiplin, pengembangan 

kompetensi, hinggga pemberhentian ASN.  

Indikator yang belum mendapatkan perhatian adalah: 1) Rasio 

Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk 

guru dan tenaga kesehatan); 2) Indeks Profesional Pegawai; dan 3) 

Indeks Sistem Merit. 

Sedangkan Capaian Indikator program penunjang kepegawaian 

pendidikan dan pelatihan, dari 2 program masih terdapat 2 indikator 

yang capaianya dibawah 100 % yaitu : 

 Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan / 

standar jabatan sebesar 96,46%; 

 Persentase peningkatan pelayanan kepegawaian terintegrasi / 

online sebesar 92%. 
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Capaian Kinerja Penunjang Kepegawaian dan Diklat Tahun 2017-2021 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Sumber 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase terpenuhinya 
kebutuhan pegawai melalui 
rekrutmen calon ASN 

Jumlah ASN tahun n / 
Jumlah kebutuhan pegawai 
x 100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
52,39 46,70 43,59 43,32 39,74 

Persentase penempatan ASN 
sesuai kompetensi 

Jumlah ASN non fungsional 
(structural dan pelaksana) 
yang ditempatkan sesuai 
dengan kompetensinya / 
Jumlah ASN non fungsional 
(structural dan pelaksana) x 
100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
n.a n.a 95,85 79,13 77,51 

Persentase kepatuhan ASN 
terhadap peraturan 
perundangan dibidang 
kepegawaian 

Jumlah ASN – (Jumlah ASN 
yang terkena hukuman 
disiplin + jumlah ASN yang 
terlambat dalam pelaporan 
LHKPN) / Jumlah ASN x 
100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
99,85 99,94 99,88 99,78 99,80 

Rasio Jabatan Fungsional 
bersertifikat kompetensi (%) 
(PNS tidak termasuk guru 
dan tenaga kesehatan) 

Jumlah pegawai PNS 
Fungsional (diluar guru dan 
tenaga kesehatan)/ seluruh 
jumlah pegawai pemerintah 
(PNS tidak termasuk guru 
dan tenaga kesehatan) 

% 
Permendagri 

18/2020 
n.a n.a 11,14 15,07 9,48 

Indeks Profesional Pegawai 
Hasil penilaian 
Profesionalitas ASN oleh BKN 

nilai  86,46 82,67 73,4 74,7 75 

Indeks Sistem Merit 
Hasil pernilaian system merit 
oleh KASN 

nilai  n.a n.a n.a n.a 283 

Persentase kesesuaian 
kompetensi ASN dengan 
persyaratan/standar jabatan 

Jumlah ASN yang telah 
memiliki kesesuaian 
kompetensi dengan 
persyaratan jabatan / 
Jumlah ASN x 100% 

% 
RPJMD 

2017-2022 
57,76 65,64 71,15 71,75 78,52 

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap, 2021 
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Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Kepegawaian 

No Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMD s/d 

Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1.  Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Persentase terpenuhinya 
kebutuhan pegawai melalui 
rekrutmen calon ASN 

% 100 7,7 30,41 87,87 95,90 170,02 170,02 ● BKPPD 

Persentase penempatan ASN 
sesuai kompetensi 

% 96 87 98,83 93,54 93,44 99,52 103,67 ● BKPPD 

Persentase kepatuhan ASN 
terhadap peraturan 
prundangan dibidang 
kepegawaian 

% 99,7 98,6 99,47 99,84 99,85 99,88 100,15 ● BKPPD 

Persentase kesesuaian 
kompetensi ASN dengan 
persyaratan / standar jabatan 

% 97 97 79,39 86,93 95,14 93,57 96,46 ▼ BKPPD 

Persentase peningkatan 
pelayanan kepegawaian 
terintegrasi / online 

% 100 54 62 81 85 92 92,00 ▼ BKPPD 

2.  Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Persentase Kesesuaian 
Kompetensi ASN dengan 
Persyaratan / Standar 
Jabatan 

% 97 73 79,39 86,93 95,14 93,57 96,46 ▼ BKPPD 
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5. penelitian dan pengembangan;  

Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) menjadi urusan 

penunjang yang erat kaitannya dengan peningkatan penelitian, 

pengembangan dan inovasi daerah yang dapat mendorong daya 

saing darah dilaksanakan melalui kegiatan riset, pengkajian, 

review dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial 

budaya, penelitian perekonomian, penelitian infrastruktur dan 

pengembangan wilayah; kegiatan penelitian perekayasaan, 

penerapan, dan pelayanan inovasi dan teknologi. Dalam rangka 

penyelenggaraan inovasi daerah Kabupaten Cilacap telah 

mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Capaian dalam 

urusan penelitian dan pengembangan untuk pencapaian indikator 

kinerja yaitu persentase dokumen penelitian dan pengembangan 

yang terintegrasi dengan RKPD.  
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Capaian Kinerja Penunjang Penelitian dan Pengembangan 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan Sumber 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase inovasi daerah 
yang ditindaklanjuti 

jumlah inovasi daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah 
proposal inovasi daerah yang diterima dan diverifikasi 
oleh Bappeda pada tahun tersebut x 100% 

%  44,07 51,24 56,49 59,54 64,74 

Persentase Jumlah riset 
daerah yang ditindaklanjuti 

Jumlah riset (OPD & PT) yang ditindaklanjuti dibagi total 
riset yang dilaksanakan pada tahun tersebut x 100% 

%  3,05 4,58 5,54 6,49 11,59 

Persentase hasil kelitbangan 
yang dimanfaatkan dalam 
dokumen perencanaan 
pembangunan 

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang 
dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dibagi 
keseluruhan hasil penelitian dan pengembangan x 100% 

%  0,45 0,83 2,49 3,5 4,02 

Persentase hasil penelitian 
dan pengembangan yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang 
ditindaklanjuti dibagi keseluruhan penelitian dan 
pengembangan x 100% 

%  13,90 20,22 22,14 30,88 41,16 

Sumber : Bappeda Kabupaten Cilacap,2021 

 
Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cilacap 

ada 3 indikator, dari 3 indikator tersebut ada 1 indikator yang belum mencapai target yaitu persentase pemanfaatan hasil 

kelitbangan.  

  
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Penelitian dan Pengembangan 

Program 
Indikator Kinerja Program 

(Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

Program Penelitian 
dan Pengembangan 
Daerah 

           

 
% pemanfaatan hasil 
kelitbangan 

% 50 NA 20 20 30,07 40,62 81,24 ▼ Bappeda 

 
Persentase kebijakan inovasi 
yang diterapkan di daerah 

% 50 NA 20 20 100 100 200,00 ● Bappeda 

 
% lembaga pendidikan yang 
melaksanakan penelitian/ 
pengabdian masyarakat 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Bappeda 
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6. Sekretariat Daerah 

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 

administratif. Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi 

memiliki sejumlah indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur kinerja. 

Indikator Sekretariat Daerah yang ditetapkan berdasarkan masing-

masing kelompok, meliputi kelompok pemerintahan dan 

kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan pembangunan, dan 

administrasi. 

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada kelompok 

pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat meliputi bagian hukum, 

pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat; Capaian indikator 

kinerja pada kelompok ekonomi dan pembangunan; dan administrasi 

umum. Secara rinci kinerja unsur sekretariat daerah dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah 

No. Indikator Satuan 
Capaian 

Bagian 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda indeks NA NA NA NA 
41 

(tinggi) 
 

2.  
Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja 
perangkat daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan 
rakyat 

% NA NA NA NA NA  

3.  Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik 
Nilai 

(Zonasi) 
NA NA NA NA 

88,16 
(Zona 
Hijau) 

 

4.  
Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan kinerja 
perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan 

% NA NA NA NA NA  

5.  Persentase penyerapan APBD % 91,09 89,93 87,44 89,28 93,98 
Administrasi 

Pembangunan 
6.  Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan dok 21 24 23 21 49 Pemerintahan 

7.  
Persentase tertib administrasi kewilayahan yang sesuai 
dengan ketentuan 

% n/a 12,5 25 25 38 Pemerintahan 

8.  
Persentase ketersediaan koordinasi bidang pemerintahan 
sesuai kebutuhan 

% 100 100 100 100 100 Pemerintahan 

9.  
Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan 
daerah dan pejabat sesuai kebutuhan 

% 97 90 81 94,1 87,4 
Komunikasi Pimpinan 

dan Protokol 
10.  Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering % 91,8 94 94,3 95,7 98,3 PBJ 
11.  Nilai SAKIP Skor 65,42 70,61 73,19 73,74 NA Organisasi 
12.  Indeks RB Indeks NA 65,12 64,69 68,28 NA Organisasi 
13.  Nilai SKM  75,58 78,02 82,77 85,38 86,83 Organisasi 

14.  Nilai AKIP Setda Nilai 84,65 80 79,75 79,83 79,83 
Perencanaan dan 

Keuangan 

15.  
Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang terlayani sesuai 
standar 

% 100 100 100 100 100 Umum 

16.  
Persentase ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai 
kebutuhan 

% 95 95 95 95 95 Hukum 

17.  
Persentase ketersediaan koordinasi bidang Kesra sesuai 
kebutuhan 

% 100 100 100 100 100 Kesra 

18.  Persentase perolehan prestasi bidang Kesra % 6.25 6.25 9.4 0 11,11 Kesra 

19.  
Persentase proposal hibah sosial dan keagamaan yang 
ditindaklanjuti 

% 80 90 87 84 100 Kesra 

20.  
Persentase ketersediaan koordinasi bidang 
Perekonomian sesuai kebutuhan 

% 100 100 75 
75 
 

100 Perekonomian 

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Cilacap . 2021 
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Indikator kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Daerah dalam RPJMD tahun 2017-2022 terdapat 9 indikator yang 

ditetapkan. Perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan indikator kinerja daerah urusan penunjang Sekretariat Daerah tahun 

2021 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2017-2022 secara keseluruah sudah tercapai memenuhi target. Informasi 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

  
Capaian Indikator Kinerja Daerah 

Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017-2022 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d  
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Program 
Pemerintahan Dan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

      

 

    

  Persentase tertib 
administrasi 
kewilayahan yang sesuai 
dengan ketentuan 

% 63 NA 13 25 25 100 158,73 ● Setda 

  Persentase ketersediaan 
koordinasi bidang 
hukum sesuai 
kebutuhan 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Setda 

  Jumlah naskah 
kerjasama yang 
diterbitkan 

Dokume
n 

45 21 24 23 21 49 108,89 ● Setda 

  Persentase ketersediaan 
koordinasi bidang 
pemerintahan sesuai 
kebutuhan 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Setda 

  Persentase perolehan 
prestasi bidang Kesra 

% 9,4 6.25 6.25 9.4 0 11,11 118,19 ● Setda 

  Persentase proposal 
hibah sosial dan 
keagamaan yang 
ditindaklanjuti 

% 80 80 90 87 84 100 125,00 ● Setda 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 
% Capaian 
RPJMD s/d  
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.  Program 
Perekonomian Dan 
Pembangunan 

 
          

  Persentase ketersediaan 
koordinasi bidang 
Perekonomian sesuai 
kebutuhan 

% 100 100 100 100 100 100 100,00 ● Setda 

  Persentase penyerapan 
APBD  

% 85 91,09 89,93 87,44 89,28 93,98 117,65 ● Setda 

  Persentase pengadaan 
barang dan jasa yang 
melalui Unit Layanan 
Pengadaan 

% 100 100 100 100 70 100 100,00 ● Setda 
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7. Sekretariat DPRD 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur 

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan 

fungsi kepada 50 orang anggota DPRD Kabupaten Cilacap periode 

tahun 2019 - 2024, terutama dalam regulasi, penganggaran dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretariat 

DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli 

yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya 

sesuai dengan kebutuhan.  

Adapun fungsi Sekretariat DPRD adalah : (1) penyelenggaraan 

administrasi kesekretariatan DPRD, (2) penyelenggaraan administrasi 

keuangan DPRD, (3) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan (4) 

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD.  

Untuk Capaian Indikator program RPJM Kabupaten Cilacap 

Urusan Sekretariat DPRD dengan 1 program dan 1 indikator masih 

belum tercapai di tahun 2021 yaitu indikator Prosentase fasilitasi 

rapat-rapat tepat jadwal sebesar 90%. 

Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan 

Penunjang dan Capaian Indikator program RPJM Kabupaten Cilacap 

Urusan secretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat DPRD 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran 
DPRD yang sesuai dengan prioritas tema 
RKPD 

jumlah aspirasi yang diserap / 
jumlah aspirasi yang sesuai dengan 
tema RKPD x 100 

% 
Permendagri 

86/2017 
70 76 79 80 91 

Persentase layanan Dukungan 
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD 
sesuai SOP 

Jumlah pelayanan yang dilakukan 
kepada DPRD sesuai SOP / jumlah 
layanan setiap tahun x 100 

% 
Permendagri 

86/2017 
100 100 100 100 100 

Persentase implementasi tugas dan 
kewajiban fasilitasi terhadap DPRD yang 
terselesaikan sesuai SOP 

Implementasi tugas dan fungsi DPRD 
sesuai dengan SOP dibagi 
implementasi tugas dan fungsi DPRD 
x 100 

% 
RPJMD 

2017-2022 
100 100 100 100 100 

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

  
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Sekretariat DPRD 

No Program 
Indikator 

Kinerja Program 
(Outcome) 

Satuan 
Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMD 

s/d Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 Program 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Tugas dan 
Fungsi DPRD 

Prosentase 
fasilitasi rapat-
rapat tepat 
jadwal 

% 88 100 100 100 100 94 94,00 ▼. 
Sekretariat 

DPRD 
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8. Kesbangpol  

Pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di 

Kabupaten Cilacap diselenggarakan melalui fasilitasi bagi partai 

politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya 

kemasyarakatan yang lain dalam rangka mewujudkan  kondusifitas 

daerah dan persatuan-kesatuan bangsa di daerah agar beragam 

kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dapat terselenggara dengan baik. 

Masyarakat Cilacap menjunjung tinggi rasa solidaritas, persaudaraan 

antar agama serta toleran dalam masyarakat. Demikian pula dalam 

pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 

dan Pemilihan Bupati  dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel, 

tanpa menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Demikian pula 

pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 dapat 

dilaksanakan dengan baik berkat dukungan dan partisipasi 

masyarakat Kabupaten Cilacap pada umumnya. 

 Dalam pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, terutama 

lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Sosial 

Kemasyarakatan belum optimal, hal ini antara lain disebabkan 

lembaga tidak selalu melengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar 

(SKT) dan domisili secara lengkap. Upaya meningkatkan wawasan 

kebangsaan dan bela negara dilaksanakan dengan cukup baik, 

melalui pemahaman, pembinaan serta penyuluhan terhadap para 

tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, ormas, LSM dan 

masyarakat relatif masih rendah dibandingkan sasaran yang harus 

dicapai.  

Untuk perkembangan capaian kinerja indikator urusan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik 

Indikator Rumus/Formula Indikator Satuan 
Sumber 

Indikator 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Kasus konflik sosial  Kasus  0 0 0 0 0 
Persentase Cakupan kecamatan yang 
dibina dalam keamanan wilayah 

Jumlah kecamatan yang dibina di 
bagi semua kecamatan x 100 

%  100 100 100 100 100 

Tingkat partisipasi pemilih dalam 
pelaksanaan pemilu/pilkada (%) 

Perhitungan prosesntase 
penggunaan hak pilih dalam 
Pemilu; Pilpres; Pemilukada 

% 
Permendagri 

86/2017 
73,19 - 72 - - 

Persentase LSM/Ormas yang dibina/ 
bimtek kebangsaan 

Jumlah LSM/Ormas yang dibina/ 
bimtek kebangsa an dibagi seluruh 
ormas/LSM x 100% 

% 
Permendagri 

86/2017 
100 100 100 100 100 

cakupan kecamatan yang mengikuti 
pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya 

Jumlah pelaksanaan di wilayah 
kecamatan per jumlah keseluruhan 
kecamatan 

% 
Permendagri 

86/2017 
0 0 0 0 0 

cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam 
upaya pencagahan dan penanganan konflik 
sosial 

Jumlah pelaksanaan di wilayah 
kecamatan per jumlah keseluruhan 
kecamatan 

% 
RPJMD 2017-

2022 
1 1 1 1 1 

Cakupan wilayah kecamatan yang 
mendapatkan penyuluhan dan bimbingan 
teknis tentang radikalisme dan ektrimisme 
dalam masyarakat (kecamatan) 

Jumlah kecamatan 
diselenggarakan penyuluhan dibagi 
seluruh kecamatan x 100% 

% 
RPJMD 2017-

2022 
100 100 100 100 100 

Sumber :Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 
 
 

  
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Cilacap Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMD s/d 

TW IV 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1.  Program 
Pemeliharaan 
Kantrabtibnas dan 
Pencegahan Tindak 
Kriminal 

Jumlah kasus 
Kriminalitas (ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, 
budaya) 

% 0 0 0 0 0 0 100,00 ● Bakesbangpol 
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No Program 
Indikator Kinerja 

Program (Outcome) 
Satuan 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMD s/d 

TW IV 
Tahun 2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

2.  Program 
Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Jumlah konflik sosial 

Kasus 0 0 0 0 0 0 100,00 ● Bakesbangpol 

3.  Program Pendidikan 
Politik Masyarakat 

Persentase pemilih yang 
berpartisipasi pada 
pemilu 

% 65 0 65 72,65 65 65 100,00 ● Bakesbangpol 

4.  Program 
Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaan 

Jumlah Kasus Konflik 
Agama 

Kasus 0 0 0 0 0 0 100,00 ● Bakesbangpol 

5.  Program Kemitraan 
Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaan 

Persentase Masyarakat 
yang mengikuti bela 
negara 

% 2,25 0,3 0,35 0,4 1,47 0,5 134,22 ● Bakesbangpol 

6.  Program 
Peningkatan 
Pemberantasan 
Penyakit Masyarakat 
(PEKAT) 

Persentase terbentuknya 
Kapa/ Kama Narkoba 
(Kelompok Pelajar Anti 
Narkoba/ Kelompok 
Mahasiswa Anti 
Narkoba) tingkat 
kecamatan 

% 100 20 0,13 40 75 69,93 69,93 ▼ Bakesbangpol 
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9. Kewilayahan 

Kecamatan merupakan perangkat daerah terkecil dalam satu 

pemerintahan kabupaten, memiliki wilayah yang harus selalu dijaga 

dan diawasi baik penduduk maupun wilayahnya. Selain itu kecamatan 

juga memberikan pelayanan administratif kepada masyarakatnya. 

a. Kecamatan Adipala  

Tingkat Kepuasan Masyarakat representatif di Kecamatan 

Adipala setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 

sebesar 83,14% menjadi 84,43% pada tahun 2020. Capaian 

Persentase Desa/Kelurahan dengan kategori Berkembang, 

Persentase Kelembagaan Kecamatan yang dibina, dan Persentase 

Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang 

Ditangani setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga 

mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di 

Kecamatan Adipala dapat dilihat pada tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Adipala 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri di 
Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi pelimpahan 
kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. Persentase  fasilitasi forkompincam % 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Adipala di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Adipala Kabupaten 

Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Adipala 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

b. Kecamatan Bantarsari 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bantarsari 

setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 

75 menjadi 87,02% pada tahun 2021. Capaian Persentase 

Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Teknis yang Dilaksanakan, 

Persentase Koordinasi Forkompincam yang Dilaksanakan, 

Persentase Peringatan Hari Nasional, dan Persentase Desa yang 

Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap tahunnya 

mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, 

secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Bantasari 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Bantarsari 

No 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) 
Satuan 

Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 100 100 100 75 75 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
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Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Bantarsari di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Bantarsari 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel berikut : 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Bantarsari 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

c. Kecamatan Binangun 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Binangun setiap 

tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 75,50 

menjadi 86,76 pada tahun 2020. Capaian Persentase 

Desa/Kelurahan dengan Kategori Berkembang, Persentase 

Kelembagaan Kecamatan yang Dibina, Persentase Gangguan 

Keamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani, 

Persentase Peringatan Hari Nasional, dan Persentase Desa yang 

Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap tahunnya 

mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, 

secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Binangun 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Binangun 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 
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No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Tahun 2020 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Binangun di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Binangun 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Binangun 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

d. Kecamatan Cilacap Selatan 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cilacap Selatan 

pada tahun 2017 sebesar 100 menjadi 100 pada tahun 2020, Nilai 

Sakip juga mengalami peningkatan dari 70,68 di tahun 2017 

meningkat menjadi 75,99 pada tahun 2020. Capaian Persentase 

Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Teknis yang Dilaksanakan, 

Persentase Koordinasi Forkompincam yang Dilaksanakan, 

Persentase Peringatan Hari Nasional, dan Persentase Desa yang 

Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap tahunnya 

mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, 

secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Cilacap 

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Cilacap Selatan 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% 60 60 60 60 60 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Tahun 2020 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Cilacap Selatan di Kabupaten 

Cilacap sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 

100%. Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Cilacap 

Selatan Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Cilacap Selatan 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

e. Kecamatan Cilacap Tengah 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cilacap Tengah 

setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 

79,14 menjadi 88,77 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami 

peningkatan dari 60,43 di tahun 2017 meningkat menjadi 76,16 

pada tahun 2021. Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan 
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Kategori Berkembang, Persentase Kelembagaan Kecamatan yang 

Dibina, Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan 

Ketertiban Umum yang Ditangani Persentase Koordinasi 

Forkompincam yang Dilaksanakan, dan Persentase Peringatan 

Hari Nasional setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya 

juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian 

pembangunan di Kecamatan Cilacap Tengah dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Cilacap Tengah 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

 Sumber :Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Cilacap Tengah di Kabupaten 

Cilacap sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 

100%. Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Cilacap 

Tengah Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMD 

s/d Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 
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f. Kecamatan Cilacap Utara 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cilacap Utara 

mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 91,55 menjadi 

89,81 pada tahun 2020, Nilai Sakip mengalami peningkatan dari 

73,51 di tahun 2019 meningkat menjadi 74,27 pada tahun 2020. 

Capaian Persentase Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Teknis 

yang Dilaksanakan, Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori 

Berkembang, Persentase Kelembagaan Kecamatan yang Dibina, 

Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum yang Ditangani Persentase Koordinasi Forkompincam yang 

Dilaksanakan, dan Persentase Peringatan Hari Nasional setiap 

tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami 

peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan 

Cilacap Utara dapat dilihat pada tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Cilacap Utara 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2020 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Cilacap Utara di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Cilacap Utara 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Cilacap Utara 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

g. Kecamatan Cimanggu 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimanggu 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 77,43 menjadi 

84,74 pada tahun 2020, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan 

dari 60 di tahun 2017 meningkat menjadi 74,93 pada tahun 2020. 

Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori 

Berkembang, Persentase Kelembagaan Kecamatan yang Dibina, 

Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum yang Ditangani, Persentase Peringatan Hari Nasional dan 

Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes 

setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga 

mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di 

Kecamatan Cimanggu dapat dilihat pada tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Cimanggu 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber : Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2020 
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Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Cimanggu di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Cimanggu 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Cimanggu 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

h. Kecamatan Cipari 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cipari pada 

tahun 2018 sebesar 78,05 menjadi 81,29 pada tahun 2021, Nilai 

Sakip mengalami peningkatan dari 62 di tahun 2018 meningkat 

menjadi 65,31 pada tahun 2021. Capaian Persentase 

Desa/Kelurahan dengan Kategori Berkembang, Persentase 

Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang 

Ditangani, Persentase Koordinasi Forkompincam yang 

Dilaksanakan, Persentase Peringatan Hari Nasional dan 

Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes 

setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga 

mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di 

Kecamatan Cipari dapat dilihat pada tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Cipari 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 
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6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Cipari di Kabupaten Cilacap sudah 

mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. Capaian 

evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 

bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Cipari 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

i. Kecamatan Dayeuhluhur 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Dayeuhluhur 

mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 96,71 menjadi 

84,52 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami 

peningkatan dari 63,68 di tahun 2018 meningkat menjadi 

72,06 pada tahun 2021. Capaian Presentase Pelimpahan 

Kewenangan Dari Dinas Teknis Yang Dilaksanakan, Persentase 

Desa/Kelurahan Dengan Kategori Berkembang, Persentase 

Kelembagaan Kecamatan yang Dibina, Persentase Koordinasi 

Forkompincam yang Dilaksanakan, Persentase Peringatan Hari 

Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, 

RKPDes dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. 

Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, secara lengkap 

capaian pembangunan di Kecamatan Dayeuhluhur dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Dayeuhluhur 

No 
Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 100 100 28,57 64,28 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Dayeuhluhur di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Dayeuhluhur 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Dayeuhluhur 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

j. Kecamatan Gandrungmangu 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan 

Gandrungmangu mengalami peningkatan pada tahun 2017 

sebesar 79,20 menjadi 88,05 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga 

mengalami peningkatan dari 70,35 di tahun 2017 meningkat 

menjadi 75,84% pada tahun 2020. Capaian Persentase 
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Desa/Kelurahan dengan Kategori Berkembang, Persentase 

Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang 

Ditangani, Persentase Peringatan Hari Nasional dan Persentase 

Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap 

tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami 

peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan 

Gandrungmangu dapat dilihat pada tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Gandrungmangu 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 86 86 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Gandrungangu di Kabupaten 

Cilacap sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 

100%. Capaian evaluasi urusan kewilayahan Kecamatan 

Gandrungmangu Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Gandrungmangu 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 
RPJMD 

s/d Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggu
ng Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● 
Kecamata

n 
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k. Kecamatan Jeruklegi 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jeruklegi 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 80,10 menjadi 

99,84 pada tahun 2020, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan 

dari 69,90 di tahun 2017 meningkat menjadi 75,94% pada tahun 

2020. Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori 

Berkembang, Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan 

Ketertiban Umum yang Ditangani, Persentase Peringatan Hari 

Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes 

dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya 

juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian 

pembangunan di Kecamatan Jeruklegi dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan  

Kecamatan Jeruklegi 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 
Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Jeruklegi di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Jeruklegi 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Jeruklegi 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

l. Kecamatan Kampunglaut 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kampunglaut 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 79,2 menjadi 84 

pada tahun 2020, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan dari 

61,85 di tahun 2017 meningkat menjadi 69,78 pada tahun 2020. 

Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori 

Berkembang, Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan 

Ketertiban Umum yang Ditangani, Persentase Peringatan Hari 

Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes 

dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya 

juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian 

pembangunan di Kecamatan Kampunglaut dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Kampunglaut 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 86 86 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
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Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Kampunglaut di Kabupaten 

Cilacap sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 

100%. Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Kampunglaut 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Kampunglaut 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

m. Kecamatan Karangpucung 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Karangpucung 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 85,95 menjadi 

89,2 pada tahun 2021, sedangkan Nilai Sakip mengalami 

penurunan dari 81,23 di tahun 2017 turun menjadi 75,5 pada 

tahun 2021. Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori 

Berkembang pada tahun 2017 sebesar 93,33% menjadi 100%  

pada tahun 2021, Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum yang Ditangani, Persentase Peringatan Hari 

Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes 

dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya 

juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian 

pembangunan di Kecamatan Karangpucung dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Karangpucung 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 93,33 90 98,03 90,24 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 
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No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Karangpucung di Kabupaten 

Cilacap sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 

100%. Capaian evaluasi urusan kewilayahan Kecamatan 

Karangpucung Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel berikut: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Karangpucung 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

n. Kecamatan Kawunganten 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kawuganten 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 83,55 menjadi 

88,06 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan 

dari 69,9 di tahun 2017 meningkat menjadi 72,18 pada tahun 

2020. Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori 

Berkembang, Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum yang Ditangani, Persentase Peringatan Hari 

Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes 

dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya 

juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian 

pembangunan di Kecamatan Kawunganten dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Kawunganten 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% NA NA 91,67 100 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Kawunganten di Kabupaten 

Cilacap sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 

100%. Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan 

Kawunganten Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel berikut: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Kawunganten 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

o. Kecamatan Kedungreja 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kedungreja 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 78,95 menjadi 

84,15 pada tahun 2020, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan 

dari 70,59 di tahun 2017 meningkat menjadi 78,05 pada tahun 

2020. Capaian Persentase Koordinasi Forkompincam yang 

Dilaksanakan, Persentase Peringatan Hari Nasional dan 

Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes 
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setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga 

mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di 

Kecamatan Kedungreja dapat dilihat pada tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Kedungreja 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 
keamanan skala Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 
yang ditangani Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 
di Tingkat Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 
Berkembang  

% 91 91 91 82 100 

5. 
Persentase implementasi 
pelimpahan kewenangan  

% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 
kelembagaan aktif 

% 100 100 100 100 100 

7. 
Persentase Desa/Kelurahan yang 
dibina dalam pelaksanaan 
ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 
forkompincam 

% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 
terkait tata pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Kedungreja di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Kedungreja 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Kedungreja 

No Program 

Indikator 
Kinerja 
Program 

(Outcome) 

Satu
an 

Target 
Akhir 
RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 
Capaian 
RPJMD 

s/d 
Tahun 
2021 

Status 
Capaian 
Target 

OPD 
Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 
Pengembangan 
Pelayanan 
Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 
Koordinasi 
Wilayah 
Kecamatan 
yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

p. Kecamatan Kesugihan 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kesugihan 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 75,70 menjadi 

84,26 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan 

dari 60,90 di tahun 2017 meningkat menjadi 71,75 pada tahun 

2021. Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori 
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Berkembang, Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum yang Ditangani, Persentase Peringatan Hari 

Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes 

dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya 

juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian 

pembangunan di Kecamatan Kesugihan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Kesugihan 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 

keamanan skala Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 

yang ditangani Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 

di Tingkat Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 

Berkembang  
% 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan  
% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 

kelembagaan aktif 
% 100 100 100 100 100 

7. 

Persentase Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 

forkompincam 
% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 

terkait tata pemerintahan desa 
% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Kesugihan di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Kesugihan 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Kesugihan 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satu

an 

Target 

Akhir 

RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 

RPJMD s/d 

Tahun 

2021 

Status 

Capaian 

Target 

OPD 

Penanggu

ng Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 

Pengembangan 

Pelayanan 

Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 

Koordinasi 

Wilayah 

Kecamatan 

yang 

dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● 
Kecamata

n 
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q. Kecamatan Kroya 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kroya 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 80 menjadi 

87,91 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan 

dari 61 di tahun 2017 meningkat menjadi 73,29 pada tahun 2021. 

Capaian Persetase Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Teknis 

yang Dilaksanakan, Persentase Gangguan Keamanan, 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani, Persentase 

Desa/Kelurahan dengan Kategori Berkembang, Persentase 

Peringatan Hari Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki 

RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. 

Indikator lainnya juga mengalami peningkatan. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Kroya 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 

keamanan skala Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 

yang ditangani Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri 

di Tingkat Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 

Berkembang  
% 94,12 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan  
% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 

kelembagaan aktif 
% 100 100 100 100 100 

7. 

Persentase Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 

forkompincam 
% 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 

terkait tata pemerintahan desa 
% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Kroya di Kabupaten Cilacap sudah 

mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. Capaian 

evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap 

bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Kroya 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satu

an 

Target 

Akhir 

RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 

Capaian 

RPJMD 

s/d 

Tahun 

2021 

Status 

Capaian 

Target 

OPD 

Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 

Pengembangan 

Pelayanan 

Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 

Koordinasi 

Wilayah 

Kecamatan 

yang 

dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

r. Kecamatan Majenang 

Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Majenang 

mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 85,92 menjadi 

83,29 pada tahun 2021 hal ini mungkin karena adanya 

pembatasan pelayanan di wilayah kecamatan karena pandemi 

covid-19, sedangkan Nilai Sakip mengalami penurunan dari 78,58 

di tahun 2017 turun menjadi 73,79 pada tahun 2021. Capaian 

Persetase Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Teknis yang 

Dilaksanakan, Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum yang ditangani, Persentase Desa/Kelurahan 

dengan Kategori Berkembang, Persentase Peringatan Hari Nasional 

dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes 

setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya mengalami 

peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan 

Majenang dapat dilihat pada tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Majenang 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Persentase penurunan 

gangguan keamanan skala 

Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

2. 

Persentase Gangguan 

Keamanan yang ditangani 

Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

3. 

Persentase Desa Kataogri 

Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA NA NA NA NA 

4. 
Persentase Desa Yang 

Berkembang  
% 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan  
% NA NA 100 100 100 

6. 
Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan aktif 
% 100 100 100 100 100 
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No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

7. 

Persentase Desa/Kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan ketentramtaman 

dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. 
Persentase  fasilitasi 

forkompincam 
% 100 100 100 100 100 

9. 

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa 

% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Majenang di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Majenang 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Majenang 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satu

an 

Target 

Akhir 

RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 

Capaian 

RPJMD 

s/d 

Tahun 

2021 

Status 

Capaian 

Target 

OPD 

Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 

Pengembangan 

Pelayanan 

Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 

Koordinasi 

Wilayah 

Kecamatan 

yang 

dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

s. Kecamatan Maos 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Maos mengalami 

peningkatan pada tahun 2017 sebesar 83,97 menjadi 86,21 pada 

tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan dari 62,7 di 

tahun 2016 meningkat menjadi 73,13 pada tahun 2021. Capaian 

Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori Berkembang, 

Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum yang Ditangani, Persentase Peringatan Hari Nasional dan 

Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes 

setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga 

mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan di 

Kecamatan Maos dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Maos 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 

keamanan skala Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 

yang ditangani Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri di 

Tingkat Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

4. Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan  
% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 

kelembagaan aktif 
% 100 100 100 100 100 

7. 

Persentase Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. Persentase  fasilitasi forkompincam % 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 

terkait tata pemerintahan desa 
% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Maos di Kabupaten Cilacap sudah 

mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. Capaian 

evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap bisa 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Maos 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satu

an 

Target 

Akhir 

RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 

Capaian 

RPJMD 

s/d 

Tahun 

2021 

Status 

Capaian 

Target 

OPD 

Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 

Pengembangan 

Pelayanan 

Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 

Koordinasi 

Wilayah 

Kecamatan 

yang 

dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

t. Kecamatan Nusawungu 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Nusawungu 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 72,28 menjadi 

91,59 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan 

dari 64,46 di tahun 2017 meningkat menjadi 72,99 pada tahun 

2020. Capaian Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman 
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dan Ketertiban Umum yang Ditangani, Persentase Koordinasi 

Forkompincam yang Dilaksanakan, Persentase Peringatan Hari 

Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes 

dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya 

juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian 

pembangunan di Kecamatan Nusawungu dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Nusawungu 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 

keamanan skala Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 

yang ditangani Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri di 

Tingkat Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

4. Persentase Desa Yang Berkembang  % 94,12 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi pelimpahan 

kewenangan  
% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 

kelembagaan aktif 
% 100 100 100 100 100 

7. 

Persentase Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. Persentase  fasilitasi forkompincam % 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 

terkait tata pemerintahan desa 
% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Nusawungu di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Nusawungu 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel berikut : 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Nusawungu 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satu

an 

Target 

Akhir 

RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% Capaian 

RPJMD s/d 

Tahun 

2021 

Status 

Capaian 

Target 

OPD 

Penanggu

ng Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 

Pengembangan 

Pelayanan 

Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 

Koordinasi 

Wilayah 

Kecamatan 

yang 

dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● 
Kecamata

n 
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u. Kecamatan Patimuan  

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Patimuan 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 78 menjadi 

81,83 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan 

dari 69,53 di tahun 2017 meningkat menjadi 73,96 pada tahun 

2021. Capaian Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum yang Ditangani, Persentase Koordinasi 

Forkompincam yang Dilaksanakan, Persentase Peringatan Hari 

Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes 

dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya 

juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian 

pembangunan di Kecamatan Patimuan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Patimuan 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 

keamanan skala Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 

yang ditangani Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri di 

Tingkat Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

4. Persentase Desa Yang Berkembang  % 70 90 40 40 40 

5. 
Persentase implementasi pelimpahan 

kewenangan  
% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 

kelembagaan aktif 
% 100 100 100 100 100 

7. 

Persentase Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. Persentase  fasilitasi forkompincam % 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 

terkait tata pemerintahan desa 
% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Patimuan di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Patimuan 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Patimuan 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satu

an 

Target 

Akhir 

RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 

Capaian 

RPJMD 

s/d 

Tahun 

2021 

Status 

Capaian 

Target 

OPD 

Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 

Pengembangan 

Pelayanan 

Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 

Koordinasi 

Wilayah 

Kecamatan 

yang 

dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

v. Kecamatan Sampang 

Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Sampang 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 73,14 menjadi 

86,85 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan 

dari 69,74 di tahun 2017 meningkat menjadi 74,92 pada tahun 

2021. Capaian Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum yang Ditangani, Persentase Koordinasi 

Forkompincam yang Dilaksanakan, Persentase Peringatan Hari 

Nasional dan Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes 

dan APBDes setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya 

juga mengalami peningkatan, secara lengkap capaian 

pembangunan di Kecamatan Sampang dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Sampang 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 

keamanan skala Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 

yang ditangani Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri di 

Tingkat Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

4. Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi pelimpahan 

kewenangan  
% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 

kelembagaan aktif 
% 100 100 100 100 100 

7. 

Persentase Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. Persentase  fasilitasi forkompincam % 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 

terkait tata pemerintahan desa 
% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
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Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Sampang di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Sampang 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Sampang 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satu

an 

Target 

Akhir 

RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 

Capaian 

RPJMD 

s/d 

Tahun 

2021 

Status 

Capaian 

Target 

OPD 

Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 

Pengembangan 

Pelayanan 

Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 

Koordinasi 

Wilayah 

Kecamatan 

yang 

dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

w. Kecamatan Sidareja 

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sidareja 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 78 menjadi 

81,83 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami 

peningkatan dari 69,53 di tahun 2017 meningkat menjadi 

73,96 pada tahun 2021. Capaian Persentase Gangguan 

Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang 

Ditangani, Persentase Koordinasi Forkompincam yang 

Dilaksanakan, Persentase Peringatan Hari Nasional dan 

Persentase Desa yang Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes 

setiap tahunnya mencapai 100%. Indikator lainnya juga 

mengalami peningkatan, secara lengkap capaian pembangunan 

di Kecamatan Sidareja dapat dilihat pada tabel berikut. 

  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Sidareja 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 

keamanan skala Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 

yang ditangani Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri di 

Tingkat Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

4. Persentase Desa Yang Berkembang  % 70 90 40 40 40 
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No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

5. 
Persentase implementasi pelimpahan 

kewenangan  
% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 

kelembagaan aktif 
% 100 100 100 100 100 

7. 

Persentase Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. Persentase  fasilitasi forkompincam % 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 

terkait tata pemerintahan desa 
% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Sidareja di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Sidareja Kabupaten 

Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Sidareja 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satu

an 

Target 

Akhir 

RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 

Capaian 

RPJMD 

s/d 

Tahun 

2021 

Status 

Capaian 

Target 

OPD 

Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 

Pengembangan 

Pelayanan 

Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 

Koordinasi 

Wilayah 

Kecamatan 

yang 

dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

x. Kecamatan Wanareja  

Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Wanareja 

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 75,23 menjadi 

83,86 pada tahun 2021, Nilai Sakip juga mengalami peningkatan 

dari 61,28 di tahun 2017 meningkat menjadi 72,72 pada tahun 

2021. Capaian Persentase Desa/Kelurahan dengan Kategori 

Berkembang, Persentase Kelembagaan Kecamatan yang Dibina, 

Persentase Peringatan Hari Nasional dan Persentase Desa yang 

Memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap tahunnya 

mencapai 100%. Indikator lainnya juga mengalami peningkatan, 

secara lengkap capaian pembangunan di Kecamatan Wanareja 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan 

Kecamatan Wanareja 

No Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Kinerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Persentase penurunan gangguan 

keamanan skala Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

2. 
Persentase Gangguan Keamanan 

yang ditangani Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

3. 
Persentase Desa Kataogri Mandiri di 

Tingkat Kecamatan 
% NA NA NA NA NA 

4. Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 

5. 
Persentase implementasi pelimpahan 

kewenangan  
% NA NA NA NA NA 

6. 
Persentase Desa yang memiliki 

kelembagaan aktif 
% 100 100 100 100 100 

7. 

Persentase Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan ketertiban  

% 100 100 100 100 100 

8. Persentase  fasilitasi forkompincam % 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase Desa yang difasilitasi 

terkait tata pemerintahan desa 
% 100 100 100 100 100 

Sumber :Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari tahun 2017-2021 untuk 

urusan kewilayahan Kecamatan Wanareja di Kabupaten Cilacap 

sudah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD yaitu 100%. 

Capaian evaluasi urusan kewilayah Kecamatan Wanareja 

Kabupaten Cilacap bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Capaian Evaluasi Indikator Kinerja Kecamatan Wanareja 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(Outcome) 

Satu

an 

Target 

Akhir 

RJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 

% 

Capaian 

RPJMD 

s/d 

Tahun 

2021 

Status 

Capaian 

Target 

OPD 

Penanggung 

Jawab  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Program 

Pengembangan 

Pelayanan 

Kewilayahan 

      

 

 

 

  

  Persentase 

Koordinasi 

Wilayah 

Kecamatan 

yang 

dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 ● Kecamatan 

 

2.4. Aspek Daya Saing Daerah 

2.4.1. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 

Cilacap mempunyai Bandara Tunggul Wulung yang melayani 

penerbangan reguler Jakarta–Cilacap. Disamping untuk penerbangan 

reguler bandara Tunggul Wulung Cilacap juga digunakan sebagai 

lokasi pendidikan sekolah pilot. Jumlah orang yang melalui pelabuhan 
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udara pada tahun 2021 sebanyak 692 penumpang yang terdiri dari 

355 orang datang/ arrival dan 337 orang berangkat/ departure. 

Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 1.127 

penumpang karena pembatasan akibat pandemi Covid-19. 

  
Jumlah Orang Melalui Pelabuhan Udara Tahun 2017-2021 

Indikator Satuan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah orang melalui 
Pelabuhan Udara 

orang 8.741 9.616 9.216 1.127 692 

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021;  
 Kantor UPBU Kelas III Bandara Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2022 

 

Karena letak geografisnya di kawasan pesisir, Kabupaten Cilacap 

juga mempunyai pelabuhan samudera yaitu pelabuhan samudera 

Tanjung Intan dan pelabuhan khusus. Keberadaan pelabuhan 

Tanjung Intan sangat berperan sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa 

Tengah bagian Selatan, khususnya kegiatan eksport-import, bongkar 

muat barang dan bahan bakar minyak (BBM) antar pulau dan manca 

negara. 

Kereta Api juga menjadi salah satu moda angkutan orang dan 

barang, termasuk hasil industri. Tahun 2020 jumlah penumpang 

kereta api yang tercatat di stasiun KA Cilacap sebanyak 22.531 dengan 

perincian untuk kelas eksekutif sebanyak 13.741 dan ekonomi 

sebanyak 8.790 penumpang. Sedangkan tahun 2021 jumlah 

penumpang mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat 

PSBB, yakni menjadi 8.670 penumpang dengan rincian 4.279 kelas 

eksekutif dan 4.391 kelas ekonomi. 

  
Banyaknya Penumpang Kereta Melalui PT KAI Cilacap  

Tahun 2017-2021 

Indikator Satuan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Penumpang Orang 84.990 134.037 95.025 22.531 8.670 

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021, PT KAI Cilacap Tahun 2022 
 

Fasilitas perhubungan dalam mendukung konektivitas di 

Kabupaten Cilacap tersaji dalam tabel berikut : 
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Jumlah Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Cilacap 

Tahun 2017-2021 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Pelabuhan Umum Unit 1 1 1 1 1 

2 Pelabuhan Khusus Unit 4 4 4 4 4 

3 Dermaga Sungai Unit 13 13 13 15 15 

4 Bandara Unit 1 1 1 1 1 

5 Terminal Bus Unit 7**) 7**) 7**) 8**) 8**) 

6 Terminal Lainnya Unit 0 0 0 0 0 
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, 2022 
 *) Terminal Tipe A & C **) Terminal Tipe C dalam kondisi baik 
 Jumlah Terminal Tipe C sesuai SK Bupati Cilacap Nomor : 551.2/591/17 Tahun 2015 tentang 
  Penetapan Terminal Tipe C di Kabupaten Cilacap keseluruhan sebanyak 9 unit terminal  
 

2.4.1. Fokus Iklim Berinvestasi 

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam 

meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja 

baru, sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran 

dan kemiskinan. Masuknya investor ke suatu wilayah sangat 

tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu 

wilayah. Kondisi keamanan dan politik yang stabil merupakan modal 

penting dalam menarik minat investasi di suatu wilayah, tak terkecuali 

Kabupaten Cilacap. 

1. Kriminalitas 

Pada tahun 2021 rasio kriminalitas di Kabupaten Cilacap 

mengalami peningkatan menjadi 0,78 persen dari tahun 2020 sebesar 

0,72. Hal ini menunjukkan perlunya adanya peningkatan 

kewaspadaan dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas.  

  
Rasio Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021 

Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Rasio Kriminalitas (per 10.000 penduduk)  0,98 0,53 0,98 0,72 0,78 

Sumber : Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 

 
Jenis kriminalitas yang paling banyak terjadi di Kabupaten 

Cilacap Tahun 2021 yaitu pencurian dengan pemberatan sebanyak 70 

kasus, berikut jenis kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Cilacap 

Tahun 2017-2021. 
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Banyaknya Kejadian Kriminalitas Menurut Jenis Kriminalitas  

Tahun 2017-2021 

No Jenis Kriminalitas 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Pencurian dengan pemberatan 91 53 65 52 70 
2 Pencurian kendaraan bermotor 28 33 35 26 21 
3 Pencurian dengan kekerasan 10 8 5 9 7 
4 Pembunuhan 0 0 1 1 4 
5 Penganiayaan berat 5 5 0 0 1 
6 Kebakaran 14 2 40 0 0 
7 Narkotika 33 0 50 47 51 
8 Uang palsu 2 0 0 1 1 
9 Perkosaan 2 0 1 5 0 
10 Kenakalan remaja 0 0 0 0 0 
 Total 185 101 197 141 155 

Sumber : Polres Cilacap Tahun 2022 
 

2. Perijinan Usaha 

Lamanya proses perijinan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

  
Lamanya Proses Perijinan di Kabupaten Cilacap 

No Jenis ijin  lama (hari) 

1 Izin prinsip penanaman modal  3 

2 Izin lokasi  3 

3 IMB  10 

4 Ijin Gangguan HO  10 

5 SIUP  3 

6 TDP  3 

7 Ijin Usaha Industri  3 

8 Ijin Usaha Perluasan Industri 3 

9 Nomor Induk Berusaha 1 

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 
Jumlah penerbitan perijinan di Kabupaten Cilacap dari tahun 

2017-2021 sangat fluktuatif. Pada tahun 2017 sebanyak 3.550 

perijinan yang diterbitkan. Pada tahun 2019 terjadi lonjakan 

penertbitan ijin mencapai 46.369 perijinan, tetapi pada tahun 2020 

kembali turun menjadi 5.901 perijinan, dan tahun 2021 menjadi 5.856 

perijinan. 

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha, merupakan penyatuan pengajuan 

perizinan, proses dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem 

pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau yang disebut 

dengan istilah Online Single Submission (OSS). Dengan terbitnya 

Perpres ini jika ingin mengajukan izin berusaha sudah tidak 

diperlukan lagi banyak izin seperti SIUP, TDP, dan lain-lain. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik, maka terdapat 7 (tujuh) perizinan yang sudah tidak bisa 

diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Cilacap. Di Kabupaten Cilacap 

terdapat 312 jenis Izin Usaha dari 20 sektor dan terdapat Izin 

Komersial sebanyak 150 jenis. 

Mengacu pada PP tersebut, maka DPMTSP Kabupaten Cilacap 

tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan 12 (dua belas) 

penerbitan perijinan, tetapi hanya mempunyai kewenangan untuk 

menerbitkan 5 (lima) jenis penerbitan perijinan, yaitu :  

1). Ijin Usaha (Ijin Prinsip),  

2). Mendirikan Usaha (IMB),  

3). Penyelenggaraan Ijin Reklame,  

4). Ijin lainnya, dan  

5). Nomor Ijin Berusaha (NIB). 

Berdasarkan perubahan dan penyederhanaan tersebut, maka 

berkenaan dengan data, ada sebagian data yang tidak bisa disediakan 

sebagaimana tabel di bawah ini.  

  
Jumlah Penerbitan Perijinan Tahun 2017-2021 

No Jumlah Penerbitan Perijinan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Persetujuan Prinsip  27 - - - 0 
2 Ijin Lokasi  3 0 19.965 1.882 0 
3 Ijin Mendirikan Bangunan  709 414 333 276 0 
4 Ijin Usaha Industri/Tanda 

Daftar Industri  
18 4 19 7 

0 

5 Surat Ijin Usaha Perdagangan  1.035 661 22.468 2.330 0 
6 Tanda Daftar Perusahaan NIB 938 639 2.441 525 0 
7 HO  - - - - 0 
8 Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

(IUJK)  
353 310 582 101 

0 

9 Ijin Reklame  329 210 94 235 0 
10 Tanda Daftar Gudang  37 29 12 20 0 
11 Perijinan Lainnya 101 49 14 - 0 
12 Surat Ijin Berusaha - 709 2.441 525 0 

Total  3.550 3.025 46.369 5.901 5.856 
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap Tahun 2022 

 
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja pada 2 November 2020 mengubah paradigma 

penyelenggaraan perizinan berusaha dan persyaratan dasar perizinan 

berusaha. Perizinan Berusaha diselenggarakan berbasis risiko usaha 

(risk bassed approach) meliputi risiko rendah, menengah, dan tinggi. 

Dokumen perizinan berusaha juga mengalami perubahan, untuk 

usaha dengan risiko rendah menggunakan Nomor Induk Berusaha, 
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risiko menengah menggunakan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat 

Standar, serta risiko tinggi menggunakan Nomor Induk Berusaha dan 

Izin. 

Selain berbasis risiko, Perizinan Berusaha diselenggarakan 

diterbitkan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 

(KBLI) Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. KBLI 

tersebut dibagi berdasarkan sector usaha meliputi : 

  
Perizinan Berusaha 

No. Sektor 
Jumlah  

Permohonan  

Realisasi Izin / 
Non Perizinan 
Yang Terbit 

1 Pertanian 12 12 
2 Lingkungan Hidup dan Kehutanan    
3 Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat 
475 475 

4 Kelautan dan Perikanan  34 34 
5 Kesehatan 43 43 
6 Obat dan Makanan 288 288 
7 Perindustrian 1.375 1.375 
8 Perdagangan 3.203 3.203 
9 Perhubungan 1 1 
10 Komunikasi dan Informatika   
11 Pariwisata 408 408 
12 Pendidikan dan Kebudayaan   
13 Ketenagakerjaan  16 16 
14 Perkoperasian dan usaha mikro, 

kecil, menengah 
1 1 

 Jumlah perizinan  5.856 5.856 
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap Tahun 2022 

 

3. Jumlah dan Macam Pajak Daerah 

Jumlah dan macam pajak daerah di Kabupaten Cilacap sebanyak 

11 macam. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah.  

  
Jumlah dan Macam Pajak Daerah Tahun 2017-2021 

Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah 
Pajak 

11 11 11 11 11 

Macam pajak Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel 
Restoran Restoran Restoran Restoran Restoran 
Hiburan Hiburan Hiburan Hiburan Hiburan 
Reklame Reklame Reklame Reklame Reklame 
Penerangan 
Jalan 

Penerangan 
Jalan 

Penerangan 
jalan 

Penerangan 
jalan 

Penerangan 
jalan 

Sarang 
Burung Walet 

Sarang Burung 
Walet 

Sarang 
Burung Walet 

Sarang Burung 
Walet 

Sarang 
Burung Walet 

Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Parkir Pajak Parkir 
Mineral bukan 
Logam dan 
Batuan 

Mineral bukan 
Logam dan 
Batuan 

Mineral 
bukan Logam 
dan Batuan 

Mineral bukan 
Logam dan 
Batuan 

Mineral bukan 
Logam dan 
Batuan 

Air Tanah Air Tanah Air Tanah Air Tanah Air Tanah 
Bea Perolehan 
Hak Atas 
Tanah dan 
Batuan 

Bea Perolehan 
Hak Atas 
Tanah dan 
Batuan 

Bea Perolehan 
Hak Atas 
Tanah dan 
Batuan 

Bea Perolehan 
Hak Atas 
Tanah dan 
Batuan 

Bea Perolehan 
Hak Atas 
Tanah dan 
Batuan 

PBB 
Perkotaan/ 
Perdesaan 

PBB 
Perkotaan/ 
Perdesaan 

PBB 
Perkotaan/ 
Perdesaan 

PBB 
Perkotaan/ 
Perdesaan 

PBB 
Perkotaan/ 
Perdesaan 
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Sumber : BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

Jumlah macam retribusi daerah di Kabupaten Cilacap dari tahun 

2017 sampai tahun 2021 tetap sebanyak 16.  

  
Jumlah Macam Retribusi Daerah Tahun 2017-2021 

Indikator Satuan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Retribusi Retribusi 16 16 16 16 16 

Sumber : BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 
 

4. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi 

Jumlah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 

Cilacap yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Cilacap 

mengalami perubahan dari tahun 2017-2021 yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

  
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2017-2021 

Indikator 
 

Satuan 

Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Perda yang 
Mendukung Iklim Investasi 

Dok 7 8 6 0 4 

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Cilacap Tahun 2021 

 

2.4.2. Fokus Sumber Daya Manusia 

Rasio Ketergantungan 

Dependency ratio (rasio ketergantungan) merupakan salah satu 

indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase 

dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus 

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup 

penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan 

persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan 

semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif 

untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif 

lagi. Rasio ketergantungan di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 

tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dari 50,42 

persen di tahun 2017 menjadi 43,77 persen di tahun 2020. Hal ini 

artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) 

mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan 

dianggap tidak produktif lagi. 

  
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

Indikator Satuan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Rasio Ketergantungan % 50,42 41,81 43,68 43,46 43,77 
Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap, 2022 (diolah) 
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BAB III 

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

 

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2017 - 2021 

Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019, merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai 

pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, 

pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang 

efektif dan efeisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam 

pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, 

untuk itu diperlukan suatu analisis  terhadap kondisi dan potensi keuangan 

daerah dalam membiayai pembangunan daerah.  

Analisis keuangan daerah merupakan suatu usaha untuk 

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada, 

diantaranya berupa analisis perbandingan atau perkembangan daeri waktu 

ke waktu. Analisis perkembangan  keuangan terhadap APBD (Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah) dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode 

sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang 

terjadi. Disamping itu perlu dilakukan analisis ratio-ratio keuangan dalam 

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dengan analisis ini 

diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan daerah dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan 

perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran selama periode 

waktu tertentu. 

Analisis keuangan Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan 

Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar 

penentuan kebijakan keuangan Daerah. Besarnya kapasitas riil keuangan 
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Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas 

pembangunan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk 

menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan 

daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat 

bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan 

pelaksanaan APBD atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).  

1. Kinerja Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap  tahun 2017-2021 menunjukan 

peningkatan dari Rp. 3.067.274.791.139,-  tahun 2021 menjadi Rp. 

3.296.952.382.435,- pada tahun 2021. Perkembangan pendapatan daerah 

Kabupaten Cilacap  selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut 

: 

 

Sumber: BPKAD Kabupaten Cilacap  2021 

Gambar 3.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Cilacap Tahun 2017 - 

2021 (Rupiah) 

 

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Cilacap  

selama 5 tahun terakhir sebesar 3,44%. Persentase pertumbuhan 

pendapatan asli daerah selama tahun 2017-2021 sebesar 10,50%. Jika 

dilihat tren pertumbuhan PAD menunjukan kecenderungan fluktuaktif, 

tertinggi pada tahun 2021 sebesar 18,77% dan terendah pada tahun 2020 

sebesar 3,01%.  

Dana transfer Kabupaten Cilacap juga menunjukan perkembangan 

yang fluktuaktif, tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6,01% dan terendah di 

tahun 2020 sebesar -6,80%. Dana transfer bersumber dari pendapatan 
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RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026                                                                                                          Hal III-3 

APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Rata-rata 

pertumbuhan dana transfer selama 5 tahun terakhir sebesar 0,03%. 

Lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2017-2021 

menunjukan perkembangan fluktuaktif, tertinggi pada tahun 2017 sebesar 

3368,58% dan terendah pada tahun 2019 sebesar -18,20%. Rata-rata 

pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama 5 tahun 

terakhir sebesar 677,99%. Pada Tahun 2017 pendapatan Dana BOS masuk 

ke Lain-Lain PAD yang Sah, mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 

pendapatan BOS dianggarkan pada akun Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah, sehingga terdapat anomali data yang menyebabkan data rata-rata 

tingkat  pertumbuhan menjadi tidak tepat, demikian juga perpindahan 

pendapatan Puskemas dari akun Retribusi ke akun Lain-Lain PAD yang Sah. 

Untuk menghindarai data pertumbuhan pendapatan yang tidak akurat, 

terhadap data-data yang menyebabkan anomali tersebut agar disesuaikan. 

Demikian pula terhadap data struktur pendapatan agar disesuaikan dengan 

peraturan perundangan yang terbaru (PP 12/2019) dengan dibuat matriks 

perubahan struktur pendapatan, koreksi sebagaimana tersaji pada 

lampiran. 

Pertumbuhan APBD Kabupaten Cilacap  tahun 2017-2021 secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1.  
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2021 
 

2017 2018 2019 2020 2021

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA                                                                                                                                             11,74% 10,16% 8,85% 3,01% 18,77% 10,50%

Pendapatan Pajak Daerah - LRA                                                                                                                                                                  13,49% 18,89% 12,66% -3,00% 8,95% 10,20%

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA                                                                                                                                                               -35,89% 11,80% 100,75% -16,58% -1,86% 3,44%

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan - LRA                                                                                              

159,85% -48,83% 41,91% 70,58% 25,60% 49,82%

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA                                                                                                                                                                       8,43% 12,89% -2,33% 2,80% 25,17% 10,92%

PENDAPATAN TRANSFER - LRA                                                                                                                                                               2,07% -1,51% 6,01% -6,80% 2,44% 0,44%

DTU-DTH - LRA                                                                                                                                        1,94% -7,90% -9,57% -12,21% 34,10% 1,27%

Dana Alokasi Umum – Lainnya.                                                                                                                 -1,76% 0,15% 4,46% -9,93% -0,71% -1,56%

Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA                                                                                                                                                 -48,99% -26,96% 20,37% -30,29% 43,37% -8,50%

Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA                                                                                                                                                 34,39% 12,06% -5,40% 3,58% -3,88% 8,15%

 DID - LRA                                                                                                                                                                             3413,85% -38,81% 70,14% 55,13% -29,93% 694,08%

Dana Desa - LRA 27,53% 3,75% 19,17% 2,42% 1,88% 10,95%

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 20,44% -0,38% 8,37% -11,24% 25,12% 8,46%

Bantuan Keuangan dari Provinsi - LRA -19,82% -49,41% 21,64% -23,09% -26,18% -19,37%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH                                                                                                                     

3368,58% -4,11% 12,82% 54,65% -10,97% 675,69%

Pendapatan Hibah - LRA                                                                                                                                                                    3368,58% -4,11% 12,82% 54,65% -10,97% 675,69%

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 9,70% 0,16% 6,88% -2,42% 4,59% 3,47%

Uraian
Realisasi  APBD (Rp.) Rata-rata 

Pertumbuhan

 
Sumber: BPPKAD Kabupaten Cilacap 2021 
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Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Cilacap  selama 5 tahun 

terakhir berada pada kisaran 15,61% - 21,30%. Derajat desentralisasi fiskal 

dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah 

dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi 

PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD 

maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi tahun 2021 

sebesar 21,30%, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten 

Cilacap  termasuk pada tingkat desentralisasi fiskal kurang. Perkembangan 

derajad desentralisasi Kabupaten Cilacap  dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPKAD Kabupaten Cilacap  2021 

Gambar 3.2. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Cilacap  Tahun 
2017-2021 (Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan (%) 

 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap  

perlu menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan 

pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap 

pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah 

dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang 

diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Tahun 

2021 rasio ketergantungan keuangan sebesar 72,90% lebih baik 

dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 78,61%. Meskipun menurun rasio 

ketergantungan keuangan Kabupaten Cilacap  terhadap pemerintah pusat 

dan provinsi termasuk kategori sangat tinggi dengan rasio diatas 50%. 
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Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Cilacap  selengkapnya 

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: BPPKAD Kabupaten Cilacap  2021 
 

Gambar 3.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap  
Tahun 2017-2021 (%) 

 

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah, unsur-

unsur pendapatan daerah dengan proporsi terbesar adalah dana 

perimbangan dengan kisaran antara 72,90% hingga 78,61%  antara tahun 

2017 hingga 2021. Sementara itu pendapatan asli daerah berkisar antara 

15,61% hingga 21,30%. Adapun lain-lain pendapatan yang sah berkisar 

antara 4,30% hingga 6,81%. Secara rinci perkembangan proporsi unsur-

unsur pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Cilacap  2021 

Gambar 3.4. Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total 

Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 (%) 
 

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur 

pendapatan daerah pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.2.  

Perkembangan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah  

Kabupaten Cilacap  Tahun 2017-2021 (Rp.) 
 

No. Uraian 
Realisasi  (Rp.) 

Rata-rata 

Perkembangan 

2017 2018 2019 2020 2021  

1  PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 

(PAD) - LRA                                                                                                                                              

478.936.190.302 527.577.740.281 574.276.795.304 591.343.787.160 702.314.073.543 10,19% 

 a. Pendapatan Pajak 
Daerah - LRA                                                                                                                                                                   

156.393.830.406 185.943.092.741 209.475.848.896 203.188.563.271 221.376.289.759 9,37% 

 b. Pendapatan 

Retribusi Daerah 
- LRA                                                                                                                                                                

19.933.916.350 22.286.837.366 44.740.277.398 18.969.873.119 18.617.623.589 13,27% 

 c. Pendapatan Hasil 

Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

- LRA                                                                                               

36.067.024.459 18.455.692.469 26.190.072.040 44.675.178.661 56.112.553.448 22,32% 

 d. Lain-lain PAD 

Yang Sah - LRA                                                                                                                                                                        

266.541.419.087 300.892.117.705 293.870.596.970 324.510.172.109 406.204.787.827 11,44% 

2  PENDAPATAN 

TRANSFER - LRA                                                                                                                                                                

2.411.217.791.399 2.374.701.276.111 2.517.433.595.490 2.346.223.145.232 2.403.370.709.951 0,03% 

 a. DTU-DTH - LRA                                                                                                                                         74.049.081.049  68.197.974.851  61.674.609.822   54.144.414.413   72.609.449.235 1,11% 

 b. Dana Alokasi 

Umum – Lainnya.                                                                                                                  

1.360.370.867.000,00  1.362.443.518.000  1.423.200.397.000  1.281.940.170.000,00   1.272.865.794.000 -1,51% 

 c. Dana Alokasi 

Khusus Fisik - 

LRA                                                                                                                                                  

128.258.213.180 93.675.353.792 112.757.938.381 78.604.415.067   112.696.615.337 1,62% 

 d. Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik 

- LRA                                                                                                                                                  

312.274.921.853 349.943.499.689 331.037.918.161 342.902.203.174 329.591.542.502 1,59% 

 e.  DID - LRA                                                                                                                                                                              44.535.225.000 27.250.000.000 46.363.857.000 71.923.322.000 50.399.460.000 14,13% 

 f. Dana Desa - LRA 232.084.054.000 240.787.259.000 286.955.948.800 293.893.896.000 299.424.381.200 6,81% 

 g. Pendapatan Bagi 

Hasil Pajak - LRA 

206.080.881.317 205.307.032.257 222.481.485.326 197.463.851.578 247.068.593.170 5,47% 
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No. Uraian 
Realisasi  (Rp.) 

Rata-rata 
Perkembangan 

2017 2018 2019 2020 2021  

 h. Bantuan 

Keuangan dari 

Provinsi - LRA 

53.564.548.000 27.096.638.522 32.961.441.000 25.350.873.000 18.714.874.507 -19,26% 

3  LAIN-LAIN 

PENDAPATAN 

DAERAH YANG 
SAH - LRA                                                                                                                    

177.120.809.438 169.833.448.395 191.610.747.092 214.835.523.320 191.267.598.941 2,46% 

  Pendapatan 

Hibah - LRA                                                                                                                                                                     

177.120.809.438  169.833.448.395  191.087.575.517 214.835.523.320  191.267.598.941  2,46% 

JUMLAH PENDAPATAN 

DAERAH 

3.067.274.791.139  3.072.112.464.787  3.282.797.966.311 3.152.402.455.712  3.296.952.382.435  1,91% 

Sumber: BPPKAD Kabupaten Cilacap  2021 
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Dari tabel 3.2 di atas dapat terlihat bahwa Kabupaten Cilacap 

mengalami pertumbuhan pendapatan yang tidak begitu signifikan selama 5 

tahun terakhir ini, yaitu hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,91%. 

Secara umum rata-rata perkembangan pada kelompok Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) kondisinya cukup baik yaitu 10,19%. Pada kelompok ini jenis 

pendapatan yang mengalami pertumbuhan terkecil yaitu Pendapatan Pajak 

Daerah sebesar 9,37% akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi 

pada tahun 2020. Pada tahun-tahun sebelumnya pendapatan pajak daerah 

selalu mengalami kenaikan. Sedangkan untuk rata-rata perkembangan 

tertinggi pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan sebesar 22,32% yang diperoleh atas Bagian Laba yang dibagikan 

kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. ) 

Melihat hal tarsebut di atas artinya pemerintah Kabupaten Cilacap harus lebih 

optimal lagi meningkatkan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD 

sehingga dapat lebih mandiri lagi. 

Pada kelompok Pendapatan Transfer mengalami rata-rata 

perkembangan pertumbuhan yang cukup kecil hanya sebesar 0,03%. 

Perkembangan terbesar yaitu pada jenis DID sebesar 14,13%. Dana Insentif 

Daerah (DID) dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan 

penghargaan (reward) kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai 

kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan 

pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. 

Dasar Hukum Dana Insentif Daerah bersumber dari Undang-Undang APBN. 

Selanjutnya, sebagai pedoman umum penggunaan Dana Insentif Daerah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memuat ketentuan 

umum, besaran alokasi, penyaluran dan penggunaan Dana Insentif Daerah. 

Sedangkan rata-rata perkembangan terkecil pada Bantuan Keuangan dari 

Provinsi yang hanya sebesar -19,26%. Penerimaan dari Bantuan Keuangan 

dari Provinsi mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Rata-

rata perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu sebesar 

2,46%. Pendapatan ini merupakan pendapatan hibah yag diperuntukan untuk 

Belaja Operasional Sekolah (BOS). 
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2. Kinerja Belanja Daerah 

Penyajian belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2017 

sampai dengan 2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 

2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja 

Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak 

langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak 

terduga, dan belanja transfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah 

 

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan 

belanja daerah Kabupaten Cilacap  menunjukkan peningkatan dalam 

kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2017-2021). Pada tahun 2017 

sebesar Rp 3.014.110.475.842,- meningkat menjadi Rp 

3.269.041.182.187. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten 

Cilacap  tahun 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut : 
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Sumber: BPKAD Kabupaten Cilacap  2021 

Gambar 3.6. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap  
Tahun 2017-2021 (Rupiah)  

 

Rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten Cilacap  dalam 5 

tahun terakhir sebesar 0,92%. Persentase pertumbuhan belanja 

tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 9,98%, dan terendah tahun 

2020 sebesar -5,92%. Komponen Belanja Operasi selama kurun waktu 

5 (lima) tahun 2017-2021 menunjukan perkembangan fluktuaktif. 

Tertinggi tahun 2019 sebesar 7,62% dan terendah pada tahun 2020 

sebesar -0,79%. Selama 5 tahun terakhir rata-rata Belanja Modal 

sebesar -5,23%. Komponen Belanja Modal selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun 2017-2021 tertinggi tahun 2021 sebesar 21,98% dan terendah 

pada tahun 2020 sebesar -30,29%. 

Komponen Belanja Tidak Terduga selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun 2017-2021 tertinggi tahun 2020 sebesar 100,00% rata-rata 

Belanja Tidak Terduga sebesar -27,89%. Persentase Pertumbuhan 

Realisasi Belanja Tidak Terduga terendah pada tahun 2019 sebesar -

100% dikarenakan anggaran Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi. 

Perkembangan persentase belanja daerah selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.3.  
Persentase Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2017-2021 (%) 

 

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-rata 

BELANJA                                                                                                                                                                                                                 -4,32% -0,95% 9,98% -5,92% 5,83% 0,92% 

BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         2,43% 3,13% 7,62% -0,79% 3,87% 3,25% 

Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                            -17,10% -0,43% 1,83% -4,06% 5,92% -2,77% 

Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                             60,79% 11,15% 11,89% 2,78% -2,53% 16,82% 

Belanja Subsidi                                                                                                                                                                                                         0,10% 2,56% 0,01% -100,00% 0,00% -19,47% 

 -

 500.000.000.000

 1.000.000.000.000

 1.500.000.000.000

 2.000.000.000.000

 2.500.000.000.000

 3.000.000.000.000

 3.500.000.000.000

2017 2018 2019 2020 2021

3.014.110.475.842 

2.985.422.839.102 

2.779.740.306.711 

2.607.739.427.660 3.269.041.462.187 

Realisasi Belanja 2017 - 2021
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Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-rata 

Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                       -42,82% 3,10% 47,33% -31,11% 126,49% 20,60% 

Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                                                                                      40,68% -42,91% -37,29% 768,31% -88,05% 128,15% 

Belanja Bagi Hasil 

kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah Desa                                                                                          

15,70% 8,32% 20,37% -6,42% 3,35% 

8,26% 

Belanja Bantuan 

Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Pemerintahan Desa                                                                    

16,66% 1,53% 12,56% -4,37% 10,50% 

7,38% 

 BELANJA MODAL  -22,87% -15,38% 20,42% -30,29% 21,98% -5,23% 

Belanja Modal Tanah  -18,73% -60,83% -56,99% 114,37% -79,78% -20,39% 

Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin  

-48,69% 69,41% 20,10% 0,45% 19,70% 
12,19% 

Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan  

-43,42% 17,54% 12,69% -53,12% 67,13% 
0,16% 

Belanja Modal Jalan, 

Irigasi dan Jaringan  

-15,12% -28,82% 30,41% -32,43% 20,35% 
-5,12% 

Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya  

-88,04% 1522,03% -16,14% -45,00% -45,50% 
265,47% 

Belanja Modal Aset Tak 

Berwujud  

1005,44% -45,19% 787,16% -84,27% 560,53% 
444,74% 

Belanja Modal Dana BOS  1325,14% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 245,03% 

BELANJA TAK 
TERDUGA  

41,04% -98,77% -100,00% 100,00% -81,71% 
-27,89% 

Belanja Tak Terduga  41,04% -98,77% -100,00% 100,00% -81,71% -27,89% 

Sumber: BPPKAD Kabupaten Cilacap  2021 

 

Jika dilihat rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah 

di Kabupaten Cilacap  menunjukan bahwa selama kurun waktu tahun 

2017-2021 berkisar antara 66,38% - 81,55%. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa belanja di luar program dan kegiatan pembangunan proporsinya 

relatif besar. Perkembangan selengkapnya rasio Belanja Operasi dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Cilacap  2021 

Gambar 3.7. Rasio Belanja Belanja Operasi Terhadap Total 

Belanja Tahun 2017-2021 (%) 

 

Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten 

Cilacap  menunjukan perkembangan fluktuaktif. Rasio Belanja Modal 
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terhadap total belanja daerah tahun 2021 sebesar 17,26%, cenderung 

menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2017 

sebesar 21,60%. Perkembangan rasio belanja langsung terhadap total 

belanja daerah di Kabupaten Cilacap  selengkapnya dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut : 

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Cilacap  2021 

Gambar 3.8. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 

2017-2021 (%) 

 

Perincian belanja daerah Kabupaten Cilacap  selama kurun waktu 

tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.4.  

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap  Tahun 2017-2021 (Rp.) 

N

o.  
Uraian  

Realisasi Belanja Rata – 

rata 

Perkemb
angan 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         2.360.680.782.998 2.434.551.928.596 2.116.419.108.705 2.118.332.170.798 2.700.476.524.862 3,46% 

  Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                            1.177.551.828.965 1.172.462.907.533 1.193.972.479.225 1.145.443.814.425 1.213.278.301.365 0,82% 

  Belanja Barang dan 
Jasa                                                                                                                                                                             

689.560.081.188 766.451.579.063 857.565.629.480 881.429.804.126 859.576.189.620 5,84% 

  Belanja Subsidi                                                                                                                                                                                                         390.000.000 399.972.000 400.000.000 0 0 -24,36% 

  Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                       38.575.400.000 39.773.038.500 58.596.950.000 40.366.842.247 91.427.844.693 36,45% 

  Belanja Bantuan 

Sosial                                                                                                                                                                                      

16.435.650.000 9.382.418.000 5.884.050.000 51.091.710.000 6.104.000.000 150,01% 

  Belanja Bagi Hasil 

kepada 

Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah 

Desa                                                                                          

17.596.836.000 19.061.703.000 22.943.846.000 21.470.790.300 22.190.613.115 6,41% 

  Belanja Bantuan 

Keuangan kepada 

Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa                                                                    

420.570.986.845 427.020.310.500 480.636.985.175 459.624.602.300 507.890.736.470 5,05% 

2 BELANJA MODAL  650.976.458.792 550.840.750.506 663.321.198.006 462.431.933.784 564.096.430.302 -2,28% 

  Belanja Modal Tanah  39.441.759.564 15.447.495.006 6.643.748.180 14.242.054.652 2.879.943.857 -20,81% 

  Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin  

53.130.197.478 90.006.079.713 108.096.788.800 108.580.137.022 102.897.150.777 21,18% 

  Belanja Modal 

Gedung dan 

Bangunan  

101.512.794.884 119.318.775.206 134.459.038.713 63.032.862.639 105.349.440.377 11,06% 

  Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan Jaringan  

421.775.186.545 300.227.610.376 391.540.159.364 264.551.341.345 318.382.478.447 -2,62% 
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N

o.  
Uraian  

Realisasi Belanja Rata – 

rata 

Perkemb

angan 
2017 2018 2019 2020 2021 

  Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya  

1.586.131.490 25.727.490.205 21.576.305.349 11.867.458.126 6.467.884.903 353,85% 

  Belanja Modal Aset 
Tak Berwujud  

206.718.000 113.300.000 1.005.157.600 158.080.000 1.044.167.700 304,56% 

  Belanja Modal Dana 

BOS  

33.323.670.831 0 0 0 0 -25,00% 

3 BELANJA TAK 

TERDUGA  

2.453.234.052 30.160.000 0 26.975.323.078 4.935.080.670 -45,12% 

  Belanja Tak Terduga  2.453.234.052 30.160.000 0 26.975.323.078 4.935.080.670 -45,12% 
 

TOTAL  BELANJA                                                                                                                                                                                                                 3.014.110.475.842 2.985.422.839.102 3.283.321.137.886 3.088.834.820.260 3.242.432.671.594 2,23% 
 

Sumber: BPPKAD Kabupaten Cilacap  2021 
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Dari tabel di atas rata-rata perkembangan belanja dari tahun 2017 – 

2021 sebesar 2,02%. Jenis belanja terbesar yaitu Belanja Operasi sebesar 

3,46% dan yang terkecil Belanja Tidak Terduga sebesar -45,12%. Pada jenis 

Belanja Operasi rata-rata perkembangan terbesar yaitu pada Belanja Bantuan 

Sosial yang terjadi pada tahun 2020. Alokasi Bantuan Sosial dianggarkan 

mendasari Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan 

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam 

Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta 

Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Sedangkan 

rata-rata perkembangan belanja terkecil yaitu Belanja Subsidi yaitu sebesar -

24,36%. Hal ini melalui kebijakan pemerintah daerah, operasi pasar 

menjelang lebaran yang sebelumnya dianggarkan pada belanja subsidi digeser 

menjadi belanja langsung. Rata-rata perkembangan Belanja Modal secara 

keseluruhan sebesar -2,28%. Pada Belanja Modal Tertinggi yaitu Belanja 

Modal Aset Tetap Lainnya yaitu sebesar 353,85% dan terkecil Belanja Modal 

BOS sebesar -25%. Rata-rata perkembangan Belanja Tidak Terduga sebesar          

-45,12%. Pada tahun 2019 anggaran yang dialokasi untuk Belanja Tidak 

Terduga terealisasi sebesar Rp. 0,-, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 

realisasi sebesar RP. 26.975.323.078,-  yang digunakan untuk penanganan 

Pandemi Covid-19. 

 

3. Kemampuan Keuangan Daerah  

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh 

penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan 

pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam 

mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang 

direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran 

pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin 

besar pula. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Cilacap 

tahun 2017- 2022 sebagaimana tabel berikut:  
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Tabel 3.5.  

Kemampuan Keuangan Daerah  
Kabupaten Cilacap  Tahun 2017– 2021 (Rp) 

 

No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 

  
Pendapatan  

Daerah 

3.067.274.791.140 3.072.112.464.787 3.282.797.966.311 3.152.402.455.712 3.296.952.382.435 

A 
BELANJA 
OPERASI 

1.177.551.828.965 1.172.462.907.533 1.193.972.479.225 1.145.443.814.425 1.213.278.301.365 

  
Belanja Gaji dan 

Tunjangan 

1.177.551.828.965 1.172.462.907.533 1.193.972.479.225 1.145.443.814.425 1.213.278.301.365 

B.  Belanja Modal  421.775.186.545 300.227.610.376 391.540.159.364 264.551.341.345 318.382.478.447 

  
Belanja Jalan, 

irigasi, jaringan 

421.775.186.545 300.227.610.376 391.540.159.364 264.551.341.345 318.382.478.447 

  
Kemampuan 
Keuangan Daerah 

1.467.947.775.630 1.599.421.946.878 1.697.285.327.722 1.742.407.299.942 1.765.291.602.623 

*) APBD P tahun 2021 
Sumber : Data diolah dari LRA 2017 – 2021  



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026   Hal III-17 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kemampuan riil 

keuangan Kabupaten Cilacap pada tahun Tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2021 mengalami peningkatan, kemampuan riil tertinggi tahun 

2021 kemampuan riil sebesar Rp. 1.765.291.602.623. 

 

4. Kinerja Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan 

transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit 

anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah 

dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan 

pembiayaan mencakup : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

(SiLPA). 

b. Pencairan Dana Cadangan. 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah. 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. 

f. Penerimaan Piutang Daerah. 

g. Penerimaan Dana Bergulir. 

h. Penerimaan Hasil Penarikan. 

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap 

penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan 

pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui: 

a. Pembentukan dana cadangan. 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. 

Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Cilacap  

menunjukan perkembangan yang fluktuaktif. Penerimaan Pembiayaan 

daerah Kabupaten Cilacap  berasal dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Perkembangan penerimaan 

pembiayaan daerah Kabupaten Cilacap  menunjukkan perkembangan 

fluktuaktif, tertinggi tahun 2021 sebesar Rp. 324.581.581.510,00, 

meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp 280.865.946.057,00. 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026   Hal III-18 

Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut: 

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Cilacap  2021 

Gambar 3.9. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten 

Cilacap  Tahun 2017-2021 (Rupiah) 

 

Pengeluaran pembiayaan Daerah merupakan uang yang keluar 

dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Cilacap berasal 

dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran 

pembiayaan daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 32.091.000.000,00 

dan pada tahun 2021 turun menjadi Rp.15.000.000.000,00. 

Perkembangan Pengeluaran pembiayaan selengkapnya dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Cilacap  2021 

Gambar 3.10. Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten 

Cilacap  Tahun 2017-2021 (Rupiah) 

 

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.  
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Tabel 3.6.  

Perkembangan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 

 

   Uraian   Tahun  

C  PEMBIAYAAN  2017 2018 2019 2020 2021 

1 
PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

200.401.176.650 221.474.491.947 302.164.117.633 280.865.946.057 324.581.581.510 

  Penggunaan SiLPA 200.401.176.650 221.474.491.947 302.164.117.633 280.865.946.057 324.581.581.510 

2 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

32.091.000.000 6.000.000.000 20.775.000.000 19.852.000.000 15.000.000.000 

  

Penyertaan 

Modal/Investasi 
Pemerintah Daerah 

32.091.000.000 6.000.000.000 20.775.000.000 19.852.000.000 15.000.000.000 

  PEMBIAYAAN NETTO 168.310.176.650 215.474.491.947 281.389.117.633 261.013.946.057 309.581.581.510 

  

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGGARAN (SILPA 

221.474.491.947 302.164.117.633 280.865.946.057 324.581.581.510 364.101.292.352 

Sumber : BPPKAD Kab. Cilacap , 2021 
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3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu  

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya 

disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan 

maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan 

umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau 

pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan 

harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang 

diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan 

kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus 

memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang 

besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih 

baik.  

Dalam implementasinya, APBD Kabupaten Cilacap mulai 

anggaran tahun 2017-2020, penyusunannya telah mengacu kepada 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.  Secara berkesinambungan, sistem 

evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyrakat dan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaporan 

penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2020 dan 2021 sudah harus 

menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan juga  

Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Cilacap untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber 

utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Peningkatan PAD tersebut dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas fiskal agar ketergantungan dengan pemerintah 

pusat berkurang. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan 

retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan 
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perencanaan yang matang tanpa menimbulkan high cost economy 

terhadap perkembangan arus investasi.  

Pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal 

formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal 

mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan 

pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber 

pendanaan bagi pembangunan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 

18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam prakteknya, instrumen 

utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah 

daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu wujud 

upaya penguatan taxing power daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak 

daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak 

daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis 

pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak. 

Proporsi Penggunaan Anggaran 

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk 

memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan 

pengeluaran pembiayaan Kabupaten Cilacap   pada periode tahun 

anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk 

menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di 

masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan 

pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan 

di masa datang.  

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 

Rasio ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan sektor 

publik untuk melaksanakan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomi 

dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara 

anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat 

pencapaiannya. Analisis realisasi belanja daerah dibanding anggaran 

dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tingkat realisasi belanja 

Kabupaten Cilacap secara keseluruhan fluktuatif. Pada tahun 2017 

realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 92,80%; pada 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026  Hal III-22 

tahun 2018 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 

91,55%; pada tahun 2019 realisasi belanja terhadap anggaran belanja 

sebesar 92,06%; pada tahun 2020 realisasi belanja sebesar 89,81%; 

pada tahun 2021 realisasi belanja sebesar 92,33%. Data di atas 

menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2017–2021 

bekisar 89,81%-92,80%. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat 

dikatakan bahwa anggaran sangat ekonomis. Apabila hasil antara 

90%-100% maka anggaran ekonomis. Jika hasil antara 80%-90% 

maka anggaran dikatakan cukup ekonomis, dan hasil antara 60%-80% 

dapat dikatakan anggaran kurang ekonomis. Apabila hasil di bawah 

60% anggaran dikatakan tidak ekonomis. Realisasi pada tahun 

anggaran 2020 yang hanya 89,81% dmasuk kategori cukup ekonomis. 

Rendahnya serapan anggaran dikarenakan banyaknya kegiatan yang 

ditunda bahkan dibatalkan dikarenakan Pandemi Covid-19. 

 

b. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 

Belanja Kebutuhan Aparatur, selain untuk Gaji dan Tunjangan 

termasuk juga belanja operasional rutin kantor dan pengadaan 

sarana/prasarana apartur. Untuk itu terhadap perhitungan 

Pengeluaran Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur untuk dapat 

disesuaikan jumlahnya, dengan ditambahkan realisasi belanja 

operasional rutin kantor dan pengadaan sarana/prasarana apartur. 

Gambaran belanja aparatur dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 

2021 mengalami fluktuasi. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan 

aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut: 
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Tabel 3.7.  

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  

Kabupaten Cilacap   Tahun 2017-2021 

No. Tahun 

Total Belanja Untuk 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Aparatur (Rp) 

Total Belanja 
Persentase 

(%) 

(a) (b) 
(a)/(b) x 100 

(%) 

1. 2017 1.555.193.667.124 3.014.110.475.842 51,60% 

2. 2018 1.550.255.001.392 2.985.422.839.102 51,93% 

3. 2019 1.547.000.957.730 3.283.321.137.886 47,15% 

4. 2020 1.416.024.410.251 3.088.834.820.260 45,84% 

5 2021 1.470.181.383.885 3.242.432.671.593 45,34% 

Sumber : Data diolah dari LPKD 2016 – 2020 diolah 

 

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur 

dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari 

tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, tahun 2017 persentase 

belanja aparatur sebesar 51,60% dari total belanja dan tahun 2021 

sebesar 45,34% dari total belanja.  

 

c. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama 

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat 

dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan 

pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus 

dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib 

dan mengikat dapat dilihat pada Tabel berikut:  
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Tabel 3.8.  

Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama 

Kabupaten Cilacap  Tahun 2017 – 2021 (Rp) 

No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 

A. 
BELANJA 
OPERASI 

1.177.551.828.965 1.172.462.907.533 1.193.972.479.225 1.145.443.814.425 1.213.278.301.365 

 Belanja Gaji 

dan Tunjangan 
1.177.551.828.965 1.172.462.907.533 1.193.972.479.225 1.145.443.814.425 1.213.278.301.365 

B. Belanja Modal  421.775.186.545 300.227.610.376 391.540.159.364 264.551.341.345 318.382.478.447 

  

Belanja Jalan, 

irigasi, jaringan 
(prioritas 

Bupati)  

421.775.186.545 300.227.610.376 391.540.159.364 264.551.341.345 318.382.478.447 

 

Jumlah 

Pengeluaran 
Wajib 

Mengikat  

1.599.327.015.510 1.472.690.517.909 1.585.512.638.589 1.409.995.155.770 1.531.660.779.812 

Sumber : Data diolah dari LPKD 2016 – 2020 diolah 
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3.3. Neraca 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah 

merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh 

Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu 

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 

tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya 

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan 

kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. 

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan 

dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi 

terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan 

memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan 

dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan 

digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). Neraca 

Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. 

Aset pemerintah Kabupaten Cilacap selama tahun 2017-2021 

mengalami pertumbuhan sebesar 70,06%. Pada tahun 2017, aset yang 

dimiliki mencapai Rp. 3.873.602.950.205,30, meningkat menjadi 

sebesar Rp. 6.587.611.900.636,31. Keberadaan aset daerah ini 

memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai 

pemerintah Kabupaten Cilacap yang mampu memberi manfaat ekonomi 

dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat. 

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel dapat digunakan 

sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah 

melalui perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis Rasio yang 

digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas. Neraca Kabupaten 

Cilacap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 
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Tabel 3.9.  

NERACA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 - 2021 
2017 2018 2019 2020 2021 (an audited)

ASET 

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah 185.373.852.624,46 270.113.178.595,93 247.048.250.524,00 271.885.939.063,00 217.473.613.317,00

Kas di Bendahara Penerimaan 191.157.300,00 44.073.212,00 54.786.350,52 4.735.500,00 36.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 876.877.830,27 3.628.065,00 44.728.265,00

Kas di BLUD 9.035.044.156,00 7.645.573.294,00 7.259.588.820,00 46.660.956.266,00 159.280.544.495,00

Kas Lainnya 20.484.129.862,00 21.776.779.473,00 21.654.660.567,00

Kas/Bank Dana Bos 6.572.599.945,00 2.961.544.236,31 5.680.472.108,44 6.317.420.915,80 83.673.757.257,00

Kas Lainnya

Setara Kas -641.354.413,00

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pendapatan 68.414.089.840,88 68.607.172.508,88 59.793.492.490,88 105.749.180.527,64 -39.406.430.714,36

Piutang Lainnya 7.880.000.000,00 7.880.000.000,00 563.190.408,00

Penyisihan Piutang -32.611.594.068,65 -11.317.935.348,51 -13.644.353.817,26 -19.359.589.049,04 -19.359.589.049,04

Beban dibayar Dimuka 489.350.040,50 486.654.225,00 475.988.830,00 194.461.102,97 215.514.132,17

Persediaan 31.660.840.439,04 45.728.887.004,15 39.410.317.416,56 32.941.359.785,05 29.479.914.672,04

JUMLAH ASET LANCAR 289.609.470.139,23 413.925.927.200,76 376.490.081.120,41 444.398.092.176,42 431.323.924.369,81

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 649.951.111.397,20 663.780.902.893,01 1.328.788.561.186,08 1.298.408.087.105,85 1.313.408.087.105,85

Investasi Permanen Lainnya

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 649.951.111.397,20 663.780.902.893,01 1.328.788.561.186,08 1.298.408.087.105,85 1.313.408.087.105,85

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 649.951.111.397,20 663.780.902.893,01 1.328.788.561.186,08 1.298.408.087.105,85 1.313.408.087.105,85

ASET TETAP

Tanah 641.740.417.616,41 633.953.068.676,42 676.000.963.496,42 732.140.872.536,92 735.015.076.968,92

Peralatan dan mesin 682.638.378.210,91 765.066.894.892,91 852.243.174.738,62 967.191.357.092,24 1.071.190.342.775,24

Gedung dan bangunan 1.367.383.968.296,58 1.527.406.816.574,60 1.660.084.205.936,78 1.719.747.611.063,33 1.820.572.484.803,33

Jalan, irigasi, dan jaringan 1.546.046.673.902,53 1.717.133.846.992,46 2.153.804.152.486,79 2.510.546.578.254,66 2.829.540.175.945,66

Aset tetap lainnya 83.380.688.939,47 108.479.503.906,47 129.296.758.699,47 133.073.927.891,43 133.597.790.041,43

Konstruksi dalam pengerjaan 36.047.386.986,00 49.801.835.915,00 32.264.810.832,00 19.042.647.467,00 21.003.918.680,00

Akumulasi Penyusutan -1.535.558.295.995,96 -1.412.922.567.993,14 -1.584.836.959.428,29 -1.887.682.014.918,42 -1.887.682.014.918,42

JUMLAH ASET TETAP 2.821.679.217.955,94 3.388.919.398.964,72 3.918.857.106.761,79 4.194.060.979.387,16 4.723.237.774.296,16

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan pihak Ketiga 17.237.186.000,00 17.237.186.000,00 17.237.186.000,00 17.237.186.000,00 17.237.186.000,00

Aset Tidak Berwujud 2.213.247.367,18 3.771.926.318,16 5.473.805.816,16 3.090.002.777,82 12.280.465.632,00

URAIAN
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2017 2018 2019 2020 2021 (an audited)

Aset Lain-lain 92.912.717.345,75 102.838.944.057,75 88.209.048.766,09 90.072.773.232,49 90.124.463.232,49

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -7.986.175.354,18

JUMLAH ASET LAINNYA 112.363.150.712,93 123.848.056.375,91 110.920.040.582,25 110.399.962.010,31 119.642.114.864,49

JUMLAH ASET 3.873.602.950.205,30 4.590.474.285.434,40 5.735.055.789.650,53 6.047.267.120.679,74 6.587.611.900.636,31

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihajk Ketiga (PFK) 15.645.809,00 210.385.047,31 2.180.420.142,91 291.098.300,00 230.126.388,00

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka 1.410.173.456,08 1.487.874.717,98 1.195.244.392,60 1.239.584.070,10 1.231.278.247,61

Utang Beban 18.800.424.282,00 21.660.322.355,00 27.807.678.402,00 29.816.634.614,84 25.797.075.145,84

Utang Jangka Pendek Lainnya 8.183.284.890,00 16.252.738.340,00 14.847.723.771,00 362.909.092,00 363.380.942,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 28.409.528.437,08 39.611.320.460,29 46.031.066.708,51 31.710.226.076,94 27.621.860.723,45

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN 28.409.528.437,08 39.611.320.460,29 46.031.066.708,51 31.710.226.076,94 27.621.860.723,45

EKUITAS

EKUITAS 3.845.193.421.768,22 4.550.862.964.974,11 5.689.024.722.942,02 6.015.556.894.602,80 6.559.990.039.912,86

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA3.873.602.950.205,30 4.590.474.285.434,40 5.735.055.789.650,53 6.047.267.120.679,74 6.587.611.900.636,31

URAIAN
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1. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan 

antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan 

kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam 

memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas Kabupaten Cilacap tahun 

2021 (an audited) dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.10.  

Rasio Likuiditas Kabupaten Cilacap  Tahun 2019-2021 (an audited) 

Rasio Rumus 
Tahun 

2019 

Rasio Lancar 

Aset Lancar 376.490.081.120,41 

  Kewajiban Jangka 

Panjang 
0,00 

Rasio Quick 
(Quick Ratio) 

Aset Lancar - 

Persediaan 
376.490.081.120,41 

                                      
8,18  Kewajiban Jangka 

Pendek 
46.031.066.708,51 

Rasio total 

hutang terhadap 
total aset 

Total hutang 46.031.066.708,51 
0,80 

Total aset 5.735.055.789.650,53 

Rasio Rumus 
Tahun 

2020 

Rasio Lancar 

Aset Lancar 444.398.092.176,42 

  Kewajiban Jangka 
Panjang 

0,00 

Rasio Quick 

(Quick Ratio) 

Aset Lancar - 

Persediaan 
444.398.092.176,42 

                                      

14,01  Kewajiban Jangka 

Pendek 
31.710.226.076,94 

Rasio total 
hutang terhadap 

total aset 

Total hutang 31.710.226.076,94 
0,52 

Total aset 6.047.267.120.679,74 

Rasio Rumus 
Tahun 
2021 

Rasio Lancar 

Aset Lancar 431.323.924.369,81 

  Kewajiban Jangka 

Panjang 
0,00 

Rasio Quick 
(Quick Ratio) 

Aset Lancar - 
Persediaan 

431.323.924.369,81 
                                      

15,62  Kewajiban Jangka 

Pendek 
27.621.860.723,45 

Rasio total 

hutang terhadap 
total aset 

Total hutang 27.621.860.723,45 
0,42 

Total aset 6.587.611.900.636,31 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio perhitungan dengan 

analisis rasio lancar pada tahun 2019-2021 sangat besar, hal ini 

karenakan Kabupaten Cilacap tidak memiliki kewajiban jangka 

panjang Kondisi tersebut menunjukkan rasio lancar Kabupaten 
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Cilacap termasuk kategori baik. Nilai rasio pada perhitungan Rasio 

Quick menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Cilacap 

dalam kondisi baik. Sementara itu, kondisi rasio total hutang 

terhadap total aset berdasarkan perhitungan termasuk sangat kecil. 

Dengan demikian, kondisi kapabilitas keuangan Pemerintah 

Kabupaten Cilacap cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-

kewajiban daerahnya. 

 

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio Leverage yaitu 

mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas 

dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio 

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. 

Rasio solvabilitas Kabupaten Cilacap tahun 2021 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 3.11.  

Rasio Solvabilitas Kabupaten Cilacap Tahun 2021 (an audited) 

Rasio Rumus 
Tahun 2019 

(%) 

Rasio Kewajiban 
terhadap Aset 

Kewajiban 46.031.066.708,51 
0,080 

Aset 5.735.055.789.650,53 

Rasio Kewajiban 

terhadap Ekuitas 

Kewajiban 46.031.066.708,51 
0,080 

Ekuitas 5.689.024.722.942,02 

Rasio Rumus 
Tahun 2020 

(%) 

Rasio Kewajiban 

terhadap Aset 

Kewajiban 31.710.226.076,94 
0,052 

Aset 6.047.267.120.679,74 

Rasio Kewajiban 
terhadap Ekuitas 

Kewajiban 31.710.226.076,94 
0,052 

Ekuitas 6.015.556.894.602,80 

Rasio Rumus 
Tahun 2021 

(%) 

Rasio Kewajiban 

terhadap Aset 

Kewajiban 27.621.860.723,45 
0,042 

Aset 6.587.611.900.636,31 

Rasio Kewajiban 
terhadap Ekuitas 

Kewajiban 27.621.860.723,45 
0,042 

Ekuitas 6.559.990.039.912,86 

 

Berdasarkan tabel di atas, rasio kewajiban terhadap aset di 

Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sangat rendah hanya 0,42%. 

Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban 

yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten 

Cilacap masih jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. 

Sementara itu pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga 
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rendah, yaitu sebesar 0,042%, yang menunjukkan bahwa nilai total 

utang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah 

Kabupaten Cilacap. 

 

3.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026 

Lesson Learnt Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu dan Arah 

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa yang Akan Datang 

Arah kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun 2017 – 2021 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap meningkatkan PAD sebagai 

sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan 

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi 

daerah tanpa menimbulkan high cost economy terhadap 

perkembangan arus investasi.  

b. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur 

dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari 

tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2021, tahun 2017 persentase belanja aparatur sebesar 

39,07% dari total belanja dan tahun 2021 sebesar 37,11% dari total 

belanja.  

c. Realisasi belanja dibadingkan dengan target 2017 – 2021 

menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada atahun 2017 – 

2021 bekisar 88,25% - 92,80%. 

 

Pada periode tahun 2023 – 2026 kebijakan pengelolaan keuangan  

adalah sebagai berikut:  

a. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah dengan melakukan berbagai upaya antara lain:  

1) Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah 

dan retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah melalui 

pajak dan retribusi daerah dalam penetapan targetny dapat 

dilakukan secara optimal.   

2) Melakukan pemutakhiran data setiap tahun dengan 

menggunakan teknologi informasi yang memadai dan 

terintegrasi.   
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3) Melakukan kebijakan reward and punishment kepada wajib 

pajak dan petugas dalam pengelolaan pajak daerah.    

4) Melakukan sosialisasi (penyuluhan) guna meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi 

daerah.  

5) Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, 

serta melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi 

langsung pada wajib pajak daerah potensial. 

6) Melaksanakan pemeriksaan Pajak daerah dalam rangka menguji 

kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. 

7) Melakukan perubahan regulasi terkait Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dengan mendasari Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang HKPD. 

8) Melakukan digitalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

9) Melakukan intensifikasi dalam penagihan piutang pajak, 

khususnya PBB-P2 dengan melibatkan Satpol dan Camat. 

10) Menambah jumlah pemasangan Tapping Box sebagai sarana 

pemantauan omset wajib pajak.  

b. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD dan mengevaluasi 

ketentuan terkait pembagian dividen pada Perda tentang BUMD, 

yang berdampak terhadap pendapatan dari bagi hasil laba BUMD 

ke dalam PAD.  

c. Pemanfaatan asset daerah untuk meningkatkan meningkatkan 

PAD.  

d. Upaya peningkatan kinerja untuk memperoleh peningkatan Dana 

Insentif Daerah (DID). Peningkatan kenerja yang dapat 

meningkatkan perolehan pendapatan melalui Dana Insentif 

Daerah adalah  dengan meningkatkan upaya penetapan APBD 

tepat waktu,  pengiriman LPPD tepat waktu, Opini BPK harus 

WTP, penggunaan e-procurement, penggunaan e-budgetting; 

Kategori Kinerja (Batas Nilai Minimal = 76 (B) yaitu kesehatan 

fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pengendalian 

inflasi daerah, pelayanan dasar bidang pendidikan (APM, peta 

mutu pendidikan); pelayanan dasar bidang kesehatan (Balita 

mendapatkan imunisasi lengkap, penanganan Balita Stunting, 

persalinan fasilitas kesehatan); pelayanan dasar bidang 
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infrastruktur (akses sanitasi layak, sumber air minum layak); 

Pelayanan dasar bidang perumahan dan permukiman (Persentase 

Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak 

huni);  pelayanan dasar bidang sosial (PPKS yang terlayani); 

pelayanan dasar ketentrraman dan ketertiban umum (penangnan 

korban penertiban oleh trantibum) kesejahteraan masyarakat 

(IPM); Penurunan angka pengangguran,  penurunan angka 

kemiksinan), pelayanan umum pemerintahan (inovasi pelayanan 

publik, inovasi pemerintahan daerah, penghargaan 

pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, 

SAKIP), peningkatan eskpor, peningkatan investasi dan 

pengelolaan sampah. 

e. Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara adil dan merata pada seluruh lapisan 

masayarakat dan seluruh wilayah. 

f. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan 

dan akuntabel dengan menerapkan basis akrual.  

g. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan 

sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah  pada pencapaian visi 

dan misi daerah.  

h. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraaan 

pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan 

secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah. 

i. Proporsi belanja modal ditingkatkan untuk memenuhi proporsi di 

atas 20% dari total belanja.  

i. Peningkatan efisiensi dan efektivitas  belanja  daerah agar 

program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dapat terwujud.  

 

Perbandingan kebijakan pengelolaan masa lalu dengan kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang terlihat 

pada matriks berikut: 
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Tabel 3.12.  

Perbandingan Kebijakan Pengelolaan Keuangan RPJMD 2017-2022 

 dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan RPD 2023-2026 

Unsur APBD 
Kebijakan RPJMD 2017-

2022 
Kebijakan RPD 2023-2026 

Kebijakan 

Pendapatan 

daerah 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Cilacap    

meningkatkan PAD sebagai 

sumber utama pendapatan 

daerah secara wajar dan 

dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Upaya peninngkatan PAD 

dilakukan dengan 

melakukan intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak dan 

retribusi daerah tanpa 

menimbulkan high cost 

economy terhadap 

perkembangan arus 

investasi. 

1. Melakukan intensifikasi 
pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi daerah dengan 
melakukan berbagai upaya 
antara lain:  

3. Melakukan perhitungan 
kembali terhadap potensi 

pajak daerah dan retribusi 
daerah sehingga 

Pendapatan Asli Daerah 
melalui pajak dan retribusi 

daerah dalam penetapan 
targetny dapat dilakukan 
secara optimal.   

4. Melakukan pemutakhiran 
data setiap tahun dengan 

menggunakan teknologi 
informasi yang memadai 

dan terintegrasi.   
5. Melakukan kebijakan 

reward and punishment 

kepada wajib pajak dan 
petugas dalam pengelolaan 

pajak daerah.    
6. Melakukan sosialisasi 

(penyuluhan) guna 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam 

pembayaran pajak dan 
retribusi daerah.  

7. Mempermudah mekanisme 
pembayaran pajak dan 

retribusi, serta melakukan 
upaya jemput bola dengan 
mendatangi langsung pada 

wajib pajak daerah 
potensial. 

8. Melaksanakan pemeriksaan 
Pajak daerah dalam rangka 

menguji kepatuhan wajib 
pajak dalam pembayaran 
pajak. 

9. Melakukan perubahan 
regulasi terkait Pajak 

Daerah dan Retribusi 
Daerah dengan mendasari 

Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang HKPD. 

10. Melakukan digitalisasi 

tata kelola pemungutan 
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Unsur APBD 
Kebijakan RPJMD 2017-

2022 
Kebijakan RPD 2023-2026 

Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 
11. Melakukan intensifikasi 

dalam penagihan piutang 
pajak, khususnya PBB-P2 

dengan melibatkan Satpol 
dan Camat. 

12. Menambah jumlah 

pemasangan Tapping Box 
sebagai sarana pemantauan 

omset wajib pajak.  
2. Mengoptimalkan kinerja 

bisnis BUMD yang 
berdampak terhadap  

kesehatan dan bagi hasil laba 
BUMD ke dalam PAD.  

3. Pemanfaatan asset daerah 

untuk meningkatkan 
meningkatkan PAD 

Peningkatan pendapatan 

daerah melalui peningkatan 

PAD dan upaya peningkatan 

dana transfer melalui upaya 

meraih Dana Insentif Daerah 

(DID) dengan meningkatkan 

upaya penetapan APBD tepat 

waktu,  pengiriman LPPD tepat 

waktu, Opini BPK harus WTP, 

penggunaan e-procurement, 

penggunaan e-budgetting; 

Kategori Kinerja (Batas Nilai 

Minimal = 76 (B) yaitu 

kesehatan fiskal dan kinerja 

pengelolaan keuangan daerah, 

pengendalian inflasi daerah, 

pelayanan dasar bidang 

pendidikan (APM, peta mutu 

pendidikan); pelayanan dasar 

bidang kesehatan (Balita 

mendapatkan imunisasi 

lengkap, penanganan Balita 

Stunting, persalinan fasilitas 

kesehatan); pelayanan dasar 

bidang infrastruktur (akses 

sanitasi layak, sumber air 

minum layak), kesejahteraan 

masyarakat (IPM, Penurunan 

angka pengangguran,  

penurunan angka kemiksinan), 
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Unsur APBD 
Kebijakan RPJMD 2017-

2022 
Kebijakan RPD 2023-2026 

pelayanan umum pemerintahan 

(inovasi pelayanan publik, 

inovasi pemerintahan daerah, 

penghargaan pembangunan 

daerah, penyelenggaraan 

pemerintah daerah, SAKIP),  

peningkatan eskpor, 

peningkatan investasi dan 

pengelolaan sampah 

Kebijakan 

Belanja daerah 

Persentase belanja untuk 

pemenuhan kebutuhan 

aparatur dibandingkan 

dengan total pengeluaran 

daerah relatif menurun dari 

tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2021, tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021, 

tahun 2017 persentase 

belanja aparatur sebesar 

51,60% dari total belanja 

dan tahun 2021 sebesar 

45,34% dari total belanja. 

Proporsi belanja modal 

ditingkatkan untuk memenuhi 

proporsi di atas 20% dari total 

belanja. 

Realisasi belanja 

dibadingkan dengan target 

2017 – 2021 menunjukkan 

bahwa realisasi belanja 

daerah pada atahun 2017 – 

2021 bekisar 88,25% - 

92,80%. 

 

Peningkatan efisiensi dan 

efektivitas  belanja  daerah agar 

program prioritas dan 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dapat terwujud. 

Belanja daerah dialokasikan 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

secara adil dan merata pada 

seluruh lapisan masayarakat 

dan seluruh wilayah. 

Pengelolaan keuangan daerah 

dilakukan secara tertib, 

transparan dan akuntabel 

dengan menerapkan basis 

akrual.  

Belanja pegawai dan tunjangan 

kinerja pegawai dianggarkan 

sesuai regulasi yang berlaku 

dan mengarah  pada 

pencapaian tujuan dan sasaran 

daerah.  

Belanja perangkat daerah 

dalam rangka 
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Unsur APBD 
Kebijakan RPJMD 2017-

2022 
Kebijakan RPD 2023-2026 

penyelenggaraaan pelayanan 

publik dan belanja 

pembangunan daerah  

dialokasikan secara 

proporsional sesuai 

kemampuan keuangan daerah. 

 

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung 

kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk 

mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta 

prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah 

daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah 

dan pengeluaran daerah lainnya. 

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan 

penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak 

ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan 

lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.  

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2021–

2026 di atas, maka proyeksi pendapatan  dan belanja daerah  Kabupaten 

Cilacap  tahun 2021–2026  disusun dengan berbasis pada asumsi: 

(1) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan 

memperhatikan kinerja realisasi PAD tahun 2017–2021 dan perilaku 

potensi masing-masing sumber PAD. 

(2) Dana tranfer menyesuaikan kebijakan pemerintah mendasarkan 

pada kebijakan keuangan RPJMN tahun 2020–2024. Dalam proyeksi 

pendapatan transfer tahun 2022-2026 diasumsikan dana transfer 

dari pemerintah pusat mengalami peningkatan akibat kebutuhan 

pemenuhan alokasi dasar (Gaji ASN) yang meningkat. Pendapatan  

Transfer dari dana DAK diasumsikan sesuai dengan rencana 

program/kegiatan/sub kegiatan DAK Tahun 2022-2026, yang 

dilakukan dengan menggunakan alokasi setiap sumber dana atas 

setiap  kegiatan/sub kegiatan yang berpotensi akan didanai  melalui 

sember pendanaan DAK.  

(3) Kondisi Pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak tahun 2020 

sampai dengan pertangahan tahun 2021 belum menunjukkan 

berakhir menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Oleh 

karena itu pertumbuhan ekonomi diasumsikan berkisar 1% – 4,5%. 



 

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026  Hal III-37 

(4) Asumi Inflasi Kabupaten  Cilacap   yang digunakan untuk proyeksi 

adalah 2% – 4%. 

(5) Proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan selama tahun 2021-2026 

sebesar 1% - 3% pertahun.  

(6) Pada tahun 2021 dan lima tahun ke depan kondisi keuangan negara 

semakin membaik sehingga transfer ke daerah berimbas meningkat 

didukung dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian 

nasional dengan semakin meningkatnya herd immunity dengan 

vaksin seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi yang 

dilakukan Pemerintah yang semakin baik.  

 

1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 

a. Pendapatan Daerah   

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan 

daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang 

direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan 

asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah.  

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 

2022 – 2026 didasarkan atas asumsi dari masing-masing 

komponen PAD. Asumsi tersebut termasuk telah 

memperhitungkan adanya pandemi Covid-19 yang berpotensi 

mempengaruhi resiko fiskal atas optimalisasi PAD.  

a) Proyeksi pajak daerah Tahun 2022-2026, didasarkan atas 

baseline tahun 2020 dan 2021, dengan memasukkan adanya 

variabel pandemi Covid-19, yang menekan penurun potensi 

pajak daerah. Tekanan tersebut tercermin dari penurunan PDB 

Tahun 2020 sebesar -1,89%. Variabel pandemi penting untuk 

dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh 

pertumbuhan PDB dengan potensi pajak yang dapat diraih. 

Penurunan sektor PDB akibat pandemi Covid-19, telah 

menyebabkan adanya koreksi pada kompoenen pajak daerah, 

antara lain : pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak 

hiburan, pajak penerangan jalan umum, PPB dan BPHTB. 
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Pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan social 

distancing dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM). Dengan rata-rata pertumbuhan Pajak 

Daerah dari tahun 2017 – 2021 sebesar 9,37%. Dengan terbitnya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 proyeksi Pertumbuhan 

Pajak Daerah pada tahun 2024 diasumsikan dapat tumbuh 

secara signifikan.  

b) Proyeksi  Retribusi daerah tahun 2022–2026, analog dengan 

tekanan pandemi Covid-19 pada pos pajak daerah, penurunan 

potensi juga terjadi pada pos retribusi daerah, khususnya yang 

bersumber dari retribusi jasa usaha. Penurunan terbesar 

bersumber dari koreksi atas asumsi penerimaan retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyesuaikan dengan daya 

tarik investasi yang tertekan akibat pandemi Covid-19 dan 

retribusi pelayanan pasar tradisional, menyesuaikan dengan 

kebijakan pembatasan social distancing dan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Beberapa pos 

retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 

11 tentang Cipta Kerja, antara lain penghapusan retribusi Ijin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan penyesuaian 

model atas Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika 

asumsi pandemi Covid-19 masih berlangsung dalam periode 

RPJMD tahun 2022-2026, maka penerimaan retribusi 

mengalami trend yang meningkat rata-rata 5% per tahun, 

khususnya atas retribusi jasa usaha yang bersumber dari 

retribusi IMB dan retribusi pelayanan pasar tradisional. Sebagai 

benchmarking realisasi restribusi daerah   tahun 2021 sebesar 

Rp   18.617.623.589,00. 

c) Proyeksi Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

yang bersumber dari Perusda yang ada di Kabupaten Cilacap  

didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi yang 

tinggi, maka hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun 

pada periode 2022 – 2026, dengan baseline pendapatan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perubahan 

RAPBD tahun 2021 yaitu sebesar Rp  56.112.553.448,00 
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d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku 

pertumbuhan selama tahun 2017–2021 dengan rata-rata 

pertumbuhan -1,07%. Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain 

PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK 

BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Sumber 

pendapatan BLUD rata-rata diproyeksikan tumbuh 5% per 

tahun. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari 

pendapatan RSUD Pemerintah Kabupaten Cilacap  dan 

Puskesmas, namun demikian pendapatan ini, selanjutnya 

digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD 

menuju pada kemandirian BLUD.   

 

2) Pendapatan Transfer  Pemerintah Pusat 

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan 

atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 

2020 dan tahun 2021 serta memperhitungkan kebijakan APBN 

Tahun 2023-2026 serta Undang-undang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Termasuk dalam proyeksi, dimasukkan variabel pandemi Covid-19 

yang berpotensi menimbulkan adanya resiko fiskal yang akan 

dihadapi pemerintah daerah, terkait dengan transfer ke daerah. 

Resiko pandemi Covid-19 telah dimasukkan dalam kebijakan 

APBN tahun berjalan, dan asumsi perekonomian nasional dan 

global yang berdampak terhadap Penerimaan Dalam Negeri Netto 

(PMDN). Kecermatan dan kehatihatian terhadap asumsi dan 

proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, 

mengingat share pedapatan transfer pusat, mencapai 65,40% 

terhadap total pendapatan daerah, yang diartikan daerah memiliki 

derajat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari 

pemerintah pusat. 

Secara umum sumber utama pendapatan transfer 

pemerintah pusat, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK)  baik fisik maupun non fisik dan Dana 

Insentif Daerah (DID). Dana  block grant melalui DAU sebagai 

instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola 
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proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan 

nasional. Potensi kenaikan DAU diasumsikan sebesar 15,88% pada 

tahun 2023. Kenaikan tersebut diakibatkan bertambahnya jumlah 

ASN rekruitmen penerimaaan mulai tahun 2022. Proyeksi DAU  

mendasarkan baseline DAU Tahun 2021 sebesar Rp. 

1.272.865.794.000,-. 

Pencermatan terhadap Dana Transfer, bersumber dari 

kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang 

masih terus berpotensi terjadi, baik terhadap Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Bagi Hasil serta DAK (Fisik dan Non Fisik). 

Pendapatan DAK telah dimasukkan dalam model, dengan asumsi 

baseline DAK Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sedangkan 

pendapatan transfer pemerintah pusat, yang berasal dari Dana 

Insentif Daerah (DID), dalam proyeksi Tahun 2023-2026 

diasumsikan meningkat, per tahun dengan baseline DID Tahun 

2021 sebesar Rp. 50.399.460.000,00. Termasuk dalam hal ini, 

kebijakan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai 

stimulan bagi daerah dengan peningkatan penyelenggaraan tata 

kelola pemerintahan yang baik, menyesuaikan dengan kebijakan 

penggunaaan DID tahun 2023-2026, termasuk dalam hal ini 

kriteria DID yang digunakan untuk penanganan Covid-19. 

 

3) Pendapatan Transfer  Antar Daerah 

Proyeksi pendapatan transfer antar daerah, didasarkan atas 

asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2020 

dan tahun 2021. Pendapatan tranfer antar daerah yang bersumber 

dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, 

sangat dipengaruhi dari asumsi dan potensi pendapatan DBH 

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota tahun 2023–2026. 

Sedangkan proyeksi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota 

akan disinkronkan dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah ke 

depan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah akan berdampak terhadap Pendapatan Bagi Hasil dari 

Provinsi menurun dikarenakan Kabupaten/Kota akan 

mendapatkan Opsen PKB.  
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4) Lain-lain pendapatan yang Sah. 

Terhadap rencana pendapatan Hibah pada tahun 2023 

sampai dengan 2025, diasumsikan sebagai penerimaan yang 

berasal dari reimburse atas pemasangan SR-MBR oleh PDAM Tirta 

Wijaya, yang besaran penerimaanya sama dengan jumlah 

penyertaan modal ke PDAM.  

  

b. Belanja Daerah   

1) Belanja Operasi  

Rasio belanja  operasi terhadap total belanja pada tahun 

2016–2020 sebesar rata-rata 65,13% per tahun. Proyeksi belanja 

operasi  tahun 2023–2026 yang didominasi rasio belanja pegawai 

rata-rata sebesar 40,30% per tahun dengan rata-rata 

pertumbuhan belanja pegawai sebesar 2% per tahun. Belanja 

pegawai dalam 4 (empat) tahun ke depan dialokasikan untuk 

pemenuhan gaji pegawai, dengan adanya tambahan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) yang signifikan mulai tahun 2022. Kemudian 

untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(P3K). Proyeksi belanja barang dan jasa dengan rata-rata proporsi 

sebesar 25,47% per tahun pada tahun 2023–2026 dengan rata-rata 

pertumbuhan 6% per tahun. Rencana penggunaan belanja barang 

dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub 

kegiatan Pemerintahan Kabupaten Cilacap guna pencapaian 

sasaran prioritas Daerah. Kebijakan belanja hibah antara lain 

untuk sarpras keagamaan, pendidikan, lembaga/organisasi 

masyarakat dan instansi pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten 

Cilacap menganggarkan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Kabupaten Cilacap 

pada tahun 2024  untuk pelaksanaan pemilihan umum serentak. 

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau 

barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya risiko sosial yang diarahkan untuk 

mendukung percepatan pengentasan kemiskinan antara lain 

bantuan pendidikan dan bantuan rehab rumah tidak layak huni.
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2) Belanja Modal  

Belanja modal tahun 2023 diproyeksikan dengan proporsi 

sebesar 13,5% dari total belanja dan pada tahun 2026 meningkat 

menjadi  sebesar 14,74%. Komponen terbesar pada belanja modal 

adalah pada belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dengan 

proporsi 55,62% dari total belanja modal. 

3) Belanja Tidak Terduga  

Kebijakan belanja tidak terduga dialokasikan untuk 

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya. Penggunaan anggaran belanja tidak 

terduga diprioritaskan untuk tanggap darurat bencana dan 

penanganan atau pemulihan pandemi covid-19 apabila masih 

berlanjut. 

4) Belanja Transfer  

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau 

dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Alokasi belanja 

transfer Kabupaten Cilacap terdiri dari belanja bagi hasil dan 

belanja bantuan keuangan di mana anggaran yang dialokasikan 

ditransfer ke pemerintah desa dalam bentuk Dana Desa, Alokasi 

Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan Keuangan 

kepada pemerintah desa yang bersifat khusus di Kabupatan 

Cilacap diberikan dengan maksud mengoptimalkan pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mendukung 

terwujudnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

yang partisipatif melalui semangat gotong royong masyarakat 

dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

Secara umum belanja daerah tahun 2023-2026 disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan 

anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan 

sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada 

tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, 

transparan, dan berkeadilan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 

2023–2026 diarahkan untuk: 
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1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring 

melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan 

urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;  

2.  Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang 

terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;  

3. Mengedepankan program-program yang menunjang 

pengentasan kemiskinan, peningkatan penyediaan lapangan 

kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan 

pertumbuhan ekonomi; 

4. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan 

diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana 

prasarana pendidikan, peningkatan kualitas, kompetensi guru 

dan kesejahteraan guru (kesejahteraan GTT-PTT dan pendidik 

keagamaan); fungsi kesehatan; dan infrastruktur sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

c. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023–2026 

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara 

selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan 

dan kapasitas keuangan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah 

satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi 

SiLPA 5 (lima) tahun sebelumnya. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, 

dalam lima tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Cilacap  

merencanakan adanya penyertaan modal kepada beberapa BUMD 

guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD 

serta pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) serentak maupun Pilpres dan Pileg. Menurunnya target 

SiLPA pada tahun 2025 dikarenakan adanya kenaikan pendapatan  

 

Pada tabel berikut dicantumkan hasil proyeksi Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Cilacap untuk 5 tahun ke depan berdasarkan 

persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja dari data 

APBD tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. 
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Tabel 3.13.  

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Cilacap  Tahun 2022–2026 

Kode Uraian 
Proyeksi 

2022*) 2023 2024 2025 2026 

  PENDAPATAN 3.343.842.621.060 3.681.689.636.608 3.723.344.421.327 3.887.144.650.319 3.917.946.592.536 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 742.049.547.060 752.146.224.438 815.917.010.020 1.096.761.816.842 1.144.817.285.027 

4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah 287.395.000.000 288.632.302.025 327.099.204.087 583.199.414.174 605.256.351.935 

4.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah 28.125.760.000 27.825.760.000 31.317.048.000 32.882.900.400 34.527.045.420 

4.1.03 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

57.574.680.000 57.822.000.000 60.741.287.400 64.082.058.207 67.606.571.408 

4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah 368.954.107.060 377.866.162.413 396.759.470.534 416.597.444.060 437.427.316.263 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.572.793.074.000 2.909.543.412.170 2.887.427.411.307 2.770.382.833.477 2.773.129.307.509 

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.327.870.198.000 2.661.195.844.515 2.635.547.274.210 2.634.180.327.477 2.636.926.801.509 

4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.005.848.687.000 2.337.535.088.000 2.310.039.088.000 2.306.590.088.000 2.306.990.088.000 

4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil (DBH) 56.815.720.000 187.806.121.000 160.310.121.000 156.861.121.000 157.261.121.000 

4.2.01.01.02 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.274.344.606.000 1.475.040.606.000 1.475.040.606.000 1.475.040.606.000 1.475.040.606.000 

4.2.01.01.03 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 130.967.730.000 130.967.730.000 130.967.730.000 130.967.730.000 130.967.730.000 

4.2.01.01.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 543.720.631.000 543.720.631.000 543.720.631.000 543.720.631.000 543.720.631.000 

4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 12.907.445.000 14.546.690.515 16.394.120.210 18.476.173.477 20.822.647.509 

4.2.01.05 Dana Desa 309.114.066.000 309.114.066.000 309.114.066.000 309.114.066.000 309.114.066.000 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 244.922.876.000 248.347.567.655 251.880.137.097 136.202.506.000 136.202.506.000 

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 231.440.876.000 234.865.567.655 238.398.137.097 122.720.506.000 122.720.506.000 

4.2.02.02 Bantuan Keuangan 13.482.000.000 13.482.000.000 13.482.000.000 13.482.000.000 13.482.000.000 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 29.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 0 

4.3.01 Pendapatan Hibah 29.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 0 

      
    

  BELANJA 3.517.169.435.633 3.862.526.672.606 3.974.646.864.345 4.012.756.749.068 4.109.088.725.717 

5.1 BELANJA OPERASI 2.408.845.127.358 2.752.234.895.193 2.840.034.794.931 2.812.970.171.693 2.854.744.781.984 

5.1.01 Belanja Pegawai 1.372.122.507.717 1.713.544.806.414 1.715.660.460.231 1.717.881.896.738 1.720.214.405.071 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 956.837.731.271 958.805.200.409 991.701.613.711 1.014.631.049.035 1.051.081.089.127 

5.1.05 Belanja Hibah 78.464.888.370 78.464.888.370 131.181.720.989 78.891.675.920 81.805.460.286 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.420.000.000 1.420.000.000 1.491.000.000 1.565.550.000 1.643.827.500 

5.2 BELANJA MODAL 519.533.745.975 521.501.215.113 541.416.078.999 580.839.887.439 605.734.019.300 

5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.200.000.000 5.200.000.000 5.460.000.000 5.733.000.000 6.019.650.000 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.881.854.662 116.849.323.800 121.776.331.271 120.480.609.792 126.175.903.551 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.732.393.453 120.732.393.453 124.502.077.175 123.317.525.766 127.392.078.475 
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Kode Uraian 
Proyeksi 

2022*) 2023 2024 2025 2026 

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 269.547.647.560 269.547.647.560 280.483.600.638 322.091.351.370 336.904.489.638 

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.171.850.300 9.171.850.300 9.194.069.915 9.217.400.511 9.241.897.636 

5.3 BELANJA TAK TERDUGA 50.000.000.000 50.000.000.000 27.500.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 

5.3.01 Belanja Tak Terduga 50.000.000.000 50.000.000.000 27.500.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 

5.4 BELANJA TRANSFER 538.790.562.300 538.790.562.300 565.695.990.415 593.946.689.936 623.609.924.433 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 24.408.140.000 24.408.140.000 25.628.547.000 26.909.974.350 28.255.473.068 

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 514.382.422.300 514.382.422.300 540.067.443.415 567.036.715.586 595.354.451.365 

  SURPLUS / (DEFISIT) -173.326.814.573 -180.837.035.998 -251.302.443.018 -125.612.098.749 -191.142.133.181 

      
    

  PEMBIAYAAN   
    

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 192.826.814.573 225.337.035.998 270.802.443.018 145.112.098.749 210.642.133.181 

6.1.01 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

192.826.814.573 225.337.035.998 245.802.443.018 145.112.098.749 210.642.133.181 

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 0  0  25.000.000.000 0 0 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 19.500.000.000 44.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 

6.1.01 Pembentukan dana cadangan 0 25.000.000.000 0 0 0 

6.1.02 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 19.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 

  PEMBIAYAAN NETTO 173.326.814.573 180.837.035.998 251.302.443.018 125.612.098.749 191.142.133.181 

6.2 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah 

Tahun Berkenaan 
0 

0 0 0 0 

Keterangan: *) APBD  tahun 2022  
Sumber : Data Pendapatan Hasil Proyeksi BPPKAD Kab. Cilacap   
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2. Perhitungan Kerangka Pendanaan 

a. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat 

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi 

tahun 2022 sampai dengan 2026 menggunakan data rata-rata 

pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2016-2020. Direncanakan 

nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan 

mengikat serta prioritas utama dari tahun 2022 sampai dengan 

tahun 2026 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui 

Tabel berikut ini:  
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Tabel 3.14.  

Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat  Serta Kapasitas Riil Keuangan Daerah  
Kabupaten Cilacap   Tahun 2022 – 2026 (Rp) 

No. Uraian 2022 2023 2024 2025 2026 

 Pendapatan Daerah 3.343.842.621.060 3.681.689.636.608 3.723.344.421.327 3.887.144.650.319 3.917.946.592.536 

A. BELANJA OPERASI 1.237.543.867.392 1.459.936.822.231 1.459.936.822.231 1.459.936.822.231 1.459.936.822.231 

 Belanja Gaji dan 

Tunjangan 
1.237.543.867.392 1.459.936.822.231 1.459.936.822.231 1.459.936.822.231 1.459.936.822.231 

B. Belanja Modal 324.750.128.016 331.245.130.576 337.870.033.188 344.627.433.852 351.519.982.529 

 
Belanja Jalan, irigasi, 
jaringan (dan Prioritas 

Bupati lainnya) 

324.750.128.016 331.245.130.576 337.870.033.188 344.627.433.852 351.519.982.529 

 Pengeluran Wajib 

Mengikat 
1.562.293.995.408 1.791.181.952.807 1.797.806.855.419 1.804.564.256.083 1.811.456.804.760 

 Kemampuan 

Keuangan Daerah 
1.562.293.995.408 1.791.181.952.807 1.797.806.855.419 1.804.564.256.083 1.811.456.804.760 

Ket= *) APBD tahun 2022 
Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2020 dan APBDP 2022 (BPPKAD Kab. Cilacap)
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b. Kebijakan Alokasi Anggaran 

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian 

kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia 

untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam 

rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan 

anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas 

(money follow program) dan kebutuhan.  

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan 

keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok 

Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok 

Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran 

setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.  

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 

sebagai berikut:  

1) Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib 

dan mengikat; 

2) Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan 

visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan 

pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung 

pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Kepala 

Daerah dan wakil Kepala Daerah juga termasuk hal tersebut.  

3) Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja 

penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.  
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BAB IV 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

 

 

4.1. Permasalahan Pembangunan 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “Gap 

Expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan 

yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada 

umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara 

optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak 

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.  

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan 

Kabupaten Cilacap selama 5 (lima) tahun terakhir, permasalahan-

permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Cilacap 

diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 

4.1.1.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan  Pelayanan 

Dasar  

1. Pendidikan 

a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk, pada tahun 

2021 rata-rata lama sekolah mencapai 7,09 tahun; 

b. Capaian SPM Bidang pendidikan  belum optiomal, APS PAUD baru 

sebesar 46,19%; APS SD/MI sebesar 87,37%, APS SMP sebesar 

74,44% dan APS Pendidikan Kesetaran sebesar 1,08%.  

c. APK PAUD 3 – 6 Tahun masih cukup rendah bila dibandingkan 

dengan target SPM yang harus mencapai 100% . Capaian APK PAUD 

3 – 6 Tahun pada tahun 2021 sebesar 40,69%; 

d. APM SD/MI belum mencapai 100% sebagaimana diamanatkan 

dalam SPM. Capaian APM SD/MI sebesar 87,37%; 

e. APM SMP/MTs belum mencapai 100% sebagaimana diamanatkan 

dalam SPM. Pada tahun 2021, APM SMP sebesar 73,44%, masih 

cukup tinggi kesenjangan terhadap target SPM yaitu 100%. 

f. Masih belum optimalnya pengelolaan sekolah hal ini dapat dilihat 

dari masih kurangnya kualifikasi guru mengajar disemua jenjang 

dan masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan; 
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g. Masih ditemukannya anak usia sekolah yang tidak sekolah; 

h. Kondisi PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki sarana dan 

prasarana sesuai standar masih rendah. Pada tahun 2021 PAUD 

yang memiliki Sarpras sesuai standar sebesar 67,08%, SD yang 

memiliki sarpras sesuai standar sebesar 28,81% dan SMP yang 

memiliki Sarpras sesuai standar sebesar 45,88%; 

i. Belum semua lulusan SD melanjutkan sekolah ke SMP di Cilacap. 

Pada tahun 2021 siswa yang melanjutkan ke SMP sebesar 94,61%; 

j. Belum semua guru pada jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP 

memenuhi kualifikasi S1/D IV. Pada tahun 2021 sebesar 83,15%; 

2. Kesehatan 

a. Belum optimalnya pelaksanaan SPM terutama skrining kesehatan 

usia produktif, TBC dan hipertensi. Persentase orang usia 15-59 

tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar baru 

mencapai 28,82%, Persentase  penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar baru mencapai 

59,39%, Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan 

TBC sesuai standar baru mencapai 27,14%; 

b. Belum terpenuhinya fasilitas kesehatan sesuai dengan jumlah 

penduduk. Hal ini dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 

jumlah penduduk belum mencapai 1 per 1.000 penduduk, masih 

ditemukan Puskesmas yang melayani lebih dari 30.000 penduduk; 

c. Belum terpenuhinya pelaksanaan Universal Health Coverage. Pada 

tahun 2021 baru mencapai 76,3% 

d. Belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat. Walaupun 

capaian desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sampai dengan 

tahun 2021 sebesar 100% namun di dalamnya belum ada desa yang 

menjadi Desa  STBM 5 pilar; 

e. Masih rendahnya kualitas keluarga sehat hal ini dapat dilihat dari 

Indeks Keluarga Sehat yang masih dibawah 0,5. 

f. Capaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2018 hingga tahun 2020 

menunjukan tren yang terus menurun baik jumlah angka absolut 

maupun persentasenya. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, 

AKI pada tahun 2021 meningkat tajam hingga mencapai 163,44 per 

100.000 kelahiran Hidup melebihi target 63,2 per 100.000 Kelahiran 

Hidup. Adapun hal-hal yang menjadi penghambat adalah sebagai 

berikut : 
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• Masih ada beberapa wilayah yang jauh dari fasilitas pelayanan 

kesehatan sehingga tidak semua ibu hamil mau melahirkan di 

Puskesmas dan masih ada beberapa persalinan yang tidak 

ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih,  

• Belum semua Puskesmas memberikan pelayanan persalinan 24 

jam dan belum semua Puskesmas mampu memberikan 

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), serta 

belum semua Rumah Sakit mampu memberikan Pelayanan 

Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 

• Adanya penambahan jumlah kasus kematian ibu bersalin yang 

sangat bermakna oleh karena Covid-19 sebanyak 30 kasus. 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

a. Masih terdapat jalan dalam kondisi tidak baik (rusak berat, sedang 

dan ringan) tersisa sebesar 32,76 %% pada tahun 2021, hal ini 

dikarenakan beban jalan yang cukup berat dan faktor kondisi tanah 

yang labil terutama pada lokasi rawan bencana seperti banjir, 

longsor di wilayah dataran tinggi, dan belum semua jalan kabupaten 

dilengkapi dengan drainase sesuai standar ketentuan.   

b. Penyelenggaraan jasa konstruksi belum optimal karena belum 

terdapat tugas dan fungsi yang jelas pada perangkat daerah, hal ini 

dapat dilihat dari capaian Rasio tenaga operator/teknisi/analisis 

yang memiliki sertifikat kompetensi akumulasi capaian sampai 

denga tahun 2021 sebesar 13,97 %;  

c. Penyelenggaraan Drainase Lingkungan Permukiman dilihat dari 

indikator capaian persentase penduduk yang terlayani sistem 

jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih 

dari 30 cm selama 2 jam tercatat sebesar 87,6 % ditahun 2021;  

d. Belum optimalnya pencapaian SPM tahun 2021, akses air minum  

layak dan aman sebesar 87,74 %, Akses sanitasi layak sebesar 

89,84%; 

e. Belum semua irigasi kabupaten dalam kondisi baik, tahun 2021 

irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 88,36%. 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  

a. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni, tahun 2021 

sebesar 18,72% rumah tidak layak huni belum tertangani; 

b. Kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Nomor 

663/514/25/Tahun 2014 telah tuntas tertangani, berdasarkan 
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identifikasi lokasi muncul area Kawasan kumuh baru yang 

ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor : 663/782/19/Tahun 

2020 dan memerlukan koordinasi dan fasilitasi penanganan 

pengengentasannya yang merupakan kewenangan Pusat dan 

Provinsi Jawa Tengah; 

c. Belum optimalnya pemenuhan PJU di lingkungan permukiman. 

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  

a. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah, tahun 2021 baru 

mencapai sebesar 30,82%; 

b. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tahun 2021 

baru mencapai sebesar 95,3%; 

c. Belum optimalnya penanganan bencana (sarana prasarana masih 

kurang (dapur umum hanya mampu 500 porsi), kemampuan SDM 

yang belum mengoperasionalkan penanganan bencana; 

d. Terbatasnya jumlah relawan bencana yang terlatih dalam 

membantu penanganan bencana baru mencapai 650 anggota; 

e. Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, 

tahun 2021 sebesar 2,82%; 

f. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan 

tangguh bencana tahun 2021 baru sebesar 13,02% atau 37 desa. 

6. Sosial 

a. Belum optimalnya persentase pemenuhan standar sarana dan 

prasarana Taman Makam Pahlawan, tahun 2021 sebesar 50%; 

b. Belum optimalnya Indeks Pencapaian SPM Urusan Sosial yang pada 

tahun 2021 baru tercapai 82,05%; 

c. Belum optimalnya capaian PPKS yang direhabilitasi dan rendahnya 

peran serta masyarakat hanya sebesar 2,83%  sampai dengan tahun 

2021, hal ini tergolong sangat rendah; 

d. Belum optimalnya pendataan kemiskinan dan pendataan PPKS;   

e. Belum optimalnya kinerja TKSK, PSKS dalam membantu 

penanganan PMKS. 
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4.1.2.Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan 

Pelayanan Dasar  

1. Tenaga kerja 

a. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) lebih 

tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah. Tahun 2021 

sebesar 9,97%; 

b. Kesenjangan antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang 

tersedia, tahun 2021 Pencari kerja yang ditempatkan sebesar 

45,96%; 

c. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja; 

d. Terbatasnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang 

layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar 

peserta BPJS Ketenagakerjaan), tahun 2021 sebesar  31,79%. 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

a. Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan hal ini dapat 

dilihat dari masih munculnya kasus kekerasan anak dan 

perempuan; 

b. Belum optimalnya anggaran responsif gender hal ini dapat dilihat 

dari persentase ARG dalam APBD baru mencapai 4,69%; 

c. Belum optimalnya pemenuhan hak anak hal ini dapat dilihat dari 

masih ditemukannya kekerasan pada anak dan masih ditemukan 

anak yang seharusnya sekolah tidak sekolah, anak belum memiliki 

akte kelahiran;  

d. Belum optimalnya penanganan anak berkebutuhan khusus; 

e. Belum tersedianya data gender yang akurat, hal ini dapat dilihat 

dari ketersediaan data gender di OPD belum tersedia di semua 

OPD. 

3. Pangan 

a. Masih adanya daerah yang berpotensi rawan pangan, karena pada 

tahun 2021 baru sebesar 94% desa rawan pangan yang ditangani; 

b. Belum optimalnya dan meratanya cadangan pangan masyarakat, 

walaupun ketersediaan pangan tahun 2021 sebesar 170,3%; 

c. Belum optimalnya tingkat  konsumsi pola pangan bergizi seimbang 

dan aman (B2SA)  secara luas dalam masyarakat, hal ini dilihat 

dari Skor PPH Tahun 2021 sebesar 85; 
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d. Belum optimalnya pengelolaan Pangan Segar Asal Tumbuhan 

(PSAT), tahun 2021 sebesar 69%. 

4. Pertanahan 

a. Belum optimalnya capaian persentase pengadaan tanah 

bersertifikat, sampai dengan tahun 2021 ini rata-rata pencapaian 

pertahunnya sebesar 66,7% dari target akhir yang ditetapkan 

sebesar 100%;  

b. Belum optimalnya penyediaan  data dasar dan terbatasnya 

kewenangan urusan pertanahan di Kabupaten Cilacap. 

5. Lingkungan Hidup 

a. Tingginya gas emisi rumah kaca yang dihasilkan dari 

pembangunan, tahun 2021 sebesar 37.735 GgCO2e; 

b. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup baru sebesar 71,93;  

c. Belum terpenuhinya penyediaan ruang terbuka hijau (18,18% pada 

tahun 2021); 

d. Belum optimalnya pengurangan sampah, capaian tahun 2021 

sebesar 13,04 %; 

e. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan 

hidup, utamanya adalah peralatan laboratorium;  

f. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana 

persampahan, terutama alat berat, kendaraan pengangkut sampah 

dan TPS. 

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

a. Masih rendahnya persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak 

dimana pada tahun 2021 baru mencapai 29,44%; 

b. Masih adanya penduduk belum memiliki KTP elektronik. 

Kepemilikan KTP elektronik pada tahun 2021 sebesar 99,40%; 

c. Belum optimalnya kepemilikan akta kelahiran anak (kelompok usia 

0-18 tahun)  sebesar 88,24% pada tahun 2021; 

d. Rendahnya cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa 

kematian yang dilaporkan, tahun 2021 sebesar 33,99%. 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a. Belum optimalnya persentase desa yang melengkapi Sistem 

Informasi Desa, tahun 2021 baru mencapai sebesar 36.06% dari 269 

desa; 
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b. Persentase PKK yang aktif (2021) sudah mencapai 100% 

dikarenakan memang seluruh jumlah Lembaga PKK di Kabupaten 

Cilacap aktif; 

c. Masih rendahnya capaian persentase Posyandu  Terintegrasi  tahun 

2021 sebesar 28,47%; 

d. Masih rendahnya persentase BUMDes yang berkembang tahun 

2021 baru sebesar 10% dari potensi desa yang ada; 

e. Belum optimlanya pengembangan Posyantek Desa tahun 2021 

masih tetap sebesar 18,22% yang perlu ditingkatkan agar 

pengenalan TTG dan cara berproduksi yang efisien semakin 

berkembang di pedesaan; 

f. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan desa mandiri, 

capaian tahun 2021 sebesar 5,75% dari 174 desa berkembang di 

Kabupaten Cilacap; 

g. Belum optimalnya pengelolaan kawasan pedesaan agar dapat 

berkembang melalui kerjasama antar desa dan kawasan perdesaan 

di Kabupaten Cilacap; 

h. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan penataan desa 

sesuai peraturan perundangan (seperti kelembagaan desa, penataan 

struktur organisasi desa) partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

a. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) masih cukup tinggi  (tahun 

2021)   masih lebih besar dari  1%; 

b. Masih tingginya unmet need dalam pelayanan KB  tahun 2021 

sebesar 15,56%; 

c. Belum optimalnya partisipasi KB,  terutama partisipasi peserta KB 

baru menjadi KB Aktif;  drop out KB baru masih cukup tinggi;  

Contrasepsi Prevalensi Rate  (CPR)  penggunaan alat kontrasepsi 

modern  (2021)    mencapai sebesar 70,28%. 

9. Perhubungan 

a. Belum optimalnya kualitas layanan perhubungan jalan, tahun 2021 

rasio perlengkapan jalan yang tersedia baru sebesar 47%; 

b. Belum optimalnya penyediaan prasarana transportasi, tahun 2021 

baru sebesar 47%; 
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c. Menurunnya jumlah angkutan umum yang tersedia, selama 2 tahun 

terakhir dikarenakan adanya pandemi covid dan trend jasa 

transportasi online; 

d. Belum tersedianya regulasi terkait kewajiban angkutan umum 

untuk melakukan ijin secara berkala. 

10. Komunikasi dan Informatika 

a. Masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum 

terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas 

Kominfo; 

b. Belum optimalnya pemanfaatan layanan data oleh OPD; 

c. Belum optimalnya aplikasi dalam perwujudan SPBE karena sifatnya 

masih spasial. 

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

a. Menurunnya pertumbuhan Usaha Mikro tahun 2021 mencapai 

2,94%; 

b. Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi, tahun 2021 

koperasi kualitas sebesar 36,04%; 

c. Belum optimalnya pengawasan koperasi, tahun 2021 baru 

mencapai 10,55%; 

d. Terbatasnya Usaha mikro yang difasilitasi legalitas usaha, tahun 

2021 sebesar 8,81%. 

12. Penanaman Modal 

a. Belum optimalnya realisasi investasi di Kabupaten Cilacap dimana 

pada tahun 2020 turun sebesar 44,7% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya; 

b. Belum semua investor/pelaku usaha menyampaikan laporan 

kegiatan penanaman modal (LKPM) sesuai ketentuan. 

13. Kepemudaan dan Olahraga 

a. Belum optimalnya pembinaan pemuda disebabkan luasnya 

jangkauan dan jumlah sasaran yang cukup besar (sebesar 23,46%)  

penduduk; 

b. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam  pengembangan usaha 

ekonomi dan organisasi kepemudaaan; 

c. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga  bagi pembibitan dan 

pembinaan atlet,  tahun 2021 sebesar 76% sarana olahraga dalam 

kondisi baik; 
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d. Belum optimalnya pencapaian prestasi pemuda dan olahraga (tahun 

2021)  salah satunya disebabkan pandemi Covid 19 dan PPKM 

sehingga event dan kejuaraan olahraga berkurang drastis; 

e. Belum optimalnya pembinaan kepramukaan di Kabupaten Cilacap.   

14. Statistik 

a. Masih belum optimalnya sistem, data dan statistik sektoral yang 

terintegrasi tahun 2020 baru sebesar 66,67%; 

b. Belum dimilikinya data statistik sektoral (buku data dasar 

kecamatan dan PDRB); 

c. Belum dimilikinya meta data perencanaan; 

d. Belum semua OPD memanfaatkan data statistik. 

15. Persandian 

a. Belum optimalnya tingkat keamanan informasi persandian dalam 

penyelenggaran pemerintahan; 

b. Belum adanya kesesuaian antara beban kerja dan SDM persandian 

yang tersedia.  

16. Kebudayaan 

a. Masih rendahnya persentase objek pemajuan kebudayaan yang 

dikembangkan pada tahun 2021 baru sebesar 25%; 

b. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya yang terintegrasi, 

tahun 2021 cagar budaya yang terintegrasi sebesar 17,10%; 

c. Adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan kesenian dan 

kebudayaan ditiadakan. 

17. Perpustakaan 

a. Belum optimalnya literasi masyarakat; 

b. Belum optimalnya kualitas perpustakaan. 

18. Kearsipan  

a. Belum optimalnya pengelolaan arsip; 

b. Belum optimalnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan 

pertanggung setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 

untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan 

kesejahteraan rakyat, hingga tahun 2021 baru 66,67%; 

c. Belum optimalnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas 

kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, 

sampai tahun 2021 baru 69,5%; 

d. Belum optimalnya perlindungan arsip dan arsip yang diselamatkan, 

sampai tahun 2021 data masih 0%. 
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4.1.3.Urusan Pemerintahan Pilihan  

1. Kelautan dan Perikanan 

a. Belum optimalnya produksi perikanan tahun 2021 sebesar 

40.098,17 ton lebih kecil dari produksi tahun 2020 sebesar 

40,456,71 ton; 

b. Tingkat  konsumsi ikan rata-rata masih rendah tahun 2021 sebesar 

26,00 Kg/ per kapita per tahun lebih rendah dari rata-rata Jawa 

Tengah (2020) sebesar 33 kg/ per kapita/ tahun. Hal ini disebabkan  

pemahaman tentang  nilai gizi ikan, pangan beragam  dan daya beli 

masyarakat. 

2. Pariwisata 

a. Melambatnya pertumbuhan kunjungan  wisatawan  (tahun 2021)  

menjadi sebesar 10 %  karena  pandemi Covid-19 dan PPKM; 

b. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru, tahun 

2021 hanya 1 objek wisata dan  sebanyak 17 desa wisata 

dikembangkan; 

c. Belum semua SDM pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikat dan  

memenuhi standar kompetensi  (sebesar 0,15%) tahun 2021; 

d. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 

(RIPP) Kabupaten Cilacap sebagai panduan pembangunan 

kepariwisataan dan ekonomi kreatif; 

e. Belum optimalnya promosi dan pengembangan daya tarik wisata 

dan  ragam obyek wisata.  

3. Pertanian 

a. Belum optimalnya peningkatan produksi pertanian, tahun 2021 

Produksi Tanaman Pangan sebesar 1.001.195 ton; 

b. Belum optimalnya penggunaan bibit dan benih bersertifikat; 

c. Belum optimalnya penanganan angka kesakitan ternak, tahun 2021 

sebesar 11,675%; 

d. Belum optimalnya penanganan bencana pertanian; 

e. Belum optimalnya produksi komoditas perkebunan, tahun 2021 

sebesar 61.871,25 ton. 

4. Perdagangan 

a. Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana Distribusi 

Perdagangan, kondisi ini dapat dilihat dari persentase sarana 

distribusi perdagangan yang direhabilitasi pada tahun 2021 baru 

mencapai 33,33%; 
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b. Belum optimalnya pasar yang memiliki pengelolaan manajemen 

terpadu (PPJP, kepala pasar memiliki kegiatan); 

c. Masih terbatasnya pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor, 

tahun 2021 baru sebesar 2,4% dikarenakan kurangnya promosi 

pelaku usaha potensi ekspor; 

d. Masih terbatasnya kelompok pedagang informal yang dibina, tahun 

2021 sebesar 0,1%; 

e. Belum optimalnya standardisasi dan perlindungan konsumen, yang 

ditunjukkan dengan UTTP yang ditera masih belum semuanya, 

tercatat pada tahun 2021 UTTP yang ditera sebesar 59 %. 

5. Perindustrian 

a. Rendahnya status IKM yang berijin, antara lain IKM memiliki Izin 

usaha industri kecil melalui P-IRT baru mencapai 16,47% di tahun 

2021; 

b. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil; 

c. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri 

Kabupaten (RIPIKA). 

 

4.1.4.Urusan Penunjang Pemerintah 

1. Perencanaan 

a. Belum optimalnya pencapaian target dalam perencanaan 

pembangunan daerah; 

b. Belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam 

perencanaan dan penganggaran. 

2. Keuangan 

a. Belum optimalnya rasio PAD terhadap total pendapatan. Data yang 

ada menunjukkan walaupun sudah melampaui target sebesar 

105% pada tahun 2020, namun lebih dapat dioptimalkan lagi; 

b. Masih tingginya deviasi realisasi belanja terhadap belanja dalam 

APBD. Data yang ada menunjukkan deviasi masih cukup tinggi 

yaitu sebesar 0,3 atau 75,83% dari target; 

c. Belum optimalnya indeks pengelolaan keuangan daerah pada 5 

dimensi; 

d. Belum optimalnya pengelolaan aset (tanah pemda yang belum 

tersertifikasi). 
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3. Pengawasan 

a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparat 

pengawasan; 

b. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terutama dalam 

mendorong  penyelenggaraan Manajemen Resiko dan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada perangkat 

daerah; 

c. Belum Optimalnya pelaksanaan pengawasan dalam rangka 

menciptakan budaya anti korupsi pada Perangkat Daerah dan 

Pemerintah Desa; 

d. Belum seimbangnya rasio antara jumlah Sumber Daya Manusia 

dengan jumlah Objek Pengawasan; 

e. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan 

asistensi, pendampingan dan fasilitasi. 

4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

a. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan ASN; 

b. Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi 

dan pelaksanaan sistem merit; 

c. Rendahnya Indeks Profesionalitas (IP) ASN; 

d. Belum optimalnya kesesuaian kompetensi ASN dengan 

persyaratan atau standar jabatan. 

5. Penelitian dan Pengembangan  

a. Belum optimalnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam 

pembangunan (pada tahun 2021 baru mencapai 52,61 dengan 

kategori inovatif); 

b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan 

pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah (pada 

tahun 2021 baru mencapai 4,02%); 

c. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan yang 

ditindaklanjuti (pada tahun 2021 baru mencapai 41,16%); 

d. Belum optimalnya riset daerah yang ditindaklajuti (pada tahun 

2021 baru mencapai 11,59%); 

e. Belum optimalnya inovasi daerah yang ditindaklanjuti (pada tahun 

2021 baru mencapai 64,74%). 

6. Sekretariat Daerah 

a. Belum optimalnya koordinasi peningkatan kinerja perangkat 

daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026                                                                                   Hal IV-13 

b. Belum optimalnya koordinasi peningkatan kinerja perangkat 

daerah bidang perekonomian dan pembangunan; 

c. Belum optimalnya kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.  

7. Sekretariat DPRD 

Belum optimalnya pelayanan kepada anggota DPRD  dan penyediaan 

tenaga ahli pendamping dewan. 

8. Kesbangpol  

a. Belum optimalnya Pendidikan dan partisipasi politik di 

masyarakat, tahun 2021 sebesar 65%; 

b. Belum optimalnya  pembinaan wawasan kebangsaan bagi 

organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan lembaga 

swadaya masyarakat dalam masyarakat, data tahun 2021  

sebanyak  1378 orang peserta; 

c. Belum optimalnya  koordinasi, pembinaan dan deteksi dini 

radikalisme dalam masyarakat (hanya terselenggara satu  kegiatan 

per tahun); 

d. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan 

Napza. 

9. Kewilayahan 

a. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan di kecamatan; 

b. Belum optimalnya pelayanan publik di tingkat kecamatan; 

c. Nilai kepuasan pelayanan masyarakat yang masih belum merata di 

setiap Kecamatan; 

d. Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan dana desa; 

e. Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan; 

f. Masih kurangnya kualitas SDM; 

g. Masih terjadi konflik kepemilikan tanah terutama HGU dan 

pangdam; 

h. Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

belum menuju Pencapaian Indeks Desa Membangun; 

i. Belum optimalnya sosialisasi aplikasi SICEMPLON dalam 

pelayanan adminduk. 

 

4.2. Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pelaksanaan 

Pembangunan yang akan Datang  

1. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
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a. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik 

karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang 

bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada 

peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP 

Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia 

berupa permasalahan homogenitas komoditas yang 

diperjualbelikan. Dalam hal ini resiko  akan muncul dengan 

banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah 

banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam 

bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih 

berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit 

neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri. 

b. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang 

mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat 

menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan 

teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber 

daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah 

kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat 

memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki 

tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat 

menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap 

ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang 

masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber 

daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak 

tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan 

perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, 

sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup 

kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber 

daya alam yang terkandung. 

c. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat 

besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia 

lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang 

beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri 

dalam rangka mencari pekerjaan menjadi  lebih mudah bahkan 

bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi 

kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari 

pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal 
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ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. 

Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih 

kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, 

Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi 

Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat 

keempat di ASEAN.  

d. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang 

untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri 

sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, 

Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko 

yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh 

karena itu, para risk professional diharapkan dapat lebih peka 

terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi 

risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi 

yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha 

diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan sosial (hukum dan 

kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan 

kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di 

Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di 

negara sendiri di tahun mendatang. 

2. Pelaksanaan SDGs sebagai tindak lanjut MDGs 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen 

dalam melaksanakan SDGs. Hal ini memberikan dampak bahwa 

seluruh kabupaten kota juga akan melaksanakan 17 goals yang 

terdapat didalam dokumen SDGs. Berikut ini 17 goals dalam SDGs : 

a. Tanpa Kemiskinan yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk 

apapun di seluruh penjuru dunia.  

b. Tanpa Kelaparan yaitu tidak ada lagi kelaparan, mencapai 

ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya 

pertanian yang berkelanjutan. 

c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan yaitu menjamin 

kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup 

untuk seluruh masyarakat di segala umur. 

d. Pendidikan Berkualitas yaitu menjamin pemerataan pendidikan 

yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk 

semua orang. 
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e. Kesetaraan Gender yaitu mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan kaum ibu dan perempuan. 

f. Air Bersih dan Sanitasi menjamin ketersediaan air bersih dan 

sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. 

g. Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses terhadap 

sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan 

modern untuk semua orang. (Barberita, 2015) 

h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak yaitu 

mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, 

lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk 

semua orang. 

i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur yaitu membangun 

infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri 

yang berkelanjutan serta mendorong inovasi. 

j. Mengurangi Kesenjangan yaitu mengurangi ketidaksetaraan baik 

di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di 

dunia. 

k. Keberlanjutan Kota dan Komunitas yaitu membangun kota-kota 

serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. 

l. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab yaitu menjamin 

keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. 

m. Aksi terhadap iklim yaitu bertindak cepat untuk memerangi 

perubahan iklim dan dampaknya. 

n. Kehidupan Bawah Laut yaitu melestarikan dan menjaga 

keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk 

perkembangan yang berkelanjutan. 

o. Kehidupan di darat yaitu melindungi, mengembalikan, dan 

meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, 

mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus 

serta tukar guling tanah. 

p. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian yaitu meningkatkan 

perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan 

berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua 

orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh 

kalangan. 
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q. Kemitraan untuk mencapai tujuan yaitu memperkuat 

implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk 

pembangunan yang berkelanjutan. 

3. Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah yang sangat cepat 

mengalami pergantian/perubahan. Kondisi ini tentu akan 

mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Daerah. Terbitnya 

kebijakan yang tidak jelas akan mempengaruhi ketidakjelasan 

pembangunan di daerah. Termasuk dalam hal ini adalah 

pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, di mana banyak kewenangan yang obyek 

pembangunannya adalah masyarakat di daerah, ditarik oleh 

Pemerintah Pusat dan Provinsi.  Hal ini tentu akan membuat 

masyarakat dan Pemerintah Daerah menjadi dilematis, tidak 

dilaksanakan karena bukan kewenangan, namun apabila 

dilaksanakan menyalahi aturan.  

4. Kebijakan Fiskal atau Keuangan Pemerintah Pusat yang 

menyebabkan ketidakpastian kapasitas fiskal daerah. 

 

4.3. Isu Strategis 

4.3.1. Isu Strategis Global 

Kabupaten Cilacap sebagai  pusat pertumbuhan perekonomian 

Kawasan Barlingmascakep dengan pusat pertumbuhan di Kabupaten 

Cilacap dengan wilayah pendukung  Kabupaten Banyumas, Kabupaten 

Purbalingga, Kabupaten Kebumen maka perkembangnya dipengaruhi oelh 

perkembangan dalam lingkup global dan regional  menjadi tantangan dan 

sekaligus peluang dalam rangka perkembangan pembangunan Kabupaten 

Cilacap di masa mendatang. Perubahan yang bersifat dinamis dalam 

perkembangan perekonomian digital,   pemenafaatan Ilmu Pengetahuan 

dan  Teknologi (Iptek) dalam revolusi industri 4.0 dan perubahan  sistem 

kemasyarakatan (Society 5.0)   dengan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi secara massif.  Hal ini apabila ditanggapi dengan baik  

menjadi  pendukung dalam rangka percepatan pembangunan dan dapat 

pula terjadi sebaliknya. Pemerintah  Kabupaten Cilacap memerlukan 

dukungan segenap pemangku kepentingan  pembangunan   untuk 

menentukan  strategi yang tepat dalam merespon perkembangan  

masyarakat internasional tersebut, sebagai berikut: 
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1. Transformasi  Iptek dalam  Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0  

Tranformasi teknologi dalam revolusi industri 4.0 dan  telah 

meningkatkan kecepatan perubahan Iptek,  pemanfaatan kecerdasan 

buatan, pemanfaatan “bigdata”, pemanfaatan internet yang luas serta 

cetak tiga dimensi semakin meluas dalam berbagai bidang industri, 

perdagangan dan jasa (terutama riset dan ekonomi digital). Demikian 

pula dalam  tata kehidupan masyarakat diyakini dengan bantuan Iptek 

akan  meningkatkan produktivitas, meningkatnya pemanfaatan 

telekomunikasi  dan efisien dalam proses produksi serta pemanfaatan 

internet telah mendukung perkembangan sistem kemasyarakatan, 

sistem kesehatan dan pelayanan publik secara luas.  

Namun disisi lain, perubahan ini telah mengakibatkan 

terpangkasnya 60% pekerjaan di seluruh dunia yang digantikan oleh 

otomatisasi dan pemanfaatan robot/kecerdasan buatan (artificial 

intelligent/AI).  Disisi lain, yang  perlu mendapat perhatian  adalah 

pemanfaatan Iptek, penggunaan robot,  kecerdasan buatan  untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan 

pangan, pemanfaatan energi yang lebih efisien dan meningkatkan    

kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional maupun 

pembangunan daerah. Hal ini memerlukan dukungan dari pemerintah, 

kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan inovasi dalam masyarakat 

secara luas. 

Perubahan global yang bersifat dinamis,  revolusi industri 4.0 

dan pandemic Covid 19 sejak Maret 2020 telah mengharuskan  disrupsi 

yang luas baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, 

termasuk Kabupaten Cilacap,  terutama pada hal yang terkait dengan :  

a. Disrupsi dalam berbagai bidang kehidupan  sebagai dampak 

pandemi Covid 19. Dua tahun pandemi  telah merubah banyak 

kegiatan masyarakat yang harus dilakukan dari rumah masing-

masing, antara lain work from home (WHF) bagi  ASN, pembatasan 

kegiatan masyarakat (PPKM) secara bertingkat  untuk pengendalian  

penyebaran Covid 19, belajar dari rumah bagi anak sekolah dan 

mahasiswa, berkembangnya marketplace, munculnya era 

kenormalan baru dan perilaku hidup sehat dan bersih. 

b. Revolusi industri 4.0 dilakukan dengan meningkatnya pemanfaatan 

kecerdasan buatan (artificial intelligent), penggunaan big data dan 

penggunaan internet secara massif dalam berbagai kegiatan 
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pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (pemanfaatan data, 

pertemuan, rapat koordinasi, kunjungan virtual dan tranfer data) 

secara cepat, mudah dan efisien.  

c. Mobilitas dan fleksibilitas dalam beragam kegiatan baik di 

lingkungan perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat. Hal ini 

menuntut perubahan dinamis dalam berbagai regulasi di 

pemerintahan daerah (seperti penyederhanaan tata peraturan, 

prosedur pelayanan dan layanan secara vitual), mudak dan cepat). 

d. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memasuki pasar kerja 

termasuk kelompok millenial, yaitu Generasi Y   (kelompok usia 25 

– 39 tahun) dan Generasi Z (kelompok usia < 24 tahun) dengan 

pemanfaatan media sosial dan internet yang luas. Kelompok 

tersebut  memerlukan  dukungan kompetendi keahlian dan  

kemudahan akses pelayanan publik,  memanfaatan  internet secara 

luas mendukung beragam  kegiatan produktif masyarakat.      

 

2. Pemulihan Perekonomian Global Pasca Pandemi Covid 19. 

Semenjak  awal tahun 2020 pandemi Covid 19 melanda dunia 

telah  menjadikan tahun 2020 perekonomian di seluruh dunia menurun 

tajam, termasuk negara-negara industri (seperti Amerika Serikat, 

Perancis, Jepang, Singapura dan Tiongkok) menurut data Bank Dunia 

selama tahun 2020 perdagangan dunia turun 13 - 32% dan 

pertumbuhan ekonomi dunia  rata-rata – 5,2%, sebanyak 195 juta 

orang kehilangan pekerjaaan dan jumlah penduduk miskin bertambah 

sebanyak 420 – 580 juta orang (Laporan Bank Dunia, 2021).  

Menurunnya pandemi Covid 19 dan pemulihan perekonomian 

dunia sangat tergantung pada pencapaian herb immunity (kekebalan 

umum) dengan meluasnya cakupan vaksinasi, penerapan protocol 

kesehatan,  pemulihan ekonomi secara umum akan meningkatkan 

perkembangan usaha  jasa, pariwisata, transportasi, perdagangan antar 

negara dan normalisasi perekonomian negara-negara  industri maju. 

Oleh karena itu pemulihan ekonomi nasional di negara kita 

dilaksanakan bersama dengan pencapaian herb immunity  melalui 

perluasan cakupan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan dan  

partisipasi masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat,  agar  

era kenormalan baru segera terwujud.  Dua tahun mengalami pandemic 

Covid 19 telah membuktikan  bahwa usaha mikro dan kecil mampu 
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bertahan dan  membuka peluang  pasar yang lebih luas dengan 

memanfaatkan pasar (marketplace) dan ekonomi digital semakin 

meluas.    

 

3. Pergeseran Peran Ekonomi Kawasan Asia – Pasifik Dalam 

Perekonomian Global 

Prospek perekonomian Kawasan Asia – Pasifik sejak sebelum 

pandemi Covid 19 semakin menguat dan menggeser peran negara-

negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Hal ini diketahui  potensi 

perekonomian Asia-Pasifik dengan 50% transaksi perdagangan dunia 

dan jumlah penduduk sebanyak 41% penduduk dunia. Pengembangan  

perekonomian kawsan ini ditandai dengan meningkatnya permintaan 

pasar domestik, meningkatnya ekspor,  kemajuan teknologi dan 

pemanfaatan internet yang massif dan investasi swasta yang meningkat 

pesat. Berbagai kerjasama lintas negara di  Asia Pasifik telah 

menjadikan perekonomian dan perdagangan semakin meningkat dari 

tahun ke tahun, antara lain melalui Trans Pacific Partenership, ASEAN 

Regional Forum (ARF) dimotori Tiongkok, East Asia Summit (EAS) dan 

Expand ASEAN Maritime Forum serta  Kepemimpinan Indonesia dalam 

Forum G-20  menjadikan  peran negara kita,  semakin diperhitungkan 

dalam kancah internasional.     

 

4. Pasar Terbuka  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

Pasar Bebas ASEAN (Asean Free Trade Association/AFTA)   

merupakan komitmen   bersama 10 negara anggota ASEAN menetapkan 

pasar tunggal  sebagai pasar potensial dengan  jumlah penduduk lebih 

kurang sebanyak 550 juta jiwa (2021) dan terbesar  adalah penduduk 

Indonesia (tahun 2021)  dengan jumlah sebanyak  270 juta jiwa.  

Terdapat lima kebijakan yang tidak dapat dibatasi yaitu : arus barang, 

arus jasa, modal dan investasi serta tenaga kerja terampil.  Perluasan 

pasar  Indonesia khusunys perdagangan antar negara ASEAN, transfer 

Iptek dan ekonomi digital menjadi dampak positif  berlakunya pasar 

bebas. Oleh karena itu, kebutuhan tenaga kerja terampil dan 

kompetensi keahlian tenaga kerja perlu  ditingkatkan agar kita dapat 

mendapatkan  keuntungan  pasar bebas ASEAN. Hal ini mengingat lebih 

dari 50% penduduk ASEAN adalah penduduk negara kita yang sebagian 

besar (64,7%) kelompok usia produktif.  
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Oleh karena itu berlakunya AFTA perlu mendapatkan  respon 

positif dari pemerintah daerah,  dunia usaha dan pergutuan tinggi agar 

kita mengambil manfaat dan peran  positif  dalam pelaksanaannya 

bukan hanya sebagai pasar yang menerima barang dan jasa dari negara 

lain.   

 

5. Kemitraan Global Untuk Mencapai Sustainable Development 

Goal`s/ SDG`s (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) Tahun 

2016 – 2030 

Stabilitas politik internasional telah mendorong kemitraan global 

dalam mewujudkan pencapaian  SDG`s  sebagai agenda global  

dirumuskan dalam 17 tujuan dan 169 target pembangunan. 

Pelaksanaannya mendapatkan dukungan sebanyak  193 negara 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  telah menegaskan 

komitmentnya dalam  menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, 

peningkatan pendidikan dan kesetaraan gender,  pelestarian 

lingkungan serta tata  kelola perekonomian dunia yang lebih adil.  

 Pemerintah  Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda 

dalam  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Perpres 

Nomor 57 Tahun 2017  dengan rencana aksi baik secara nasional  

maupun daerah, termasuk Kabupaten Cilacap. 

 

4.3.2. Isu Strategis Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 

berkualitas 

Isu strategisnya adalah ; 

1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam 

Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama 

dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi 

sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, 

tetapi juga menjadi sumber devisa. 

2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi 

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait 

daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan 

infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan 

dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada 

pemanfaatan sumber daya alam. 
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3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat 

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu 

melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat 

krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus 

turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-

2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 

2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang 

tidak bagus,  kualitas  investasi rendah dimana proporsi PMDN 

masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatkan 

kualitas UMKM belum optimal.  

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital 

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi 

teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam 

pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga 

dianggap kurang. 

b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan 

Menjamin Pemerataan 

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun 

waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi 

Jawa dan luar Jawa  meningkatkan keterpaduan antar-provinsi 

dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya 

dan sarana dan prasarana. 

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya 

Saing 

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola 

Kependudukan 

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus 

dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus 

demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan 

tingginya tingkat penganguran, konflik sosial, serta tekanan pada 

pangan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan 

pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala 

dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target 

baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis 

Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih 

banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, 
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maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki 

NIK. 

2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk 

Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh jamnan 

perlindungan sosial. 

3. Pemenuhan Layanan Dasar 

Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai 

standar. Hal ini dapat dilihat dari derjat kesehatan yang belum 

optimal, kematian ibu, stunting masih ditemukan di Indonesia. 

Belum semua penduduk mendapatkan layanan pendidikan.  

4. Peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda 

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap 

kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam 

mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, 

perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang 

memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang 

berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak 

dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan 

perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk 

memastikan keterlibatan mereka dalam setiap  sekktor 

pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki 

arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena 

pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa 

dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi. 

5. Pengentasan kemiskinan 

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. 

Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun 

sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat 

6. Peningkatan Produktifitas dan daya saing 

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia 

masih perlu ditingkatkan.  

d. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa 

1. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa. 

2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia. 

3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti. 

4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama. 
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5. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama. 

6. Rendahnya budaya literasi. 

7. Belum optimalnya peran keluarga. 

e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, 

Aman dan Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan 

yang layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak. 

2. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih 

Terbatas. 

3. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur. 

4. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. 

5. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi. 

6. Konektivitas Transportasi Jalan. 

7. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan 

fasilitas transformasi digital. 

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 

Bencana dan Perubahan Iklim 

1. Belum tercapainya indeks kualitas lingkugan hidup. 

2. Ketahanan bencana dan perubahan iklim. 

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi 

Pelayanan Publik 

1. Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir. 

2. Pemberantasan korupsi belum optimal. 

3. Indeks profesionalisme ASN. 

4. Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, 

adaptif dan membuka ruang peran serta public dalam pemerintah. 

5. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan  yang handal, efektif 

dan berintegritas. 

Pelayanan Publik yang berkualitas dengan berorientasi pada 

perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan. 

4.3.3. Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

Isu Strategi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Tahun 

2018-2023 adalah sebagai berikut : 

1. Kesenjangan wilayah. 

2. Penanggulangan Kemiskinan. 

3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 
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4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya 

Dukung. 

5. Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam. 

6. Kedaulatan pangan dan energi. 

7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. 

 

4.3.4. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 

Tujuah pembangunan jangka panjang Kabupaten Cilacap Tahun 

2005 – 2025 adalah mewujudkan masyarakat Cilacap yang  berbudaya  

dan  sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya 

menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sebagai ukuran tercapainya Cilacap yang berbudaya dan sejahtera, 

pembangunan Kabupaten Cilacap dalam 20 tahun mendatang diarahkan 

pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut. 

1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-

nilai luhur, ditandai oleh hal-hal berikut: 

a. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, 

dan bermoral tinggi yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, 

dinamis, dan berorientasi iptek.  

b. Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam 

meningkatnya produktivitas, moral, etika, dan memperkuat jati 

diri dan kepribadian.  

c. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan 

agama dalam praktek kehidupan sehari-hari.  

2. Terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, ditunjukkan oleh hal-

hal berikut: 

a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten 

Cilacap untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, 

bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab serta 

profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu 

mendukung pembangunan.  

b. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta 

bebas dari praktek-praktek KKN diseluruh tingkat 

pemerintahan.  
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c. Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

d. Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi, cepat dan 

murah dengan didukung aparatur pemerintah yang profesional 

dan berkompetensi tinggi. 

e. Terwujudnya pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang 

berkualitas.  

3. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dalam rangka 

menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, ditunjukkan oleh hal-

hal berikut: 

a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang 

bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang 

mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif dan 

perspektif gender.  

b. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek 

kehidupan politik lokal yang dapat diukur dengan adanya 

pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang 

profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan 

masyarakat ekonomi yang mandiri dan berkeadilan gender.  

c. Rendahnya tingkat kriminalitas dan menurunnya tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak .  

d. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang 

ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi.  

e. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, 

tentram dan damai.  

f. Tingginya tingkat partisipasi kuat masyarakat dalam bidang 

keamanan dan ketertiban. 

4. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan sebagai pendukung 

iklim investasi dan peningkatan perekonomian daerah, ditandai oleh 

hal-hal berikut: 

a. Dipahami dan diaplikasikannnya nilai-nilai demokratis dan 

menghormati HAM, serta keadilan dan kesetaraan gender, anti 

kekerasan, toleran, dan sadar akan persatuan dan kesatuan 

bangsa.  

b. Terciptanya keseimbangan peran dan terjaganya keharmonisan 

hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif.  

c. Terciptanya iklim investasi yang kondusif.   
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d. Terciptanya sistem, kelembagaan dan infrastruktur 

perekonomian yang handal. 

e. Meningkatnya pendapatan perkapita. 

f. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan daerah. 

g. Terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.  

h. Menurunnya angka kemiskinan.  

5. Memaksimalkan potensi daerah melalui peningkatan daya saing 

yang handal, ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 

a. Produk industri dan komoditas perdagangan mampu bersaing di 

pasar bebas 

b. Terciptanya prinsip demokrasi ekonomi. 

c. Pemerintah mampu berperan sebagai fasilitator, regulator, 

mediator, inovator  sekaligus sebagai katalisator pembangunan.  

d. Terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing. 

e. Barlingmascakeb mampu dimanfaatkan sebagai wahana sinergi 

kegiatan ekonomi dan perluasan akses pasar. 

6. Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi rakyat melalui 

peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan SDA yang ada dengan 

memperhatikan aspek keseimbangan pelestarian alam, ditunjukkan 

oleh hal-hal berikut: 

a. Terwujudnya UMKM sebagai soko guru ekonomi kerakyatan. 

b. Terwujudnya biaya pendidikan yang murah dan untuk 

pendidikan dasar 9 tahun tanpa dipungut biaya. 

c. Tersedianya fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk calon 

tenaga kerja. 

d. Teresedianya fasilitas pasar tradisional yang mampu berperan 

sebagai pusat perdagangan rakyat yang dapat menjadi pasar 

bagi hasil-hasil produksi masyarakat.  

e. Masyarakat sadar akan pentingnya pelestarian dan efisiensi 

pemanfaatan SDA.  

f. Masyarakat mampu mengendalikan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

g. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan. 

7. Terbangunnya Infrastruktur yang Dapat Menunjang Pembangunan, 

ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 

a. Meningkatnya panjang jalan dan kualitas jalan. 
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b. Meningkatnya jumlah dan kualitas jembatan. 

c. Meningkatnya kualitas jalur selatan-selatan yang dapat 

menunjang perkembangan ekonomi Cilacap. 

d. Meningkatnya kualitas kenyamanan terminal. 

e. Tersedianya fasilitas transportasi yang nyaman bagi 

masyarakat. 

f. Meningkatnya arus barang dan jasa. 

g. Meningkatnya angka harapan hidup. 

h. Meningkatnya angka melek huruf. 

i. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 

j. Meningkatnya produktivitas masyarakat. 

k. Meningkatnya nilai investasi baik domestik maupun asing. 

l. Tersedianya fasilitas pasar bagi pengembangan ekonomi rakyat. 

m. Tersedianya payung hukum yang menjamin keadilan dan 

kepastian hukum bagi semua. 

n. Pengembangan jaringan listrik akan mendukung peningkatan 

Angka Ratio Elektrifikasi (RE). 

8. Terwujudnya Pembangunan yang Memperhatikan Aspek Tata Ruang 

yang Menunjang Kesejahteraan, ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 

a. Terjaminnya pembangunan sesuai dengan peruntukannya. 

b. Terjaganya kualitas sumberdaya air, udara, dan tanah sesuai 

dengan baku mutu. 

c. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang memperhatikan 

aspek keseimbangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan 

hidup. 

d. Terciptanya pembangunan yang berbasis pada sumberdaya dan 

kebutuhan masyarakat setempat. 

e. Meningkatnya usia rata-rata harapan hidup. 

9. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan, ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 

a. Meningkatnya partisipasi perseorangan atau kelompok 

masyarakat dalam ikut membiayai pendidikan, kesehatan, dan 

perumahan bagi masyarakat bawah. 

b. Meningkatnya proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari 

swadaya masyarakat. 

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik yang 

terjadi di lingkungannya. 
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d. Meningkatnya produk-produk perencanaan yang melibatkan 

partisipasi masyarakat. 

e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pengawasan pembangunan yang dilakukan. 

 

RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dalam RPJPD 

Kabupaten Cilacap 2005-2025 masuk kedalam tahapan dan skala 

prioritas utama ke IV yaitu pada Tahun 2020-2024 sebagai berikut : 

1. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama 

dalam praktek kehidupan sehari-hari. 

2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan 

karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi. 

3. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, 

tenteram dan damai. 

4. Investasi-investasi besar semakin mantap dalam memainkan 

perannya sebagai agen pembangunan sehingga stabilitas 

pertumbuhan perekonomian yang tinggi dapat tercapai.  

5. Potensi daerah telah dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga 

tercipta produk yang mempunyai daya saing tinggi dan banyak 

diminati.  

6. Keseimbangan pembangunan yang memperhatikan kelestarian 

alam. 

7. Infrastruktur yang telah mampu mendinamisir ekonomi kerakyatan. 

8. Mantapnya masyarakat yang senantiasa aktif dalam setiap kegiatan  

pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga mampu 

melaksanakan pembangunan di berbagai sektor secara mandiri.  

9. Terwujudnya masyarakat menjadi faktor yang memiliki peran yang 

sama besar dengan faktor pembangunan lainnya sehingga 

partisipasinya menjadi salah satu elemen penting dalam 

pembangunan. 

 

4.3.5. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 

2011-2031 

Tujuan penataan ruang wilayah di Kabupaten Cilacap adalah 

mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional 

berbasis pertanian, industri dan kelautan secara terpadu dan 

berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah. 
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Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten 

Cilacap, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. 

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah 

tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan 

ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah 

kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk: 

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten 

Cilacap; 

2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Cilacap; 

3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan 

4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

Kabupaten Cilacap. 

Kebijakan-kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap 

yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan  dan  pemantapan  pusat  pelayanan  secara  merata 

dan seimbang; 

2. Pengembangan fungsi kawasan agropolitan; 

3. Pengembangan fungsi kawasan sentra kegiatan kelautan dan 

perikanan budidaya; 

4. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu; 

5. Peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah; 

6. Pengembangan kawasan permukiman; 

7. Pengembangan kawasan pariwisata dan jasa pendukungnya;  

8. Pengendalian kawasan pertambangan; 

9. Pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung; 

10. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan 

11. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 

Negara. 

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap merupakan 

penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam 

langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap 

meliputi: 

1. Strategi untuk mewujudkan pengembangan  dan  pemantapan  

pusat  pelayanan  secara  merata dan seimbang, meliputi: 
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a. Mengembangkan serta memperkuat fungsi, peran, dan integrasi 

PKN, PKL, dan PPK; 

b. Memperkuat fungsi dan peran PPL; dan 

c. Menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan 

perdesaan secara sinergis. 

2. Strategi untuk mewujudkan pengembangan fungsi kawasan 

agropolitan, meliputi: 

a. Mengembangkan lumbung desa modern; 

b. Mengembangkan prasarana dan sarana agropolitan; dan 

c. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. 

3. Strategi untuk mewujudkan pengembangan fungsi kawasan sentra 

kegiatan kelautan dan perikanan budidaya, meliputi: 

a. Mengembangkan lahan perikanan budidaya;  

b. Mengembangkan kawasan sentra kegiatan kelautan dan 

perikanan budidaya; dan 

c. Mengembangkan prasarana dan sarana sentra kegiatan 

kelautan dan perikanan budidaya. 

4. Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan peruntukan 

industri terpadu berwawasan lingkungan, meliputi: 

a. Mengembangkan kawasan peruntukkan industri dan jasa 

pendukungnya; 

b. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan 

menengah; 

c. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri 

besar, menengah, dan kecil;  

d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan 

industri; 

e. Mengarahkan kegiatan kelompok industri ke dalam kawasan 

industri dan/atau kegiatan industri kecil dan menengah ke 

dalam sentra–sentra industri untuk memudahkan pengelolaan 

dampak yang ditimbulkan; dan 

f. Mengalokasikan RTH sebesar 30% pada setiap kawasan 

peruntukan industri dan kawasan industri.  

5. Strategi untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan 

pembangunan prasarana wilayah, meliputi: 

a. Meningkatakan kualitas jaringan prasarana wilayah; 

b. Meningkatkan sistem jaringan transportasi di seluruh wilayah; 
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c. Meningkatkan kinerja dan pelayanan terminal penumpang dan 

barang; 

d. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau, dan 

penyeberangan; 

e. Meningkatkan sistem jaringan perkeretaapian; 

f. Mengembangkan jaringan pipa minyak bumi, bahan bakar 

minyak, dan gas; 

g. Mengembangkan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga 

listrik; 

h. Mengembangkan jaringan terestrial dan jaringan seluler; 

i. Melaksanakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan 

sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air untuk 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai secara 

terpadu dan menyeluruh; 

j. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan; 

k. Meningkatkan pengelolaan air limbah; 

l. Meningkatkan pengelolaan sistem drainase; 

m. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku; 

n. Mengembangkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi 

bencana; dan 

o. Meningkatkan mitigasi bencana alam pada kawasan rawan 

bencana alam. 

6. Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan permukiman, 

meliputi: 

a. Mengembangkan kawasan permukiman;   

b. Menyediakan sarana dan prasaran pendukung permukiman; 

c. Mengendalikan pengembangan permukiman melalui perizinan; 

dan 

d. Menata lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan. 

7. Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan pariwisata 

dan jasa pendukungnya yang berwawasan lingkungan, meliputi: 

a. Mengembangkan kawasan wisata; 

b. Membangun kawasan destinasi wisata baru;  

c. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata; dan 

d. Meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana 

pariwisata. 
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8. Strategi untuk mewujudkan pengendalian kawasan pertambangan, 

meliputi: 

a. Mengendalikan pemanfaatan kawasan pertambangan; dan 

b. Merehabilitasi dan mengkonservasi kawasan bekas tambang. 

9. Strategi untuk mewujudkan pemantapan, pelestarian, dan 

perlindungan kawasan lindung, meliputi: 

a. Mempertahankan fungsi kawasan resapan air; 

b. Mempertahankan fungsi kawasan perlindungan setempat; 

c. Mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30%  terdiri 

atas 20% RTH public dan 10 RTH privat dari luas kawasan 

perkotaan; 

d. Mempertahankan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, 

dan cagar budaya; dan 

e. Mempertahankan fungsi kawasan perlindungan cekungan air 

tanah. 

10. Strategi untuk mewujudkan pengembangan dan pengendalian 

kawasan strategis, meliputi: 

a. Mendukung pengembangan kawasan strategis nasional yang 

berada di Daerah; dan 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis. 

11. Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk 

pertahanan dan keamanan Negara, meliputi: 

a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan 

fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; 

b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya 

tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; 

c. Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di 

sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan 

dan keamanan; dan 

d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan 

keamanan. 

 

4.3.6. Isu Strategis RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyandingkan : 

(1) sasaran pokok pembangunan daerah dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026                                                                                   Hal IV-34 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah; 

(2) RPJPD : kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, 

perekonomian mantap, keamanan ketertiban lingkungan yang baik dan 

sehat; prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas; (3) RTRW : 

melayani PKN; sistem pusat pelayanan yang terintegrasi berwawasan 

lingkungan, (4) Dimensi pokok pembangunan nasional (RPJMN), RPJMD 

Provinsi Jawa Tengah, yaitu berdikari dan sejahtera; (5) Hasil evaluasi 

tengah periode RPJMD 2017-2022 ditemukan hal-hal yang masih harus 

dicapai dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten 

Cilacap. 

Setelah melakukan analisis isu maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa isu strategis Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 antara lain :  

a. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan 

(governance): bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan 

akuntabel. Hal ini dapat dilihat  Nilai SAKIP yang belum mencapai A, 

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah belum mencapai angka tinggi, 

Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai nilai A, Sistem Merit 

belum dilaksanakan dalam mewujudkan pengelolaan ASN dan 

kematangan kelembagaan yang belum mantap hal ini dapat dilihat 

masih ditemukannya pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh 2 

perangkat daerah, serta penerapan standar pelayanan minimal 

belum mencapai 100%. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) belum optimal. 

b. Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing dan 

berinovasi. Era industry 4.0 dituntut kualitas masyarakat yang 

memiliki kompetensi, memiliki tingkat kelulusan yang tinggi, masih 

ditemukannya anak usia sekolah yang tidak sekolah, SDM yang 

mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi serta SDM yang 

mampu berinovasi. Selain itu juga manusia yang memiliki tingkat 

derajat kesehatan yang baik. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian 

Bayi masih menjadi isu dalam bidang kesehatan, kepemilikan 

jaminan pemeliharaan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal 

juga belum mencapai 100%. 

c. Belum terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dilihat 

masih tingginya angka pengangguran, tingginya kemiskinan 

terutama masih ditemukannya kemiskinan ekstrem, masih 

rendahnya rata-rata lama sekolah. Berdasarkan analisis tingkat 
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pengangguran, pengangguran di Kabupaten Cilacap tercipta karena 

calon tenaga kerja tidak memiliki sertifikasi keahlian yang sesuai 

dengan kebutuhan investor dan perusahaan yang ada di Kabupaten 

Cilacap lebih banyak perusahaan padat modal. 

d. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap belum optimal.  Hal ini 

dikarenakan sektor dalam PDRB belum ditingkatkan dengan optimal. 

Produk unggulan belum mampu meningkatkan lapangan usaha 

dalam sektor PDRB. Keempat lapangan usaha penyumbang terbesar 

di PDRB mengalami penurunan di masa pandemic Covid. Pariwisata 

dalam hal ini akomodasi restaurant juga mengalami penurunan 

akibat pandemi. Pengelolaan industri pengolahan belum mampu 

menjawab kebutuhan masyarakat. Kawasan industri belum terkelola 

dengan baik, Pengelolaan UMKM juga belum optimal dalam rangka 

meningkatkan pendapatan perkapita walaupun UMKM ini mampu 

bertahan di pandemi Covid 19. Koperasi belum mampu sebagai akses 

permodalan untuk UMKM.  Pembangunan pertanian dan perikanan 

sudah mencapai produktivitas yang bagus namun demikian 

pengembangan inovasi dalam pengembangan bibit yang berkualitas 

unggul/bersertifikat belum optimal dalam pengembangan 

produktivitas. Pengembangan ke arah agro industri belum terlihat 

demikian juga dengan perikanan. Peningkatan nilai investasi dan 

investor baru belum mampu menjawab penyerapan tenaga kerja. 

e. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai; pengembangan 

kawasan strategis dan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat 

dilihat dari masih belum semua jalan memiliki kondisi baik, drainase 

masih belum berfungsi dengan baik, belum terciptanya sistem  

transportasi yang mampu menghubungkan wilayah dengan baik.  

Masih ditemukannya kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, 

belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kualitas SDA 

dalam memenuhi kebutuhan air baku, jaringan irigasi belum optimal, 

pengelolaan lingkungan yang belum optimal (penanganan sampah, 

dan perwujudan indeks kualitas lingkungan). 

f. Pengelolaan dan Penanganan Bencana yang belum optimal. 

Kabupaten Cilacap merupakan daerah dengan potensi rawan 

bencana. Sarana dan prasarana belum memadai dalam rangka 

melakukan evakuasi maupun rehab rekon. SDM juga belum memiliki 

keterampilan dalam mengoperasikan sarpras yang dimiliki. 
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BAB V 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

 

5.1. Visi RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 

Visi pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2005–2025 

adalah “Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera.” Visi Pembangunan 

Kabupaten Cilacap periode 20 (dua puluh) tahun ke depan ini 

diharapkan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat 

dengan tetap mengacu pada tujuan otonomi daerah sebagaimana 

dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, yaitu daerah yang mempunyai kemandirian, daya saing dan 

mampu  memberikan  pelayanan  publik  dalam  rangka  pencapaian  

tujuan  nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945. Di samping itu, visi Kabupaten Cilacap tidak lepas 

dari visi dalam RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah karena 

RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disusun dengan 

memperhatikan RPJMN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Visi 

pembangunan harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat 

berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai. 

Yang dimaksud “Cilacap Berbudaya” adalah: 1. Masyarakat Cilacap 

mampu menjunjung tinggi nilai luhur budaya dan norma agama dalam 

perilaku sehari-hari; 2. Terciptanya kerukunan antarumat beragama; 3. 

Pemerintahan yang profesional, bersih, dan berwibawa, serta tanggap 

terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada 

masyarakat; 4. Penegakan supremasi hukum; 5. Partisipasi masyarakat 

secara aktif dalam proses pembangunan. 

Yang dimaksud “Cilacap Sejahtera” adalah: 1. Terciptanya 

stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung peningkatan 

perekonomian daerah; 2. Pelaksanaan pembangunan ekonomi 

kerakyatan bertumpu pada potensi daerah, baik sumberdaya alam 

maupun sumberdaya manusia dengan memperhatikan keseimbangan 

ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup; 3. Tersedianya 

infrastruktur yang memadai dengan berpedoman pada desain tata ruang 

yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 4. 

Masyarakat mampu memanfaatkan potensi daerah sehingga memiliki 

daya saing yang handal dalam mendukung proses pembangunan.  
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5.2. Misi RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang 

daerah tahun 2005-2025, ditempuh melalui 9 (sembilan) misi Daerah 

Kabupaten Cilacap sebagai berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-

nilai luhur serta kerukunan antarumat beragama ditandai dengan 

hubungan antarmasyarakat yang harmonis dan saling 

menghormati. Misi ini dapat dilaksanakan dengan cara melalui 

peningkatan budaya disiplin, budaya tertib hukum dan budaya hidup 

yang baik pada setiap individu dalam masyarakat; budaya disiplin dan 

tingginya etos kerja aparatur pemerintah daerah serta mewujudkan 

sistem penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. Budaya dalam 

konteks lain adalah dengan cara memperkuat jati diri dan karakter 

masyarakat Cilacap yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

patuh dan taat aturan hukum; memelihara kerukunan serta toleransi 

masyarakat dan antarumat beragama; mengembangkan semangat 

kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, 

kesusilaan dan norma-norma agama; melaksanakan interaksi 

antarbudaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; 

menerapkan nilai-nilai luhur Kabupaten Cilacap. 

2. Menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya dalam 

rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, ditandai dengan 

makin pendeknya mata rantai birokrasi. Pembenahan struktur 

kelembagaan untuk mencapai kinerja pelayanan publik yang prima 

berbasis pada partisipasi masyarakat dan kemampuan 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat adalah langkah yang harus 

ditempuh untuk mencapai visi ini. Disamping itu perlu adanya 

pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang profesional 

dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan 

secara memadai dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik. 

Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem 

anggaran yang akuntabel dan transparan, bertanggung jawab, dan 

dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Pengelolaan keuangan 

daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kapasitas 

keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan meningkatkan volume 

perputaran keuangan daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi 

lembaga pengelolaan keuangan daerah.  
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3. Penegakan supremasi hukum dalam rangka menjunjung tinggi 

kebenaran dan keadilan, ditandai dengan pemberian sanksi atau 

tindakan tegas terhadap aparat yang melakukan penyimpangan. 

Pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib 

hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan dan berkesetaraan gender, 

memperhatikan upaya pemenuhan hak-hak anak dan memihak pada 

rakyat kecil merupakan wujud nyata penegakan supremasi hukum. 

Hal tersebut juga dilakukan melalui peningkatan partisipasi dan 

pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak 

hukum; pemenuhan kebutuhan sarana utama serta membangun 

pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum, 

mengoptimalkan program pemberantasan dan pencegahan Korupsi 

Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

4. Menciptakan stabilitas politik dan keamanan sebagai pendukung 

iklim investasi dan peningkatan perekonomian daerah. Upaya 

untuk menyeimbangkan peran dan keharmonisan hubungan antara 

eksekutif dan legislatif merupakan tujuan yang perlu dicapai oleh 

pemerintah. Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam 

mewujudkan stabilitas politik dan keamanan ditujukan agar para 

pemodal tertarik untuk menanamkan investasi di Kabupaten Cilacap, 

sehingga perekonomian daerah menjadi lebih dinamis. 

5. Memaksimalkan potensi daerah melalui peningkatan daya saing 

yang handal. Misi ini merupakan wujud nyata peningkatan peran 

pemerintah melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan 

berbagai pihak untuk mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta 

pengembangan sentra-sentra industri yang berdasarkan demokrasi 

ekonomi agar produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan 

komparatif dan mempunyai daya saing yang tinggi.  

6. Meningkatkan kualitas ekonomi rakyat melalui peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan Sumber 

Daya Alam (SDA) yang ada dengan memperhatikan aspek 

keseimbangan pelestarian alam. Harapan untuk dapat terwujudnya 

usaha memaksimalkan sumber daya alam dan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang didasarkan pada keseimbangan ekosistem 

dan pelestarian sumber daya alam melalui penerapan teknologi tepat 

guna merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Peran masyarakat 
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dalam pembangunan pada akhirnya menjadi kunci terwujudnya 

masyarakat yang sejahtera.  

7. Membangun infrastruktur yang dapat menunjang pembangunan. 

Infrastruktur sangat dibutuhkan untuk terlaksananya suatu kegiatan. 

Infrastruktur dapat berupa hard infrastructure berupa fasilitas-fasilitas 

fisik, maupun soft infrastructure berupa aturan-aturan sebagai produk 

hukum yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang 

pembangunan. Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas baik 

berupa fasilitas fisik maupun produk hukum secara memadai, menjadi 

tuntutan yang harus dipenuhi guna menjamin terlaksananya proses 

pembangunan. Pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam 

pembangunan tidak harus semuanya mengandalkan pembiayaan dari 

pemerintah. Pembiayaan bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama 

pemerintah dengan pihak lain, ataupun swadaya masyarakat. 

8. Mewujudkan pembangunan yang memperhatikan aspek tata ruang 

yang menunjang kesejahteraan sesuai dengan Peraturan Daerah 

Nomor 6 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan. Aspek tata ruang dalam 

pembangunan merupakan aspek yang sangat penting. Wilayah yang 

dibangun dengan mempertimbangkan tata ruang yang ada secara baik 

dan benar akan menjamin terjadinya sinergi yang positif antar ruang 

yang ada; antar masyarakat, antar sumber daya ekonomi, dan aspek 

polusi yang ditimbulkan. Sebaliknya, akan terjadi sinergi yang negatif 

jika pembangunan yang dilakukan tidak mempertimbangkan tata 

ruang yang ada. 

9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, 

ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam 

proses pembangunan. Konsep bahwa masyarakat yang paling paham 

tentang kebutuhannya, mengharuskan adanya partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan produk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, maupun dalam pembiayaannya. Perencanaan terpusat yang 

bersifat top-down akan menjauhkan masyarakat dari realitas 

kebutuhannya. Paradigma baru dalam perencanaan pembangunan 

menghendaki perencanaan berbasis masyarakat dengan pendekatan 

bottom-up. Perencanaan yang bottom-up akan mendekatkan 

masyarakat dengan kebutuhan yang ada, masyarakat merasa memiliki 

perencanaan tersebut, kemudian merasa bertanggung jawab sehingga 
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akan terjadi check and balance secara langsung dari segenap 

masyarakat yang terlibat, akibatnya kelemahan-kelemahan dari 

pelaksanaan dan perencanaan yang ada dapat segera diketahui. 

 

5.3. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025 

Pembangunan Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 20 (dua 

puluh) tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran 

pokok sebagai berikut : 

1. Terwujudnya  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  budaya  

dan  nilai-nilai luhur, ditandai oleh hal-hal berikut : 

a. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, 

dan bermoral tinggi yang beriman dan taqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, 

patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek. 

b. Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam 

meningkatnya produktivitas, moral, etika, dan memperkuat 

jati diri dan kepribadian. 

c. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan 

agama dalam praktek kehidupan sehari-hari. 

2. Terciptanya pemerintahan  yang baik dan terpercaya  dalam  

rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

ditunjukkan oleh hal-hal berikut : 

a. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pemerintah 

Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung 

jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi 

sehingga mampu mendukung pembangunan. 

b. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta 

bebas dari praktek-praktek KKN diseluruh tingkat 

pemerintahan. 

c. Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

d. Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi, cepat dan 

murah dengan didukung aparatur pemerintah yang profesional 

dan berkompetensi tinggi. 

e. Terwujudnya pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang 

berkualitas. 
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3. Terwujudnya  penegakan  supremasi  hukum  dalam  rangka  

menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, ditunjukkan oleh 

hal-hal berikut : 

a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang 

bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang 

mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif dan 

perspektif gender. 

b. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek 

kehidupan politik lokal yang dapat diukur dengan adanya 

pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang 

profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik 

dan masyarakat ekonomi yang mandiri dan berkeadilan 

gender. 

c. Rendahnya   tingkat   kriminalitas   dan   menurunnya   

tindak   kekerasan   terhadap perempuan dan anak. 

d. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang 

ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial 

ekonomi. 

e. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, 

tentram dan damai. 

f. Tingginya tingkat partisipasi kuat masyarakat dalam bidang 

keamanan dan ketertiban. 

4. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan sebagai 

pendukung iklim investasi dan peningkatan perekonomian 

daerah, ditandai oleh hal-hal berikut : 

a. Dipahami dan diaplikasikannya nilai-nilai demokratis dan 

menghormati HAM, serta keadilan dan kesetaraan gender, anti 

kekerasan, toleran, dan sadar akan persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

b. Terciptanya keseimbangan peran dan terjaganya 

keharmonisan hubungan antara lembaga eksekutif dan 

legislatif. 

c. Terciptanya iklim investasi yang kondusif. 

d. Terciptanya sistem, kelembagaan dan infrastruktur 

perekonomian yang handal. 

e. Meningkatnya pendapatan perkapita. 
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f. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan daerah. 

g. Terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. 

h. Menurunnya angka kemiskinan. 

5. Memaksimalkan potensi daerah melalui peningkatan daya 

saing yang handal, ditunjukkan oleh hal-hal berikut : 

a. Produk industri dan komoditas perdagangan mampu bersaing 

di pasar bebas. 

b. Terciptanya prinsip demokrasi ekonomi. 

c. Pemerintah   mampu   berperan   sebagai   fasilitator,   

regulator,   mediator,   inovator sekaligus sebagai katalisator 

pembangunan. 

d. Terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya 

saing. 

e. Barlingmascakeb mampu dimanfaatkan sebagai wahana sinergi 

kegiatan ekonomi dan perluasan akses pasar. 

6. Terwujudnya  peningkatan kualitas ekonomi rakyat  melalui  

peningkatan  kualitas SDM dan pemanfaatan SDA yang ada 

dengan memperhatikan aspek keseimbangan pelestarian alam, 

ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 

a. Terwujudnya UMKM sebagai soko guru ekonomi kerakyatan. 

b. Terwujudnya biaya pendidikan yang murah untuk pendidikan 

dasar 9 tahun tanpa dipungut biaya. 

c. Tersedianya fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk calon 

tenaga kerja. 

d. Tersedianya fasilitas pasar tradisional yang mampu berperan 

sebagai pusat perdagangan rakyat yang dapat menjadi pasar 

bagi hasil-hasil produksi masyarakat. 

e. Masyarakat sadar akan pentingnya pelestarian dan efisiensi 

pemanfaatan SDA. 

f. Masyarakat mampu mengendalikan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

g. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan. 

7. Terbangunnya Infrastruktur yang Dapat Menunjang 

Pembangunan, ditunjukkan oleh hal-hal berikut : 

a. Meningkatnya panjang jalan dan kualitas jalan. 

b. Meningkatnya jumlah dan kualitas jembatan. 
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c. Meningkatnya kualitas jalur selatan-selatan yang dapat 

menunjang perkembangan ekonomi Cilacap. 

d. Meningkatnya kualitas kenyamanan terminal. 

e. Tersedianya fasilitas transportasi yang nyaman bagi masyarakat. 

f. Meningkatnya arus barang dan jasa. 

g. Meningkatnya angka harapan hidup. 

h. Meningkatnya angka melek huruf. 

i. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 

j. Meningkatnya produktivitas masyarakat. 

k. Meningkatnya nilai investasi baik domestik maupun asing. 

l. Tersedianya fasilitas pasar bagi pengembangan ekonomi rakyat. 

m. Tersedianya  payung  hukum  yang  menjamin  keadilan  dan  

kepastian  hukum  bagi semua. 

n. Pengembangan jaringan listrik akan mendukung peningkatan 

Angka Ratio Elektrifikasi. 

8. Terwujudnya   Pembangunan   yang   Memperhatikan   Aspek   

Tata  Ruang  yang Menunjang Kesejahteraan, ditunjukkan oleh 

hal-hal berikut : 

a. Terjaminnya pembangunan sesuai dengan peruntukannya. 

b. Terjaganya kualitas sumberdaya air, udara, dan tanah sesuai 

dengan baku mutu. 

c. Tersusunnya    Rencana    Tata    Ruang    Wilayah    yang    

memperhatikan  aspek keseimbangan sosial, ekonomi, budaya, 

dan lingkungan hidup. 

d. Terciptanya pembangunan   yang   berbasis   pada   

sumberdaya   dan   kebutuhan masyarakat setempat. 

e. Meningkatnya usia rata-rata harapan hidup. 

9. Terwujudnya  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  

proses  pembangunan, ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 

a. Meningkatnya  partisipasi  perseorangan  atau  kelompok  

masyarakat  dalam  ikut membiayai pendidikan, kesehatan, 

dan perumahan bagi masyarakat bawah. 

b. Meningkatnya proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari 

swadaya masyarakat. 

c. Meningkatnya   partisipasi   masyarakat   dalam   proses   

politik   yang   terjadi   di lingkungannya. 
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d. Meningkatnya produk-produk perencanaan yang melibatkan 

partisipasi masyarakat. 

e. Meningkatnya partisipasi   masyarakat   dalam  perencanaan   

dan pengawasan pembangunan yang dilakukan. 

Pelaksanaan RPJMD tahun 2017–2022 merupakan penjabaran dari 

dokumen RPJPD tahap III dan tahap IV. Berikut ini kebijakan dalam 

RPJPD untuk RPJMD tahun 2017–2022 : 

1. RPJMD III (Tahun 2015 s/d Tahun 2019) 

a. Semakin mantapnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, 

dan bermoral tinggi yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, 

dinamis, dan berorientasi iptek. 

b. Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

c. Semakin   mantapnya   supremasi   hukum   dan   penegakan   HAM   

yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang 

mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif dan 

perspektif gender. 

d. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik, 

keamanan dan ketertiban, sehingga dapat meningkatkan iklim 

investasi. 

e. Masuknya  para  investor  yang  mampu  menggali  potensi  yang  

dimiliki sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. 

f. Tercapainya masyarakat yang menjunjung tinggi pelestarian alam 

dalam setiap aspek pembangunan. 

g. Semakin mantapnya infrastruktur yang berpihak pada ekonomi 

rakyat serta memperhatikan kelestarian alam sebagai budaya dalam 

segala aspek pembangunan. 

h. Keberhasilan  proses  pembangunan  menunjukkan  partisipasi  aktif 

masyarakat. 

i. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring sehingga 

masyarakat mempunyai rasa memiliki produk yang dihasilkan. 

2. RPJMD IV (Tahun 2020 s.d Tahun 2024) 

a. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama 

dalam praktek kehidupan sehari-hari. 
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b. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan 

karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi. 

c. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tenteram 

dan damai. 

d. Investasi-investasi besar semakin mantap dalam memainkan 

perannya sebagai  agen  pembangunan  sehingga  stabilitas  

pertumbuhan perekonomian yang tinggi dapat tercapai. 

e. Potensi daerah telah dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga 

tercipta produk yang mempunyai daya saing tinggi dan banyak 

diminati. 

f. Keseimbangan pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam. 

g. Infrastruktur yang telah mampu mendinamisir ekonomi kerakyatan. 

h. Mantapnya masyarakat yang senantiasa aktif dalam setiap kegiatan 

pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga mampu 

melaksanakan pembangunan di berbagai sektor secara mandiri. 

i. Terwujudnya masyarakat menjadi faktor yang memiliki peran yang 

sama besar dengan faktor pembangunan lainnya, sehingga 

partisipasinya menjadi salah satu elemen penting dalam 

pembangunan. 

 

5.4. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 

Berdasarkan telaah dokumen RPJPD tahun 2005-2025 dan 

RPJMD tahun 2017-2022, telaah RPJMN tahun 2020–2024 dan telaah 

RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023, berikut ini tujuan 

dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap 

Tahun 2023–2026, sebagai berikut : 

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata 

Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif, dengan sasaran: 

a. meningkatnya birokrasi yang akuntabel; 

b. meningkatnya birokrasi yang kapabel;  

c. meningkatnya kualitas pelayanan publik; 

d. meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam 

pembangunan. 

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Stabilitas Keamanan Ketentraman 

Wilayah, dengan sasaran menurunnya gangguan keamanan di 

wilayah. 

3. Tujuan 3 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing 
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Masyarakat, dengan sasaran : 

a. meningkatnya kualitas pendidikan; 

b. meningkatnya kualitas derajat kesehatan; 

c. meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak; 

d. meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat. 

4. Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis 

Kekuatan Lokal, dengan sasaran : 

a. meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam 

pertumbuhan ekonomi; 

b. meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan 

ekonomi; 

c. meningkatnya investasi dalam penamaman modal;   

d. meningkatnya pertumbuhan perdagangan, dan Usaha Mikro 

Kecil; 

e. meningkatnya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi 

kreatif. 

5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, dengan sasaran 

sebagai berikut: 

a. meningkatnya kualitas kebinamargaan; 

b. meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang;  

c. terwujudnya pemenuhan universal akses; 

d. meningkatnya capaian reforma agraria; 

e. meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten; 

f. meningkatnya kinerja perhubungan. 

6. Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis 

Perdesaan, dengan sasaran meningkatnya kemandirian dan 

pembangunan di wilayah perdesaan. 

7. Tujuan 7 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan 

sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 

8. Tujuan 8 : Meningkatkan Pengelolaan Kebencanaan, dengan 

sasaran meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap 

desa/kelurahan. 
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Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2023-2026 

Isu Strategis 

2023-2026 
Tujuan 

Indikator 

Tujuan 
Sasaran 

Indikator 

Sasaran 
Satuan Definisi Operasional 

Kondisi Awal Tahun Akhir 
RPD 
2026 

Urusan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Belum optimalnya 

perwujudan tata 
kelola 
pemerintahan 
(governance): 

bersih, transparan, 
kolaboratif, 
demokratis, dan 
akuntabel 

Meningkatkan 
Kualitas 
Reformasi 
Birokrasi Dalam 
Tata Kelola 

Pemerintahan 
Yang Baik Dan 
Inovatif 
  
  
  

  
  

  

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 
 

  
  

 
Indeks Indeks komposit 

proses menata ulang 
birokrasi dari tingkat 
tertinggi hingga 
terendah dan 

melakukan terobosan 
baru dengan langkah-
langkah bertahap, 
konkrit, realistis, 
sungguh-sungguh, 
berpikir di luar 

kebiasaan yang ada, 
perubahan 

paradigma, dan 
dengan upaya luar 
biasa 

68,28* 68,30 68,50 68,80 70,00 75,00 75,00  

Meningkatnya 
birokrasi yang 
akuntabel 
 

Nilai SAKIP Nilai Evaluasi oleh Kemen 
PAN-RB berdasarkan: 
upaya peningkatan 
kapasitas SDM yang 
menangani 
akuntabilitas kinerja,  

pedoman 
akuntabilitas kinerja 
yang telah disusun, 
pemutakhiran data 
kinerja yang 
dilakukan secara 
berkala komponen 
perencanaan 

73,74* 73,85 74,00 74,3 74,5 74,7 74,7 Semua 
OPD 

Maturitas 
SPIP 
terintegrasi 
Kabupaten 
Cilacap Level 
3 

Nilai 
(level) 

Tingkat Maturitas SPIP 
(belum dinilai (0)/level 
1/level 2/level 3) 
berdasarkan Laporan 
Hasil Quality 
Assurance (QA) yang 
dikeluarkan oleh BPKP 

IPKD (Indeks 
Pengelolaan 

Keuangan 
Daerah) 

Indeks satuan ukuran yang 
ditetapkan 

berdasarkan 
seperangkat dimensi 

68,95 69,72 70,5 71,5 72,5 73,5 73,5 Perencana
an; Keua-
ngan  

3 3 3,05 3,10 3,15 3,20 3,20 Pengawa-

san  
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Isu Strategis 
2023-2026 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satuan Definisi Operasional 
Kondisi Awal Tahun Akhir 

RPD 
2026 

Urusan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

dan indikator untuk 
menilai kualitas 
kinerja tata kelola 
keuangan daerah 
yang efektif, efisien, 
transparan, dan 
akuntabel dalam 
periode tertentu 

Meningkatnya 
birokrasi yang 
Kapabel  
  
  

Indeks Merit 
System  

Indeks ukuran yang 
digunakan 
sebagai standar 
penilaian penerapan 
Sistem Merit pada 
Instansi Pemerintah 

283 283 296 306 319 333 333 Kepega-
waian; 
Diklat  

Indeks 
Sistem 
Pemerintah-

an Berbasis 
Elektronik 
(SPBE) 

Indeks Indeks komposit 
SPBE berdasarkan: 
Kepemilikan 

Arsitektur SPBE, 
Kepemilikan  Peta 
Rencana SPBE, 
pelaksanaan tugas 
Tim Koordinasi SPBE, 
penerapan 
Manajemen Layanan 
SPBE, Layanan 

Kepegawaian Berbasis 
Elektronik, Layanan 

Kearsipan Berbasis 
Elektronik,  Layanan 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Kinerja Berbasis 

Elektronik, Layanan 
Publik Berbasis 
Elektronik. 

3,13 2,81 2,86 2,94 3,02 3,10 3,10 Kominfo, 

statistik, 
persandian 
dan 
kearsip-an  

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
Publik 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Nilai Capaian kepuasan 
masyarakat atas 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
pada PD 

86,27 86,5 86,90 87,10 87,30 87,50 87,50 Semua 
OPD 

Nilai 
Kepatuhan 

Pelayanan 
Publik 

Nilai 
(Zonasi) 

Tingkat kepatuhan 
penyelenggaraan 

pelayanan publik 
pada Pemerintah 
Daerah terhadap UU 

88,16  
(Zona 

Hijau) 

89 
(Zona 

Hijau) 

90 
(Zona 

Hijau) 

91 
(Zona 

Hijau) 

92 
(Zona 

Hijau) 

93 
(Zona 

Hijau) 

93 
(Zona 

Hijau) 

 Setda 
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Isu Strategis 
2023-2026 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satuan Definisi Operasional 
Kondisi Awal Tahun Akhir 

RPD 
2026 

Urusan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nomor 25 Tahun 
2009 tentang 
Pelayanan Publik 

 Cakupan 
penduduk 
yang 
memiliki 
dokumen 

kependuduk
an dan 
pencatatan 
sipil (Akta, 
KK, KTP, 
KIA) 

% Rata-rata dari Jumlah 
penduduk usia ≥17 
tahun dan atau 
(sudah/pernah )kawin  
yang memiliki Akta 

Kelahiran, KK dan 
KTP/Jumlah 
penduduk usia ≥17 
tahun dan atau 
(sudah/pernah )kawin 
x 100% + Jumlah 
penduduk usia < 17 
tahun yang memiliki 
Akta Kelahiran, KK 

dan KIA/Jumlah 
penduduk usia < 17 
tahun x 100% 

32,95 34,95 36,95 38,95 40,95 42,95 42,95 Capil 

Meningkatnya 
kualitas 
inovasi daerah 
dan 
kelitbangan 

dalam 
pembangunan 

Indeks 
Inovasi 
Daerah (IID) 

kategori Seperangkat variabel 
dan indikator yang 
digunakan untuk 
mengukur tingkat 
inovasi daerah 

berdasarkan periode 
tertentu 

52,61 
inovatif 

53,5 
inovatif 

 55 
inovatif 

60 
sangat 

inovatif 

62 
sangat 

inovatif 

64 
sangat 

inovatif 

64 
sangat 

inovatif 

Kelitba-
ngan  

Meningkatkan 
stabilitas 
keamanan 
ketentraman 

wilayah  

Angka 
kriminalitas 

  Indeks Jumlah kejahatan 
yang terjadi di suatu 
wilayah per 100.000 
penduduk  

21,25 21,00 20,75 20,50 20,25 20,00 20,00  

Menurunnya 
gangguan 
keamanan di 
wilayah 

Kasus 
konflik sosial 

Jumlah Jumlah kasus konflik 
sosial skala 
kabupaten  

0 0 0 0 0 0 0 Kesbang; 
Kec. 

Persentase 
penurunan 
gangguan 
keamanan 
skala 
kabupaten 

% Jumlah gangguan 
keamanan yang 
menurun setiap 
tahunnya 

1 1 1 1 1 1 1 Tranti-
bum; 
Kec.  

Belum optimalnya 
kualitas SDM yang 

berdaya saing dan 

berinovasi 

Meningkatkan 
Kesejahteraan 

Dan Daya Saing 
Masyarakat  

Indeks 
Pembangun-

an Manusia 
(IPM) 

  
 

Indeks  Indikator yang 
mencerminkan 

kualitas hidup 
penduduk, meliputi: 

70,42 70,79  71,26  71,74  72,21  72,68  72,68   
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Isu Strategis 
2023-2026 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satuan Definisi Operasional 
Kondisi Awal Tahun Akhir 

RPD 
2026 

Urusan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  
  

  
  

  
  
  

Usia Harapan Hidup 
(UHH), Rata-Rata 
Lama Sekolah, 
Harapan Lama 
Sekolah dan 
Pengeluaran Riil Per 
Kapita 

Meningkatnya 

kualitas 
pendidikan  
 

Harapan 

Lama 
Sekolah 

Tahun Lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang 
diharapkan akan 
diakses oleh anak 
pada umur tertentu di 
masa mendatang 

12,63 12,64 12,65 12,68 12,71 12,75 12,75 Pendidikan
, 
perpustak

aan  

Rata rata 
Lama 
Sekolah 

Tahun Jumlah tahun yang 
digunakan oleh 
penduduk dalam 
menjalani pendidikan 

formal 

7,09 7,11 7,19 7,25 7,29 7,34 7,34 Pendidikan
, 
perpustak
aan 

Meningkatnya 
kualitas 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

Usia 
Harapan 
Hidup 

Tahun Rata-rata banyaknya 
tahun hidup yang 
akan dijalani oleh 
seorang bayi saat 
lahir sampai pada 
tahun tertentu saat ia 
meninggal 

73,9 74,06  74,23  74,40  74,57  74,74  74,74 Keseha-
tan, 
Dalduk 
KB, 
Pangan, 
pemuda 
olahraga 

Meningkatnya 
kesetaraan, 

keadilan 
gender dan 
anak 

IPG Indeks Angka pencapaian 
kemampuan dasar 

pembangunan 
manusia, seperti IPM 
namun terpilah 
antara laki-laki dan 
perempuan 
(kesenjangan 
pembangunan 
manusia antar laki-
laki dan perempuan) 

86,96 87,15  87,32  87,49  87,66  87,83  87,83 PP PA 

Belum 
terwujudnya 
tingkat 
kesejahteraan 

masyarakat 

Meningkatnya 
pemerataan 
pendapatan 
masyarakat 

Angka 
kemiskinan  

% Perhitungan 
ketidakmampuan dari 
sisi ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan 
dasar makanan dan 
non makanan. 

Jumlah penduduk 
miskin (di bawah 
garis kemiskinan)  

11,67 11,31  10,97  10,63  10,31  10,00  10,00 Sosial 
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Isu Strategis 
2023-2026 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satuan Definisi Operasional 
Kondisi Awal Tahun Akhir 

RPD 
2026 

Urusan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

dibagi jumlah seluruh 
penduduk dikali 
100%.  

Tingkat 
Penganggur- 
an Terbuka 

% Persentase jumlah 
pengangguran 
terhadap jumlah 
angkatan kerja 

9,97 8,96  8,06  7,24  6,51  5,85  5,85 Tenaga 

Kerja 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
Kabupaten Cilacap 

belum optimal. 
  
  
  
  

Meningkatkan 

Kualitas 
Perekonomian 
Daerah 
Berbasis 
Kekuatan Lokal 
  

Pertumbuh- 

an Ekonomi 
(dengan 
migas dan 
tanpa 
migas) 

  % Tingkat perubahan 

ekonomi yang terjadi 
di suatu wilayah 
tertentu sesuai 
perhitungan BPS 
(dengan migas) 

2,15 2,1-

2,5 

2,1-

2,5 

2,5-

3,0 

3,1-

3,5 

3,5-

4,0 

3,5-4,0  

  % Tingkat perubahan 
ekonomi yang terjadi 
di suatu wilayah 
tertentu sesuai 

perhitungan BPS 
(tanpa migas) 

3,39 4,15 – 
5,15 

4,15 – 
5,15 

5,16-
5,20 

5,21-
5,45 

5,46-
6,00 

5,46-
6,00 

 

Inflasi 
 

  % kecenderungan 
naiknya harga barang 
dan jasa pada 
umumnya yang 
berlangsung secara 
terus menerus. Jika 

harga barang dan jasa 

di dalam negeri 
meningkat, maka 
inflasi mengalami 
kenaikan. Naiknya 
harga barang dan jasa 
tersebut 
menyebabkan 

turunnya nilai uang. 
Dengan demikian, 
inflasi dapat juga 
diartikan sebagai 
penurunan nilai uang 
terhadap nilai barang 
dan jasa secara 
umum. (Sesuai 
Perhitungan BPS) 

1,88 1,89 2,5-
4,5 

2,5-
4,5 

2,5-
4,5 

2,5-
4,5 

2,5-4,5  
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Isu Strategis 
2023-2026 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satuan Definisi Operasional 
Kondisi Awal Tahun Akhir 

RPD 
2026 

Urusan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meningkatnya 
kontribusi 
industri 
pengolahan 
dalam 
pertumbuhan 
ekonomi 

Pertumbuh-
an 
kontribusi 
industri 
pengolahan 
dalam PDRB 

% Selisih capaian sektor 
industri pengolahan 
dibanding tahun 
sebelumnya dibagi 
capaian tahun 
sebelumnya dikali 
100% 

1,82 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 Perindustri
an  

Meningkatnya 

kontribusi 
pertanian 
dalam 
pertumbuhan 
ekonomi 

Pertumbuh-

an 
kontribusi 
pertanian 
dalam PDRB 

% Selisih capaian sektor 

Pertanian Kehutanan, 
dan Perikanan 
dibanding tahun 
sebelumnya dibagi 
capaian tahun 
sebelumnya dikali 
100% 

1,08 1,12 1,14 1,15 1,16 1,17 1,20 Pertanian, 
perikanan 

Meningkatnya 
investasi 

dalam 
penamaman 
modal   

nilai 
investasi 

Milyar Jumlah investasi 
seluruh perusahaan 

atau lembaga usaha 
di Kabupaten Cilacap 
yang dilaporkan  

1.351,4
23 

1.407
,217 

1.507
,217 

1.583
,189 

1.659
,161 

1.759
,161 

1.759,16
1 

Penanam-
an modal 

Meningkatnya 
pertumbuhan 
perdagangan, 
dan Usaha 
mikro Kecil 

Pertumbuh-
an Subsektor 
Perdagangan 
Besar dan 
Eceran; 

bukan mobil 

dan sepeda 
motor 
terhadap 
PDRB 

% Selisih capaian sektor 
perdagangan 
dibanding tahun 
sebelumnya dibagi 
capaian tahun 

sebelumnya dikali 

100% 

-1,17 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 Perdagang-
an, UMKM 

Meningkatnya 
pengembangan 
pariwisata 
daerah dan 
ekonomi 
kreatif  

Kontribusi 
sektor 
pariwisata 
terhadap 
PAD 

% Nilai kontribusi 
retribusi pariwisata 
terhadap total PAD 
dikali 100% 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 Pariwisa-
ta, 
Kebudaya-
an 

Belum 
terpenuhinya 
infrastruktur yang 
memadai; 

pengembangan 
kawasan strategis 

dan kualitas 
lingkungan hidup 

Meningkatkan 
Kualitas 
Infrastruktur  

Indeks 
Kualitas 
Infrastruk- 
tur 

  Indeks rata-rata dari capaian 
kinerja bina marga, 
tata ruang dan 
keciptakaryaan 

79,79 81,79 84,45 87,10 89,28 91,32 91,32  

Meningkatnya 
kualitas 

kebinamarga 
an   

Tingkat 
Kemantapan 

Jalan 

% Jumlah panjang jalan 
dalam kondisi mantap 

(baik dan sedang) 
terhadap panjang 

78,00 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 82,00 PUPR 
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Isu Strategis 
2023-2026 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satuan Definisi Operasional 
Kondisi Awal Tahun Akhir 

RPD 
2026 

Urusan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

jalan kabupaten  

Meningkatnya 
ketaatan 
terhadap 
rencana tata 
ruang. 

Persentase 
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang 

% Jumlah luas 
pemanfaatan ruang 
yang sesuai dibagi 
luas wilayah x 100%  

90 91 92 93 94 95 95 PUPR 

Terwujudnya 
pemenuhan 
universal 
akses 
 

Persentase 
capaian rata 
rata 
universal 
akses 
(sanitasi, air 
bersih dan  
Kawasan 
kumuh/ 
dalam 
persentase 
bukan 
luasan) 

% Rata-rata capaian 
akses penduduk 
terhadap air minum 
layak, sanitasi dan 
Kawasan kumuh 
tertangani 
 

71,36 76,38 82,35 88,30 92,84 96,97 96,97 PUPR; 
Perumah-
an 

Meningkatnya 
Capaian 
Reforma 
Agraria 

Persentase 
Kegiatan 
Reforma 
agraria yang 
dilaksanakan 

% Jumlah usulan 
kegiatan reforma 
agraria dibagi jumlah 
kegiatan Reforma 
Agraria yang 
dilaksanakan 

100 100 100 100 100 100 100 Pertanah-
an 

Indek 
Kinerja 
Sistem 
Irigasi 

  % (Nilai IKSI DI n1 + 
Nilai IKSI DI n2 + … + 
Nilai IKSI DI n...) / ∑ 
Nilai IKSI DI n... 

46,85 47,35 47,85 48,35 48,85 49,35 49,35  

Meningkatnya 
pengelolaan 
irigasi 
kewenangan 

Kabupaten 

Debit air 
yang 
tersedia 

% debit realisasi / debit 
kebutuhan 

0,55 0,57 0,59 0,59 0,61 0,61 0,61 PUPR 

Vc Rasio   Indeks Jumlah volume 
lalu lintas/kapasitas 
jalan kabupaten 

0,34 0,34 0,33-
0,40 

0,32-
0,40 

0,31-
0,40 

0,30-
0,40 

0,30-
0,40 

 

Meningkatya 
kinerja 
perhubungan  

Persentase 
Layanan 
Perhubung- 
an 

% Rata rata capaian 
kinerja perhubungan 

47,81 47,81 48,81 50,77 56,77 62,77 62,77 Perhubung
an 
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Isu Strategis 
2023-2026 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Satuan Definisi Operasional 
Kondisi Awal Tahun Akhir 

RPD 
2026 

Urusan 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meningkatkan 
Kualitas 
Pembangunan 
Kawasan 
Strategis 
Perdesaan  

Indeks Desa 
Membangun 

  Indeks Ukuran 
pengklasifikasian 
Desa dalam rangka 
menentukan 
intervensi baik 
anggaran maupun 
kebijakan 
pembangunan Desa 

0,6959 
 

0,6959 0,7055 0,7103 0,7151 0,7199 0,7199  

Meningkatnya 
kemandirian 
dan 
pembangunan 
di wilayah 
pedesaan  

Persentase 
peningkatan 
status desa 
mandiri 

% Jumlah Desa 
berkembang yang 
memenuhi kriteria 
desa mandiri per 
tahun berdasarkan 
Indeks Desa 
membangun per 
tahun dibagi Jumlah 
desa berkembang 

(per- awal tahun n) 
dikali 100% 

3,72 4,46 5,20 5,94 6,69 7,43 7,43 Permades, 
Kecamatan  

Meningkatkan 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup. 

Penurunan 
Gas Rumah 
Kaca 

  Gg 
Co2e 

Jumlah penurunan 
Co2e yang dihasilkan 
dari aktivitas 
pembangunan  

10.250 10.500 10.750 11.000 11.250 11.500 11.500  

Meningkatnya 
kualitas 

lingkungan 
hidup  

Indeks 
Kualitas 

Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Indeks Penghitungan 
komposit dari skor 

kualitas air, kualitas 
udara dan tutupan 
lahan. 

62,39 62,70 63,01 63,33 63,65 64,00 64,00 Lingkung-
an Hidup 

Pengelolaan dan 
Penanganan 

Bencana yang 
belum optimal 

Meningkatkan 
Pengelolaan 
Bencana 

Indeks 

Resiko 

Bencana 

  Indeks Perhitungan dari 
hazard (bahaya) dikali 
vulnerability 
(kerentanan) dibagi 
capacity (kapasitas) 

112,75 112,75 112,55 112,45 112,35 112,25 112,25  

Meningkatnya 
kesiapsiagaan 
bencana di 
setiap desa/ 
kelurahan  

Persentase 
desa/kelura
han tangguh 
bencana 

% Desa/kelurahan yang 
merupakan wilayah 
rawan bencana yang 
memiliki kapasitas 
tanggap bencana 

13,02 14,08 15,14 16,2 17,26 18,32 18,32 Tranti 
bum 

* Data Sementara 
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BAB VI 

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS 

 

6.1 Strategi Pembangunan Daerah   

1. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan Inovatif, dilakukan dengan: 

a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan 

akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas 

pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan 

keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah; 

b. Meningkatkan kualitas birokrasi yang kapabel melalui peningkatan 

kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, 

penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, 

memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu 

data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan 

kualitas arsip daerah; 

c. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatkan kualitas 

pelayanan perangkat daerah; 

d. Meningkatkan inovasi daerah melalui peningkatan kualitas 

kelitbangan dan penerapan penelitian, pemanfaatan teknologi dan 

pengembangan penelitian. 

2. Peningkatan stabilitas keamanan ketentraman wilayah, dilakukan 

dengan meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik 

sosial melalui peningkatan kerukunan antarumat beragama, etnis, 

peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, 

peningkatan keamanan dan ketertiban umum. 

3. Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat, dilakukan 

dengan: 

a. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan 

kualitas pengelolaan pendidikan, pemenuhan SPM bidang 

pendidikan, peningkatan budaya literasi; 

b. Meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan pelaksanaan 

SPM Bidang Kesehatan, penurunan AKI dan AKB, peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana kesehatan, kualitas SDM tenaga 

kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas obat dan alat 

kesehatan, sarana prasarana distribusi obat dan kualitas tempat 
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pengolahan makanan serta kualitas perilaku hidup sehat dan 

bersih, peningkatan pengendalian penduduk dan pelayanan 

keluarga berencana serta penanganan gizi masyarakat untuk 

penurunan stunting, peningkatan pola pangan dan 

keanekaragaman pangan; 

c. Meningkatkan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga; 

d. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui 

peningkatan pemberdayaan perempuan, peningkatan anggaran 

responsif gender, penanganan kekerasan perempuan dan anak, 

serta pemenuhan hak anak; 

e. Meningkatkan kesejahteraan melalui penanganan kemiskinan 

terutama kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas data 

kemiskinan, penanganan PMKS, kaum disabilitas, penguatan 

kelembagaan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan SPM 

Bidang Sosial; 

f. Penanganan pengangguran terbuka melalui peningkatan 

kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan di Cilacap dan kawasan industri sekitar Cilacap, 

peningkatan penempatan kerja, peningkatan penyelesaian 

hubungan industri. 

4. Peningkatan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal, 

dilakukan dengan : 

a. Meningkatkan pertumbuhan kontribusi industri pengolahan 

melalui peningkatan inovasi produk industri berbahan baku lokal, 

optimalisasi pemanfaatan kawasan industri dan penguatan promosi 

industri pengolahan skala kabupaten; 

b. Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dalam pertumbuhan 

ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian dan 

perikanan, peningkatan sarana prasarana pertanian dan perikanan, 

serta peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan; 

c. Meningkatkan nilai investasi melalui peningkatan dan kemudahan 

pelayanan penanaman modal, peningkatan promosi investasi, serta 

peningkatan peran perusahaan dalam pelaksanaan LKPM; 

d. Meningkatkan konstribusi perdagangan dan pelaku usaha dalam 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas pelaku usaha, 

peningkatan pelayanan distribusi perdagangan dan peningkatan 

pelayanan perlindungan konsumen dalam UTTP; 
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e. Meningkatkan kualitas UMKM melalui penguatan koperasi menjadi 

koperasi yang mampu mendukung permodalan dalam 

pengembangan usaha mikro; 

f. Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi 

melalui peningkatan kualitas daya tarik dan destinasi wisata, 

peningkatan kualitas budaya dan pelestarian budaya Cilacap untuk 

menarik kunjungan wisata, pengembangan ekonomi kreatif dalam 

mendukung pariwisata. 

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dilakukan dengan: 

a. Meningkatkan kualitas udara, air dan tutupan lahan; 

b. Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu melalui penanganan 

dan pengurangan sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 

6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Bencana, 

dilakukan dengan:  

a. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui peningkatan dan 

rehabilitasi serta penguatan drainase jalan; 

b. Meningkatkan pemenuhan universal akses, penanganan kawasan 

kumuh, pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana  dan 

peningkatan kualitas PSU;  

c. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan tata ruang melalui 

peningkatan pemahaman masyarakat, investor terhadap 

penyelenggaraan penataan ruang; 

d. Meningkatkan kualitas saluran irigasi melalui peningkatan dan 

rehabilitasi jaringan beserta bangunan pelengkap serta penguatan 

kelembagaan irigasi; 

e. Meningkatkan pelayanan perhubungan melalui peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana perhubungan. 

7. Peningkatan pembangunan kawasan strategis pedesaan melalui:  

a. Peningkatan fasilitasi Kerjasama antar desa yang memiliki potensi 

sejenis seperti pariwisata, Usaha Mikro dan Kecil, pertanian, 

perikanan dan perkebunan; 

b. Pengembangan BUMDes dan BUMaDes; 

c. Peningkatan kemandirian desa; 

d. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). 

8. Peningkatan penanganan bencana melalui pemenuhan sarana 

prasarana dan penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan 

bencana. 
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6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 

Visi “Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera” dan misi pembangunan 

jangka panjang daerah Kabupaten Cilacap diwujudkan dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026  ke 

dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran 

tersebut dalam pencapaiannya ditetapkan alternatif upaya strategi 

pembangunan daerah. Sejalan dengan beberapa strategi yang sudah 

ditetapkan, maka perlu kebijakan yang memberikan arahan agar fokus 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Arah kebijakan RPD ditetapkan 

selama 4 (empat) tahun perencanaan dengan model target tahapan setiap 

tahunnya yang akan dijabarkan kedalam dokumen perencanaan 

pembangunan tahunan daerah (RKPD). Arah kebijakan akan menjadi 

acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap 

tahunnya selama periode tahun 2023-2026. Gambaran arah kebijakan 

pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas setiap tahunnya 

ditunjukkan melalui gambar di bawah ini. 

 

Gambar 6. 1  

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 

 

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun pertama (2023) adalah 

Pemantapan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan 

2023 Pemantapan 
Infrastruktur dan 
Pemulihan Ekonomi 
Berkelanjutan 
Didukung Penguatan 
SDM dan Daya Saing 
Daerah

2024 Penguatan 
Reformasi Birokrasi dan 
Daya Saing SDM 
didukung Inovasi Daerah 
Dalam Rangka 
Percepatan Pertumbuhan 
Ekonomi Berkelanjutan 
dan Peningkatan 
Infrastruktur Berkualitas

2025 Penguatan 
Pertumbuhan Ekonomi  
Didukung Pemerataan 
Pembangunan 
Infrastruktur yang 
Berwawasan Lingkungan 
dan Daya Saing SDM

2026 Perwujudan 
kesejahteraan 
masyarakat yang 
berdaya saing dan 
berbudaya didukung 
pemantapan 
infrastruktur yang 
berwawasan 
lingkungan dan 
pertumbuhan ekonomi 
berkelanjutan
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Didukung Penguatan SDM dan Daya Saing Daerah. Prioritas pada tahun 

2023 untuk mencapai arah kebijakan tersebut, adalah : 

1. Pemantapan Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan 

memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, difokuskan pada : 

a.   Pemantapan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui    

peningkatan keselamatan jalan dan jembatan yang menghubungkan 

kawasan aglomerasi; 

b.   Penanganan kawasan kumuh dan penyehatan lingkungan 

perumahan (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH, sanitasi, air bersih dan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum); 

c.   Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk mendukung 

pemenuhan kebutuhan air baku; 

d.   Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan 

persampahan untuk mendukung adaptasi perubahan iklim; 

e.   Peningkatan kualitas layanan perhubungan melalui pemenuhan 

sarana prasarana transportasi. 

2. Peningkatan pemulihan ekonomi untuk percepatan pengurangan 

kemiskinan, pengangguran dan ketahanan sosial serta penguatan 

pemberdayaan keluarga, difokuskan pada : 

a.   Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, 

perkebunan, peternakan dan perikanan secara berkesinambungan; 

b.   Peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil, pengembangan 

produk-produk unggulan daerah bersertifikasi dan peningkatan 

sarpras pemasaran/ perdagangan; 

c.   Peningkatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif 

dan perluasan pasar berbasis digital; 

d.   Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi 

Mal Pelayanan Publik (MPP); 

e.   Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui Pendampingan 

Desa/Kelurahan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah 

Kabupaten Cilacap dengan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS); 

f.    Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui 

peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan; 

g.   Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja; 

h.   Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk 

eksploitasi/diskriminasi, penelantaran, dan tindak kekerasan; 
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i.    Optimalisasi partisipasi Keluarga Berencana untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. 

3. Peningkatan kualitas hidup dan penguatan SDM yang berdaya saing, 

difokuskan pada : 

a. Peningkatan derajad Kesehatan masyarakat yaitu penurunan  Angka 

Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, peningkatan kepemilikan 

jaminan pemeliharaan dan peningkatan pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal; 

b. Peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka mendukung Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS); 

c. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan secara luas (formal, 

kesetaraan, inklusi, dan vokasi); 

d. Peningkatan minat dan budaya literasi masyarakat berbasis digital; 

e. Penumbuhan wirausaha muda yang mandiri;  

f. Peningkatan olahraga prestasi dan rekreasi; 

g. Pelestarian dan pengembangan keberagaman seni budaya lokal; 

h. Penguatan kapasitas, kompetensi dan kualifikasi SDM kesehatan, 

pendidikan dan tenaga teknis serta fungsional. 

4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan 

peningkatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada : 

a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel 

melalui keterbukaan informasi, transparansi dan penataan ASN, 

pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan 

Electronic Government (E-Gov) dan tatanan kehidupan baru serta 

peningkatan pengawasan internal; 

b. Optimalisasi sumber pendapatan daerah serta peningkatan 

administrasi kependudukan dan pengelolaan aset daerah; 

c. Optimalisasi pengelolaan dan integrasi data sektoral serta 

peningkatan keamanan informasi persandian; 

d. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan 

pemberdayaan masyarakat; 

e. Pengelolaan arsip digital; 

f. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam rangka 

meningkatkan kinerja pelayanan publik. 

5. Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana, 

difokuskan pada : 
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a.   Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan 

pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat; 

b.   Optimalisasi partisipasi politik di kalangan masyarakat terutama 

untuk pemilih pemula; 

c.   Pengurangan risiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan 

kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu 

serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan 

pasca bencana. 

Arah kebijakan tahun kedua (2024) adalah Penguatan Reformasi 

Birokrasi dan Daya Saing SDM didukung Inovasi Daerah Dalam Rangka 

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan 

Infrastruktur Berkualitas. Prioritas pada tahun 2024 adalah : 

1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan 

inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis 

teknologi informasi, difokuskan pada : 

a. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang 

bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan 

kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, 

implementasi Electronic Government (E-Gov) dan keamanan informasi 

daerah; 

b. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan 

pembangunan dan Optimalisasi pengelolaan aset daerah; 

c. Peningkatan pengelolaan arsip digital; 

d. Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan; 

e. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan 

untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan 

anggaran pembangunan; 

f. Peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan 

kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan partisipasi politik; 

g. Peningkatan implementasi inovasi daerah dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan daerah. 

2. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan      

pada : 

a. Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka 

mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan 
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stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

b. Pengendalian penduduk melalui peningkatkan pemahaman 

masyarakat untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, 

peningkatan kesadaran masyarakat ber KB dan keluarga sejahtera; 

c. Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka 

perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan 

mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan 

sekolah inklusi; 

d. Pengembangan budaya literasi masyarakat; 

e. Pemberdayaan wirausaha muda dalam pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

f. Peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan 

olahraga rekreasi; 

g. Peningkatan kualitas SDM dalam pelestarian budaya dan cagar 

budaya; 

h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak 

anak; 

3. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, 

difokuskan pada : 

a. Peningkatan kualitas produksi pertanian dititikberatkan pada 

kualitas sarana dan prasarana pertanian, pengembangan agro 

industri; 

b. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap; 

c. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan 

kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, 

pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, 

peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan penguatan 

branding; 

d. Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan 

sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan 

perluasan pasar berbasis digital; 

e. Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi 

Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan 

kegiatan Penanaman modal; 

f. Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui jaring pengaman 

sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor 
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dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS); 

g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui 

peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan; 

h. Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja. 

4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi, difokuskan pada : 

a. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas 

antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dan distribusi 

melalui  peningkatan kemantapan jalan dan jembatan; 

b. Percepatan pencapaian SPM bidang perumahan permukiman melalui 

pemenuhan penanganan rumah tidak layak huni bagi korban bencana 

dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU 

permukiman dan pencegahan kawasan kumuh; 

c. Peningkatan akses air minum pada masyarakat dan peningkatan 

akses sanitasi layak;  

d. Pengelolaan Sumber daya air untuk mendukung penanganan banjir 

dan peningkatan kualitas sistem irigasi. 

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas Sumber Daya 

Alam (SDA), difokuskan pada : 

a. Penurunan emisi gas rumah kaca; 

b. Peningkatan kualitas air dan udara dari zat pencemar;  

c. Peningkatan pengelolaan sampah melalui penanganan di TPA. 

6. Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, 

difokuskan pada : 

a.   Pembangunan desa berbasis potensi lokal; 

b.   Pemberdayaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa; 

c.   Peningkatan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah 

desa/kelurahan dan kelembagaan desa/kelurahan; 

Arah kebijakan tahun ketiga (2025) adalah Penguatan Pertumbuhan 

Ekonomi Didukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang 

Berwawasan Lingkungan dan Daya Saing SDM. Prioritas pada tahun 2025 

adalah : 

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan 

kemiskinan ekstrem, difokuskan pada: 
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a. Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada 

peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro 

industri; 

b. Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan 

kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, 

pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, 

peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan kolaborasi dengan 

e commerce; 

c. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang 

ekspor dan perlindungan konsumen; 

d. Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan 

diversifikasi produk sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi 

kreatif dan perluasan pasar berbasis digital; 

e. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan 

perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) 

dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal; 

f. Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan 

jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi 

lintas sektor dan swasta; 

g. Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui 

peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan 

pangan; 

h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar 

industri. 

2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 

difokuskan pada : 

a. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui    

peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang 

menghubungkan antar wilayah; 

b. Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan 

kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat 

tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan;  

c. Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses 

sanitasi layak untuk mencapai SPM; 

d. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem 

irigasi berkualitas dan  penanganan banjir.  
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3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas SDA, difokuskan 

pada : 

a. Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca; 

b. Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar 

yang dihasilkan oleh usaha industri; 

c. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui 

optimalisasi pemanfaatan TPST. 

4. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada: 

a. Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk 

mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, 

penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

(Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan 

kampung sehat; 

b. Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi 

yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan 

kualitas keluarga sejahtera; 

c. Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat 

pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan 

meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah serta 

pengembangan sekolah inklusi; 

d. Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital; 

e. Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan 

perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran;  

f. Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi 

ditingkat regional, nasional dan internasional; 

g. Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran 

budaya serta pelestarian cagar budaya; 

h. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak 

anak. 

5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital 

dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, 

difokuskan pada : 

a. Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui 

perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, 

kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi 

daerah dan kabupaten pintar; 

b. Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah; 
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c. Pengembangan pengelolaan arsip digital; 

d. Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;  

e. Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk 

mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran 

pembangunan;  

f. Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat 

beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan 

pendidikan politik masyarakat; 

g. Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi 

daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan 

kewilayahan, difokuskan pada : 

a. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM); 

b. Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah; 

c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam 

pembangunan desa dan kelurahan;  

d. Pengembangan kerjasama antar desa. 

Arah kebijakan tahun keempat (2026) adalah Perwujudan 

kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya didukung 

pemantapan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Prioritas pada tahun 2026 adalah: 

1. Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan 

berbudaya, difokuskan pada : 

a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pencapaian 

standar pelayanan minimal kesehatan, peningkatan indikator 

keluarga sehat, pengurangan stunting, dan mendukung Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS); 

b. Pengendalian penduduk melalui penguatan calon pengantin untuk 

mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi 

masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera; 

c. Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka 

perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan 

mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan 

sekolah vokasi; 

d. Peningkatan budaya literasi masyarakat;  
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e. Peningkatan peran pemuda disegala aspek pembangunan dibidang 

ekonomi sebagai wirausaha muda, bidang sosial dan budaya;  

f. Peningkatan olahraga prestasi dan rekreasi; 

g. Peningkatan kualitas SDM dalam mendukung kemajuan budaya dan 

pelestarian cagar budaya; 

h. Perwujudan Kabupaten layak anak dan responsive gender. 

2. Pemantapan Infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, difokuskan pada : 

a. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui    

peningkatan kemantapan jalan, kualitas pelayanan angkutan yang 

menghubungkan antar wilayah; 

b. Penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, 

korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan 

kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh; 

c. Peningkatan akses sanitasi layak  dan akses air minum pada 

masyarakat; 

d. Optimalisasi pengelolaan Sumber daya air untuk mendukung 

produktivitas tanaman pangan dan penanganan banjir. 

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas SDA, difokuskan 

pada : 

a. Optimalisasi Penurunan emisi gas rumah kaca; 

b. Peningkatan pengawasan kualitas air dan udara dari zat pencemar 

yang dihasilkan oleh usaha industri; 

c. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui 

optimalisasi pemanfaatan TPST dan pengurangan sampah dengan 

sistem 3 R. 

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan 

kemiskinan ekstrem, difokuskan pada : 

a. Peningkatan kualitas produksi pertanian dalam arti luas yang 

dititikberatkan pada peningkatan produktivitas berkelanjutan dan 

pengembangan agro industri; 

b. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan 

kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, 

pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikasi dan 

peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan melalui kolaborasi 

dengan e commerce; 
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c. Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang 

ekspor dan perlindungan konsumen; 

d. Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan 

sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan 

pasar berbasis digital;  

e. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan 

perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) 

dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM);  

f. Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui sinergi dan 

kerjasama intervensi antara pemerintah kabupaten cilacap dengan 

pihak swasta; 

g. Optimalisasi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan 

lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan 

keamanan pangan; 

h. Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai 

kebutuhan pasar. 

5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan 

daerah berbasis digital, difokuskan pada : 

a. Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui 

perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, 

kualitas dan kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi 

daerah dan smart city (kabupaten pintar); 

b. Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;  

c. Pemantapan pengelolaan arsip digital; 

d. Pemantapan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan; 

e. Pemantapan kualitas dan perluasan pengawasan pembangunan untuk 

mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran 

pembangunan; 

f. Pemantapan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan 

kebangsaan dan bela negara serta penguatan pendidikan politik 

masyarakat; 

g. Pemantapan pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan untuk 

mendukung pembangunan daerah.  

6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan strategis pedesaan dan 

kewilayahan, difokuskan pada : 

a. Peningkatan desa kategori mandiri; 
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b. Peningkatan BUMDes menjadi BUMDesma; 

c. Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan desa dan 

kelurahan; 

d. Peningkatan pembangunan desa melalui pendekatan kawasan 

terintegrasi. 

6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah 

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cilacap disusun 

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 

2023-2026 melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 

Program mendasari pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifkasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 

Secara ringkas program prioritas yang akan menggambarkan strategi 

pembangunan daerah tercantum pada tabel berikut ini. 
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Tabel 6.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan 

No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

 Meningkatkan 
Kualitas Reformasi 

Birokrasi Dalam Tata 
Kelola Pemerintahan 

Yang Baik Dan 
Inovatif 

Meningkatnya 
birokrasi yang 

akuntabel 

Meningkatkan birokrasi yang 
akuntabel melalui peningkatan 

akuntabilitas, kinerja 
perangkat daerah, 

meningkatkan kualitas 
pengawasan, kualitas SPIP, 

penguatan kualitas 

pengelolaan keuangan, 
peningkatan kapasitas fiskal 

daerah 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Semua OPD 

Program Dukungan  

Pelaksanaan Tugas Dan 
Fungsi DPRD 

Sekretariat 

DPRD 

1. Program 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 
2. Program Perumusan 

Kebijakan, 
Pendampingan Dan 

Asistensi 

Pengawasan 

1. Program Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

2. Program      

Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

3. Program Pengelolaan           
Pendapatan Daerah 

Keuangan 

1. Program Perencanaan,  

Pengendalian  Dan 
Evaluasi Pembangunan 

Daerah 
2. Program Koordinasi     

Dan Sinkronisasi 

Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Perencanaan  
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

Meningkatnya 

birokrasi yang 
Kapabel 

Meningkatkan kualitas 

birokrasi yang kapabel melalui 
peningkatan kualitas pegawai, 

kompetensi ASN, peningkatan 

kedisiplinan ASN, penataan 
kelembagaan, meningkatkan 

kualitas tata kelola SPBE, 
memperkuat jaringan 

komunikasi, meningkatkan 
kualitas satu data, 

meningkatkan keamanan 
informasi daerah, 

meningkatkan kualitas arsip 

daerah 

Program Kepegawaian 

Daerah 

Kepegawaian 

Program Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

Diklat 

1. Program Pengelolaan     

Informasi dan 
Komunikasi Publik 

2. Program Pengelolaan               
Aplikasi Informatika 

Komunikasi dan 

Informatika 

Program  Penyelenggaraan        

Statistik Sektoral 

Statistik 

Program  Penyelenggaraan     

Persandian Untuk 
Pengamanan Informasi 

Persandian 

1. Program Pengelolaan 

Arsip 
2. Program Perlindungan 

dan Penyelamatan 

Arsip 

Kearsipan 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 

Publik 

Meningkatkan pelayanan 
publik melalui peningkatkan 

kualitas pelayanan perangkat 
daerah 

1. Program Pendaftaran 
Penduduk 

2. Program Pengelolaan 
Informasi Administrasi 

Kependudukan 
3. Program Pengelolaan 

Profil Kependudukan 

4. Program Pencatatan 
Sipil 

Administrasi 
Kependudukan 

dan Pencatatan 
Sipil   
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

     1. Program Pemerintahan 

Dan Kesejahteraan 
Rakyat 

2. Program Perekonomian 

Dan Pembangunan 

Sekretariat 

Daerah 

Meningkatnya 
kualitas inovasi 

daerah dan 
kelitbangan dalam 

pembangunan 

Meningkatkan inovasi daerah 
melalui peningkatan kualitas 

kelitbangan dan penerapan 
penelitian, pemanfaatan 

teknologi dan pengembangan 
penelitian 

Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Penelitian dan 
Pengembangan 

 Meningkatnya 

stabilitas keamanan 

ketentraman wilayah  

Menurunya gangguan 

keamanan di wilayah 

Meningkatkan pencegahan dan 

pengurangan terjadinya konflik 

sosial melalui peningkatkan 
kerukunan antar umat 

beragama, etnis, peningkatan 
cinta tanah air, penguatan 

kelembagaan politik, 
peningkatan kemanan dan 

ketertiban umum 

1. Program Penguatan   

Ideologi Pancasila Dan 

Karakter Kebangsaan 
2. Program Peningkatan       

Peran Partai Politik  
Dan  Lembaga  

Pendidikan Melalui 
Pendidikan  Politik Dan  

Pengembangan Etika 

Serta Budaya Politik 
3. Program  

Pemberdayaan  Dan  
Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 
4. Program Pembinaan   

Dan Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Dan Budaya 

5. Program         
Peningkatan         

Kewaspadaan Nasional 

Kesbangpol 
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

Dan Peningkatan 

Kualitas Dan Fasilitasi 
Penanganan Konflik 

Sosial 

1. Program  Peningkatan  

Ketenteraman  Dan 
Ketertiban Umum 

2. Program Pencegahan, 
Penanggulangan, 

Penyelamatan 
Kebakaran Dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

Ketenteraman, 

Ketertiban 
Umum, dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

 Meningkatkan 
Kesejahteraan Dan 

Daya Saing 
Masyarakat  

  
  

Meningkatnya 
kualitas pendidikan  

Meningkatkan kualitas dan 
daya saing SDM melalui 

peningkatan kualitas 
pengelolaan pendidikan, 

pemenuhan SPM bidang 
pendidikan, peningkatan 

budaya literasi. 

1. Program Pengelolaan 
Pendidikan 

2. Program Pendidik Dan 
Tenaga Kependidikan 

Pendidikan 

1. Program Pembinaan 

Perpustakaan 
2. Program Pelestarian 

Koleksi Nasional Dan 

Naskah Kuno 

Perpustakaan  

Meningkatnya 
kualitas derajat 

kesehatan 

Meningkatkan derajat 
kesehatan melalui peningkatan 

pelaksanaan SPM Bidang 
Kesehatan, peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana 
kesehatan, kualitas SDM 

tenaga kesehatan, peningkatan 

kualitas dan kuantitas obat 
dan alat kesehatan, sarana 

1. Program Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan        
Upaya Kesehatan 

Masyarakat 
2. Program Peningkatan   

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 
Kesehatan 

Kesehatan 
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

prasarana distribusi obat dan 

kualitas tempat pengolahan 
makanan serta kualitas 

perilaku hidup sehat dan 

bersih, peningkatan 
pengendalian penduduk dan 

pelayanan keluarga berencana 
serta penanganan gizi 

masyarakat untuk penurunan 
stunting, peningkatan pola 

pangan dan keanekaragaman 
pangan. 

3. Program Sediaan          

Farmasi, Alat 
Kesehatan Dan 

Makanan Minuman 

4. Program        
Pemberdayaan        

Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

1. Program Pengendalian 

Penduduk 
2. Program  Pembinaan  

Keluarga  Berencana 

(KB) 
3. Program  

Pemberdayaan  Dan  
Peningkatan Keluarga 

Sejahtera (KS) 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

1. Program Pengelolaan 
Sumber Daya Ekonomi 

Untuk Kedaulatan Dan 

Kemandirian Pangan 
2. Program Peningkatan   

Diversifikasi Dan 
Ketahanan Pangan 

Masyarakat  
3. Program Penanganan 

Kerawanan Pangan 
4. Program Pengawasan 

Keamanan Pangan 

Pangan 

  Meningkatkan kualitas pemuda 

dan peningkatan prestasi 
olahraga 

1. Program 

Pengembangan   

Kepemudaan 

dan Olahraga 
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

Kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan 
2. Program   

Pengembangan   

Kapasitas Daya Saing 
Keolahragaan 

3. Program           
Pengembangan           

Kapasitas 
Kepramukaan 

Meningkatnya 

kesetaraan, keadilan 

gender dan anak 

Meningkatkan kesetaraan 

gender dan pemenuhan hak 

anak melalui peningkatan 
pemberdayaan perempuan, 

peningkatan anggaran 
responsif gender, penanganan 

kekerasan perempuan dan 
anak, serta pemenuhan hak 

anak 

1. Program Pengarus  

Utamaan Gender  Dan 

Pemberdayaan 
Perempuan 

2. Program Perlindungan 
Perempuan 

3. Program Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

4. Program Pengelolaan 
Sistem Data Gender 

Dan Anak 

5. Program Pemenuhan 
Hak Anak (PHA) 

6. Program Perlindungan 
Khusus Anak 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 
Anak 

Meningkatnya 

pemerataan 
pendapatan 

masyarakat 

Meningkatkan kesejahteraan 

melalui penanganan 
kemiskinan terutama 

kemiskinan ekstrem, 

peningkatan kualitas data 
kemiskinan, penanganan 

PMKS, kaum disabilitas, 

1. Program Pemberdayaan 

Sosial 
2. Program Rehabilitasi 

Sosial 

3. Program Perlindungan      
Dan  Jaminan Sosial 

Sosial 
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

penguatan kelembagaan 

kesejahteraan masyarakat dan 
pemenuhan SPM Bidang Sosial 

4. Program Penanganan 

Bencana 
5. Program Pengelolaan      

Taman Makam 

Pahlawan 

  Penanganan pengangguran 
terbuka melalui peningkatan 

kompetensi calon tenaga kerja 
sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan di Cilacap dan 
kawasan industri sekitar 

Cilacap, peningkatan 

penempatan kerja, peningkatan 
penyelesaian hubungan 

industri 

1. Program Perencanaan 
Tenaga Kerja 

2. Program Pelatihan           
Kerja Dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 
3. Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

4. Program Hubungan 
Industrial 

Tenaga Kerja 

 Meningkatkan 
Kualitas 

Perekonomian 
Daerah Berbasis 

Kekuatan Lokal 

Meningkatnya 
kualitas kontribusi 

industri pengolahan  
dalam pertumbuhan 

ekonomi 

Meningkatkan pertumbuhan 
kontribusi industri pengolahan 

melalui peningkatan inovasi 
produk industri berbahan baku 

lokal, optimalisasi 

pemanfaatan kawasan industri 
dan penguatan promosi 

industri pengolahan skala 
kabupaten 

1. Program  Perencanaan  
Dan  Pembangunan 

Industri 
2. Program Pengendalian 

Izin Usaha Industri 

Kabupaten/Kota 
3. Program Pengelolaan   

Sistem   Informasi 
Industri Nasional 

Perindustrian  
  

Meningkatnya 

kualitas kontribusi 
pertanian dalam 

pertumbuhan 

ekonomi 

Meningkatkan pertumbuhan 

sektor pertanian dalam 
pertumbuhan ekonomi melalui 

peningkatan produktivitas 

pertanian dan perikanan, 
peningkatan sarana prasarana 

pertanian dan perikanan, serta 

1. Program Penyediaan   

Dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

2. Program Penyediaan   

Dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

3. Program Pengendalian  
Kesehatan Hewan Dan 

Pertanian  
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

peningkatan pemberdayaan 

petani dan nelayan 

Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 
4. Program Pengendalian 

Dan Penanggulangan 

Bencana Pertanian 
5. Program Penyuluhan 

Pertanian 

1. Program         
Pengelolaan         

Perikanan Tangkap 
2. Program Pengelolaan 

Perikanan Budidaya  

3. Program Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan 

Dan Perikanan 
4. Program Pengolahan 

Dan Pemasaran Hasil 
Perikanan 

Kelautan dan 
Perikanan 

Meningkatnya 

kualitas investasi 

dalam penanaman 
modal   

Meningkatkan nilai investasi 

melalui peningkatan dan 

kemudahan pelayanan 
penanaman modal, 

peningkatan promosi investasi, 
serta peningkatan peran 

perusahaan dalam 
pelaksanaan LKPM 

1. Program  

Pengembangan  Iklim  

Penanaman Modal 
2. Program Promosi 

Penanaman Modal 
3. Program Pelayanan 

Penanaman Modal 
4. Program Pengendalian        

Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

5. Program Pengelolaan   

Data Dan Sistem 
Informasi Penanaman 

Modal 

Penanaman 

Modal 
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

Meningkatnya 

kualitas 
pertumbuhan 

perdagangan, dan 

Usaha Mikro Kecil 

Meningkatkan konstribusi 

perdagangan dan pelaku usaha 
dalam pertumbuhan ekonomi 

melalui peningkatan kualitas 

pelaku usaha, peningkatan 
pelayanan distribusi 

perdagangan dan peningkatan 
pelayanan perlindungan 

konsumen dalam UTTP 

1. Program Peningkatan   

Sarana Distribusi 
Perdagangan 

2. Program Stabilisasi 

Harga Barang 
Kebutuhan Pokok Dan 

Barang Penting 
3. Program 

Pengembangan Ekspor 
4. Program  Standardisasi                   

Dan Perlindungan 
Konsumen 

5. Program Penggunaan 

Dan Pemasaran Produk 
Dalam Negeri 

6. Program Perizinan Dan 
PendaftaranPerusahaan 

Perdagangan 

  Meningkatkan kualitas UMKM 

melalui penguatan koperasi 
menjadi koperasi yang mampu 

mendukung permodalan dalam 

pengembangan usaha mikro 

1. Program Pengawasan 

Dan Pemeriksaan 
Koperasi 

2. Program Penilaian    

Kesehatan KSP/USP 
Koperasi 

3. Program Pendidikan 
Dan Latihan 

Perkoperasian 
4. Program Pemberdayaan 

Dan Perlindungan 

Koperasi 
5. Program Pemberdayaan 

UMKM 

Koperasi, Usaha 

Kecil, dan 
Menengah 
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

6. Program 

Pengembangan UMKM 

Meningkatnya pajak 

restoran, hiburan dan 
retribusi pariwisata 

dalam pendapatan 

asli daerah 

Meningkatkan kontribusi 

pariwisata dalam pertumbuhan 
ekonomi melalui peningkatan 

kualitas daya tarik dan 

destinasi wisata, peningkatan 
kualitas budaya dan 

pelestarian budaya Cilacap 
untuk menarik kunjungan 

wisata, pengembangan 
ekonomi kreatif dalam 

mendukung pariwisata 

1. Program Peningkatan 

Daya Tarik Destinasi 
Pariwisata 

2. Program Pemasaran 

Pariwisata 
3. Program  

Pengembangan  
Ekonomi  Kreatif 

Melalui Pemanfaatan   
Dan Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual 
4. Program 

Pengembangan     

Sumber Daya 
Pariwisata Dan 

Ekonomi Kreatif 

Pariwisata 

1. Program 
Pengembangan 

Kebudayaan 
2. Program           

Pengembangan           

Kesenian Tradisional 
3. Program Pembinaan 

Sejarah 
4. Program Pelestarian    

Dan Pengelolaan Cagar 
Budaya 

Kebudayaan  



 RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026         Hal VI-26 

 

No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

 Meningkatkan 

Kualitas Lingkungan 
Hidup  

Meningkatnya 

kualitas lingkungan 
hidup 

Meningkatkan kualitas udara, 

air dan tutupan lahan 

1. Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 
2. Program         

Pengendalian         

Pencemaran Dan/Atau 
Kerusakan Lingkungan 

Hidup 
3. Program Pengelolaan 

Keanekaragaman 
Hayati (Kehati) 

4. Program Pengendalian 
Bahan Berbahaya Dan     

Beracun (B3) Dan     

Limbah Bahan 
Berbahaya Dan 

Beracun (Limbah B3) 
5. Program Pembinaan 

Dan Pengawasan 
Terhadap Izin 

Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan 
Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
(PPLH) 

6. Program Peningkatan 
Pendidikan, Pelatihan 

Dan Penyuluhan 
Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat 

7. Program Penanganan            
Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

Lingkungan 

Hidup 
  

 
Meningkatkan pengelolaan 
sampah terpadu melalui 

penanganan dan pengurangan 

sampah dengan 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle). 
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

8. Program Pengelolaan 

Persampahan 

 Meningkatkan 
Kualitas 

Pembangunan 

Kawasan Strategis 
Perdesaan  

Meningkatnya 
kemandirian dan 

pembangunan di 

wilayah pedesaan  

Meningkatkan pembangunan 
kawasan strategis pedesaan 

melalui peningkatan Indeks 

Desa Membangun (IDM) 

1. Program Penataan Desa 
2. Program Peningkatan 

Kerjasama Desa 

3. Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 

4. Program            
Pemberdayaan            

Lembaga 
Kemasyarakatan,      

Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum 
Adat 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

1. Program  

Penyelenggaraan  
Pemerintahan Dan 

Pelayanan Publik 
2. Program  

Pemberdayaan  

Masyarakat  Desa Dan 
Kelurahan 

3. Program Koordinasi 
Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum 
4. Program          

Penyelenggaraan          
Urusan Pemerintahan 

Umum 

5. Program Pembinaan 
Dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Kecamatan  
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

  

  

Meningkatkan 

Kualitas 
Infrastruktur  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Meningkatnya 

kualitas 
kebinamargaan 

Meningkatkan kualitas jalan 

dan jembatan melalui 
peningkatan dan rehabilitasi 

serta penguatan drainase jalan 

Program Penyelenggaraan 

Jalan 
 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

Terwujudnya 

pemenuhan universal 
akses 

  

Meningkatkan pemenuhan 

universal akses, penanganan 
kawasan kumuh, 

pembangunan rumah layak 
huni bagi korban bencana  dan 

peningkatan kualitas PSU 

1. Program 

Pengembangan 
Perumahan 

2. Program Kawasan 
Permukiman 

3. Program Peningkatan  
Prasarana, Sarana Dan 

Utilitas Umum (PSU) 

4. Program Peningkatan 
Pelayanan Sertifikasi, 

Kualifikasi, Klasifikasi, 
Dan Registrasi Bidang 

Perumahan Dan 
Kawasan Permukiman 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

1. Program Pengelolaan 

Dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air 
Minum 

2. Program Pengelolaan 
Dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Meningkatnya 
Capaian Reforma 

Agraria 

1. Program Pengelolaan 
Dan Pengembangan 

Sistem Drainase 

2. Program Penataan 
Bangunan Dan 

Lingkungannya 

Pertanahan 
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

  

3. Program Penyelesaian 

Sengketa Tanah 
Garapan 

4. Program Penyelesaian 

Ganti Kerugian Dan 
Santunan Tanah Untuk 

Pembangunan 
5. Program Redistribusi 

Tanah Serta Ganti 
Kerugian Program 

Tanah Kelebihan 
Maksimum Dan Tanah 

Absentee 

6. Program Penatagunaan 
Tanah 

Meningkatnya 

pengelolaan irigasi 
kewenangan 

kabupaten 

Meningkatkan kualitas saluran 

irigasi melalui peningkatan dan 
rehabilitasi jaringan beserta 

bangunan pelengkap serta 
penguatan kelembagaan irigasi 

Program Pengelolaan   

Sumber Daya Air (SDA) 
 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

tata ruang wilayah 

Meningkatkan kepatuhan 

pemanfaatan tata ruang 

melalui peningkatan 
pemahaman masyarakat, 

investor terhadap 
penyelenggaraan penataan 

ruang 

1. Program Penataan 

Bangunan Gedung 

2. Program 
Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 
3. Program 

Pengembangan Jasa 
Konstruksi 

4. Program 

Pengembangan Sistem 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 
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No 
Tujuan 

Pembangunan 

Daerah 2023-2026 

Sasaran 
Pembangunan 

Daerah 2023 -2026 

Strategi Program  Urusan  

Dan Pengelolaan 

Persampahan Regional 

Meningkatnya kinerja 

perhubungan 

Meningkatkan pelayanan 

perhubungan melalui 
peningkatan kualitas sarana 

dan prasarana perhubungan 

1. Program 

Penyelenggaraan Lalu 
Lintas Dan Angkutan 

Jalan (LLAJ) 

2. Program Pengelolaan 
Pelayaran 

Perhubungan  

 Meningkatkan 

Pengelolaan 
Kebencanaan 

 

Meningkatnya 

kesiapsiagaan 
bencana disetiap 

desa/kelurahan  

Peningkatan penanganan 

bencana melalui pemenuhan 
sarana prasarana dan 

penguatan kapasitas 
masyarakat dalam 

kesiapsiagaan bencana 

Program Penanggulangan 

Bencana 

Ketenteraman, 

Ketertiban 
Umum, dan 

Perlindungan 
Masyarakat  
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BAB VII 

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 

 

 

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan 

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan 

pendanaan yang telah diproyeksikan pada bab sebelumnya. Hal ini 

perlu dipastikan agar target-target yang telah ditetapkan tidak melebihi 

kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah 

Kabupaten Cilacap yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan, 

namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-

19. Dampak Covid-19 masih akan dirasakan kurang lebih sampai 

dengan tahun 2022. Setelah itu keuangan daerah diharapkan akan 

kembali pulih dengan cepat. 

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan 

daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja 

ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan 

berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi 

yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian 

terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan 

pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals 

(SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.  

Belanja daerah tahun 2023-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip 

penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, 

memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan 

pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, 

transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk 

penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar 

dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan 

sesuai dengan potensi daerah. 

Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 

2023-2026 meliputi : 

1. Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi 

pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara 
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rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber 

pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: 

pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah.  

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah 

Tahun 2022 – 2026 didasarkan atas asumsi dari masing-masing 

komponen PAD. Asumsi tersebut termasuk telah 

memperhitungkan adanya pandemi Covid-19 yang berpotensi 

mempengaruhi resiko fiskal atas optimalisasi PAD.  

a) Proyeksi pajak daerah Tahun 2022-2026, didasarkan atas 

baseline tahun 2020 dan 2021, dengan memasukkan adanya 

variabel pandemi Covid-19, yang menekan penurun potensi 

pajak daerah. Tekanan tersebut tercermin dari penurunan PDB 

Tahun 2020 sebesar -1,89%. Variabel pandemi penting untuk 

dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh 

pertumbuhan PDB dengan potensi pajak yang dapat diraih. 

Penurunan sektor PDB akibat pandemi Covid-19, telah 

menyebabkan adanya koreksi pada kompoenen pajak daerah, 

antara lain : pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak 

hiburan, pajak penerangan jalan umum, PPB dan BPHTB. 

Pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan social 

distancing dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM). Dengan rata-rata pertumbuhan Pajak 

Daerah dari tahun 2017 – 2021 sebesar 9,37%. Dengan 

terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 proyeksi 

Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2024 diasumsikan 

dapat tumbuh secara signifikan.  

b) Proyeksi  Retribusi daerah tahun 2022–2026, analog dengan 

tekanan pandemi Covid-19 pada pos pajak daerah, penurunan 

potensi juga terjadi pada pos retribusi daerah, khususnya yang 

bersumber dari retribusi jasa usaha. Penurunan terbesar 

bersumber dari koreksi atas asumsi penerimaan retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyesuaikan dengan daya 

tarik investasi yang tertekan akibat pandemi Covid-19 dan 

retribusi pelayanan pasar tradisional, menyesuaikan dengan 

kebijakan pembatasan social distancing dan Pemberlakuan 
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Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Beberapa pos 

retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 

11 tentang Cipta Kerja, antara lain penghapusan retribusi Ijin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan penyesuaian 

model atas Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika 

asumsi pandemi Covid-19 masih berlangsung dalam periode 

RPJMD tahun 2022-2026, maka penerimaan retribusi 

mengalami trend yang meningkat rata-rata 5% per tahun, 

khususnya atas retribusi jasa usaha yang bersumber dari 

retribusi IMB dan retribusi pelayanan pasar tradisional. 

Sebagai benchmarking realisasi restribusi daerah tahun 2021 

sebesar Rp. 18.617.623.589,00. 

c) Proyeksi Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

yang bersumber dari Perusda yang ada di Kabupaten Cilacap  

didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi yang 

tinggi, maka hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun 

pada periode 2022 – 2026, dengan baseline pendapatan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perubahan 

RAPBD tahun 2021 yaitu sebesar Rp  56.112.553.448,00 

d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku 

pertumbuhan selama tahun 2017–2021 dengan rata-rata 

pertumbuhan -1,07%. Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain 

PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK 

BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Sumber 

pendapatan BLUD rata-rata diproyeksikan tumbuh 5% per 

tahun. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari 

pendapatan RSUD Pemerintah Kabupaten Cilacap  dan 

Puskesmas, namun demikian pendapatan ini, selanjutnya 

digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan 

BLUD menuju pada kemandirian BLUD.   

2) Pendapatan Transfer  Pemerintah Pusat 

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan 

atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 

2020 dan tahun 2021 serta memperhitungkan kebijakan APBN 

Tahun 2023-2026 serta Undang-undang Hubungan Keuangan 
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antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Termasuk dalam proyeksi, dimasukkan variabel pandemi Covid-

19 yang berpotensi menimbulkan adanya resiko fiskal yang akan 

dihadapi pemerintah daerah, terkait dengan transfer ke daerah. 

Resiko pandemi Covid-19 telah dimasukkan dalam kebijakan 

APBN tahun berjalan, dan asumsi perekonomian nasional dan 

global yang berdampak terhadap Penerimaan Dalam Negeri Netto 

(PMDN). Kecermatan dan kehatihatian terhadap asumsi dan 

proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, 

mengingat share pedapatan transfer pusat, mencapai 65,40% 

terhadap total pendapatan daerah, yang diartikan daerah 

memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer 

dari pemerintah pusat. 

Secara umum sumber utama pendapatan transfer 

pemerintah pusat, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK)  baik fisik maupun non fisik dan 

Dana Insentif Daerah (DID). Dana block grant melalui DAU 

sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola 

proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan 

nasional. Potensi kenaikan DAU diasumsikan sebesar 15,88% 

pada tahun 2023. Kenaikan tersebut diakibatkan bertambahnya 

jumlah ASN rekruitmen penerimaaan mulai tahun 2022. Proyeksi 

DAU mendasarkan baseline DAU Tahun 2021 sebesar Rp. 

1.272.865.794.000,-. 

Pencermatan terhadap Dana Transfer, bersumber dari 

kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang 

masih terus berpotensi terjadi, baik terhadap Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil serta DAK (Fisik dan Non 

Fisik). Pendapatan DAK telah dimasukkan dalam model, dengan 

asumsi baseline DAK Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. 

Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat, yang berasal 

dari Dana Insentif Daerah (DID), dalam proyeksi Tahun 2023-

2026 diasumsikan meningkat, per tahun dengan baseline DID 

Tahun 2021 sebesar Rp. 50.399.460.000,00. Termasuk dalam hal 

ini, kebijakan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai 

stimulan bagi daerah dengan peningkatan penyelenggaraan tata 
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kelola pemerintahan yang baik, menyesuaikan dengan kebijakan 

penggunaaan DID tahun 2023-2026, termasuk dalam hal ini 

kriteria DID yang digunakan untuk penanganan Covid-19. 

3) Pendapatan Transfer  Antar Daerah 

Proyeksi pendapatan transfer antar daerah, didasarkan atas 

asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2020 

dan tahun 2021. Pendapatan tranfer antar daerah yang 

bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada 

kabupaten/kota, sangat dipengaruhi dari asumsi dan potensi 

pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 

tahun 2023–2026. Sedangkan proyeksi bantuan keuangan 

kepada kabupaten/kota akan disinkronkan dengan 

pembangunan Provinsi Jawa Tengah ke depan. Terbitnya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

akan berdampak terhadap Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi 

menurun dikarenakan Kabupaten/Kota akan mendapatkan 

Opsen PKB.  

 

4) Lain-lain pendapatan yang Sah. 

Terhadap rencana pendapatan Hibah pada tahun 2023 

sampai dengan 2025, diasumsikan sebagai penerimaan yang 

berasal dari reimburse atas pemasangan SR-MBR oleh PDAM 

Tirta Wijaya, yang besaran penerimaanya sama dengan jumlah 

penyertaan modal ke PDAM. 

 

2. Belanja Daerah 

1) Belanja Operasi  

Rasio belanja  operasi terhadap total belanja pada tahun 

2016–2020 sebesar rata-rata 65,13% per tahun. Proyeksi belanja 

operasi  tahun 2023–2026 yang didominasi rasio belanja pegawai 

rata-rata sebesar 40,30% per tahun dengan rata-rata 

pertumbuhan belanja pegawai sebesar 2% per tahun. Sedangkan 

proyeksi belanja barang dan jasa dengan rata-rata proporsi 

sebesar 25,47% per tahun pada tahun 2023–2026 dengan rata-

rata pertumbuhan 6% per tahun. 
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2) Belanja Modal  

Belanja modal tahun 2023 diproyeksikan dengan proporsi 

sebesar 13,5% dari total belanja dan pada tahun 2026 meningkat 

menjadi  sebesar 1474%. Komponen terbesar pada belanja modal 

adalah pada belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dengan 

proporsi 55,62% dari total belanja modal. 

3) Belanja Tidak Terduga  

Kebijakan belanja tidak terduga dialokasikan untuk 

keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak 

dapat diprediksi sebelumnya. Penggunaan anggaran belanja tidak 

terduga diprioritaskan untuk tanggap darurat bencana dan 

penanganan atau pemulihan pandemi covid-19 apabila masih 

berlanjut. 

4) Belanja Transfer  

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau 

dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Alokasi belanja 

transfer Kabupaten Cilacap terdiri dari belanja bagi hasil dan 

belanja bantuan keuangan di mana anggaran yang dialokasikan 

ditransfer ke pemerintah desa dalam bentuk Dana Desa, Alokasi 

Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan Keuangan 

kepada pemerintah desa yang bersifat khusus di Kabupatan 

Cilacap diberikan dengan maksud mengoptimalkan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk 

mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan yang partisipatif melalui semangat gotong royong 

masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

 

3. Pembiayaan 

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara 

selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan 

pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 

diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan 

berdasarkan analisa realisasi SiLPA 5 (lima) tahun sebelumnya. 

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun ke depan 
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Pemerintah Kabupaten Cilacap  merencanakan adanya penyertaan 

modal kepada beberapa BUMD guna meningkatkan kinerja dan 

penguatan struktur modal BUMD serta pembentukan dana 

cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 

maupun Pilpres dan Pileg. Menurunnya target SiLPA pada tahun 

2025 dikarenakan adanya kenaikan pendapatan  

 

Pada tabel berikut dicantumkan hasil proyeksi Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Cilacap untuk 5 tahun ke depan berdasarkan 

persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja dari data 

APBD tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026                 Hal VII-8 

 

Tabel 7.1 

Proyeksi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Daerah 

Kabupaten Cilacap  Tahun 2022–2026 

Kode Uraian 
Proyeksi 

2022*) 2023 2024 2025 2026 

  PENDAPATAN 3.343.842.621.060 3.681.689.636.608 3.723.344.421.327 3.887.144.650.319 3.917.946.592.536 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 742.049.547.060 752.146.224.438 815.917.010.020 1.096.761.816.842 1.144.817.285.027 

4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah 287.395.000.000 288.632.302.025 327.099.204.087 583.199.414.174 605.256.351.935 

4.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah 28.125.760.000 27.825.760.000 31.317.048.000 32.882.900.400 34.527.045.420 

4.1.03 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 
57.574.680.000 57.822.000.000 60.741.287.400 64.082.058.207 67.606.571.408 

4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah 368.954.107.060 377.866.162.413 396.759.470.534 416.597.444.060 437.427.316.263 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.572.793.074.000 2.909.543.412.170 2.887.427.411.307 2.770.382.833.477 2.773.129.307.509 

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.327.870.198.000 2.661.195.844.515 2.635.547.274.210 2.634.180.327.477 2.636.926.801.509 

4.2.01.01 Dana Perimbangan 2.005.848.687.000 2.337.535.088.000 2.310.039.088.000 2.306.590.088.000 2.306.990.088.000 

4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil (DBH) 56.815.720.000 187.806.121.000 160.310.121.000 156.861.121.000 157.261.121.000 

4.2.01.01.02 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.274.344.606.000 1.475.040.606.000 1.475.040.606.000 1.475.040.606.000 1.475.040.606.000 

4.2.01.01.03 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 130.967.730.000 130.967.730.000 130.967.730.000 130.967.730.000 130.967.730.000 

4.2.01.01.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 543.720.631.000 543.720.631.000 543.720.631.000 543.720.631.000 543.720.631.000 

4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 12.907.445.000 14.546.690.515 16.394.120.210 18.476.173.477 20.822.647.509 

4.2.01.05 Dana Desa 309.114.066.000 309.114.066.000 309.114.066.000 309.114.066.000 309.114.066.000 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 244.922.876.000 248.347.567.655 251.880.137.097 136.202.506.000 136.202.506.000 

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 231.440.876.000 234.865.567.655 238.398.137.097 122.720.506.000 122.720.506.000 

4.2.02.02 Bantuan Keuangan 13.482.000.000 13.482.000.000 13.482.000.000 13.482.000.000 13.482.000.000 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 29.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 0 

4.3.01 Pendapatan Hibah 29.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 0 

              

  BELANJA 3.517.169.435.633 3.862.526.672.606 3.974.646.864.345 4.012.756.749.068 4.109.088.725.717 

5.1 BELANJA OPERASI 2.408.845.127.358 2.752.234.895.193 2.840.034.794.931 2.812.970.171.693 2.854.744.781.984 

5.1.01 Belanja Pegawai 1.372.122.507.717 1.713.544.806.414 1.715.660.460.231 1.717.881.896.738 1.720.214.405.071 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 956.837.731.271 958.805.200.409 991.701.613.711 1.014.631.049.035 1.051.081.089.127 

5.1.05 Belanja Hibah 78.464.888.370 78.464.888.370 131.181.720.989 78.891.675.920 81.805.460.286 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.420.000.000 1.420.000.000 1.491.000.000 1.565.550.000 1.643.827.500 

5.2 BELANJA MODAL 519.533.745.975 521.501.215.113 541.416.078.999 580.839.887.439 605.734.019.300 

5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.200.000.000 5.200.000.000 5.460.000.000 5.733.000.000 6.019.650.000 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.881.854.662 116.849.323.800 121.776.331.271 120.480.609.792 126.175.903.551 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.732.393.453 120.732.393.453 124.502.077.175 123.317.525.766 127.392.078.475 
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Kode Uraian 
Proyeksi 

2022*) 2023 2024 2025 2026 

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 269.547.647.560 269.547.647.560 280.483.600.638 322.091.351.370 336.904.489.638 

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.171.850.300 9.171.850.300 9.194.069.915 9.217.400.511 9.241.897.636 

5.3 BELANJA TAK TERDUGA 50.000.000.000 50.000.000.000 27.500.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 

5.3.01 Belanja Tak Terduga 50.000.000.000 50.000.000.000 27.500.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 

5.4 BELANJA TRANSFER 538.790.562.300 538.790.562.300 565.695.990.415 593.946.689.936 623.609.924.433 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 24.408.140.000 24.408.140.000 25.628.547.000 26.909.974.350 28.255.473.068 

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 514.382.422.300 514.382.422.300 540.067.443.415 567.036.715.586 595.354.451.365 

  SURPLUS / (DEFISIT) -173.326.814.573 -180.837.035.998 -251.302.443.018 -125.612.098.749 -191.142.133.181 

      
    

  PEMBIAYAAN   
    

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 192.826.814.573 225.337.035.998 270.802.443.018 145.112.098.749 210.642.133.181 

6.1.01 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya 
192.826.814.573 225.337.035.998 245.802.443.018 145.112.098.749 210.642.133.181 

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 0  0  25.000.000.000 0 0 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 19.500.000.000 44.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 

6.1.01 Pembentukan dana cadangan 0 25.000.000.000 0 0 0 

6.1.02 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 19.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 

  PEMBIAYAAN NETTO 173.326.814.573 180.837.035.998 251.302.443.018 125.612.098.749 191.142.133.181 

6.2 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah 

Tahun Berkenaan 
0 

0 0 0 0 

Keterangan: *) APBD  tahun 2022  

Sumber : Data Pendapatan Hasil Proyeksi BPPKAD Kab. Cilacap   



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026                Hal VII-10 

7.2 Program Perangkat Daerah 

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan  Pelayanan Dasar  

1. Pendidikan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program pengelolaan pendidikan 

Program ini diarahkan pada pemberian Bantuan Operasional 

Sekolah, sehingga sekolah dapat memenuhi sarana dan prasarana 

kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga untuk meningkatkan 

kualitas tenaga pendidik. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Jumlah  Warga Negara  usia 7- 15 tahun  yang 

berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Jumlah  Warga Negara  usia 

5 - 6 tahun  yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, Jumlah 

Warga Negara  Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan 

pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan, Persentase SD yang memiliki Sarpras sesuai 

SNP, Persentase SMP yang memiliki sarpras sesuai SNP, Persentase 

PAUD yang memiliki sarpras sesuai SNP dan Kesetaraan yang dibina. 

b. Program pendidik dan  tenaga kependidikan 

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi guru dan 

tenaga kependidikan, dan pamong budaya serta pemberian 

kesejahteraan GTT dan PTT SD dan SMP. Program ini dilakukan 

untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase guru yang 

memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut 

jenjang pendidikan. 

 

2. Kesehatan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

Program ini diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas kesehatan 

yang menjadi kewenangan kabupaten dalam memberikan pelayanan 

kesehatan pada masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) (per100.000 

kelahiran hidup), Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan, Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup., 
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Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 KH, Jumlah balita yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan, Prevalensi stunting (pendek dan 

sangat pendek) pada balita, Prevalensi wasting (kurus dan sangat 

kurus) pada balita (persen), Jumlah anak pada usia pendidikan dasar 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Jumlah Warga Negara usia 

produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Jumlah Warga 

Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Jumlah 

Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan, Jumlah Warga Negara 

penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan, Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa 

berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Jumlah Warga 

Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan, Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi 

virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human 

Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan, 

Persentase desa/kelurahan STBM, Proporsi peserta jaminan 

kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Persentase RS Rujukan 

Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi. 

b. Program Peningkatan Kapasitas  Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

Program ini diarahkan pada penyebaran dan pemenuhan tenaga 

kesehatan yang merata disetiap fasilitas kesehatan dasar. Program 

ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi 

puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standard dan Rasio daya 

tampung RS terhadap jumlah Penduduk. 

c. Program  Sediaan  Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 

Minuman 

Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan makanan dan 

minuman yang beredar dimasyarakat serta peningkatan pelayanan 

kefarmasian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator 

kinerja yaitu Proporsi fasyankes yang melakukan pelayanan farmasi 

sesuai standar, Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat 

essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. 

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat 

dalam menjaga dan melaksanakan hidup bersih dan sehat. Program 
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ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % Rumah 

Tangga PHBS. 

 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program   Pengelolaan   Sumber   Daya   Air (SDA) 

Program ini diarahkan pada manajemen sumber daya air sehingga 

bisa dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan 

permasalahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator 

kinerja yaitu Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik, 

Persentase pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, 

Persentase ketersediaan penunjang data SDA. 

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum 

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan kebutuhan air 

minum untuk masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Jumlah Warga Negara yang memperoleh 

kebutuhan pokok air minum sehari-hari. 

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengolahan air limbah yang 

dihasilkan oleh aktivitas masyarakat. Program ini dilakukan untuk 

mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Warga Negara yang 

memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. 

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

Program ini diarahkan pada pembangunan, rehabilitasi dan 

pemeliharaan drainase lingkungan sebagai salah satu pencegahan 

banjir. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 

Persentase Drainse dalam keadaan baik. 

e. Program Penataan Bangunan Gedung 

Program ini diarahkan pada kegiatan bantuan teknis pengelolaan, 

penyelenggaraan, dan pendataan Bangunan Gedung Milik Daerah. 

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu 

Persentase bangunan publik dalam kondisi baik. 

f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan     

Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota. Program 
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ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase 

bangunan dan lingkungan yang tertata dalam kondisi baik 

g. Program Penyelenggaraan Jalan 

Program ini diarahkan pada peningkatan jalan kabupaten, terutma 

yang menuju pada ruas-ruas strategis yang mendukung pariwisata. 

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu 

Persentase jalan kabupaten kondisi mantap. 

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 

Program ini diarahkan pada pembinaan tenaga kerja dibidang jasa 

konstruksi dalam meningkatkan kapasitasnya. Program ini dilakukan 

untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio tenaga operator/ 

teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

Program ini diarahkan pada penataan ruang sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang yang berlaku. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase ketaatan terhadap tata ruang 

j. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan 

Regional 

Program ini diarahkan pada pengelolaan sarpras persamapahan. 

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu 

Persentase penanganan sampah. 

 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Perumahan  

Program ini diarahkan pada upaya pemenuhan rumah layak huni 

bagi masyarakat yang tekena bencana dan relokasi program 

pemerintah daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator 

kinerja yaitu Jumlah Warga Negara korban bencana yang 

memperoleh rumah layak huni, Jumlah Warga Negara yang terkena 

relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang 

memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, dan 

Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah 

layak huni. 

b. Program Kawasan Permukiman 

Program ini diarahkan pada mewujudkan permukiman yang layak 

huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman 
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kumuh. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 

yaitu Persentase kawasan kumuh yang tertangani. 

c. Program  Peningkatan  Prasarana,  Sarana Dan Utilitas Umum 

(PSU) 

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan prasarana sarana 

utilitas umum perumahan. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana 

Dan Utilitas Umum (PSU) 

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi,   

Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman  

Program ini diarahkan pada pembinaan pengembang perumahan dan 

kawasan permukiman. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, 

Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman. 

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program  Peningkatan  Ketenteraman  Dan Ketertiban Umum 

Program ini diarahkan pada pengendalian gangguan trantibum yang 

dilakukan oleh masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase Gangguan Trantibum yang dapat 

diselesaikan, Persentase Linmas yang Dibina, Persentase Perda dan 

Perkada yang ditegakkan. 

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 

Dan Penyelamatan Non Kebakaran 

Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar pelayanan Minimal 

kebakaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 

yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran 

c. Program Penanggulangan Bencana 

Program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan Standar 

Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana. Program ini dilakukan 

untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Warga Negara yang 

memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah Warga 

Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan 
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penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Persentase cakupan 

daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. 

 

6. Sosial 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pemberdayaan Sosial  

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan potensi dan 

sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota. Program ini 

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase TKSK, 

PSM, Orsos dan LKS yang dibina. 

b. Program Rehabilitasi Sosial  

Program ini diarahkan pada pelayanan terhadap PPKS yang berada di 

luar panti. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 

yaitu Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar, anak 

telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) serta 

indikator kinerja Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang 

direhabilitasi. 

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan dan jaminan 

sosial bagi fakir miskin. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja Persentase daerah yang aktif melakukan 

pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan. 

d. Program Penanganan Bencana 

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar korban 

bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Program ini 

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah warga 

negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh 

perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 

darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. 

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan  

Program ini diarahkan pada pemenuhan fasilitas yang harus 

disediakan pada makam pahlawan sesuai dengan standar. Program 

ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase 

pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan. 
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B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan 

Dasar  

1. Tenaga Kerja 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja 

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perencanaan tenaga kerja 

daerah, diharapkan seluruh kegiatan yang ada pada dukumen 

perencanaan tenaga kerja daerah dapat terlaksana. Program ini 

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase 

kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. 

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja 

melalui sertifikasi keahlian. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat 

Kompetensi 

c. Program Penempatan Tenaga Kerja 

Program ini diarahkan pada penempatan tenaga kerja sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Program ini dilakukan untuk 

mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga kerja yang    

ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan 

Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota. 

d. Program Hubungan Industrial 

Program ini diarahkan pada penyelesaian sengketa terkait 

perburuhan, sehingga dapat diselesaikan secara musyawarah oleh 

para pihak. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 

yaitu Persentase Perselisihan hubungan industrial yang ditangani 

melalui mediasi dan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata 

kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, 

dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). 

 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan 

Perempuan 

Program ini diarahkan pada implementasi PUG dalam dokumen 

perencanaan OPD, serta implementasi dari struktur Pokja PUG di 

OPD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu 
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Rasio Program dan kegitan responsif gender di Perangkat Daerah, 

Persentase Perempuan yang menjadi Calon Legislatif, Persentase 

Organisasi wanita yang aktif, Rasio kekerasan terhadap    

perempuan, termasuk TPPO (per 100.000    penduduk perempuan). 

b. Program Perlindungan Perempuan  

Program ini diarahkan pada penanganan terhadap perempun yang 

menjadi korban kekerasan. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase perempuan yang bekerja atau 

mempunyai usaha 

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga  

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga. Program 

ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan 

Keluarga yang terlayani PUSPAGA dan persentase kecamatan yang 

memiliki puspaga. 

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak  

Program ini diarahkan pada pengelolaan data pilah gender disetiap 

OPD, dengan data pilah diharapkan perencanaan yang disusun lebih 

responsif gender. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator 

kinerja yaitu Prosentase Keterisian Gender dan Anak dalam SIGA 

oleh Perangkat daerah. 

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)  

Program ini diarahkan pada pelaksanaan kabupaten layak anak 

ditingkat kecamatan. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Prosentase pencapaian Desa / kelurahan 

Layak Anak. 

f. Program Perlindungan Khusus Anak  

Program ini diarahkan pada penanganan anak yang menjadi korban 

kekerasan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 

yaitu Persentase anak korban kekerasan    yang ditangani    instansi 

terkait kabupaten. 

 

3. Pangan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan 

Dan Kemandirian Pangan 

Program ini diarahkan pada penyediaan bahan pangan pada 

lumbung pangan yang menjadi cadangan pangan. Program ini 
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dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase 

ketersediaan pangan. 

b. Program   Peningkatan   Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

Program ini diarahkan pada penyedian sumber protein dan energi 

yang bisa dimanfaatkan masyarkat. Program ini dilakukan untuk 

mencapai indikator kinerja yaitu Ketersediaan energi dan protein per 

kapita, Produksi Komoditas Perkebunan dan Persentase kelompok 

yang dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan. 

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan 

Program ini diarahkan pada penanganan desa rawan pangan baik 

yang disebabkan karena akses memperoleh pangan yang sulit 

maupun karena bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase desa  rawan pangan yang 

ditangani. 

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan 

Program ini diarahkan pada pengawasan pangan utamanya pangan 

segar yang beredar di pasar, hal ini dilakukan untuk memastikan 

setiap bahan pangan yang beredar layak untuk dikonsumsi. Program 

ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase 

pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan 

keamanan pangan. 

 

4. Pertanahan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

Program ini diarahkan pada kepastian bagi mayarakat yang tanahnya 

menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan pemerintah 

daerah mendpatkan haknya tepat waktu. Program ini dilakukan 

untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian 

Sengketa Tanah Garapan. 

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah 

Untuk Pembangunan 

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator Persentase 

penyelesaian maslah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 

pembangunan. 

c. Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah 

Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 
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Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase 

Penyelesaian Redistribusi Tanah 

d. Program Program Penatagunaan Tanah 

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Presentase 

Pembinaan Tertib Admnistrasi Pertanahan. 

 

5. Lingkungan Hidup 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

Program ini diarahkan pada penyedian dokumen lingungan hidup 

yang berkualitas. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator 

kinerja yaitu Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup. 

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Program ini diarahkan pada pemantauan kualitas air dan udara 

untuk memastikan tingkat pencemaran yang terjadi. Program ini 

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Nilai Pengukuran 

Indeks Kualitas Air. 

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator Persentase 

tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota. 

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan 

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 

Program ini diarahkan pada pemantauan dan pengawasan terhadap 

pengolahan limbah B3, sehingga tidak mencemari lingkungan 

disekitarnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator 

kinerja yaitu Persentase Keg/Usaha yang melakukan Pengelolaan 

Limbah B3. 

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan      

Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap 

perizinan lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang 

memiliki Izin PPLH mendapatkan pembinaan dan pengawasan. 

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan    

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 
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Program ini diarahkan pada penyiapan masyarakat dalam menjaga 

dan melestarikan lingkungan, hal ini dimulai dari sekolah dan 

kelompok masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase Sekolah Adiwiyata 

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

Program ini diarahkan untuk memastikan setiap aduan masyarakat 

terkait perusakan lingkungan ditindaklanjuti. Program ini dilakukan 

untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengaduan 

Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran / Kasus Lingkungan Yang 

Ditindaklanjuti. 

h. Program Pengelolaan Persampahan 

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengolahan sampah. 

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu 

Persentase Pengurangan Sampah. 

 

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pendaftaran Penduduk 

Program ini diarahkan pada pelayanan pendaftaran penduduk. 

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu 

Perekaman KTP elektronik, Persentase anak usia 0-17 tahun 

kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Cakupan penerbitan Kartu 

Keluarga, Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data 

kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.  

b. Program Pencatatan Sipil 

Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil. Program ini 

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase 

cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun dan 

Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa 

kematian yang dilaporkan.  

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan data 

administrasi kependudukan dalam perencanaan yang disusun oleh 

OPD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu 

Sistem Informasi Kependudukan berbasis teknologinformasi yang 

terpelihara. 

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 
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Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan. 

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Profil 

Kependudukan Kabupaten. 

 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Penataan Desa 

Program ini diarahkan pada peningkatan dan pemantauan sarana 

dan prasarana didesa dalam pelayanan terhadap masyarakat. 

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu 

Persentase Pengentasan Desa tertinggal. 

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa 

Program ini diarahkan pada fasilitasi kejasama antar desa. Program 

ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase desa 

yang terfasilitasi kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga. 

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa 

Program ini diarahkan pada pembinaan administrasi desa baik dalam 

perencanaan maupun penganggaran. Program ini dilakukan untuk 

mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Desa memiliki Dokumen 

RPJMDes, APBDes dan RKPDes. 

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga      

Adat   Dan Masyarakat Hukum Adat 

Program ini diarahkan pada pembinaan BUMDes sehingga bisa 

mandiri dan bersaing dengan usaha lainnya. Program ini dilakukan 

untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina. 

 

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pengendalian Penduduk 

Program ini diarahkan pada pembatasan dan pengurangan 

pernikahan diusia dini. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase Usia Kawin Pertama yang isterinya 

dibawah usia 20 tahun. 

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

Program ini diarahkan pada penurunan masyarakat yang tidak 

terlayani dalam pemenuhan alat kontrasepsi. Program ini dilakukan 
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untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Jumlah Peserta 

KB / mCPR. 

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

Program ini diarahkan pada peningkatan pembinaan keluarga. 

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu 

Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan 

peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, 

BKR, BKB) dan Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif. 

 

9. Perhubungan  

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

Program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan penyelenggaraan 

lalu lintas angkutan jalan. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Rasio Perlengkapan jalan; Rasio Ijin Trayek 

dan Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor Wajib Uji.  

b. Program Pengelolaan Pelayaran 

Program ini diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana 

pelabuhan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 

yaitu Prosentase ketersediaan rambu Angkutan Sungai dan 

Penyeberangan. 

 

10. Komunikasi dan Informatika 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi publik terkait 

dengan kebijakan pemerintah yang dikemas secara menarik. Program 

ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase 

masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, 

mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. 

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

Program ini diarahkan pada penyediaan pelayanan publik secara 

online dengan menyiapkan akses internet distiap OPD. Program ini 

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase 

perangkat daerah yang mengimplementasikan/replikasi inovasi yang 

mendukung smart city sesuai masterplan. 
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11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 

Program ini diarahkan pada pengawasan koperasi. Program ini 

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase 

Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi 

dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota. 

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 

Program ini diarahkan pada pembinaan dan penilaian kesehatan 

KSP/USP, sehingga akan memberikan rasa aman pada masyarakat 

yang memiliki simpanan. Program ini dilakukan untuk mencapai 

indikator kinerja yaitu Persentase KSP/USP yang dinilai 

kesehatannya. 

c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus 

koperasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 

yaitu Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi, 

Prosentase Usaha Mikro yang difasilitasi. 

d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 

Program ini diarahkan pada pemberdayaan koperasi dalam mengelola 

usahanya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 

yaitu Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas. 

e. Program Pemberdayaan UMKM 

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator meningkatnya 

Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha. 

f. Program Pengembangan UMKM 

Program ini diarahkan pada pengembahan usaha mikro. Program ini 

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase 

pertumbuhan UMKM. 

 

12. Penanaman Modal 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen investasi 

Kabupaten Cilacap untuk menerik investor. Program ini dilakukan 

untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kebijakan 

Penanaman Modal yang diterbitkan. 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026                Hal VII-24 

b. Program Promosi Penanaman Modal 

Program ini diarahkan pada promosi investasi untuk menarik minat 

investor menanamkan modal di Kabupaten Cilacap. Program ini 

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase 

promosi di tingkatregional dan/atau nasional yang diikuti   

c. Program Pelayanan Penanaman Modal 

Program ini diarahkan pada pelayanan prima dalamperizinan 

penanaman modal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator 

kinerja yaitu Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang 

diterbitkan. 

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha 

dalam memberikan laporan penanaman modal yang telah dilakukan.  

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu 

Persentase Kepatuhan LKPM 

e. Program   Pengelolaan   Data   Dan   Sistem Informasi Penanaman 

Modal 

Program ini diarahkan pada penyedian data perizinan dan non 

perizinan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 

yaitu Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Perizinan 

Berusaha. 

 

13. Kepemudaan dan Olahraga 

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut : 

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 

Program ini diarahkan pada kegiatan pelatihan, pembinaan, dan 

pengembangan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaaan 

dan sosial kemasyarakatan. Program ini dilaksnaakan untuk 

mencapai indikator Tingkat    partisipasi pemuda    dalam organisasi 

kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dan Tingkat 

Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi mandiri. 

b. Program  Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan atlet secara 

berjenjang dalam rangka pengembangan cabang olahraga prestasi 

tingkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan 

prestasi cabang olahraga di daerah. 
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c. Program  Pengembangan Kapasitas Kepramukaan  

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan  kepramukaan  

tingkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan 

pembinaan gerakan kepramukaan. 

 

14. Statistik 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

Pengembangan Statistik Sektoral. Pelaksanaan program ini untuk 

mencapai indikator Pemanfaatan dokumen statistik dalam setiap 

perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 

 

15. Persandian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi. 

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Tingkat 

keamanan informasi pemerintah. 

 

16. Kebudayaan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan Kebudayaan 

Program ini diarahkan untuk mengembangakna kebudayaan daerah 

dan mencapai indikator Persentase obyek pemajuan kebudayaan 

yang dikembangkan 

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 

Program pengembangan dan pembinaaan kesenian tradisional dalam 

masyarakat. Program ini diarahlan untuk mencapai indikator 

Persentase kesenian tradisional yang dbina 

c. Program pembinaan sejarah 

Program ini dilakanakan untuk melestarikan dan pembinan sejarah 

lokal. Program ini dilaksnaakan untuk mencapai indikator Persentase 

sejarah lokal yang dibina. 

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya 

Program ini diarahkan untuk melestarikan dan memelihara benda 

peninggalan, situs dan Kawasan cagar budaya. Tujuan program 

mencapai indikator Persentase cagar budaya yang ditetapkan. 
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17. Perpustakaan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pembinaan Perpustakaan.  

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan minat baca dan 

pembinaan perpustakaan secara aktif. Indikator program yang akan 

dicapai adalah Rasio pengunjung perpustakaan per tahun persatuan 

penduduk. 

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 

Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan pelestarian terhadap 

naskah kuno. Indikator program yang akan dicapai adalah 

Prosentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan 

 

18. Kearsipan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pengelolaan Arsip 

Program pembinaan dan pengelolaan arsip secara baku. Program ini 

untuk mencapai indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan 

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban 

nasiona 

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 

Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan 

arsip penting dan penyelamatan arsip. Pelaksnaaan program untuk 

mencapai indikator Persentase Jumlah Arsip yang dilindungi dan 

diselamatkan. 

 

C. Urusan Pemerintahan Pilihan  

1. Kelautan dan Perikanan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

Program dilaksanakan dalam uoaya meningkatakan potensi dan 

pembinaan nelayan perikanan tangkap untuk nelayan 

kecil/tradisional. Program ini untuk mencapai indikator Presentase 

Cakupan Bina Kelompok Nelayan 

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

Program ini dilaksnaakan dalam rangka pembinaan, fasilitasi dan 

pengembangan kelompok pembudidaya ikan skala kecil dan 

tradisional, baik di tammbak atau kolam ikan. Program dilaksanakan 



RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026                Hal VII-27 

untuk mencapai indikator Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya 

Ikan 

c. Program  Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 

Program ini ditujukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam 

melakukan pengawasan. Indikator capaian adalah Cakupan 

Kelompok Masyarakat Pengawas Aktif. 

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Program ini ditujukan untuk meningkatkan konsumsi ikan bagi 

masyarakat. Indikator capaian adalah cakupan bina kelompok 

pengolah dan pemasar hasil perikanan. 

 

2. Pariwisata 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 

Program ini dilaksanakn dengan tujuan utuk mengembangkan 

potensi wisata unggulan daerah dan daya Tarik wisata. Program ini 

untuk mencapai indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata 

dan Tingkat Hunian Akomodasi. 

b. Program Pemasaran pariwisata 

Program ini dilaksanakan dalam rangka promosi dan peninaktan 

jumlah kunjungan wisatawan di DTW. Program ini untuk mencapai 

indikator Persentase Obyek Wisata yang dipromosikan 

c. Pogram pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan 

dan Perlindungan HKI 

Program ini diarahkan pada pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat dan SDM pariwisata melalui pelatihan SDM pariwisata, 

pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan 

kemampuan kewirausahaan di bidang pariwisata; pengembangan 

pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi pelaku 

ekonomi kreatif. Indiaktor program ini adalah Persentase Sub Sektor 

Ekonomi Kreatif (semua 17 Subsektor yang dikembangkan) 

d. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif 

Program ini diarahkan pada pengemabngan dan peningkatan 

keterampilan SDM pariwisata melalui pelatihan SDM pariwisata, 

pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan 

kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi kreatif. Indikator 
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program ini adalah Persentase (%) pelaku usaha pariwisata dan ekraf 

yang bersertifikasi dan Jumlah Desa Wisata yang di kembangkan. 

 

3. Pertanian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

Program ini dilaksanakan bagi pembinaan dan fasilitasi 

pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, tanaman 

perkebunan dengan bibit ungguln dan tamanan hortikultura dengan 

varietas bibit unggul. Indikator program ini adalah : Produksi 

Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Hortikultura, Populasi ternak 

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan lahan 

pertanian yang menapatkan layanan pengairan dari sumber-sumber 

air (irgasi, embung, damparitlongstorage) dan pengelolaan jaringan 

irigasi sesuai kewenangan. Indikator program ini adalah : Persentase 

Luas pelayanan Jaringan Irigasi 

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pencegahan dan 

penanganan hama penyakit ternak ruminansia. Indikator program ini 

adalah Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit 

hewan menular 

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Program ini dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi 

bencana pertanian yang mengakibatkan dampak ekonomi dan social 

bagi   usaha pertanian. Indikator keberhasilan program ini adalah 

Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani 

e. Program Penyuluhan Pertanian 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatak kecakapan dan 

kapasitas petani dan kelompok tani yang terampil dan mumpuni. 

Indikator program ini adalah Persentase peningkatan kelas kelompok 

tani. 

 

4. Perdagangan; 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Perijinan dan Paendaftaran Perusahaan 
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Program ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan 

peningkatan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha untuk 

emmeperoleh rekomendasi izin sesuai dengan peraturan 

perundangan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP 

Toko Swalayan), dengan indikator adalah Prosentase fasilitasi 

perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan 

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas 

dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional sebagai 

pelayanan bagi pedagang dan pelaku usaha kecil/pedagang. 

Indikator program ini adalah Persentase sarana distribusi 

perdagangan yang direhabilitasi, Prosentase penyediaan sarana 

distribusi perdagangan bagi pelaku usaha informal dan Prosentase 

Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. 

c. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting 

Program ini dilaksanakan dengan tujuan menjaga stabilitas harga 

untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama pada 

Hari Raya dan Natal tahun Baru di masyarakat. Indikator dari 

program ini adalah Prosentase Ketersediaan Data Harga Kebutuhan 

Pokok dan Prosentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. 

d. Program Pengembangan Ekspor 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor dari produk 

daerah dan meningkatkan hasil ekspor. Indikator dari program ini 

adalah Cakupan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor 

e. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen 

Program pelayanan pengukuran, perlindungan konsumen dan 

standaridasi UTTP. Indikator program ini adalah Cakupan alat ukur 

takar timbang dan perlengkapan yang di tera. 

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 

Program ini sebagai upaya memperluas promosi dan pemasaran dari 

produk UMKM dari kabupaten Cilacap. Indikator dari program ini 

adalah Prosentase Cakupan Bina Pelaku Usaha. 

 

5. Perindustrian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :  

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 
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Program ini bertujuan dalam rangka menyiapkan RIPIK sampai 

dengan ditetapkannya Perda tentang rencana Pembangunan Industri. 

Indikator program ini adalah Persentase sentra industri terbina 

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan 

usaha perindustrian dan peningkatan penanaman modal pada usaha 

industri kecil. Indikator dari program ini adalah Persentase jumlah 

hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha 

Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh 

instansi terkait 

c. Program Pengelolaan SIM Industri Nasional 

Program ini bertujaun untuk menyediakan data dan informasi 

terpadu tentang industri secara nasional dan terintegrasi. Indikator 

dari program ini adalah Tersedianya informasi industri secara 

lengkap dan terkini 

 

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah 

1. Sekretariat Daerah 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat 

Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan bantuan dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, bantuan sosial kepada 

kelompok keagamanaan dan pembinaan tertib administrasi bagi 

kecamatan dan kelurahan. Indikator program ini adalah Persentase 

ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan dan 

Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan 

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan 

Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan bantuan dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, bantuan sosial kepada 

kelompok keagamanaan dan pembinaan tertib administrasi bagi 

kecamatan dan kelurahan. Indikator program ini adalah Persentase 

ketersediaan koordinasi bidang Perekonomian sesuai kebutuhan, 

Persentase penyerapan APBD, Cakupan tingkat keberhasilan e- 

Tendering. 
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2. Sekretariat DPRD 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut adalah 

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. 

Pelaksanaan program ini ditujukan adagar pelayanan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD secara lengkap. Indikator dari 

program ini adalah Prosentase fasilitasi rapat-rapat tepat jadwal 

 

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah 

1. Perencanaan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evalusi Pembangunan 

Daerah 

Progran ini dilaksanakan Program ini dilaksanakan dalam upaya 

mewujudkan perencanaan dan evaluasi yang sesuai peraturan 

perundangan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan 

evaluasi pembangunan daerah.  indikator kinerja yang akan dicapai 

yaitu Persentase pencapaian realisasi target Program tahunan. 

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

Program ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan koordinasi 

dan sinkronisasi pembanguann daerah. Indikator capaian dalam 

program ini adalah % realisasi indikator OPD dibawah Rumpun 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Persentase realisasi 

indikator OPD dibawah rumpun Perekonomian, Persentase Realisasi 

Indiktor OPD dibawah Rumpun Infrastruktur dan Kewilayahan. 

 

2. Keuangan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikeator 

pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut : Persentase 

penyaluran dana transfer ke desa, Rasio Belanja Urusan 

Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure), Deviasi 

Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD, Presentase 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 

b. Program Pengelolaan BMD 
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Program ini ditujukan untuk mencapai persentase pengelolaan aset 

daerah yang dikelola dengan baik. 

c. Program pengelolaan pendapatan daerah 

Program ini dilaksanakan dengan indikator adalah Deviasi Realisasi 

PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD 

 

3. Kepegawaian 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

kepegawaian Daerah Pelaksanaan program ini ditujukan agar 

pengelolaan manajemen kjepagawaian daerah yang semakin baik dan 

professional. Untuk mencapaian dirumsukan indikator sebagai berikut:  

Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon 

ASN, Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi, Persentase 

kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian, 

Rasio Pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak 

termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio Jabatan Fungsional 

bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga 

kesehatan) 

 

4. Pendidikan dan Pelatihan 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program 

pengembangan SDM Aparatur. Program ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kapasitas dan SDM ASN yang professional. Dengan 

indikator Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan 

persyaratan/standar jabatan. 

 

5. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah   Program 

Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah, yang diarahkan pada kegiatan 

riset dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya, 

perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah; serta kegiatan 

perekayasaan, penerapan, dan pelayanan inovasi dan teknologi. Program 

ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Prosentase 

riset Daerah yang ditindaklanjuti, Prosentase jumlah inovasi daerah 

yang ditindaklanjuti.  
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F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah 

1. Inspektorat Daerah 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan 

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pengawasan internasl pemerintah daerah yang 

secara efektif. Indikator program ini adalah Prosentase Perangkat 

Daerah dengan Nilai kinerja baik dan Prosentase Perangkat Desa 

dengan Nilai kinerja baik. 

b. Program Perumusan Kebijakan, Pemdampingan dan Asistensi 

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikator 

Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi 

Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi dan 

Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa.  

 

G. Unsur Kewilayahan 

1. Kecamatan  

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik 

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan 

public di kecamatan dengan indikator Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

b. Progran pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Pelaksanaan program ini ditujukan meningkatkan musrenbang 

dalam perencanaan pembangunan desa dan kelurahan yang dibina 

dan menunjukkan peningkatan semakin baik. Indikator dari program 

ini adalah Persentase Desa yang memiliki kelembagaan aktif. 

c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertuban Umum 

Program ini ditujukan untu meningkatan ketertiban umum dan 

ketenteraman dalam masyarakat. Dengan indikator Persentase 

Desa/Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentramtaman 

dan ketertiban 

d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 

Pelaksanaan dari program ini adalah mencapai indikator Persentase 

fasilitasi forkompincam 

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 
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Program ini dilaksanakandalam rangka pembinaan dan fasilitasi bagi 

pemeritah desa, dengan indikator Persentase Desa yang difasilitasi 

terkait tata pemerintahan desa 

 

H. Unsur Pemerintahan Umum 

1. Kesatuan Bangsa dan Politik 

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

dengan indikator cakupan kecamatan yang mendapatkan 

penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara 

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga 

Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika 

serta Budaya Politik  

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator Tingkat 

partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada (%) 

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan  

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator Persentase 

LSM/Ormas yang dibina/bimtek kebangsaan 

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya  

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator cakupan 

kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya 

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan 

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial  

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator indikator cakupan 

kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencagahan dan 

penanganan konflik sosial 

 



3.862.526.672.606    3.974.646.864.345    4.012.756.749.070    4.109.088.725.716    15.959.019.011.737      

Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 Pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Jumlah  Warga Negara  

usia 7- 15 tahun  yang 

berpartisipasi dalam 

pendidikan dasar

Jumlah Warga Negara usia 

7-15 tahun yang terlayani 

pada sasaran Standar 

Pelayanan Minimal 

Pendidikan Dasar dibagi 

Jumlah Warga Negara usia 

7-15 tahun yang menjadi 

sasaran pada Standar 

Pelayanan Minimal  

Pendidikan Dasar

% 100 100 100 143.580.786.000       100 143.944.966.000       100 144.327.355.000       100 144.728.863.450       100 576.581.970.450           DINAS P DAN K

PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase SD yang 

memiliki Sarpras sesuai 

SNP 

Jumlah SD yang memiliki 

sarpras sesuai dengan SNP 

dibagi jumlah SD formal X 

100

% 28,81 33,92 36,72 30.663.174.000         39,52 31.001.924.000         42,32 31.357.611.500         45,12 31.731.083.375         45,12 124.753.792.875           DINAS P DAN K

PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Jumlah  Warga Negara  

usia 7- 15 tahun  yang 

berpartisipasi dalam 

pendidikan dasar

Jumlah Warga Negara usia 

7-15 tahun yang terlayani 

pada sasaran Standar 

Pelayanan Minimal 

Pendidikan Dasar dibagi 

Jumlah Warga Negara usia 

7-15 tahun yang menjadi 

sasaran pada Standar 

Pelayanan Minimal  

Pendidikan Dasar

% 100 100 100 77.901.039.200         100 78.142.190.460         100 78.395.399.283         100 78.661.268.547         100 313.099.897.490           DINAS P DAN K

PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase SMP yang 

memiliki sarpras sesuai 

SNP

Jumlah SMP yang memiliki 

sarpras sesuai dengan SNP 

dibagi jumlah SMP formal 

X 100

% 45,88 47,88 49,88 23.076.844.000         51,88 23.238.094.000         53,88 23.407.406.500         55,88 23.585.184.625         55,88 93.307.529.125             DINAS P DAN K

PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Jumlah Warga Negara usia 

5-6 tahun yang 

berpartisipasi dalam 

pendidikan PAUD

Jumlah Warga Negara usia 

5-6 tahun yang terlayani 

pada sasaran Standar 

Pelayanan Minimal PAUD 

dibagi Jumlah Warga 

Negara usia 5-6 tahun 

yang menjadi sasaran pada 

Standar Pelayanan 

Minimal PAUD

% 100 100 100 24.737.136.850         100 24.890.839.543         100 25.052.227.370         100 25.221.684.588         100 99.901.888.351             DINAS P DAN K

PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Persentase PAUD yang 

memiliki sarpras sesuai 

SNP dan Kesetaraan yang 

dibina

Jumlah PAUD yang 

memiliki sarpras sesuai 

dengan SNP di tambah 

kesetaraan yang dibina 

dibagi jumlah PAUD  dan 

jumlah lembaga 

kesetaraan X 100

% 67,08 68,18 69,28 1.939.345.000           70,38 2.021.312.250           71,48 2.107.377.863           72,58 2.197.746.756           72,58 8.265.781.869               DINAS P DAN K

Tabel 7.2

Indikasi Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-35



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

Jumlah Warga Negara  

Usia 7–18 Tahun yang 

belum menyelesaiakan 

pendidikan dasar dan atau 

menengah yang 

perpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan

Jumlah Warga Negara usia 

7-18 tahun yang terlayani 

pada sasaran Standar 

Pelayanan Minimal 

Pendidikan Kesetaraan 

dibagi Jumlah Warga 

Negara usia 7-18 tahun 

yang menjadi sasaran pada 

Standar Pelayanan 

Minimal  Pendidikan 

Kesetaraan

% 100 100 100 4.594.484.000           100 4.637.734.000           100 4.683.146.500           100 4.730.829.625           100 18.646.194.125             DINAS P DAN K

PROGRAM PENDIDIK DAN 

TENAGA KEPENDIDIKAN

Persentase guru yang 

memenuhi kualifikasi 

sesuai dengan standar 

nasional menurut jenjang 

pendidikan

Jumlah guru pada jenjang  

TK,SD,SMP yang 

berkualifikasi S1/ D4, 

dibagi dengan jumlah 

seluruh guru pada jenjang 

yang sama, dan 

dinyatakan dalam satuan 

persen (%).

% 91,07 91,19 91,25 25.337.497.401         91,57 26.604.372.271         92,32 27.934.590.885         93,07 29.331.320.429         93,07 109.207.780.985           DINAS P DAN K

2 Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Persentase RS Rujukan 

Tingkat kabupaten/kota 

yang terakreditasi

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Persentase puskesmas, 

puskesmas pembantu dan 

pusling dengan kondisi 

sarana dan prasarana 

memadai 

Jumlah PKM, Pustu, 

Pusling dengan kondisi 

sarana dan prasarana 

memadai dibandingkan 

dengan jumlah seluruh 

PKM, Pustu, Pusling 

dikalikan 100%

% 88,12 88,12 88,39 22.954.502.500         89,28 23.532.392.325         90,17 24.139.176.641         91,07 24.776.300.173         91,07 95.402.371.640             DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah ibu hamil yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan

Jumlah ibu hamil yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan dibagi jumlah 

ibu hamil di kabupaten x 

100%

% 95,06 95,06 100 5.583.692.000           100 5.585.704.900           100 5.587.818.445           100 5.590.037.667           100 22.347.253.012             DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah ibu bersalin yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan

Jumlah ibu bersalin yang 

mendapatkan pelayanan 

persalinan dibagi jumlah 

ibu bersalin di kabupaten 

x 100%

% 99,95 99,95 100 1.081.010.900           100 1.082.510.900           100 1.084.085.900           100 1.085.739.650           100 4.333.347.350               DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah bayi baru lahir 

yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan

Jumlah bayi baru lahir 

yang mendapatkan 

layanan kesehatan sesuai 

standar dibagi jumlah bayi 

baru lahir di kabupaten x 

100%

% 99,27 99,27 100 534.573.000              100 537.073.000              100 539.698.000              100 542.454.250              100 2.153.798.250               DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah balita yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan

Jumlah balita yang 

mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar 

dibagi jumlah balita di 

kabupaten x 100%

% 83,98 83,98 100 6.350.550.800           100 6.353.050.800           100 6.355.675.800           100 6.358.432.050           100 25.417.709.450             DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah anak pada usia 

pendidikan dasar yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan  

Jumlah anak pada usia 

pendidikan dasar yang 

mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar 

dibagi jumlah anak usia 

pendidikan dasar di 

kabupaten x 100%

% 99,45 99,45 100 1.550.025.000           100 1.551.275.000           100 1.552.587.500           100 1.553.965.625           100 6.207.853.125               DINKES
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Jumlah RS rujukan 
pemerintah yang 
terakreditasi (minimal 
strata utama) dibagi 
jumlah RS pemerintah di 
kabupaten X 100%

% 100 100 100            6.916.194.750 100            7.262.004.488 100            7.625.104.712 100            8.006.359.947 100              29.809.663.897 DINKES



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah Warga Negara usia 

produktif yang 

mendapatkan pelayanan

kesehatan

Jumlah orang usia 15 - 59 

tahun yang mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai 

standar dibagi jumlah 

orang usia 15 - 59 tahun 

di kabupaten x 100%

% 67,64 67,64 100 2.043.857.100           100 2.048.107.100           100 2.052.569.600           100 2.057.255.225           100 8.201.789.025               DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah Warga Negara usia 

lanjut yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan  

Jumlah warga negara usia 

60 tahun ke atas yang 

mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

dibagi jumlah orang warga 

negara usia 60 tahun ke 

atas di kabupaten x 100%

% 67,23 67,23 100 1.344.674.400           100 1.346.174.400           100 1.347.749.400           100 1.349.403.150           100 5.388.001.350               DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah Warga Negara 

penderita hipertensi usia 

15 tahun ke atas yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan  

Jumlah penderita 

hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

dibagi jumlah penderita 

hipertensi di kabupaten x 

100%

% 47,88 47,88 100 72.890.000                100 74.140.000                100 75.452.500                100 76.830.625                100 299.313.125                  DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah Warga Negara 

penderita diabetes melitus 

usia 15 tahun ke atas yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan  

Jumlah penderita diabetes 

melitus yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

sesuai standar dibagi 

jumlah penderita DM di 

kabupaten x 100%

% 98,45 98,45 100 9.377.898.000           100 9.379.148.000           100 9.380.460.500           100 9.381.838.625           100 37.519.345.125             DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah Warga Negara 

dengan gangguan jiwa

berat yang mendapatkan

pelayanan kesehatan  

Jumlah penderita ODGJ 

yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

sesuai standar dibagi 

jumlah penderita ODGJ di 

kabupaten x 100%

% 121,32 121,32 100 235.749.500              100 236.979.475              100 238.270.949              100 239.626.996              100 950.626.920                  DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah Warga Negara 

terduga tuberkulosis

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan  

Jumlah penderita 

tuberkulosis yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

dibagi jumlah penderita 

TBC di kabupaten x 100%

% 35,92 35,92 100 3.874.350.000           100 3.878.850.000           100 3.883.575.000           100 3.888.536.250           100 15.525.311.250             DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Jumlah Warga Negara 

dengan risiko terinfeksi 

virus yang melemahkan 

daya tahan tubuh manusia 

(Human Immunodeficiency 

Virus) yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

Jumlah orang dengan 

risiko terinfeksi HIV yang 

mendapatkan pelayanan 

deteksi dini HIV sesuai 

standar dibagi jumlah 

orang dengan resiko 

terinfeksi HIV di 

kabupaten x 100%

% 69,97 69,97 100 1.017.400.000           100 1.029.400.000           100 1.042.000.000           100 1.055.230.000           100 4.144.030.000               DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Persentase 

desa/kelurahan STBM

Jumlah desa/kel STBM 

dibagi jumlah seluruh 

desa dikali 100%

% 0 0 10 1.508.673.000           20 1.521.171.320           40 1.534.294.556           60 1.548.073.954           60 6.112.212.830               DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Proporsi peserta jaminan 

kesehatan melalui SJSN 

Bidang Kesehatan.

Peserta jaminan kesehatan 

melalui SJSN Bidang 

Kesehatan (BPJS) dibagi 

dengan jumlah penduduk 

miskin dan rentan 

(penduduk 40% 

terbawah/pendapatan 

terendah) nyatakan dalam 

satuan persen (%)

% 76,33 76,33 82 38.859.878.399         85 40.802.872.319         87 42.843.015.935         90 44.985.166.732         90 167.490.933.384           DINKES
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Cakupan Desa/ Kelurahan 

mengalami KLB/Potensi 

KLB yang dilakukan 

penyelidikan epidemiologi  

< 24 jam

Cakupan Desa/Kelurahan 

yang mengalami KLB/ 

potensi KLB yang 

ditangani/ditanggulangi < 

24 jam oleh kabupaten 

terhadap Kejadian Luar 

Biasa (KLB) pada periode/ 

kurun waktu tertentu

% 100 100 100 6.002.869.600           100 6.011.119.600           100 6.019.782.100           100 6.028.877.725           100 24.062.649.025             DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Persentase menurunnya 

angka kesakitan dan 

kecacatan akibat penyakit

Cakupan pelayanan 

penyakit menular dan 

tidak menular dibagi 

jumlah indikator penyakit 

dikali 100%

Penyakit menular (DBD, 

Sipilis, Hepatitis, 

Pnemonia)

Penyakit tidak menular (Ca 

Serviks)

% NA NA 20 3.357.392.050           21 3.371.142.050           22 3.385.579.550           23 3.400.738.925           23 13.514.852.575             DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Persentase FKTP 

terakreditasi

Jumlah FKTP (Puskesmas) 

yang telah memiliki 

sertifikat akreditasi yang 

masih berlaku dibagi 

jumlah seluruh FKTP 

(Puskesmas) dikali 100%

% 97,4 97,4 97,44 2.614.156.100           100 2.653.681.405           100 2.695.182.975           100 2.738.759.624           100 10.701.780.104             DINKES

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Persentase pemanfaatan 

SIK terintegrasi di 

Fasyankes

 Jumlah fasyankes yang 

memanfatkan sik 

terintegrasi di bagi jumlah 

fasyankes di kali 100%

% 60 60 65 50.000.000                70 52.500.000                75 55.125.000                80 57.881.250                80 215.506.250                  DINKES

PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KESEHATAN

Persentase tenaga 

kesehatan teregistrasi

% 55 55 91,2 3.982.600.000           92,1 3.986.850.000           93 3.991.312.500           94 3.995.998.125           94 15.956.760.625             DINKES

PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN

Persentase Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian 

(Apotek dan Toko Obat) 

yang Memenuhi Standar 

dan Persyaratan Perizinan

Jumlah fasilitas pelayanan 

kefarmasian yang sesuai 

standar dan perijinan 

dibagi total fasilitas 

pelayanan kefarmasian x 

100%

% 100 100 100 37.577.750                100 39.456.638                100 41.429.469                100 43.500.943                100 161.964.800                  DINKES

PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN

Persentase sarana industri 

rumah tangga pangan 

(IRTP) yang memenuhi 

syarat.

Jumlah sarana Industri 

Rumah Tangga Pangan 

(IRTP) yang memenuhi 

standar dan persyaratan 

izin edar SPP-IRT dibagi 

jumlah sarana Industri 

Rumah Tangga Pangan 

(IRTP) yang diperiksa 

dikalikan 100%

% 56 56 60 612.163.500              62 622.427.875              63 633.205.469              65 4.306.405.947           65 6.174.202.791               DINKES

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN

Persentase rumah tangga 

berperilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS).

Persentase rumah tangga 

dengan indikator PHBS 

tatanan rumah tangga 

yang memenuhi kriteria 

strata utama dan 

paripurna dibagi jumlah 

rumah tangga yang didata 

di suatu wilayah pada 

kurun waktu tertentu x 

100%

% 85,75 85,75 85,75 3.648.707.350           85,8 3.660.000.440           85,9 3.671.858.185           86 3.684.308.816           86 14.664.874.791             DINKES

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-38

Jumlah nakes yang 
mempunyai SIP di faskes 
pemerintah dibagi total 
nakes di faskes 
pemerintah x100%



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN

Presentase panjang jalan 

kabupaten dalam kondisi 

baik (%)

Panjang jalan dalam 

kondisi baik dibagi total 

panjang jalan secara 

keseluruhan x 100 %

% 67,24 67,5 68,00 184.739.135.000       69,00 191.988.635.000       70,00 199.600.610.000       71,00 207.593.183.750       71,00 783.921.563.750           DPUPR

PROGRAM PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase jaringan irigasi 

yang berfungsi baik

(panjang jaringan irigasi 

yang berfungsi baik / total 

panjang jaringan irigasi) x 

100%

% 45,09 46,09 47,09 21.135.991.186         48,09 21.937.980.395         49,09 22.780.069.065         50,09 23.664.262.168         50,09 89.518.302.814             DINAS PSDA

PROGRAM PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase 

pendayagunaan dan 

pengendalian daya rusak 

air

(93% x (panjang saluran 

pembuang yang berfungsi 

baik / total panjang 

saluran pembuang)x 

100%)) + (7% x (Jumlah 

Ketersediaan Air Baku / 

Jumlah Kebutuhan Air 

Baku pada daerah 

Kekeringan) x 100%))

% 11,57 9 9,50 30.720.917.420         10,00 32.256.963.291         10,50 33.869.811.456         11,00 35.563.302.028         11,00 132.410.994.195           DINAS PSDA

PROGRAM PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase ketersediaan 

penunjang data SDA

(Jumlah data SDA yang 

tersedia / Jumlah 

Kebutuhan Data SDA) x 

100%

% 25,39 42,13 48,52 2.457.673.394           54,91 2.580.557.064           61,3 2.709.584.917           67,69 2.845.064.163           67,69 10.592.879.537             DINAS PSDA

PROGRAM PENGELOLAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

Jumlah Warga Negara  

yang memperoleh 

kebutuhan pokok air 

minum sehari-hari 

(Jumlah kumulatif 

masyarakat yang rumah 

tangga mendapatkan akses 

terhadap air minum 

melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan 

terlindungi di dalam 

kab/kota : Jumlah total 

proyeksi rumah tangga di 

seluruh kabupaten/kota) 

X 100%

% 88 100 100 14.405.574.050         100 14.739.823.953         100 15.090.786.350         100 15.459.296.868         100 59.695.481.220             DISPERKIMTA

PROGRAM PENGELOLAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM AIR LIMBAH

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh layanan 

pengolahan air limbah 

domestik

Jumlah rumah yang 

memiliki akses pengolahan 

berupa cubluk + jumlah 

rumah yang lumpur 

tinjanya telah diolah di 

PLT+ jumlah rumah yang 

memiliki sambungan 

rumah dan air limbahnya 

diolah di IPALD / Jumlah 

rumah di Kabupaten A 

x100%

% 100 100 100 7.828.078.980           100 7.968.330.479           100 8.115.594.553           100 8.270.221.831           100 32.182.225.843             DISPERKIMTA

PROGRAM PENGELOLAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM DRAINASE

Persentase Drainse dalam 

keadaan baik

Panjang drainase dalam 

keadaan baik dibagi total 

panjang drainase x 100%

% 87,60 89,10 90,60 5.199.796.900           92,10 5.459.786.745           93,60 5.732.776.082           95,10 6.019.414.886           95,10 22.411.774.614             DISPERKIMTA

PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN GEDUNG

Persentase bangunan 

pemerintah dalam kondisi 

baik

Jumlah bangunan gedung 

pemerintah dalam kondisi 

baik / jumlah gedung 

pemerintah keseluruhan x 

100%

% 60,00 58,00 63,70 52.480.000.000         69,40 55.104.000.000         75,10 57.859.200.000         80,80 60.752.160.000         80,80 226.195.360.000           DPUPR

PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNYA

Persentase bangunan dan 

lingkungan yang tertata 

dalam kondisi baik

Jumlah bangunan dan 

lingkungan yang 

dilengkapi fasilitas RTH 

dan PFU dibagi Jumlah 

keseluruhan bangunan 

dan lingkungan di 

Kab.Cilacap yang 

membutuhkan RTH dan 

PFU x100%

% 33,24 55,81 58,93 19.002.932.102         62,04 19.953.078.707         65,16 20.950.732.642         68,29 21.998.269.275         68,29 81.905.012.726             DISPERKIMTA

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-39



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG

Presentase Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang

Luas KKPR yang 

disetujui/ Luas KKPR 

yang diajukan x 100 %

% 83,00 85,00 87,00 406.350.000              89,00 426.667.500              91,00 448.000.875              93,00 470.400.919              93,00 1.751.419.294               DPUPR

PROGRAM 

PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI

Rasio tenaga operator/ 

teknisi / analisis yang 

memiliki sertifikat 

kompetensi

Jumlah tenaga kerja 

konstruksi yang terlatih di 

wilayah kab/kota yang 

dibuktikan dengan 

sertifikat pelatihan 

operator dan 

teknis/analisis/Jumlah 

kebutuhan tenaga operator 

dan teknis/analis di 

wilayah Kabupaten/Kota x 

100%

% 0 20,43 27,43 470.000.000              34,43 493.500.000              41,43 518.175.000              48,43 544.083.750              48,43 2.025.758.750               DPUPR

PROGRAM 

PENGEMBANGAN SISTEM 

DAN PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

REGIONAL

Persentase penanganan 

sampah

Jumlah tonase 

penanganan sampah 

dibagi jumlah tonase 

timbulan sampah dikali 

100 %

% 65,05 66,07 67,05 1.464.514.500           68,05 1.537.740.225           69,05 1.614.627.236           70,05 1.695.358.598           70,05 6.312.240.559               DLH

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN

Jumlah Warga Negara 

korban bencana yang 

memperoleh rumah layak

huni

Jumlah unit rumah 

korban bencana yang 

ditangani pada tahun n 

dibagi Jumlah total 

rencana unit rumah 

korban bencana yang akan 

ditangani pada tahun n 

kali 100%

% 100 100 100 1.750.000.000           100 1.837.500.000           100 1.929.375.000           100 2.025.843.750           100 7.542.718.750               DISPERKIMTA

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN

Jumlah Warga Negara 

yang terkena relokasi 

akibat program Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota 

yang memperoleh fasilitasi 

penyediaan rumah yang 

layak huni

Jumlah unit rumah 

terkena relokasi akibat 

program Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota 

yang ditangani pada tahun 

n dibagi Jumlah total 

rencana unit rumah yang 

terkena relokasi akibat 

program Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota 

yang akan ditangani pada 

tahun n kali 100%

% 100 100 NA 100.000.000              100 105.000.000              100 110.250.000              100 115.762.500              100 431.012.500                  DISPERKIMTA

PROGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN

Persentase kawasan 

kumuh yang tertangani

Jumlah kawasan kumuh 

yang tertangani dibagi 

total kawasan kumuh x 

100%

% 36,49 49,06 64,28 1.465.000.000           79,41 1.538.250.000           90,31 1.615.162.500           100 1.695.920.625           100 6.314.333.125               DISPERKIMTA

PROGRAM PENINGKATAN 

PRASARANA, SARANA 

DAN UTILITAS UMUM 

(PSU)

Persentase Peningkatan 

Prasarana, Sarana Dan 

Utilitas Umum (PSU)

Jumlah Lokasi Perumahan 

yang Disediakan PSU / 

Jumlah total Lokasi 

Perumahan X 100 %

% 85 85 86 5.775.000.000           87 6.052.500.000           88 6.343.875.000           89 6.649.818.750           89 24.821.193.750             DISPERKIMTA

PROGRAM PENINGKATAN 

PELAYANAN SERTIFIKASI, 

KUALIFIKASI, 

KLASIFIKASI, DAN 

REGISTRASI BIDANG 

PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Peningkatan 

Pelayanan Sertifikasi, 

Kualifikasi, Klasifikasi, 

Dan Registrasi Bidang 

Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerbitan 

Sertifikasi dan Registrasi 

Pengembang Perumahan 

dengan Kualifikasi Kecil/ 

Total Laporan Perumahan 

Yang Sudah 

Diserahterimakan x 100%

% NA NA 25 100.000.000              50 105.000.000              75 110.250.000              100 115.762.500              100 431.012.500                  DISPERKIMTA

5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-40



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan

Jumlah Pengaduan 

Gangguan Tramtibum yang 

ditangani dibanding 

Jumlah Pengaduan 

Gangguan Trantibum yang 

masuk di kalikan 100%

% 100 100 100 749.610.500                  100 787.091.025              100 826.445.576              100 867.767.855              100 3.230.914.956               SATPOL PP

PROGRAM PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase Linmas yang 

Dibina

Jumlah Linmas yang 

dibina dibanding Jumlah 

Linmas se-Kab Cilacap di 

kalikan 100%

% 3,5 3,5 3,5 150.000.000                  3,5 157.500.000              3,5 165.375.000              3,5 173.643.750              14 646.518.750                  SATPOL PP

PROGRAM PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Jumlah Warga Negara 

Yang mepmeroleh Layanan 

Akibat dari penegakan 

hukum perda dan perkada

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh layanan 

akibat dari penegakan 

hukum Perda dan perkada 

dibagi Jumlah Warga 

Negara yang seharusnya 

memperoleh layanan 

akibat dari penegakan 

hukum Perda dan perkada 

x 100%

% 100 100 100 70.000.000                    100 73.500.000                100 77.175.000                100 81.033.750                100 301.708.750                  SATPOL PP

PROGRAM PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN NON 

KEBAKARAN

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban 

kebakaran 

Jumlah Pelayanan 

Kebakaran yang tertangani 

dibanding Jumlah 

Kejadian Kebakaran 

dikalikan 100%

% 100 100 100 1.348.602.800               100 1.416.032.940           100 1.486.834.587           100 1.561.176.316           100 5.812.646.643               SATPOL PP

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana 

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana 

dibagi Jumlah Warga 

Negara x 100%

% 100 100 100 83.857.499                100 88.050.374                100 92.452.893                100 97.075.538                100 361.436.304                  BPBD

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh layanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh layanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana dibagi Jumlah 

Warga Negara x 100%

% 100 100 100 987.853.640              100 1.037.246.322           100 1.089.108.638           100 1.143.564.070           100 4.257.772.670               BPBD

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana 

Jumlah Warga Negara 

yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana 

dibagi Jumlah Warga 

Negara yng seharusnya 

mendapatkan layanan 

penyelamatan dan 

Evakuasi korban Bencana 

x 100%

% 100 100 100 787.491.240              100 826.865.802              100 868.209.092              100 911.619.547              100 3.394.185.680               BPBD

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA

Persentase cakupan 

daerah bencana yang 

ditangani melalui 

rehabilitasi dan 

rekonstruksi

Jumlah daerah yang 

ditangani melalui 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi dalam 1 

tahun : Jumlah daerah 

bencana yang seharusnya 

ditangani melalui 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi dalam 1 

tahun dikali 100%

% 100 100 100 2.855.152.181           100 2.997.909.790           100 3.147.805.280           100 3.305.195.543           100 12.306.062.794             BPBD

6 Sosial

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-41



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase TKSK, PSM, 

Orsos dan LKS yang dibina

Jumlah TKSK, PSM, Orsos 

dan LKS yang dibina dibagi 

Jumlah TKSK, PSM, Orsos 

dan LKS yang ada dikali 

100%

% 100 100 100 862.500.000              100 905.625.000              100 950.906.250              100 998.451.563              100 3.717.482.813               DINSOS

PROGRAM REHABILITASI 

SOSIAL

Jumlah warga negara 

penyandang disabilitas 

telantar, anak telantar, 

lanjut usia telantar dan 

gelandangan pengemis 

yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti

Jumlah penyandang 

disabilitas telantar, anak 

telantar, lanjut usia 

telantar dan gelandangan 

pengemis yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di 

luar panti dibagi Jumlah 

target penyandang 

disabilitas telantar, anak 

telantar, lanjut usia 

telantar dan gelandangan 

pengemis dikali 100%

% 100 100 100 769.249.500              100 807.711.975              100 848.097.574              100 890.502.452              100 3.315.561.501               DINSOS

PROGRAM REHABILITASI 

SOSIAL

Persentase PPKS di luar 

sasaran SPM yang 

direhabilitasi

Jumlah PPKS di luar 

sasaran SPM yang 

direhabilitasi dibagi 

Jumlah populasi PPKS di 

luar sasaran SPM dikali 

100%

% 2,83 2,99 0,34 281.000.000              0,34 295.050.000              0,34 309.802.500              0,34 325.292.625              0,34 1.211.145.125               DINSOS

PROGRAM 

PERLINDUNGAN DAN 

JAMINAN SOSIAL

Persentase daerah yang 

aktif melakukan 

pemutakhiran data 

terpadu penanggulangan 

kemiskinan

Jumlah daerah yang aktif 

melakukan pemutakhiran 

data terpadu 

penanggulangan 

kemiskinan dibagi Jumlah 

daerah di Kabupaten 

Cilacap yang seharusnya 

melakukan pemutakhiran 

DTKS dikali 100%

% 100 100 100 520.819.400              100 546.860.370              100 574.203.389              100 602.913.558              100 2.244.796.716               DINSOS

PROGRAM PENANGANAN 

BENCANA

Jumlah warga negara 

korban bencana 

kabupaten/kota yang 

memperoleh perlindungan 

dan jaminan sosial pada 

saat dan setelah tanggap 

darurat bencana bagi 

korban bencana 

kabupaten/kota

Jumlah warga negara 

korban bencana alam dan 

sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya 

dibagi Jumlah target warga 

negara korban bencana 

alam dan sosial di daerah 

kabupaten/kota yang 

membutuhkan 

perlindungan dan jaminan 

sosial pada saat dan 

setelah tanggap darurat 

bencana daerah 

kabupaten/kota dikali 

100%

% 100 100 100 479.999.750              100 503.999.738              100 529.199.724              100 555.659.711              100 2.068.858.922               DINSOS

PROGRAM PENGELOLAAN 

TAMAN MAKAM 

PAHLAWAN

Persentase pemenuhan 

standar sarana dan 

prasarana Taman Makam 

Pahlawan

Jumlah sarana dan 

prasarana Taman Makam 

Pahlawan yang memenuhi 

standar dibagi Jumlah 

standar sarana dan 

prasarana Taman Makam 

Pahlawan yang seharusnya 

dikali 100%

% 50 58,75 59,25 100.000.000              59,75 105.000.000              60,25 110.250.000              60,75 115.762.500              60,75 431.012.500                  DINSOS

B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 Tenaga Kerja

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-42



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PERENCANAAN 

TENAGA KERJA

Persentase kegiatan yang 

dilaksanakan yang 

mengacu ke rencana 

tenaga kerja

Jumlah kegiatan 

keseluruhan yang 

dilaksanakan yang 

mengacu ke RTKD dibagi  

Jumlah kegiatan 

keseluruhan yang 

dilaksanakan di kabupaten 

/ kota dikali 100%

% NA 66,6 84,2 30.750.000                -                                 -                                 -                                 84,2 30.750.000                    DISNAKERIN

PROGRAM PELATIHAN 

KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA 

KERJA

Persentase Tenaga Kerja 

Bersertifikat Kompetensi

Jumlah tenaga kerja yang 

memiliki serlifikat 

kompetensi .dibagi Jumlah 

tenaga kerja keseluruhan 

dikali 100%

% 27,16 28 30 1.207.900.000           31 1.268.295.000           32 1.331.709.750           33 1.398.295.238           33 5.206.199.988               DISNAKERIN

PROGRAM PENEMPATAN 

TENAGA KERJA

Persentase Tenaga kerja 

yang ditempatkan (dalam 

dan luar negeri) melalui 

mekanisme layanan Antar 

Kerja dalam wilayah 

kab/kota

Jumlah pencaker (pencari 

kerja) yang ditempatkan 

dibagi Jumlah pencaker 

yang terdaftar dikali 100%

%  45,96 45,98 46 354.842.500              47 372.584.625              48 391.213.856              49 410.774.549              49 1.529.415.530               DISNAKERIN

PROGRAM HUBUNGAN 

INDUSTRIAL

Persentase Perselisihan 

hubungan industrial yang 

ditangani melalui mediasi

 Jumlah perselisihan 

hubungan industrial yang 

ditangani / jumlah 

seluruh kasus perselisihan 

industrial x 100%

% 100 100 100 294.874.400              100 325.411.901              100 341.682.496              100 358.766.621              100 1.320.735.418               DISNAKERIN

PROGRAM HUBUNGAN 

INDUSTRIAL

Persentase Perusahaan 

yang menerapkan tata 

kelola kerja yang layak 

(PP/PKB, LKS Bipartit, 

Struktur Skala Upah, dan 

terdaftar peserta BPJS 

Ketenagakerjaan)

Jumlah Perusahaan yang 

menerapkan tata kelola 

kerja yang layak dibagi 

Jumlah perusahaan dikali 

100%

%  31,8 32 33 35.000.000                35 36.750.000                40 38.587.500                45 40.516.875                45 150.854.375                  DISNAKERIN

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM PENGARUS 

UTAMAAN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Rasio Program dan 

kegiatan responsif gender 

di Perangkat Daerah

Adalah Rasio SKPD yang 

sudah menyusun program 

dan kegiatan yang 

berdasarkan Responsif 

Gender dibagi Jumlah 

SKPD yang ada

% 83,01 84 87 75.000.000            91 78.750.000                96 82.687.500                100 86.821.875                100 323.259.375                  DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM PENGARUS 

UTAMAAN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Persentase Perempuan 

yang menjadi Calon 

Legislatif

Jumlah Balon Anggota 

legislatif yang 

mendapatkan fasilitasi 

kesertaan perempuan 

dalam politik dibagi 

jumlah perempuan yang 

mendapatkan fasilitasi

% 39 39 39 75.000.000            39 78.750.000                25 82.687.500                25 86.821.875                25 323.259.375                  DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM PENGARUS 

UTAMAAN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Persentase Organisasi 

wanita yang aktif

Adalah jumlah organisasi 

yang aktif dibagi jumlah 

organisasi wanita yang ada

% 94 94 95 75.000.000            97 78.750.000                99 82.687.500                100 86.821.875                98 323.259.375                  DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM PENGARUS 

UTAMAAN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Rasio kekerasan terhadap 

perempuan, termasuk 

TPPO (per 100.000 

penduduk perempuan)

Jumlah perempuan yang 

mengalami kekerasan 

dibagi Jumlah penduduk 

perempuan di kali 100.000

/100.000 

pddk

0,0001 0,00009 0,00008 401.793.200              0,00007 418.295.360              0,00006 435.622.628              0,00005 453.816.259              0,00005 1.709.527.447               DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Persentase perempuan 

yang bekerja atau 

mempunyai usaha

Adalah jumlah perempuan 

yang bekerja dan atau 

berusaha dibagi jumlah 

perempuan yang ada pada 

usia produkti

% 46 46 47 401.793.200              50 421.882.860              57 442.977.003              62 465.125.853              62 1.731.778.916               DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM PENINGKATAN 

KUALITAS KELUARGA

Cakupan Keluarga yang 

terlayani PUSPAGA

Jumlah keluarga yang 

terlayani PUSPAGA dibagi 

jumlah KK x 100

% 0,00002 0,00003 0,00006 107.500.000              0,0001 112.875.000              0,00015 118.518.750              0,00022 124.444.688              0,00022 463.338.438                  DINAS KB, PP, 

PA
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
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2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PENINGKATAN 

KUALITAS KELUARGA

Persentase kecamatan 

yang memiliki puspaga

Jumlah Kecamatan yang 

memiliki puspaga dibagi 

jumlah total kecamatan

% 1,6 7,9 31 107.500.000              53 112.875.000              76 118.518.750              100 124.444.688              100 463.338.438                  DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM PENGELOLAAN 

SISTEM DATA GENDER 

DAN ANAK

Persentase Keterisian 

Gender dan Anak dalam 

SIGA oleh Perangkat 

daerah

Jumlah OPD yang mengisi 

Aplikasi SIGA dibagi 

jumlah OPD

% 70 75 82 -                                 89 50.000.000                96 -                                 100 50.000.000                100 100.000.000                  DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM PEMENUHAN 

HAK ANAK (PHA)

Persentase pencapaian 

Desa/Kelurahan Layak 

Anak

Persentase pencapaian 

Desa / keluraha Layak 

Anak

% 40 42 43 437.312.500              45 459.178.125              47 482.137.031              50 506.243.883              50 1.884.871.539               DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM 

PERLINDUNGAN KHUSUS 

ANAK

Persentase anak korban 

kekerasan yang ditangani 

instansi terkait kabupaten

Jumlah anak (penduduk 

usia kurang dari 18 tahun) 

korban kekerasan yang 

ditangani instansi tingkat 

kabupaten/kota yang 

didampingi dibagi Jumlah 

Anak (Penduduk usia 

Kurang dari 18 tahun) 

dikali 100%

% 0,000172 0,000188 0,000195 535.050.000              0,000201 542.800.000              0,000205 550.937.500              0,000208 559.481.875              0,000208 2.188.269.375               DINAS KB, PP, 

PA

3 Pangan

PROGRAM PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA EKONOMI 

UNTUK KEDAULATAN 

DAN KEMANDIRIAN 

PANGAN

Persentase ketersediaan 

pangan

Jumlah cadangan pangan 

dibagi Jumlah kebutuhan 

pangan x100%

% 170 171 173 5.674.750.000           176 6.093.487.500           179 6.113.161.875           182 6.333.819.969           182 24.215.219.344             DISPABUN

PROGRAM PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT

Ketersediaan energi dan 

protein per kapita

Ketersediaan energi per 

kapita/hari (kkal) dibagi 

2.400 kkal dikalikan 100%

% 100 100 100 247.831.808              100 377.223.399              100 413.084.569              100 455.738.797              100 1.493.878.573               DISPABUN

PROGRAM PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT

Produksi Komoditas 

Perkebunan (Bidang 

Perkebunan)

Angka produksi komoditas 

perkebunan (8 komoditas) 

dalam tahun n

ton 61871,25 61971,55 62079,5 4.887.831.809           62287,8 5.117.223.399           62495,8 5.353.084.569           62604,1 5.395.738.797           249467,2 20.753.878.574             DISPABUN

PROGRAM PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT

Persentase kelompok yang 

dibina dalam rangka 

pengembangan konsumsi 

pangan

jumlah kelompok wanita 

tani yg dibina dibagi jml 

kelompok wanita tani di 

Kab.Cilacap (ada 500 KWT) 

x 100%

% 6,6 6,6 6,6 1.587.831.808           6,6 1.717.223.399           6,6 1.853.084.569           9,6 1.995.738.797           29,4 7.153.878.573               DISPABUN

PROGRAM PENANGANAN 

KERAWANAN PANGAN

Persentase daerah rentan 

rawan pangan

Jumlah Desa/kelurahan 

prioritas rawan pangan 

yang ditangani dibagi 

dengan jumlah Desa 

/kelurahan yang 

berpotensi rawan pangan 

di Kabupaten Cilacap x 

100%

% 13,73 13,73 13,73 821.951.000              12,68 848.048.550              11,62 875.450.978              10,56 904.223.526              10,56 3.449.674.054               DISPABUN

PROGRAM PENGAWASAN 

KEAMANAN PANGAN

Persentase pangan segar 

asal tumbuhan yang 

memenuhi persyaratan 

mutu dan keamanan 

pangan

Persentase PSAT yang 

beregistrasi di peredaran 

(Jumlah PSAT yg 

beregistrasi di peredaran 

dibagi Jumlah PSAT yang 

beredar x 100%)

% 69 69 69 857.771.000              70 375.659.550              71 394.442.528              72 414.164.654              72 2.042.037.732               DISPABUN

4 Pertanahan

PROGRAM PENYELESAIAN 

SENGKETA TANAH 

GARAPAN

Persentase Penyelesaian 

Sengketa Tanah Garapan

Jumlah permasalahan 

tanah yang difasilitasi 

penyelesaiannya dibagi 

jumlah permasalahan 

tanah yang dimohonkan 

penyelesaiannya x 100

% 100 100 100 281.250.000              100 295.312.500              100 310.078.125              100 325.582.031              100 1.212.222.656               DISPERKIMTA
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PROGRAM PENYELESAIAN 

GANTI KERUGIAN DAN 

SANTUNAN TANAH UNTUK 

PEMBANGUNAN

Persentase penyelesaian 

maslah ganti kerugian dan 

santunan tanah untuk 

pembangunan

Jumlah penyelesaian 

administrasi masalah ganti 

kerugian tanah untuk 

pembangunan yang 

difasilitasi dibagi jumlah 

masalah ganti kerugian 

tanah untuk 

pembangunan x 100

% 100 100 100 100.000.000              100 55.000.000                100 57.750.000                100 60.637.500                100 273.387.500                  DISPERKIMTA

PROGRAM REDISTRIBUSI 

TANAH SERTA GANTI 

KERUGIAN PROGRAM 

TANAH KELEBIHAN 

MAKSIMUM DAN TANAH 

ABSENTEE

Persentase Penyelesaian 

Redistribusi Tanah

Jumlah usulan 

redistribusi tanah yang 

difasilitasi dibagi jumlah 

redistribusi yang 

dimohonkan 

penyelesaiannya x 100

% 100 100 100 100.000.000              100 105.000.000              100 110.250.000              100 115.762.500              100 431.012.500                  DISPERKIMTA

PROGRAM 

PENATAGUNAAN TANAH

Presentase Pembinaan 

Tertib Admnistrasi 

Pertanahan

Jumlah desa yang 

dilaksanakan pembinaan 

administrasi pertanahan 

dibagi jumlah desa di 

kabupaten x 100

% NA NA -                                 22 50.000.000                44 52.500.000                66 55.125.000                66 157.625.000                  DISPERKIMTA

5 Lingkungan Hidup

PROGRAM PERENCANAAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase ketersediaan 

dokumen lingkungan 

hidup

Jumlah dokumen 

lingkungan dan kajian 

teknis lingkungan yang 

tersedia dibagi Jumlah 

dokumen lingkungan dan 

kajian teknis lingkungan 

yang diajukan dikali 100%

% 100 100 100 292.623.000              100,00           307.254.150              100                322.616.858              100            338.747.700              100                1.261.241.708               DLH

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Nilai Pengukuran Indeks 

Kualitas Air

Hasil pengukuran nilai 

Indeks Kualitas Air 

Kabupaten Cilacap

Indeks 38,89 39,08 39,28 2.513.962.500             39,48 2.547.035.625           39,68 2.581.762.406           40 2.618.225.527           40 10.260.986.058             DLH

PROGRAM PENGELOLAAN 

KEANEKARAGAMAN 

HAYATI (KEHATI)

Persentase tutupan Lahan 

pendukung Indeks 

Tutupan Vegetasi yang 

menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota

Luas tutupan lahan 

pendukung itv yang 

menjadi kewenangan 

kabupaten/luas 

kabupaten cilacap x 100

Indeks 0,02 0,12 -                                 0,33 100.000.000              0,44 105.000.000              0,55 110.250.000              0,55 315.250.000                  DLH

PROGRAM 

PENGENDALIAN BAHAN 

BERBAHAYA DAN 

BERACUN (B3) DAN 

LIMBAH BAHAN 

BERBAHAYA DAN 

BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase 

Kegiatan/Usaha yang 

melakukan Pengelolaan 

Limbah B3

Jumlah usaha dan/atau 

kegiatan yang memiliki 

rintek/pertek pengelolaan 

limbah B3, dibagi Jumlah 

usaha dan/atau kegiatan 

yang wajib rintek/pertek 

pengelolaan limbah B3, 

dikali 100%

% 100 100 100 30.000.000                100 31.500.000                100 33.075.000                100 34.728.750                100 129.303.750                  DLH

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN IZIN 

PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

(PPLH)

Persentase penaatan 

usaha/kegiatan terhadap 

persetujuan lingkungan 

atau persetujuan 

pemerintah yang 

ditindaklanjuti

jumlah penataan 

usaha/kegiatan 

persetujuan lingkungan 

atau persetujuan 

pemerintah yang 

ditindaklanjuti dibagi 

jumlah penataan 

usaha/kegiatan 

persetujuan lingkungan 

atau persetujuan 

pemerintah yang 

seharusnya ditindaklanjuti 

x 100%

% 100 100 100 90.000.000                100 94.500.000                100 99.225.000                100 104.186.250              100 387.911.250                  DLH
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PROGRAM PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, PELATIHAN 

DAN PENYULUHAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT

Persentase Sekolah 

Adiwiyata

Jumlah Sekolah Adiwiyata, 

dibagi Jumlah Sekolah 

yang memenuhi syarat 

sebagai Sekolah Adiwiyata, 

dikali 100%

% 68,3 68,98 69,67 40.000.000                    70,37 42.000.000                71,07 44.100.000                71,78 46.305.000                71,78 172.405.000                  DLH

PROGRAM PENANGANAN 

PENGADUAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Pengaduan 

Masyarakat Terhadap 

Dugaan Pencemaran/ 

Kasus Lingkungan Yang 

Ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan 

masyarakat terhadap 

dugaan 

pencemaran/kasus 

lingkungan yang 

ditindaklanjuti dibagi 

Jumlah pengaduan 

masyarakat terhadap 

dugaan 

pencemaran/kasus 

lingkungam yang ada x 

100%

% 100 100 100 20.250.000                100 21.262.500                100 22.325.625                100 23.441.906                100 87.280.031                    DLH

PROGRAM PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

Persentase Pengurangan 

Sampah

Jumlah tonase 

pengurangan sampah 

dibagi jumlah tonase 

timbulan sampah dikali 

100 %

% 13,5 13,7 13,9 7.712.393.765               14,1 8.098.013.453           14,3 8.502.914.126           14,5 8.928.059.832           14,5 33.241.381.176             DLH

6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENDAFTARAN 

PENDUDUK

Perekaman KTP

elektronik

Jumlah penduduk 

berumur 17 tahun ke atas 

yang memiliki KTP dibagi 

Jumlah penduduk 17 

tahun ke atas dikali 100%

Jumlah anak usia 17 

tahun kurang 1 (satu) hari 

yang sudah memiliki KIA 

dibagi Jumlah anak usia 0-

17 tahun kurang 1 (satu) 

hari dikali 100%

% 99,4 99,45 99,47 665.000.000              99,48 698.250.000              99,49 733.162.500              99,5 769.820.625              99,5 2.866.233.125               DISDUKCAPIL

PROGRAM PENDAFTARAN 

PENDUDUK

Persentase anak

usia 0-17 tahun

kurang 1 (satu)

hari yang memiliki

KIA 

Jumlah anak usia 17 

tahun kurang 1 (satu) hari 

yang sudah memiliki KIA 

dibagi Jumlah anak usia 0-

17 tahun kurang 1 (satu) 

hari dikali 100%

% 29,44 30 30,25 925.000.000              30,3 971.250.000              30,35 1.019.812.500           30,4 1.070.803.125           30,4 3.986.865.625               DISDUKCAPIL

PROGRAM PENDAFTARAN 

PENDUDUK

Cakupan

penerbitan Kartu

Keluarga  

Jumlah kepala keluarga 

yang be KK dibagi jumlah 

kepala keluarga dikali 

100%

% 95,82 95,86 95,85 63.500.000                95,89 66.675.000                96 70.008.750                96,01 73.509.188                96,01 273.692.938                  DISDUKCAPIL

PROGRAM PENDAFTARAN 

PENDUDUK

Jumlah OPD yang

telah memanfaatkan

data kependudukan

berdasarkan perjanjian 

kerjasama 

Jumlah OPD yang telah 

memanfaatkan data 

kependudukan 

berdasarkan perjanjian 

kerja sama dibagi Jumlah 

OPD dikali 100%

% 15,09 16,98 20,75 205.000.000              24,53 215.250.000              28,3 226.012.500              30,19 237.313.125              30,19 883.575.625                  DISDUKCAPIL

PROGRAM PENGELOLAAN 

INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN

Sistem Informasi

Kependudukan

berbasis teknologinformasi 

yang

terpelihara 

Jumlah sistem dan 

sarpras Siak yang 

terpelihara dibagi jumlah 

sistem dan sarpras siak 

yang tersedia

% 100 100 100 400.000.000              100 420.000.000              100 441.000.000              100 463.050.000              100 1.724.050.000               DISDUKCAPIL

PROGRAM PENGELOLAAN 

PROFIL KEPENDUDUKAN

Penyajian data 

kependudukan skala 

Provinsi dalam 1 tahun

Jumlah data yang sudah 

disajikan dibagi dengan 

jumlah data yang 

seharusnya disajikan 

dikalikan 100%

% 100 100 100 50.000.000                100 52.500.000                100 55.125.000                100 57.881.250                100 215.506.250                  DISDUKCAPIL
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PROGRAM PENCATATAN 

SIPIL

Kepemilikan akta

kelahiran

Jumlah anak usia 0-18 

tahun yang sudah 

memiliki akta kelahiran 

dibagi dengan jumlah anak 

usia 0-18 tahun dikalikan 

100%

% 88,24 88,75 89,01 229.900.000              89,41 241.395.000              89,61 253.464.750              89,61 266.137.988              89,61 990.897.738                  DISDUKCAPIL

PROGRAM PENCATATAN 

SIPIL

Persentase cakupan

kepemilikan akta kematian 

dari peristiwa kematian 

yang dilaporkan 

Jumlah penerbitan akta 

kematian dibagi dengan 

jumlah peristiwa kematian 

yang dilaporkan dikalikan 

100%

% 33,99 34,5 35 30.000.000                35,01 31.500.000                35,02 33.075.000                35,03 34.728.750                35,03 129.303.750                  DISDUKCAPIL

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PROGRAM PENATAAN 

DESA

Persentase Pengentasan 

Desa tertinggal

Jumlah desa tertinggal 

yang memenuhi kriteria 

desa berkembang per 

tahun berdasarkan Indeks 

Desa Membangun per 

tahun dibagi  Jumlah desa 

tertinggal (per-awal tahun 

n) dikali 100%

% 28,57 50,00 100 5.410.610.000           100 5.647.040.500           100 5.895.292.525           100 6.155.957.151           100 23.108.900.176             DISPERMADES

PROGRAM PENINGKATAN 

KERJA SAMA DESA

Persentase desa yang 

terfasilitasi kerjasama 

antar desa dan atau pihak 

ketiga

Jumlah desa yang 

difasilitasi kerjasama antar 

desa dan atau pihak ketiga 

dibagi jumlah desa x 100%

% 100 100 100 186.000.000              100 195.300.000              100 205.065.000              100 215.318.250              100 801.683.250                  DISPERMADES

PROGRAM ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa memiliki 

Dokumen RPJMDes, 

APBDes dan RKPDes

Jumlah desa yang 

memiliki RPJMDes, 

APBDes dan RKPDes. 

Dibagi jumlah desa x 

100%

% 100 100 100 569.000.000              100 597.450.000              100 627.322.500              100 658.688.625              100 2.452.461.125               DISPERMADES

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 

MASYARAKAT HUKUM 

ADAT

Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan Desa 

(LKD) yang dibina

Jumlah LKD yang dibina 

dibagi jumlah LKD se 

Kabupaten Cilacap x 100%

% 4,99 6,98 8,97 1.930.368.750           10,97 2.026.887.188           12,96 2.128.231.547           14,96 2.234.643.124           14,96 8.320.130.609               DISPERMADES

8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK

Persentase Usia Kawin 

Pertama yang isterinya di 

bawah usia 20 tahun

Jumlah usia wanita pada 

saat pernikahan pertama 

yang usianya dibawa 20 

tahun dibagi dengan 

jumlah pernikahan 

pertama pada tahun N

% 20,14 20,04 18,1 125.790.000              17,00 129.452.500              16,1 133.298.125              15,3 137.336.031              15,3 525.876.656                  DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM PEMBINAAN 

KELUARGA BERENCANA 

(KB)

Persentase Jumlah Peserta 

KB/mCPR

Jumlah peserta aktif KB 

Modern / Pasangan usia 

subur x 100%

% 67,67 68 68,21 927.832.500              68,65 924.224.125              69,09 1.022.935.331           69,53 1.024.082.098           69,53 3.899.074.054               DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM PEMBINAAN 

KELUARGA BERENCANA 

(KB)

Persentase Un Meed Need Jumlah PUS yang ingin ber-

KB tetapi tidak terlayani / 

jumlah PUS x 100%

% 15,46 14,56 13,72 9.806.766.500           13,08 9.853.158.125           12,04 9.901.869.331           11,76 9.953.016.098           11,76 39.514.810.054             DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN DAN 

PENINGKATAN KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Persentase kelompok 

masyarakat dibidang 

pemberdayaan dan 

peningkatan keluarga 

sejahtera yang dibina 

(UPPKS, PIK KRR, BKL, 

BKR, BKB)

Persentase kelompok 

masyarakat di bidang 

pemberdayaan dan 

peningkatan keluarga 

sejahtera yang dibina 

(UPPKS, PIK KRR, BKL, 

BKR, BKB)

% 51 56 60 109.350.000              65 114.817.500              70 120.558.375              75 126.586.294              75 471.312.169                  DINAS KB, PP, 

PA

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN DAN 

PENINGKATAN KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

Persentase Pusat Informasi 

dan Konseling (PIK) aktif

Jumlah Pusat Informasi 

dan konseling (Aktif) dibagi 

Jumlah PIK yg ada

% 70 73 75 8.554.450.000           80 8.559.917.500           85 8.565.658.375           90 8.571.686.294           90 34.251.712.169             DINAS KB, PP, 

PA
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9 Perhubungan

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Rasio Perlengkapan jalan Jumlah perlengkapan yang 

tersedia/ jumlah 

perlengkapan yang 

dibutuhkan X 100%

Rasio 0,42 0,42 0,46 1.079.490.400           0,5 1.133.464.920           0,54 1.190.138.166           0,58 1.249.645.074           0,58 4.652.738.560               DISHUB

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Rasio Ijin Trayek Jumlah ijin trayek yang 

dikeluarkan/ jumlah 

trayek yang tersedia x 100

Rasio 0,6 0,61 0,61 184.701.750              0,62 193.936.838              0,62 203.633.679              0,63 213.815.363              0,63 796.087.630                  DISHUB

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase Kepemilikan 

KIR Kendaraan Bermotor 

Wajib Uji

Jumlah Angkutan Umum 

yang tidak memiliki KIR 

pada tahun n / Jumlah 

Angkutan Umum pada 

Tahun N x 100% : 

Kendaraaan Bermotor 

Wajib uji aktif dibagi 

Kendaran Bermotor wajib 

Uji

% 97,62 97,62 97,63 1.039.210.400           97,64 1.091.170.920           97,65 1.145.729.466           97,66 1.203.015.939           97,66 4.479.126.725               DISHUB

PROGRAM PENGELOLAAN 

PELAYARAN

Rasio ketersediaan rambu 

Angkutan Sungai dan 

Penyeberangan

Jumlah fasilitas 

keselamatan pelayaran LL 

ASDP yang tersedia dibagi 

jumlah fasilitas 

keselamatan Pelayaran LL 

ASDP  yang dibutuhkan 

dikali 100%  Perbandingan 

Ketersediaan rambu 

pelayaran dan 

penyeberangan dengan 

jumlah kebutuhan rambu 

pelayaran dan 

penyeberangan 

Rasio 0,4 0,4 0,4 31.076.000                0,4 32.629.800                0,5 34.261.290                0,6 35.974.355                0,6 133.941.445                  DISHUB

10 Komunikasi dan Informatika

PROGRAM PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase masyarakat 

yang menjadi sasaran 

penyebaran informasi 

publik, mengetahui 

kebijakan dan program 

prioritas pemerintah dan 

pemerintah daerah 

kabupaten / kota

Jumlah masyarakat yang 

menjadi sasaran 

penyebaran informasi 

publik, mengetahui 

kebijakan dan program 

prioritas pemerintah dan 

pemerintah daerah kab/ 

kota dibagi Jumlah 

penduduk dikali 100%

% NA 100 73 3.761.177.500           73 3.949.236.375           73 4.146.698.194           73 4.354.033.103           73 16.211.145.172             DISKOMINFO

PROGRAM PENGELOLAAN 

APLIKASI INFORMATIKA

Persentase perangkat 

daerah yang 

mengimplementasi inovasi 

yang mendukung smart 

city

Jumlah perangkat daerah 

yang 

mengimplementasikan/ 

replikasi inovasi yang 

mendukung smart city 

sesuai Masterplant dibagi 

dengan jumlah seluruh 

opd X 100%

% NA NA 25 5.888.935.250           50 6.183.382.013           75 6.492.551.113           100 6.817.178.669           100 25.382.047.044             DISKOMINFO

11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN DAN 

PERLINDUNGAN 

KOPERASI

Meningkatnya Koperasi 

yang Berkualitas

Jumlah koperasi yang 

meningkat kualitasnya 

berdasarkan RAT, volume 

usaha dan asset / jumlah 

seluruh koperasi x 100%

% 36,04 36,33 36,66 141.945.250              36,97 149.042.513              37,28 156.494.638              37,59 164.319.370              37,59 611.801.771                  DPKUKM

PROGRAM PENGAWASAN 

DAN PEMERIKSAAN 

KOPERASI

Persentase Pemeriksaan 

dan Pengawasan yang 

dilakukan Untuk Koperasi 

dengan Wilayah 

Keanggotaan dalam daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang 

diawasi / Jumlah Koperasi 

x 100%

% 10,55 21,58 21,58 30.000.000                45 31.500.000                72 33.075.000                100 34.728.750                100 129.303.750                  DPKUKM
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PENILAIAN 

KESEHATAN KSP/USP

KOPERASI

Persentase Usaha Simpan 

Pinjam oleh Koperasi yang 

Dinilai Kesehatannya 

untuk Koperasi Dengan 

Wilayah Keanggotaan 

Dalam Daerah Kab/Kota

Jumlah KSP/USP yang 

dinilai / Jumlah KSP/USP  

x 100%

% 21,78 38,12 49,5 40.000.000                54,46 42.000.000                59,41 44.100.000                64,36 46.305.000                64,36 172.405.000                  DPKUKM

PROGRAM PENDIDIKAN 

DAN LATIHAN 

PERKOPERASIAN

Persentase Pengelola 

Koperasi Yang Memiliki 

Kompetensi

Jumlah Pengelola Koperasi 

Yang Memiliki Kompetensi 

/ Jumlah Pengelola 

Koperasi x 100%

% 35,848 42,56 50,72 400.800.000              60,48 400.800.000              71,84 400.800.000              84 400.800.000              84 1.603.200.000               DPKUKM

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN UMKM

Meningkatnya Usaha 

Mikro yang menjadi 

wirasausaha 

Jumlah UMKM tyang 

sudah difasilitasi ijin 

usaha / total UMKM x 

100%

% 8,81 10,02 10,02 72.125.000                11,16 75.731.250                12,23 79.517.813                13,23 83.493.703                13,23 310.867.766                  DPKUKM

PROGRAM 

PENGEMBANGAN UMKM

Persentase pertumbuhan 

UMKM

Jumlah UMKM tahun 

berjalan / Jumlah UMKM 

tahun lalu x 100%

% 2,94 2,55 2,6 755.805.600              2,65 793.595.880              2,7 833.275.674              2,75 874.939.458              2,75 3.257.616.612               DPKUKM

12 Penanaman Modal

PROGRAM 

PENGEMBANGAN IKLIM 

PENANAMAN MODAL

Persentase kebijakan 

Penanaman Modal yang 

diterbitkan

jumlah dokumen kajian 

regulasi penanaman modal 

dan potensi penanaman 

modal yang diterbitkan 

dibagi dengan yang 

direncanakan dikali 100%

% 100               100 100 70.000.000                100 73.500.000                100 77.175.000                100 81.033.750                100 301.708.750                  DPMPTSP

PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL

Persentase promosi di 

tingkat regional dan/atau 

nasional yang diikuti  

jumlah promosi di tingkat 

regional dan/atau nasional 

yang diikuti dibagi jumlah 

promosi yang ditargetkan 

untuk diikuti dikali 100%

% 100 100 100 262.251.150              100 275.363.708              100 289.131.893              100 303.588.488              100 1.130.335.238               DPMPTSP

PROGRAM PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL

Persentase Perizinan dan 

Non Perizinan yang 

diterbitkan 

jumlah perizinan dan non 

perizinan yang diterbitkan 

dibagi dengan jumlah 

target permohonan 

perizinan dan non 

perizinan dikali 100%

% 100 100 100 253.000.000              100 265.650.000              100 278.932.500              100 292.879.125              100 1.090.461.625               DPMPTSP

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN MODAL                                                                           

Persentase Kepatuhan 

LKPM

jumlah pelaku usaha yang 

melaporkan LKPM dibagi 

dengan jumlah pelaku 

usaha yang terdaftar 

efektif dikali 100%

% 16 22 50 576.894.000              60 586.069.000              75 595.702.750              80 605.818.188              80 2.364.483.938               DPMPTSP

PROGRAM PENGELOLAAN 

DATA DAN SISTEM 

INFORMASI PENANAMAN 

MODAL 

Persentase Ketersediaan 

Profil Investasi Sektor 

Perizinan Berusaha

jumlah profil investasi 

yang tersusun dibagi 

dengan jumlah profil 

investasi yang ditargetkan 

untuk disusun pada tahun 

berjalan dikali 100%

% 100 100 100 54.600.000                100 57.330.000                100 60.196.500                100 63.206.325                100 235.332.825                  DPMPTSP

13 Kepemudaan dan Olahraga

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA SAING 

KEPEMUDAAN

Persentase Wirausaha 

Muda

Jumlah wirausaha muda 

dibagi Jumlah seluruh 

wirausaha x100%

% 16,42 16,42 25 863.616.411              25 886.797.232              25 931.137.093              25 977.693.948              100 3.659.244.683               DISPORAPAR

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA SAING 

KEPEMUDAAN

Persentase Organisasi 

pemuda yang aktif

Jumlah organisasi pemuda 

yang aktif dibagi Jumlah 

seluruh organisasi 

pemuda x100%

% 100 100 100 250.000.000              100 222.500.000              100 233.625.000              100 245.306.250              100 951.431.250                  DISPORAPAR
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
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Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
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2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PENGEMBANGAN  

KAPASITAS DAYA SAING 

KEOLAHRAGAAN

Cakupan Pembinaan 

Olahraga

Jumlah cabang olahraga 

yang dibina dibagi Jumlah 

seluruh cabang olahraga 

yang ada/terdaftar x100

Cabor 100 100 100 4.845.096.720           100 4.937.351.556           100 5.184.219.134           100 5.443.430.090           100 20.410.097.500             DISPORAPAR

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS 

KEPRAMUKAAN

Persentase pramuka 

tingkat Kabupaten yang di 

bina

Jumlah Pramuka yang 

dibina di bagi jumlah 

pramuka x 100%

% NA 100 100 30.000.000                100 31.500.000                100 33.075.000                100 34.728.750                100 129.303.750                  DISPORAPAR

14 Statistik

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

STATISTIK SEKTORAL

Persentase Organisasi

Perangkat Daerah (OPD)

yang menggunakan

data statistik dalam

menyusun perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) 

yang menggunakan data 

statistik dalam menyusun 

perencanaan 

pembangunan daerah 

DIBAGI DENGAN JUMLAH 

SELURUH opd X 100%

% 100 100 100 318.865.000              100 334.808.250              100 351.548.663              100 369.126.096              100 1.374.348.008               DISKOMINFO

15 Persandian

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN 

INFORMASI

Tingkat keamanan 

informasi pemerintah

Nilai Indeks NA NA 1 1 50.000.000                1,01 52.500.000                1,02 55.125.000                1,03 57.881.250                1,03 215.506.250                  DISKOMINFO

16 Kebudayaan

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN

Persentase obyek 

pemajuan kebudayaan 

yang dikembangkan 

Jumlah  obyek pemajuan 

kebudayaan Kabupaten 

yang dikembangkan dibagi 

Jumlah Jenis Objek 

Pemajuan Kebudayaan 

Kabupaten X 100

% 25 25 25 606.455.000              25 636.777.750              25 668.616.638              31,25 702.047.469              31,25 2.613.896.857               DINAS P DAN K

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KESENIAN TRADISIONAL

Persentase kesenian 

tradisional yang dbina

Jumlah kesenian 

tradisional yang dibina 

dibagi jumlah kesenian 

tradisional yang ada X 100

 % 43,8 43,8 43,8 269.062.500              50 282.515.625              50 296.641.406              52,9 311.473.477              52,9 1.159.693.008               DINAS P DAN K

PROGRAM PEMBINAAN 

SEJARAH

Persentase sejarah lokal 

yang dibina

jumlah sejarah lokal yang 

dibina dibagi jumlah 

sejarah lokal yang ada X 

100

% 6,7 7,78 8,89 34.665.000                10 36.398.250                12,22 38.218.163                13,33 40.129.071                13,33 149.410.483                  DINAS P DAN K

PROGRAM PELESTARIAN 

DAN PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA

 Persentase cagar budaya 

yang teregistrasi 

 jumlah cagar budaya yang 

teregistrasi dibagi dengan 

jumlah cagar budaya yang 

ada X 100 

 % 17,1 25,2 26,02 109.062.500              26,83 114.515.625              27,2 120.241.406              27,56 126.253.477              27,56 470.073.008                  DINAS P DAN K

17 Perpustakaan

PROGRAM PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN

Rasio pengunjung 

perpustakaan per tahun 

persatuan penduduk 

Jumlah kunjungan ke 

perpustakaan selama 1 

tahun / jumlah orang 

dalam populasi yang harus 

dilayani

% 4,11 4,11 4,12 573.434.500              4,13 583.106.000              4,14 614.261.000              4,15 646.975.000              4,15 2.417.776.500               DINAS ARPUS

PROGRAM PELESTARIAN 

KOLEKSI NASIONAL DAN 

NASKAH KUNO

Persentase koleksi 

nasional dan naskah kuno 

milik daerah yang 

dilestarikan

Jumlah koleksi nasional 

dan naskah kuno yang 

berhasil dihimpun/ 

dilestarikan dibagi total 

koleksi nasional 

dannaskah kuno di 

wilayah kabupaten 

dikalikan 100

% 0 0 8,33 20.000.000                16,67 40.000.000                25 40.000.000                33,33 40.000.000                33,33 140.000.000                  DINAS ARPUS

18 Kearsipan
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PENGELOLAAN 

ARSIP

Tingkat ketersediaan arsip 

sebagai bahan 

akuntabilitas kinerja, alat 

bukti yang sah dan 

pertanggungjawaban 

nasional Pasal 40 dan 

Pasal 59 Undang-Undang 

Nomor 43 tahun 2009 

tentang kearsipan

T = (a+i+s+j)/4 T= tingkat 

ketersediaan arsip a = 

persentase arsip aktif yang 

tlh dibuatkan dftr arsip i = 

persentase arsip inaktif 

yang tlh dibuatkan dftr 

arsip s = persentase arsip 

statis  yang telah 

dibuatkan sarana bantu 

temu balik j = persentase 

jumlah arsip yg 

dimasukkan dalam SIKKN 

melalui JIKN

% 81 75,31 75,31 559.741.500              75,33 589.741.500              75,34 675.000.169              75,35 711.369.578              75,35 2.535.852.747               DINAS ARPUS

PROGRAM 

PERLINDUNGAN DAN 

PENYELAMATAN ARSIP

Persentase Jumlah Arsip 

yang dilindungi dan 

diselamatkan

Jumlah arsip yang berhasil 

dilindungi dan 

diselamatkan dibagi 

jumlah keseluruhan arsip 

yang seharusnya 

dilindungi dan 

diselamatkan dikalikan 

100

% 0 0 20 30.000.000                35 32.445.000                50 31.067.000                65 30.000.000                65 123.512.000                  DINAS ARPUS

C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1 Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN 

PERIKANAN TANGKAP

Cakupan Bina Kelompok 

Nelayan

Jumlah kelompok nelayan 

yang mendapatkan 

pembinaan s.d tahun n di 

bagi jumlah total kelompok 

nelayan di kali 100%. 

Jumlah total kelompok 

nelayan : 250 kelompok

% 10 20 40 2.185.000.000           60 2.395.000.000           80 2.510.000.000           100 2.575.000.000           100 9.665.000.000               DINAS 

PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN 

PERIKANAN BUDIDAYA

Cakupan Bina Kelompok 

Pembudidaya Ikan

Jumlah Kelompok 

Pembudidaya Ikan yang 

mendapatkan pembinaan 

s.d tahun n di bagi jumlah 

total pembudidaya ikan di 

kali 100%. Jumlah Total 

Pembudidaya Ikan : 250 

Pokdakan

% 10 20 40 2.694.858.000           60 2.706.500.000           80 3.057.550.087           100 3.281.677.591           100 11.740.585.678             DINAS 

PERIKANAN

PROGRAM PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

Cakupan Kelompok 

Masyarakat Pengawas 

Aktif

Jumlah Kelompok 

Masyarakat Pengawas 

yang Aktif s.d tahun n di 

bagi jumlah total 

Kelompok Masyarakat 

Pengawas Aktif di kali 

100%. Jumlah Total 

Kelompok Masyarakat 

Pengawas Aktif : 31 

Kelompok

% 9,68 22,58 41,94 104.000.000              61,29 120.000.000              80,65 140.000.000              100 160.000.000              100 524.000.000                  DINAS 

PERIKANAN

PROGRAM PENGOLAHAN 

DAN PEMASARAN HASIL 

PERIKANAN

Cakupan Bina Kelompok 

Pengolah dan Pemasar 

Hasil Perikanan

Jumlah Pengolah dan 

Pemasar hasil perikanan 

yang sudah mendapatkan 

pembinaan s.d tahun n 

dibagi jumlah kelompok 

pengolah dan pemasar 

hasil perikanan di kali 

100%. Jumlah Poklahsar 

yang di gunakan sebagai 

data dasar : 90 Poklahsar

% 7,78 16,67 33,33 865.000.000              55,56 925.000.000              77,78 975.000.000              100 1.000.000.000           100 3.765.000.000               DINAS 

PERIKANAN

2 Pariwisata
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PENINGKATAN 

DAYA TARIK DESTINASI 

PARIWISATA

Persentase peningkatan 

perjalanan wisatawan 

nusantara yang datang ke 

Kabupaten/kota 

Jumlah wisatawan tahun 

n - jumlah wisatawan 

tahun n - 1  dibagi Jumlah 

Wisatawan tahun n - 1 

dikali 100%

% 10 10 10 700.000.000              10 735.000.000              10 777.049.264              10 815.901.727              40 3.027.950.991               DISPORAPAR

PROGRAM PEMASARAN 

PARIWISATA

Presentase obyek wisata 

yang dipromosikan

Jumlah objek wisata yang 

dipromosikan dibagi 

seluruh objek x 100 (%)

% 90,32 100 24 593.700.000              24 583.099.986              24 612.254.985              28 642.867.735              100 2.431.922.706               DISPORAPAR

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIF 

MELALUI PEMANFAATAN 

DAN PELINDUNGAN HAK 

KEKAYAAN 

INTERLEKTUAL (HKI) 

Persentase Sub Sektor 

Ekonomi Kreatif (semua 17 

Subsektor yang 

dikembangkan)

Persentase Sub Sektor 

Ekonomi Kreatif dibagi 17 

subsektor x 100%

% NA 29,41 -                                 33,33 250.285.014              33,33 257.500.000              33,33 270.375.000              100 778.160.014                  DISPORAPAR

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBERDAYA 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF 

Presentase pelaku ekraf 

yang dibina/dilatih 

ketrampilan

Jumlah pelaku ekraf yang 

dibina/ dilatih 

keterampilan dibagi pelaku 

ekraf x 100%

 % 43 52 25 196.725.000              25 206.561.250              25 216.889.313              25 227.733.778              100 847.909.341                  DISPORAPAR

3 Pertanian

PROGRAM PENYEDIAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN

Produksi Tanaman Pangan Jumlah Produksi 7 

Komoditas Tanaman 

Pangan (Padi, Jagung, 

Kedelai, Kc. Tanah, Kc. 

Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar)

Ton 1.001.576      1.002.000    1.005.449      1.150.000.000           1.007.960      1.207.500.000           1.010.489      1.267.875.000           1.013.036  1.331.268.750           4.037.934      4.956.643.750               DISPERTAN

PROGRAM PENYEDIAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN

Produksi Tanaman 

Hortikultura 

Jumlah Produksi 10 

Komoditas Hortikultura 

(Cabe, Jeruk, Sukun, 

Pepaya, Manggis, 

Semangka, Jahe, Jamur, 

Pisang, Bawang Merah)

Ton 67.817          67.817        69.173           1.975.000.000           70.556           2.073.750.000           71.967           2.177.437.500           73.407       2.286.309.375           285.103         8.512.496.875               DISPERTAN

PROGRAM PENYEDIAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN

Populasi ternak Jumlah Populasi Ternak 

(Ternak Besar, Ternak 

Kecil, Unggas)

Ekor 8.571.257     8.808.491   8.896.576      2.825.000.000           8.985.542      2.966.250.000           9.075.397      3.114.562.500           9.166.151  3.270.290.625           9.166.151      12.176.103.125             DISPERTAN

PROGRAM PENYEDIAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN

Persentase Luas pelayanan 

Jaringan Irigasi

Kemampuan jaringan 

irigasi yang dibangun 

untuk mengairi sawah (Ha) 

dibagi Total Luas Lahan 

sawah (Ha) x 100%

% 9 9,5 10                  43.021.501.699         10                  44.858.914.584         10                  46.788.198.113         9,9 48.813.945.819         10                  183.482.560.215           DISPERTAN

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

KESEHATAN HEWAN DAN 

KESEHATAN 

MASYARAKAT VETERINER 

Persentase Penurunan 

kejadian dan Jumlah 

kasus penyakit hewan 

menular

Jumlah kejadian 

penyakit/kasus

tahun berjalan (t) – jumlah 

kejadian/kasus penyakit 

hewan menular tahun 

sebelumnya (t-1)

------------------ x 100%

Jumlah kejadian/kasus 

penyakit

hewan menular tahun 

sebelumnya (t-1)

% 24,8 24,8 25                  400.000.000              25                  420.000.000              25                  441.000.000              24,9 463.050.000              25                  1.724.050.000               DISPERTAN

PROGRAM 

PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA PERTANIAN

Persentase Bencana 

Pertanian yang Tertangani

Jumlah Bencana Pertanian 

yang ditangani dibagi 

jumlah bencana di 

Kabupaten Cilacap x 100%

% 100 100 100                175.000.000              100                183.750.000              100                192.937.500              100 202.584.375              100                754.271.875                  DISPERTAN

PROGRAM PENYULUHAN 

PERTANIAN

Persentase peningkatan 

kelas kelompok tani

Jumlah Kelompok tani 

yang meningkat kelasnya 

dibagi jumlh kelompok 

tani di Kabupaten Cilacap 

x 100%

% 7 7,5 8                    1.707.923.000           8                    1.785.509.150           8                    1.866.974.608           7,9 1.952.513.338           8                    7.312.920.095               DISPERTAN

5 Perdagangan
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN

Persentase sarana 

distribusi perdagangan 

yang direhabilitasi

Sarana Distribusi yang 

dibangun dan  

revitalisasi/rehabilitasi 

tahun n  dibagi Jumlah 

Target sarana distribusi 

yang di rehab/revitalisasi 

dalam 1 periode  x 100%.

% 33,33 20,83 25 2.544.861.500           50 2.672.104.575           75 2.805.709.804           100 2.945.995.294           100 10.968.671.173             DPKUKM

PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN

Persentase Pengelola 

Sarana Distribusi 

Perdagangan yag Dibina

Jumlah pengelola sarana 

distribusi perdagangan 

yang dibina dibagi Jumlah 

Pengelola sarana distribusi 

perdagangan dikali 100 %

% 19,24 3,76 1,52 231.500.000              12,32 243.075.000              14,24 935.453.833              17,08 982.226.525              45,16 2.392.255.358               DPKUKM

PROGRAM STABILISASI 

HARGA  BARANG 

KEBUTUHAN POKOK DAN 

BARANG PENTING

Persentase Ketersediaan 

Data Harga Kebutuhan 

Pokok 

Jumlah hari 

pemantauan/hari kerja x 

100%

% 100 100 100 27.125.000                100 28.481.250                100 29.905.313                100 31.400.578                100 116.912.141                  DPKUKM

PROGRAM STABILISASI 

HARGA  BARANG 

KEBUTUHAN POKOK DAN 

BARANG PENTING

Persentase kinerja 

realisasi pupuk

Realisasi dibagi RDKK 

dikali 100 %

% 50,94 52 53 27.125.000                54 28.481.250                54 29.905.313                55,55 31.400.578                55,55 116.912.141                  DPKUKM

PROGRAM 

PENGEMBANGAN EKSPOR

Cakupan pelaku usaha 

yang memiliki potensi 

ekspor

Jumlah pelaku usaha yang 

melakukan ekspor / 

Jumlah pelaku usaha yang 

memiliki potensi ekspor x 

100%

% 2,4 2,8 3,2 264.447.350              3,6 277.669.718              4 291.553.203              6 306.130.864              6 1.139.801.134               DPKUKM

PROGRAM 

STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN 

KONSUMEN

Persentase alat - alat ukur, 

takar, timbang dan 

perlengkapannya(UTTP) 

yang di tera/tera ulang 

dalam tahun berjalan

UTTP yang sudah di Tera/ 

Tera Ulang / Potensi UTTP 

x 100%

% 47 50 50 157.600.000              51 165.480.000              55 173.754.000              56 182.441.700              56 679.275.700                  DPKUKM

PROGRAM PENGGUNAAN 

DAN PEMASARAN 

PRODUK DALAM NEGERI

Cakupan Bina Kelompok 

Pedagang/Usaha Informal

Jumlah kelompok 

pedagang/pelaku usaha 

yang mendapatkan 

bantuan binaan pemda 

Tahun n dibagi jumlah 

kelompok pedagang / 

Jumlah kelompok 

pedagang/pelaku usaha x 

100%

% 0,10 0,35 0,38 270.000.000              0,41 283.500.000              0,43 297.675.000              0,45 312.558.750              0,45 1.163.733.750               DPKUKM

PROGRAM PERIZINAN 

DAN PENDAFTARAN 

PERUSAHAAN

Persentase pelaku usaha 

yang memperoleh izin 

sesuai dengan ketentuan

Jumlah rekomendasi 

pemenuhan komitmen 

perolehan peizinan dan 

pendaftaran di bidang 

perdagangan yang di 

terbitkan / jumlah 

pemohon rekomendasi 

pemenuhan komitmen 

perizinan dan pendaftaran 

dibidang perdagangan 

yang dokumennya telah 

diterima dengan lengkap 

dan benar x 100%

% 18,78 21,57 22,64 22.050.000                24,36 23.152.500                25,26 24.310.125                27,59 25.525.631                27,59 95.038.256                    DPKUKM

6 Perindustrian

PROGRAM PERENCANAAN 

DAN PEMBANGUNAN 

INDUSTRI

Persentase sentra industri 

terbina

Jumlah sentra industri 

dibina dibagi jumlah 

sentra industri dikali 100

% 100 100 100 1.671.620.250           100 1.755.201.263           100 1.842.961.326           100 1.935.109.392           100 7.204.892.230               DISNAKERIN

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-53



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PENGENDALIAN IZIN 

USAHA INDUSTRI 

KABUPATEN/KOTA

Persentase jumlah hasil 

pemantauan dan 

pengawasan dengan 

jumlah Izin Usaha Industri 

(IUI) Kecil dan Industri 

Menengah yang 

dikeluarkan oleh instansi 

terkait

Jumlah Izin yang dipantau 

dan dianalisis dalam 

laporan hasil 

pemantauan/ Jumlah Izin 

yang dikeluarkan X 100%

% 1,47 1,70 2,05 60.000.000                2,35 63.000.000                2,64 66.150.000                2,94 69.457.500                2,94 258.607.500                  DISNAKERIN

PROGRAM PENGELOLAAN 

SISTEM INFORMASI 

INDUSTRI NASIONAL

Tersedianya informasi 

industri secara lengkap 

dan terkini

Tersedianya informasi 

industri dengan batas 

waktu 0-6 bulan 

Tersedianya informasi 

industri dengan batas 

waktu 7-12 bulan 

informasi produksi dan 

kapasitas produksi 

informasi bahan baku dan 

bahan penolong informasi 

bahan bakar / Energi 

Informasi tenaga kerja 

Informasi investasi

% 70 70 70 115.000.000              72,5 120.750.000              75 126.787.500              77,5 133.126.875              77,5 495.664.375                  DISNAKERIN

D UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1 Sekretariat Daerah

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase koordinasi 

bidang hukum

jumlah koordinasi bidang 

hukum yang dilaksanakan 

dibagi jumlah koordinasi 

bidang hukum yang 

direncankan x 100%

% 95 100 100 628.175.000              100 659.583.750              100 692.562.938              100 727.191.084              100 2.707.512.772               SETDA

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Jumlah naskah kerjasama 

yang diterbitkan

Jumlah naskah kerjasama 

yang

diterbitkan

Dokumen 49 57 40 280.875.000              40 294.918.750              50 309.664.688              50 325.147.922              180 1.210.606.359               SETDA

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase koordinasi 

bidang Pemerintahan

koordinasi bidang 

pemerintahan yang 

dilaksanakan dibagi 

jumlah koordinasi bidang 

pemerintahan yang 

direncanakan

kali 100%

% 100 100 100 713.597.000              100 50.749.276.850         100 786.740.693              100 826.077.727              100 53.075.692.270             SETDA

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase koordinasi 

bidang Kesra

jumlah koordinasi bidang 

kesra yang dilaksanakan 

dibagi jumlah koordinasi 

bidang kesra yang 

direncankan x 100%

% 100 100 100 15.361.352.800         100 16.129.420.440         100 16.935.891.462         100 17.782.686.035         100 66.209.350.737             SETDA

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase koordinasi 

bidang Perekonomian dan 

SDA

koordinasi bidang 

perekonomian yang 

dilaksanakan dibagi 

koordinasi bidang 

perekonomian yang 

direncanakan dikali 100%

% 100 100 100 1.882.087.500           100 1.976.191.875           100 2.075.001.469           100 2.178.751.542           100 8.112.032.386               SETDA

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase penyerapan 

APBD  

Nilai absolut

dari Total belanja dalam 

realisasi dibagi total 

belanja APBD

dikurangi satu dikali 100%

% 93,98 94 94,25 6.851.200.000           94,5 7.193.760.000           94,75 7.553.448.000           95 7.931.120.400           95 29.529.528.400             SETDA

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-54



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Cakupan tingkat 

keberhasilan e-Tendering

Jumlah tender selesai 

dibagi jumlah paket 

pengadaan barang jasa 

melalui UKPBJ

x 100%

% 98,3 98,3 100 3.269.252.000           100 3.432.714.600           100 3.604.350.330           100 3.784.567.847           100 14.090.884.777             SETDA

2 Sekretariat DPRD

PROGRAM DUKUNGAN  

PELAKSANAAN TUGAS 

DAN FUNGSI DPRD

Persentase fasilitasi rapat-

rapat tepat jadwal

Jumlah rapat dewan  yang 

dilaksanakan dibagi 

dengan jumlah rapat yang 

telah dijadwal dikali 100%

% 94 100 100 25.879.164.890         100 27.173.123.135         100 28.531.779.291         100 29.958.368.256         100 111.542.435.572           SETWAN

E UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1 Perencanaan

PROGRAM 

PERENCANAAN, 

PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI 

PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase pencapaian 

realisasi target Program 

tahunan

jumlah realisasi indikator 

program yang tercapai 

(memenuhi atau melebihi 

target) dibagi dengan 

jumlah indikator program 

% 84,02 81,38 78,73 3.186.600.000           79,73 3.364.600.000           80,73 3.909.900.000           81,73 3.263.525.000           81,73 13.724.625.000             BAPPEDA

PROGRAM KOORDINASI 

DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase realisasi 

indikator OPD di bawah 

rumpun pemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat

jumlah realisasi indikator 

Program yang tercapai 

(Sangat Tinggi dan Tinggi) 

dibagi dengan jumlah 

indikator Program di OPD 

yang didampingi

% 82,71 80,36 78 1.404.000.000           79 1.189.000.000           80 1.089.000.000           81 1.164.000.000           81 4.846.000.000               BAPPEDA

PROGRAM KOORDINASI 

DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase realisasi 

indikator OPD di bawah 

rumpun perekonomian

jumlah realisasi indikator 

Program yang tercapai 

(Sangat Tinggi dan Tinggi) 

dibagi dengan jumlah 

indikator Program di OPD 

yang didampingi

% 86,67 83,34 80 569.000.000              81 569.000.000              82 569.000.000              83 569.000.000              83 2.276.000.000               BAPPEDA

PROGRAM KOORDINASI 

DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase realisasi 

indiktor OPD di bawah 

rumpun infrastruktur dan 

kewilayahan

jumlah realisasi indikator 

Program yang tercapai 

(Sangat Tinggi dan Tinggi) 

dibagi dengan jumlah 

indikator Program di OPD 

yang didampingi

% 85,71 82,86 80 1.114.000.000           81 1.093.000.000           82 1.097.000.000           83 1.101.000.000           83 4.405.000.000               BAPPEDA

2 Keuangan

PROGRAM PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH

Persentase penyaluran 

dana transfer ke desa

jumlah anggaran yang 

ditransfer dibagi jumlah 

dana transfer yang 

ditargetkan x 100%

% 100 100 100 588.108.562.300       100 592.461.490.415       100 618.157.064.936       100 647.762.418.183       100 2.446.489.535.833        BPPKAD

PROGRAM PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH

Rasio Belanja Urusan 

Pemerintahan Umum 

(dikurangi transfer 

expenditure)

Jumlah belanja urusan 

pemerintahan – transfer 

expenditures dibagi 

jumlah belanja APBD 

dikali 100% 

% 55,81 57,87 59,93 441.907.900              61,99 464.003.295              64,05 487.203.460              66,11 511.563.633              66,11 1.904.678.287               BPPKAD

PROGRAM PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH

Deviasi Realisasi Belanja 

terhadap Belanja Total 

dalam APBD

Nilai absolut dari Total 

belanja dalam realisasi 

dibagi total belanja APBD 

dikurangi satu x 100%

% -0,060 -0,081 -0,083 1.452.219.650           -0,085 1.524.830.633           -0,087 1.601.072.164           -0,09 1.681.125.772           -0,09 6.259.248.219               BPPKAD

PROGRAM PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH

Presentase Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah dokumen laporan 

keuangan SKPD yang 

diteliti di bagi jumlah 

dokumen yang seharusnya 

kali 100%

% 100 100 100 763.073.175              100 801.226.834              100 841.288.175              100 883.352.584              100 3.288.940.768               BPPKAD

PROGRAM PENGELOLAAN 

BARANG MILIK DAERAH

Manajemen Aset Apakah ada daftar aset 

tetap? Apakah ada manual 

untuk menyusun daftar 

aset tetap? Apakah ada 

proses inventarisasi aset 

tahunan? Apakah nilai 

aset tercantum dalam 

laporan anggaran?

(Ya/Tidak) Ya Ya Ya 8.543.605.200           Ya 8.970.785.460           Ya 9.419.324.733           Ya 9.890.290.970           Ya 36.824.006.363             BPPKAD
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDAPATAN DAERAH

Deviasi Realisasi PAD 

terhadap Anggaran PAD 

dalam APBD

Nilai absolut dari Total 

PAD dalam realisasi dibagi 

total PAD dalam APBD 

dikurangi satu x 100%

% 0,131 0,052 0,053 3.038.770.300           0,053 3.190.708.815           0,053 3.350.244.256           0,053 3.517.756.469           0,053 13.097.479.839             BPPKAD

PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDAPATAN DAERAH

Persentase Peningkatan 

Ketetapan Pajak Daerah

Ketetapan th. n dikurangi 

ketetapan th. n-1 dibagi 

ketetapan tahun n-1x100

% 8,95 25,7 1,8 4.205.572.000           9,2 4.415.850.600           11,4 4.636.643.130           7,8 4.868.475.287           7,8 18.126.541.017             BPPKAD

3 Kepegawaian

PROGRAM KEPEGAWAIAN 

DAERAH

Persentase terpenuhinya 

kebutuhan pegawai 

melalui rekrutmen calon 

ASN

Jumlah ASN tahun n / 

Jumlah kebutuhan 

pegawai x 100%

% 40,93 61,51 60,47 985.951.311                  59,95 1.035.248.877           59,44 1.087.011.320           59,185 1.141.361.886           59,19 4.249.573.394               BKPPD

PROGRAM KEPEGAWAIAN 

DAERAH

Persentase Penempatan 

ASN sesuai Kompetensi

Jumlah ASN non 

fungsional (struktural dan 

pelaksana) yang 

ditempatkan sesuai 

dengan kompetensinya / 

Jumlah ASN non 

fungsional (struktural dan 

pelaksana) x 100%

% 98,59 98,86 99,00 757.590.223                  99,16 795.469.734              99,32 835.243.221              99,490 877.005.382              99,49 3.265.308.560               BKPPD

PROGRAM KEPEGAWAIAN 

DAERAH

Persentase kepatuhan ASN 

terhadap peraturan 

perundangan dibidang 

kepegawaian

Jumlah ASN - (Jumlah 

ASN yang terkena 

hukuman disiplin + 

jumlah ASN yang 

terlambat dalam pelaporan 

LHKPN) / Jumlah ASN x 

100%

% 99,88 99,90 99,90 398.016.507                  99,92 417.917.332              99,92 438.813.199              99,921 460.753.859              99,92 1.715.500.897               BKPPD

PROGRAM KEPEGAWAIAN 

DAERAH

Rasio Jabatan Fungsional 

bersertifikat kompetensi 

(%) (PNS tidak termasuk 

guru dan tenaga 

kesehatan)

Jumlah pegawai 

Fungsional yang memiliki 

sertifikat kompetensi / 

Seluruh jumlah pegawai 

Fungsional (PNS tdak 

termasuk guru dan tenaga 

kesehatan) x 100%

% 13,28 14,33 13,62 1.293.950.781               18,45 1.358.648.320           24,27 1.426.580.736           28,74 1.497.909.773           28,74 5.577.089.610               BKPPD

4 Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase Kesesuaian 

Kompetensi ASN dengan 

Persyaratan/Standar 

Jabatan

Jumlah ASN yang telah 

memiliki kesesuaian 

kompetensi dengan 

persyaratan jabatan / 

Jumlah ASN x 100%

% 76,90 51,43 53,14 4.271.264.279               54,83 4.484.827.493           56,55 4.709.068.868           58,06 4.944.522.311           58,06 18.409.682.951             BKPPD

5 Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM PENELITIAN 

DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH

Persentase riset daerah 

yang ditindaklanjuti

Jumlah riset (OPD & PT) 

yang ditindaklanjuti dibagi 

total riset yang 

dilaksanakan pada tahun 

tersebut x 100%

% 11,59 17,24 24 763.150.900              31 794.650.900              38 801.150.900              45 857.650.900              45 3.216.603.600               BAPPEDA

PROGRAM PENELITIAN 

DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH

Persentase jumlah inovasi 

daerah yang 

ditindaklanjuti

Jumlah hasil penelitian 

dan pengembangan yang 

ditindaklanjuti dibagi 

keseluruhan penelitian 

dan pengembangan dikali 

100%

% 64,74 79,2 84 1.186.837.800           88 940.115.800              90 1.237.237.800           91 1.030.115.800           91 4.394.307.200               BAPPEDA

F UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1 Pengawasan

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN

Persentase Perangkat 

Daerah dengan Nilai 

kinerja baik

Persentase Perangkat 

Daerah dengan Nilai 

kinerja baik dibagi dengan 

jumlah seluruh perangkat 

daerah x 100 %

% NA 20 40 1.036.792.902           60 1.088.632.547           80 1.143.064.175           100 1.200.217.383           100 4.468.707.008               INSPEKTORAT
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN

Persentase Perangkat Desa 

dengan Nilai kinerja baik

Jumlah Perangkat Desa 

yang diperiksa memiliki 

nilai kinerja baik /  jumlah 

Perangkat Desa yang 

dilakukan audit  X  100%

% NA 20 40 857.171.848              60 900.030.440              80 945.031.962              100 992.283.560              100 3.694.517.811               INSPEKTORAT

PROGRAM PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN DAN 

ASISTENSI

Persentase komulatif 

Perangkat Daerah yang 

difasilitasi 

Penyelenggaraan 

Manajemen 

Resiko/SPIP/Pengendalian 

Korupsi

Jumlah Perangkat Daerah 

yang difasilitasi /  jumlah 

Perangkat Daerah yang 

diwajibkan 

Penyelenggaraan MR / 

SPIP / Pengendalian 

Korupsi  X  100%

% NA 60 70 279.579.619              79 293.558.599              88 308.236.529              100 323.648.356              100 1.205.023.103               INSPEKTORAT

PROGRAM PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN DAN 

ASISTENSI

Persentase 

Asistensi/Pendampingan 

Tematik Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa

Jumlah Desa yang 

didampingi /  jumlah 

Perangkat Desa   X  100%

% NA 100 100 1.478.253.081           100 1.552.165.736           100 1.629.774.022           100 1.711.262.723           100 6.371.455.563               INSPEKTORAT

G UNSUR KEWILAYAHAN

1 Kec. Adipala

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA 100 14.625.000                100 15.356.250                100 16.124.063                100 16.930.266                100 63.035.578                    KEC. ADIPALA

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 60.749.900                100 63.787.395                100 66.976.765                100 70.325.603                100 261.839.663                  KEC. ADIPALA

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 10.000.000                100 10.500.000                100 11.025.000                100 11.576.250                100 43.101.250                    KEC. ADIPALA

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 56.750.000                100 59.587.500                100 62.566.875                100 65.695.219                100 244.599.594                  KEC. ADIPALA

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 55.000.000                100 57.750.000                100 60.637.500                100 63.669.375                100 237.056.875                  KEC. ADIPALA

2 Kec. Bantarsari

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 5.000.000                  100 5.250.000                  100 5.512.500                  100 15.762.500                    KEC. 

BANTARSARI

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 35.277.450                100 37.041.323                100 38.893.389                100 40.838.058                100 152.050.219                  KEC. 

BANTARSARI

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 10.000.000                100 10.500.000                100 11.025.000                100 11.576.250                100 43.101.250                    KEC. 

BANTARSARI

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-57



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 45.062.500                100 47.315.625                100 49.681.406                100 52.165.477                100 194.225.008                  KEC. 

BANTARSARI

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 54.456.250                100 52.179.063                100 54.788.016                100 57.527.416                100 218.950.745                  KEC. 

BANTARSARI

3 Kec. Binangun

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 20.000.000                100 20.000.000                100 20.000.000                100 60.000.000                    KEC. 

BINANGUN

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 34.356.250                100 36.074.063                100 37.877.766                100 39.771.654                100 148.079.732                  KEC. 

BINANGUN

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 4.549.950                  100 4.777.448                  100 5.016.320                  100 5.267.136                  100 19.610.853                    KEC. 

BINANGUN

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 56.186.900                100 48.996.245                100 41.446.057                100 33.518.360                100 180.147.562                  KEC. 

BINANGUN

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 94.324.100                100 89.040.305                100 83.492.320                100 77.666.936                100 344.523.662                  KEC. 

BINANGUN

4 Kec. Cilacap Selatan

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 20.000.000                100 20.000.000                100 20.000.000                100 60.000.000                    KEC. CILACAP 

SELATAN

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 3.134.140.000           100 3.270.847.000           100 3.435.389.350           100 3.608.158.818           100 13.448.535.168             KEC. CILACAP 

SELATAN

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 777.125.000              100 815.981.250              100 856.780.313              100 899.619.328              100 3.349.505.891               KEC. CILACAP 

SELATAN

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 58.312.500                100 61.228.125                100 64.289.531                100 67.504.008                100 251.334.164                  KEC. CILACAP 

SELATAN

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-58



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 1.255.900                  100 1.318.695                  100 1.384.630                  100 1.453.861                  100 5.413.086                      KEC. CILACAP 

SELATAN

5 Kec. Cilacap Tengah

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 20.000.000                100 20.000.000                100 20.000.000                100 60.000.000                    KEC. CILACAP 

TENGAH

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 3.005.134.900           100 3.135.391.645           100 3.293.161.227           100 3.458.819.289           100 12.892.507.061             KEC. CILACAP 

TENGAH

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 783.727.600              100 822.913.980              100 864.059.679              100 907.262.663              100 3.377.963.922               KEC. CILACAP 

TENGAH

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 54.200.000                100 56.910.000                100 59.755.500                100 62.743.275                100 233.608.775                  KEC. CILACAP 

TENGAH

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 232.227.500              100 243.838.875              100 256.030.819              100 268.832.360              100 1.000.929.553               KEC. CILACAP 

TENGAH

6 Kec. Cilacap Utara

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 20.000.000                100 20.000.000                100 20.000.000                100 60.000.000                    KEC. CILACAP 

UTARA

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 3.094.831.350           100 3.229.572.918           100 3.392.051.563           100 3.562.654.142           100 13.279.109.972             KEC. CILACAP 

UTARA

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 772.227.400              100 810.838.770              100 851.380.709              100 893.949.744              100 3.328.396.622               KEC. CILACAP 

UTARA

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 65.000.000                100 68.250.000                100 71.662.500                100 75.245.625                100 280.158.125                  KEC. CILACAP 

UTARA

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 16.312.500                100 17.128.125                100 17.984.531                100 18.883.758                100 70.308.914                    KEC. CILACAP 

UTARA

7 Kec. Cimanggu

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-59



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 5.000.000                  100 5.250.000                  100 5.512.500                  100 15.762.500                    KEC. 

CIMANGGU

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 45.724.050                100 48.010.253                100 50.410.765                100 52.931.303                100 197.076.371                  KEC. 

CIMANGGU

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 65.611.950                100 68.892.548                100 72.337.175                100 75.954.034                100 282.795.706                  KEC. 

CIMANGGU

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 25.425.000                100 26.696.250                100 28.031.063                100 29.432.616                100 109.584.928                  KEC. 

CIMANGGU

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 70.475.050                100 68.998.803                100 72.448.743                100 76.071.180                100 287.993.775                  KEC. 

CIMANGGU

8 Kec. Cipari

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 20.000.000                100 20.000.000                100 20.000.000                100 60.000.000                    KEC. CIPARI

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 45.235.100                100 37.496.855                100 39.371.698                100 41.340.283                100 163.443.935                  KEC. CIPARI

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% -                                 100 30.000.000                100 31.500.000                100 33.075.000                100 94.575.000                    KEC. CIPARI

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 53.362.350                100 46.030.468                100 48.331.991                100 50.748.590                100 198.473.399                  KEC. CIPARI

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 32.437.000                100 34.058.850                100 35.761.793                100 37.549.882                100 139.807.525                  KEC. CIPARI

9 Kec. Dayeuhluhur

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA 100 6.350.000                  100 6.667.500                  100 7.000.875                  100 7.350.919                  100 27.369.294                    KEC. 

DAYEUHLUHU

R

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 43.424.700                100 45.595.935                100 47.875.732                100 50.269.518                100 187.165.885                  KEC. 

DAYEUHLUHU

R

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-60



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 27.650.000                100 29.032.500                100 30.484.125                100 32.008.331                100 119.174.956                  KEC. 

DAYEUHLUHU

R

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 23.665.000                100 24.848.250                100 26.090.663                100 27.395.196                100 101.999.108                  KEC. 

DAYEUHLUHU

R

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 66.755.900                100 70.093.695                100 73.598.380                100 77.278.299                100 287.726.273                  KEC. 

DAYEUHLUHU

R

10 Kec. Gandrungmangu

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 5.000.000                  100 5.250.000                  100 5.512.500                  100 15.762.500                    KEC. 

GANDRUNGMA

NGU

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 52.131.500                100 54.738.075                100 57.474.979                100 60.348.728                100 224.693.281                  KEC. 

GANDRUNGMA

NGU

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 18.160.000                100 19.068.000                100 20.021.400                100 21.022.470                100 78.271.870                    KEC. 

GANDRUNGMA

NGU

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 49.582.500                100 52.061.625                100 54.664.706                100 57.397.942                100 213.706.773                  KEC. 

GANDRUNGMA

NGU

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 62.917.595                100 66.063.475                100 69.366.648                100 72.834.981                100 271.182.699                  KEC. 

GANDRUNGMA

NGU

11 Kec. Jeruklegi

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 20.000.000                100 20.000.000                100 20.000.000                100 60.000.000                    KEC. 

JERUKLEGI

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 39.687.500                100 41.671.875                100 43.755.469                100 35.943.242                100 161.058.086                  KEC. 

JERUKLEGI

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 14.625.000                100 15.356.250                100 16.124.063                100 16.930.266                100 63.035.578                    KEC. 

JERUKLEGI

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-61



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 53.000.000                100 45.650.000                100 37.932.500                100 39.829.125                100 176.411.625                  KEC. 

JERUKLEGI

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 100.783.750              100 95.822.938                100 90.614.084                100 85.144.789                100 372.365.560                  KEC. 

JERUKLEGI

12 Kec. Kampunglaut

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 5.000.000                  100 5.250.000                  100 5.512.500                  100 15.762.500                    KEC. 

KAMPUNGLAU

T

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 34.512.500                100 36.238.125                100 38.050.031                100 39.952.533                100 148.753.189                  KEC. 

KAMPUNGLAU

T

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% -                                 100 5.000.000                  100 5.250.000                  100 5.512.500                  100 15.762.500                    KEC. 

KAMPUNGLAU

T

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 64.937.500                100 58.184.375                100 61.093.594                100 64.148.273                100 248.363.742                  KEC. 

KAMPUNGLAU

T

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 42.300.000                100 44.415.000                100 46.635.750                100 48.967.538                100 182.318.288                  KEC. 

KAMPUNGLAU

T

13 Kec. Karangpucung

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA 100 48.124.950                100 50.531.198                100 53.057.757                100 55.710.645                100 207.424.550                  KEC. 

KARANGPUCU

NG

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 65.010.150                100 68.260.658                100 71.673.690                100 75.257.375                100 280.201.873                  KEC. 

KARANGPUCU

NG

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 11.875.000                100 12.468.750                100 13.092.188                100 13.746.797                100 51.182.734                    KEC. 

KARANGPUCU

NG

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 82.212.500                100 86.323.125                100 90.639.281                100 95.171.245                100 354.346.152                  KEC. 

KARANGPUCU

NG

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-62



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 45.399.900                100 47.669.895                100 50.053.390                100 52.556.059                100 195.679.244                  KEC. 

KARANGPUCU

NG

14 Kec. Kawunganten

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 20.000.000                100 20.000.000                100 20.000.000                100 60.000.000                    KEC. 

KAWUNGANTE

N

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 55.942.170                100 58.739.279                100 61.676.242                100 64.760.055                100 241.117.745                  KEC. 

KAWUNGANTE

N

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 15.838.300                100 16.630.215                100 17.461.726                100 18.334.812                100 68.265.053                    KEC. 

KAWUNGANTE

N

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 64.309.900                100 57.525.395                100 60.401.665                100 63.421.748                100 245.658.708                  KEC. 

KAWUNGANTE

N

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 62.176.900                100 55.285.745                100 58.050.032                100 60.952.534                100 236.465.211                  KEC. 

KAWUNGANTE

N

15 Kec. Kedungreja

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 5.000.000                  100 5.250.000                  100 5.512.500                  100 15.762.500                    KEC. 

KEDUNGREJA

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 38.648.000                100 40.580.400                100 42.609.420                100 44.739.891                100 166.577.711                  KEC. 

KEDUNGREJA

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 7.962.500                  100 8.360.625                  100 8.778.656                  100 9.217.589                  100 34.319.370                    KEC. 

KEDUNGREJA

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 68.462.500                100 66.885.625                100 70.229.906                100 73.741.402                100 279.319.433                  KEC. 

KEDUNGREJA

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 19.490.400                100 20.464.920                100 21.488.166                100 22.562.574                100 84.006.060                    KEC. 

KEDUNGREJA

16 Kec. Kesugihan

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-63



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 10.000.000                100 10.500.000                100 11.025.000                100 31.525.000                    KEC. 

KESUGIHAN

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 33.547.650                100 35.225.033                100 36.986.284                100 38.835.598                100 144.594.565                  KEC. 

KESUGIHAN

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% -                                 100 10.000.000                100 10.500.000                100 11.025.000                100 31.525.000                    KEC. 

KESUGIHAN

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 54.343.500                100 47.060.675                100 39.413.709                100 31.384.394                100 172.202.278                  KEC. 

KESUGIHAN

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 63.006.650                100 56.156.983                100 48.964.832                100 41.413.073                100 209.541.537                  KEC. 

KESUGIHAN

17 Kec. Kroya

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 5.000.000                  100 5.250.000                  100 5.512.500                  100 15.762.500                    KEC. KROYA

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 49.515.700                100 51.991.485                100 54.591.059                100 57.320.612                100 213.418.856                  KEC. KROYA

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 10.000.000                100 10.500.000                100 11.025.000                100 11.576.250                100 43.101.250                    KEC. KROYA

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 54.312.500                100 55.028.125                100 57.779.531                100 60.668.508                100 227.788.664                  KEC. KROYA

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 58.525.000                100 58.451.250                100 61.373.813                100 64.442.503                100 242.792.566                  KEC. KROYA

18 Kec. Majenang

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA - -                                 100 16.169.034                100 16.977.486                100 17.826.360                100 50.972.880                    KEC. 

MAJENANG

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 39.687.145                100 41.671.502                100 43.755.077                100 45.942.831                100 171.056.556                  KEC. 

MAJENANG

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-64



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 4.999.940                  100 5.249.937                  100 5.512.434                  100 5.788.056                  100 21.550.366                    KEC. 

MAJENANG

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 56.524.850                100 59.351.093                100 62.318.647                100 65.434.579                100 243.629.169                  KEC. 

MAJENANG

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 76.824.225                100 80.665.436                100 84.698.708                100 88.933.643                100 331.122.013                  KEC. 

MAJENANG

19 Kec. Maos

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 15.000.000                100 15.000.000                100 15.000.000                100 45.000.000                    KEC. MAOS

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 58.303.050                100 71.324.453                100 74.890.675                100 78.635.209                100 283.153.387                  KEC. MAOS

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 20.636.250                100 21.668.063                100 22.751.466                100 23.889.039                100 88.944.817                    KEC. MAOS

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 53.500.000                100 58.931.250                100 61.877.813                100 64.971.703                100 239.280.766                  KEC. MAOS

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 68.011.250                100 97.603.863                100 101.984.056              100 106.583.258              100 374.182.427                  KEC. MAOS

20 Kec. Nusawungu

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA 100 50.000.000                100 52.500.000                100 55.125.000                100 57.881.250                100 215.506.250                  KEC. 

NUSAWUNGU

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 39.110.000                100 41.065.500                100 43.118.775                100 45.274.714                100 168.568.989                  KEC. 

NUSAWUNGU

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 6.850.000                  100 7.192.500                  100 7.552.125                  100 7.929.731                  100 29.524.356                    KEC. 

NUSAWUNGU

RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026 Hal VII-65



Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 78.350.000                100 82.267.500                100 86.380.875                100 90.699.919                100 337.698.294                  KEC. 

NUSAWUNGU

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 62.204.250                100 65.314.463                100 68.580.186                100 72.009.195                100 268.108.093                  KEC. 

NUSAWUNGU

21 Kec. Patimuan

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 5.000.000                  100 5.250.000                  100 5.512.500                  100 15.762.500                    KEC. 

PATIMUAN

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 52.937.500                100 55.584.375                100 58.363.594                100 61.281.773                100 228.167.242                  KEC. 

PATIMUAN

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 12.025.000                100 12.626.250                100 13.257.563                100 13.920.441                100 51.829.253                    KEC. 

PATIMUAN

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 74.674.600                100 73.408.330                100 77.078.747                100 80.932.684                100 306.094.360                  KEC. 

PATIMUAN

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 23.000.500                100 24.150.525                100 25.358.051                100 26.625.954                100 99.135.030                    KEC. 

PATIMUAN

22 Kec. Sampang

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 20.000.000                100 20.000.000                100 20.000.000                100 60.000.000                    KEC. 

SAMPANG

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 51.264.300                100 43.827.515                100 46.018.891                100 38.319.835                100 179.430.541                  KEC. 

SAMPANG

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 7.658.950                  100 8.041.898                  100 8.443.992                  100 8.866.192                  100 33.011.032                    KEC. 

SAMPANG

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 55.661.800                100 48.444.890                100 40.867.135                100 42.910.491                100 187.884.316                  KEC. 

SAMPANG
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 46.203.850                100 48.514.043                100 40.939.745                100 32.986.732                100 168.644.369                  KEC. 

SAMPANG

23 Kec. Sidareja

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 10.000.000                100 10.000.000                100 10.000.000                100 30.000.000                    KEC. 

SIDAREJA

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 45.487.500                100 42.761.875                100 45.149.969                100 47.657.467                100 181.056.811                  KEC. 

SIDAREJA

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 13.125.000                100 13.781.250                100 14.470.313                100 15.193.828                100 56.570.391                    KEC. 

SIDAREJA

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 66.525.000                100 64.851.250                100 68.343.813                100 72.011.003                100 271.731.066                  KEC. 

SIDAREJA

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 46.050.000                100 48.352.500                100 50.770.125                100 53.308.631                100 198.481.256                  KEC. 

SIDAREJA

24 Kec. Wanareja

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase implementasi 

pelimpahan kewenangan 

Jumlah Implementasi 

Pelimpahan kewenangan 

yang dilaksanakn dibagi  

Pelimpahan Kewenangan 

yang diberikan x 100 %

% NA NA -                                 100 20.000.000                100 20.000.000                100 20.000.000                100 60.000.000                    KEC. 

WANAREJA

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase Desa yang 

memiliki kelembagaan 

aktif

Jumlah desa yang memilki 

kelebagaan aktif dibagi 

jumlah seluruh desa x 100

% 100 100 100 49.829.900                100 52.321.395                100 44.937.465                100 47.184.338                100 194.273.098                  KEC. 

WANAREJA

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

dibina dalam pelaksanaan 

ketentramtaman dan 

ketertiban 

Jumlah desa/kelurahan 

yang dibina dalam 

pelaksanaan trantib dibagi 

jumlah seluruh 

desa/kelurahan x 100

% 100 100 100 4.000.000                  100 4.200.000                  100 4.410.000                  100 4.630.500                  100 17.240.500                    KEC. 

WANAREJA

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase  fasilitasi 

forkompincam

Jumlah fasilitasi kegiatan 

Forkompimcam  dibagi 

Jumlah Kegaiatan  

Forkompimcam yang 

seharusnya difasilitasi  x 

100 %

% 100 100 100 56.862.600                100 49.705.730                100 52.191.017                100 44.800.567                100 203.559.914                  KEC. 

WANAREJA

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Persentase Desa yang 

difasilitasi terkait tata 

pemerintahan desa

Jumlah desa yang sudah 

difasilitasi dalam tata 

pemerintahan desa dibagi 

jumlah seluruh desa x 100 

% 100 100 100 66.711.750                100 60.047.338                100 53.049.704                100 45.702.190                100 225.510.981                  KEC. 

WANAREJA

H UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1 Kesbangpol
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

PROGRAM PENGUATAN 

IDEOLOGI PANCASILA 

DAN KARAKTER 

KEBANGSAAN

cakupan kecamatan yang 

mendapatkan penyuluhan 

wawasan kebangsaan dan 

bela negara

Jumlah pelaksanaan di 

wilayah kecamatan per 

jumlah keseluruhan 

kecamatan 

Kecamatan NA NA 24 259.812.500                  24 272.803.125              24 286.443.281              24 300.765.445              24 1.119.824.352               BAKESBANGP

OL

PROGRAM PENINGKATAN 

PERAN PARTAI POLITIK 

DAN LEMBAGA 

PENDIDIKAN MELALUI 

PENDIDIKAN POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN ETIKA 

SERTA BUDAYA POLITIK

Tingkat partisipasi pemilih 

dalam pelaksanaan 

pemilu/pilkada (%) 

Perhitungan prosesntase 

penggunaan hak pilih 

dalam Pemilu; Pilpres; 

Pemilukada 

% NA NA 70 3.255.309.000               70 3.418.074.450           70 3.588.978.173           70 3.768.427.081           70 14.030.788.704             BAKESBANGP

OL

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN DAN 

PENGAWASAN 

ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN

Persentase LSM/Ormas 

yang dibina/ bimtek  

kebangsaan

Jumlah  LSM/Ormas yang 

dibina/ bimtek  kebangsa 

an dibagi seluruh 

ormas/LSM x 100%

% NA NA 25 40.000.000                50 42.000.000                75 44.100.000                100 46.305.000                100 172.405.000                  BAKESBANGP

OL

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

KETAHANAN EKONOMI, 

SOSIAL, DAN BUDAYA

cakupan kecamatan yang 

mengikuti pembinaan 

ketahanan ekonomi, sosial 

dan budaya

Jumlah pelaksanaan di 

wilayah kecamatan per 

jumlah keseluruhan 

kecamatan 

Kecamatan NA NA 24 240.000.000              24 252.000.000              24 264.600.000              24 277.830.000              24 1.034.430.000               BAKESBANGP

OL

PROGRAM PENINGKATAN 

KEWASPADAAN 

NASIONAL DAN 

PENINGKATAN KUALITAS 

DAN FASILITASI 

PENANGANAN KONFLIK 

SOSIAL

cakupan kecamatan yang 

terfasilitasi dalam upaya 

pencagahan dan 

penanganan konflik sosial

Jumlah pelaksanaan di 

wilayah kecamatan per 

jumlah keseluruhan 

kecamatan 

Kecamatan NA NA 24 915.250.000                  24 961.012.500              24 1.009.063.125           24 1.059.516.281           24 3.944.841.906               BAKESBANGP

OL

I NON URUSAN

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase ketercapaian 

perencanaan dan 

keuangan Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

keuangan yang 

terselesaikan dibagi 

jumlah dokumen yang 

direncanakan

% 100                100              100                 1.681.371.253.026    100                 1.683.206.321.539    100                 1.685.133.143.477    100             1.687.156.306.512    100                 6.736.867.024.554        SEMUA OPD

Persentase terpenuhinya 

layanan umum dan 

kepegawaian Perangkat 

Daerah

Jumlah layanan umum 

dan kepegawaian yang 

terpenuhi dibagi jumlah 

layanan yang 

direncanakan

% 100                100              100                 127.838.920.197       100                 134.230.866.207       100                 140.942.409.517       100             147.989.529.993       100                 551.001.725.914           SEMUA OPD

Persentase cakupan

pelayanan BLUD

Jumlah layanan kesehatan 

yang dilaksanakan dibagi 

jumlah layanan yang 

ditetapkan x 100%

% 100                100              100                 350.550.786.560       100                 368.078.325.888       100                 386.482.242.182       100             405.806.354.292       100                 1.510.917.708.922        BLUD

Persentase Kebutuhan 

Rumah Tangga yang 

terlayani sesuai standar

Jumlah permintaan 

kebutuhan rumah tangga 

KDH WKDH dibagi 

kebutuhan rumah tangga 

yang terlayani dikali 100  

% 100                100              100                 5.399.030.835           100                 5.668.982.377           100                 5.952.431.496           100             6.250.053.070           100                 23.270.497.778             SETDA

Persentese pemenuhan 

dokumen penataan 

organisasi

Dokumen penataan 

organisasi yang terlaksana 

dibagi dokumen penataan 

organisasi yang 

direncanakan dikali 100%

% 100                100              100                 1.289.621.900           100                 1.354.102.995           100                 1.421.808.145           100             1.492.898.552           100                 5.558.431.592               SETDA
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Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp Target   Rp 

No
Formula/Rumus 

Indikator
Satuan

Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Kondisi Akhir RPD

2021 2022
2023 2024 2025 2026

Kondisi Awal

Urusan/Program Indikator Program OPD

Persentase pelayanan 

protokol dan komunikasi 

pimpinan daerah dan 

pejabat sesuai kebutuhan

jumlah pelayanan protokol 

dan komunikasi pimpinan 

daerah dan pejabat pada 

tahun n dibagi jumlah 

total pelayanan protokol 

dan komunikasi pimpinan 

daerah dan pejabat pada 

tahun n dikali

100%

% 87,40             94,50           95,00              1.396.202.000           96,00              1.466.012.100           97,00              1.539.312.705           98,00          1.616.278.340           98,00              6.017.805.145               SETDA

Persentase implementasi 

tugas dan kewajiban 

fasilitasi terhadap DPRD 

yang terselesaikan sesuai 

SOP 

Implementasi tugas dan 

fungsi DPRD sesuai 

dengan SOP dibagi 

implementasi tugas dan 

fungsi DPRD x 100

% 100                100              100                 31.446.431.685         100                 31.423.456.435         100                 31.460.626.173         100             31.499.654.397         100                 125.830.168.690           SETWAN
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BAB VIII 

KINERJA PENYELENGGARAAN  

PEMERINTAH DAERAH 

 

 

 

8.1 Indikator Kinerja Utama 

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang 

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja 

penyelenggaraan Pemerintahan  Kabupaten Cilacap sebagai berikut : 
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Tabel 8.1 
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cilacap 

No 
Indikator Kinerja Utama 

Daerah 
Satuan 

Kondisi Awal Tahun Akhir 
RPD 

2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1.  Indeks Reformasi Birokrasi   indeks 68,28* 68,30 68,50 68,80 70,00 75,00 75,00 

2.  Angka kriminali tas Indeks 21,25 21,00 20,75 20,50 20,25 20,00 20,00 

3.  Indek Pembangunan Manusia 

(IPM)  

Indeks 70,42 70,79 71,26 71,74 72,21 72,68 72,68 

4.  Pertumbuhan ekonomi 

(dengan migas) 

Pertumbuhan ekonomi   
(tanpa migas) 

5.  Inflasi % 1,88 1,89 2,5-4,5 2,5-4,5 2,5-4,5 2,5-4,5 2,5-4,5 

6.  

7.  Indek Kinerja Sistem Irigasi % 46,85 47,35 47,85 48,35 48,85 49,35 49,35 

8.  Vc Rasio Indeks 0,34 0,34 0,33-0,40 0,32-0,40 0,31-0,40 0,30-0,40 0,30-0,40 

9. 9

. 

Indeks Desa Membangun Indeks 0,6959 

 

0,6959 0,7055 0,7103 0,7151 0,7199 0,7199 

10.  Penurunan Gas Rumah Kaca Gg Co2e 10.250 10.500 10.750 11.000 11.250 11.500 11.500 

11.  Indek Resiko Bencana indeks 112,75 112,75 112,55 112,45 112,35 112,25 112,25 

12.  Nilai SAKIP Nilai 73,74* 73,85 74,00 74,3 74,5 74,7 74,7 

13.  IPKD (Indeks Pengelolaan 

Keuangan Daerah) 

Indeks 68,95 69,72 70,5 71,5 72,5 73,5 73,5 

14.  Indeks Merit System   Indeks 283 283 296 306 319 333 333 

15.  Indeks Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) 

Indeks 3,13 2,81 2,86 2,94 3,02 3,10 3,10 

Indeks kualitas infrastruktur indek 79,79 81,79 84,45 87,10 89,28 91,32 91,32 

% 2,15 2,1-2,5 2,1-2,5 2,5-3,0 3,1-3,5 3,5-4,0 3,5-4,0 

 %   3,39  4,15 – 5,15  4,15 – 5,15   5,16-5,20  5,21-5,45   5,46-6,00   5,46-6,00 



      RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026          Hal VIII-3 
 

No 
Indikator Kinerja Utama 

Daerah 
Satuan 

Kondisi Awal Tahun Akhir 
RPD 

2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

16.  Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) 

Nilai 86,27 86,5 86,90 87,10 87,30 87,50 87,50 

17.  Nilai Kepatuhan Pelayanan 
Publik 

Nilai 
(Zonasi) 

88,16 
(Zona 

Hijau) 

89 
(Zona 

Hijau) 

90 
(Zona 

Hijau) 

91 
(Zona 

Hijau) 

92 
(Zona 

Hijau) 

93 
(Zona 

Hijau) 

93 
(Zona 

Hijau) 

18.  IPG Indeks 86,96 87,15 87,32 87,49 87,66 87,83 87,83 

19.  Angka kemiskinan  % 11,67 11,31 10,97 10,63 10,31 10,00 10,00 

20.  Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

% 9,97 8,96 8,06 7,24 6,51 5,85 5,85 
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8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat 

Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. 

 

Tabel 8.2 

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap 

No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

                    

  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                 

1 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,63 12,64 12,65 12,68 12,71 12,75 12,75 

2 Rata-Rata Lama Sekolah % 7,09 7,11 7,19 7,25 7,29 7,34 7,34 

3 Indeks Pencapaian SPM Pendidikan indeks 100 100 100 100 100 100 100 

4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke 

SMP/MTs 

% 94,61 94,65 94,76 95,01 95,32 95,72 95,72 

5 Persentase obyek pemajuan kebudayaan 

yang diimplementasikan 

% 30 30 30 30 40 40 40 

4 Persentase fasilitas kefarmasian dan sarana 

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang 

memenuhi syarat 

% 78% 78% 80% 81% 81% 82,50% 82,50% 

% 81,57 81,57 84,21 89,47 94,74 100 100 

kesehatan sesuai standar 

6 Terlestarikannya Cagar Budaya % 20,14  20,2 27,34 28,78 29,5 30,28 30,28 

  Dinas Kesehatan                 

1 Indeks Keluarga Sehat indeks 0,12 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 0,3 

2 Indeks pencapaian SPM bidang kesehatan indeks 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

5 Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 

Mandiri 

% 19,72 19,72 19,72 19,72 22 23 23 

  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 

Ruang 

                

1 Persentase Rekomtek  Izin 

Mendirikan Bangunan/PBG dan Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) 

% 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

2 Persentase bangunan publik dalam kondisi 

baik (%) 

% NA 15 16,4 17,8 19,2 20,6 20,6 

3 Tingkat kemantapan jalan % 77,5 78,74 79 80 81 82 82 

4 Pertumbuhan tingkat kemantapan jalan % 1,01 1,24 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 

5 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang % 90 91 92 93 94 95 95 

6 Persentase dokumen Rencana Tata Ruang % 83 85 87 89 91 93 93 

  Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                 

1 Debit air yang tersedia % 0,55 0,57 0,59 0,59 0,61 0,61 0,61 

2 Persentase Prasarana Jaringan Irigasi dalam 

Kondisi Baik 

% 45,86  46,86  47,86  48,86 49,86  50,86 50,86  

  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
Dan Pertanahan 

                

1 Persentase   infrastruktur perumahan dan 

permukiman dalam kondisi baik 

% 81,96 82,96 83,96 84,96 85,96 86,96 86,96 

2 Indeks pencapaian SPM indeks 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Kegiatan Reforma Agraria yang 
dilaksanakan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Penanganan Sengketa Tanah 

yang dilakukan melalui Mediasi 

% 100 100 100 100 100 100 100 

  Satuan Polisi Pamong Praja                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 
skala kabupaten 

% 1 1 1 1 1 1 4 

2 Indeks Pencapaian SPM indeks 100 100 100 100 100 100 100 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

3 Persentase penegakkan perda dan perkada di 

Kabupaten Cilacap (%) 

% 33 30 31 32 33 34 34 

4 Tingkat response time penanganan 

kebakaran 

% 80,52 91 93 94 95 97 97 

5 Persentase pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran 

% 100 100 100 100 100 100 100 

  Badan Penanggulangan Bencana Daerah                 

1 Persentase desa/kelurahan tangguh bencana % 13,02 14,08 15,14 16,2 17,26 18,32 18,32 

2 Response time Penanganan Bencana menit 15 15 15 15 15 15 15 

3 Indeks Pencapaian SPM indeks 100 100 100 100 100 100 100 

  Dinas Sosial                 

1 Persentase penurunan jumlah PPKS % 18,87 10 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

2 Persentase PPKS yang tertangani % 54,53 55 55,21 55,89 56,57 57,25 57,25 

3 Persentase PSKS yang terakreditasi % 7,5 8,75 9,73 51,62 58,11 100 100 

4 Indeks Pencapaian SPM indeks 100 100 100 100 100 100 100 

  Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian                 

1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 9,97 8,96 8,06 7,24 6,51 5,85 5,85 

2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 62,91 63 63,11 63,32 63,54 63,77 63,77 

3 Pertumbuhan /kontribusi industri 

pengolahan dalam PDRB 

% 1,18 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,2 

4 Pertumbuhan IKM % 8,01 8,2 8,5 9 9,5 10 10 

  Dinas Pangan Dan Perkebunan                 

1 Pola Pangan Harapan (PPH) skor 79 80,8 81,1 81,4 81,7 82 82 

2 Konsumsi energi per kapita per hari   Kkal/kapita/hari 2080,1 2084 2088 2092 2096 2100 2100 

3 Konsumsi protein per kapita per hari   Gram/kapita/har

i 

52,8 53,2 53,6 54 54,4 55 55 

  Dinas Lingkungan Hidup                 

1 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 62,39 62,7 63,01 63,33 63,65 64 64 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

2 Persentase Ketersediaan Dokumen 

Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Pengelolaan Sampah  % 78,55 79,75 80,95 82,15 83,35 84,55 84,55 

4 Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola 

Lingkungan 

% 12,21 12,39 12,58 12,76 12,96 13,14 13,14 

5 Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air 

pendukung IKLH yang Memenuhi Baku 

Mutu 

% 25 28,65 33,85 37,5 41,83 43,98 43,98 

  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                 

1 Persentase penduduk yang memiliki 

dokumen kependudukan dan pencatatan 
sipil (Akta, KK, KTP, KIA) 

% 32,95 34,95 36,95 38,95 40,95 42,95 42,95 

2 Persentase penduduk yang memiliki 

dokumen kependudukan 

% 64,62 65 66 67 68 69 69 

3 Persentase penduduk yang memiliki 

dokumen pencatatan sipil  

% 42,68 46 49 50 51 52 52 

  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                 

1 Nilai IDM Rata-rata 0,6959 0,7025 0,7055 0,7103 0,7151 0,7199 0,7199 

2 Persentase peningkatan status desa mandiri % 5.75 6,67 10 12.68 15.67 18.25 18.25 

  Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak 

                

1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)     Indeks 86,96 87,15 87,32 87,49 87,66 87,83 87,83 

2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)    Indeks 70,59 70,97 71,34 71,72 72,09 72,47 72,47 

3 Kategori KLA   kategori Nindya  Nindya  Nindya     Nindya   Nindya   Nindya   Nindya 

4 Persentase Kecamatan yang mampu 

memenuhi hak Anak 

% 4 8,33 16,67 25 33,33 50 50 

5 Persentase Pemenuhan indikator data gender 

dan anak dalam Siga 

% 75 75 82 89 96 100 100 

6 Usia Harapan Hidup   73,9 74,06 74,23 74,4 74,57 74,74 74,74 

7 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 1,18 1,13 1,08 0,98 0,89 0,8 0,8 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

8 Total Fertility Rate (TFR) % 2,04 2,2 2,16 2,09 2,04 2 2 

  Dinas Perhubungan                 

1 Persentase Layanan Perhubungan % 47,81 47,81 48,81 50,77 56,77 62,77 62,77 

2 Persentase ketersediaan fasilitas 

keselamatan LLAJ 

% 57,62 57,62 57,62 61,54 63,54 65,54 65,54 

3 Persentase ketersediaan fasilitas 

keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai 

dan Penyeberangan 

% 40 40 40 40 50 60 60 

  Dinas Komunikasi Dan Informatika                 

1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

% NA NA 25 50 75 100 100 

2 Indeks Kebijakan Internal SPBE Poin NA 80 80 80 81 81,05 81,07 

3 Indeks Tata Kelola SPBE Nilai NA 78 78 79 79 80 80 

4 Indeks Manajemen SPBE % NA NA 25 50 75 100 100 

 5  Persentase Layanan SPBE % NA NA 73 73 73 73 73 

  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

                

1 Persentase realisasi Investasi % 139,6 100 100 100 100 100 100 

2 Jumlah Investor yang masuk di Kabupaten 

Cilacap 

investor 446 450 300 315 330 345 345 

  Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata                 

1 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi 
kepemudaan dan organisasi sosial 

kemasyarakatan  

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan 

ekonomi mandiri 

% 16,42 16,42 25 50 75 100 100 

3 Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 21 10 10 10 10 10 10 

4 Jumlah Prestasi olahraga Cabor 5 5 5 5 5 5 5 

5 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD % 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

6 PAD Sektor Pariwisata Rp                      

172.000.00

0  
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  Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan                 

1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks NA 46,39 46,5 46,75 47 47,25 47,25 

2 Nilai tingkat kegemaran membaca 

masyarakat 

Nilai NA 56,49 56,55 56,75 57 57,25 57,25 

3 Persentase perangkat daerah yang mengelola 

arsip sesuai NSPK 

% 1.89 1.89 3,77 7,55 11,32 15,09 15,09 

4 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 

sebagai bahan pertanggungjawaban setiap 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 

untuk kepentingan negara, pemerintahan, 
pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 

% 56,28 66,67 66,67 70 71 72 72 

  Dinas Perikanan                 

1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap 

dan Budidaya) 

ton/tahun 40098,17 40300 41000 42000 43000 44000 44000 

2 Produksi Perikanan Tangkap Ton/Tahun 25759,12 25800 26000 26500 27000 27500 27500 

3 Produksi perikanan budidaya Ton/Tahun 14339,043 14500 15000 15500 16000 16500 16500 

4 Angka konsumsi ikan kg/kapita 28,95 29 29,41 29,924675 30,4483568

1 

30,9812030

6 

30,98120306 

  Dinas Pertanian                 

1 Produktivitas Pertanian per hektar per tahun 

(padi) 

Kw/ha 64,92 64,5 64,56 64,63 64,69 64,76 64,76 

2 Produksi Tanaman padi  Ton 832442 832442 838121 838959 839798 840638 3357516 

3 Produktivitas cabai (cabai rawit) Kw/ha 74,02 74,75 75,51 76,27 77,03 77,8 77,8 

4 Produksi Tanaman cabai (aneka cabai) Ton 9308,1 9401,2 9495,2 9590,1 9686 9782,9 38554,2 

5 Populasi ternak (Sapi, Kambing, dan Domba) ekor 211670 214845 218068 221339 224659 228029 228029 

6 Produksi daging Ton 7888 7919 8077 8109 8270 8304 32760 

  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 

Dan Menengah 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

1 Pertumbuhan sub sektor Koperasi dan 

Perdagangan Besar dan Eceran 

% -1,17 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 

2 Persentase koperasi aktif % 68,59 69,54 70,74 71,94 73,14 76,54 76,54 

3 Persentase UMKM yang diberikan 

pendampingan melalui lembaga 

pendampingan 

% 39,83 41,29 42,89 44,49 46,07 47,63 47,63 

4 Persentase pertumbuhan perdagangan 

barang kebutuhan pokok dan barang 
penting 

% 4,91 5,16 5,25 5,45 5,64 5,72 5,72 

  Sekretariat Daerah                 

1 Indeks Kematangan Perangkat Daerah Setda indeks 41 (tinggi) 41 (tinggi) 41 (tinggi) 41 (tinggi) 42 (tinggi) 42 (tinggi) 42 (tinggi) 

2 Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan 

kinerja perangkat daerah bidang 

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 

% NA NA 100 100 100 100 100 

3 Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Nilai (Zonasi) 88,16 (Zona 

Hijau) 

89 (Zona 

hijau) 

90 (Zona 

hijau) 

91 (Zona 

hijau) 

92 (Zona 

hijau) 

93 (Zona 

hijau) 

93 (Zona 

hijau) 

4 Tingkat pencapaian koordinasi peningkatan 

kinerja perangkat daerah bidang 

perekonomian dan pembangunan 

% NA NA 100 100 100 100 100 

  Sekretariat DPRD                 

1 Persentase layanan Dukungan 

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD 

sesuai SOP 

Persen 100 100 100 100 100 100 100 

  Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

                

1 Tingkat ketercapaian perencanaan 
pembangunan daerah 

% 63,348 63,6 65 66,4 67,8 69,2 69,2 

2 Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan % 82,86 91,11 92 93 94 95 95 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

3 Persentase hasil kelitbangan yang 

dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan 

pembangunan 

% 4,02 5,56 6 7 8 9 9 

4 Persentase hasil penelitian dan 

pengembangan yang ditindaklanjuti 

% 41,16 45,93 51 56 61 66 66 

  Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah 

                

1 Persentase ketercapaian target pendapatan % 100 100 100 100 100 100 100 

2 Persentase kontribusi PAD terhadap APBD % 22,16 21,06 20,23 20,7 27,19 27,72 27,72 

3 Persentase Perangkat Daerah yang 
pengelolaan BMD nya baik 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Ketepatan Pelaporan BMD % 100 100 100 100 100 100 100 

  Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan 

Pelatihan Daerah 

                

1 Indeks Sistem Merit Nilai 283 283 296 306 319 333 333 

2 Indeks Profesionalitas ASN Nilai 74,7 74,7 50 53 56 60 60 

  Inspektorat                 

1 Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah 
Kabupaten Cilacap Level 3 

Nilai (level) 3 3 3,05 3,1 3,15 3,2 3,2 

2 Persentase Perangkat Daerah yang 

dilakukan penjaminan kualitas penerapan 

SPIP terintegrasi dengan level 3 

% - 50 60 70 80 90 90 

  Kecamatan Adipala                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Bantarsari                 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Binangun                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Cilacap Selatan                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Cilacap Tengah                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Cilacap Utara                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Cimanggu                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Cipari                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Dayeuhluhur                 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Gandrungmangu                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Jeruklegi                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Kampunglaut                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Karangpucung                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase gangguan keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa yang berkembang % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Kawunganten                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase gangguan keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa yang berkembang % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Kedungreja                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Kesugihan                 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Kroya                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Majenang                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Maos                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Nusawungu                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Patimuan                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Sampang                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Sidareja                 
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No IKU OPD SATUAN 
KONDISI AWAL TARGET TAHUN 

KONDISI 

AKHIR RPD 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Kecamatan Wanareja                 

1 Persentase penurunan gangguan keamanan 

skala Kecamatan 

% NA NA 1 1 1 1 1 

2 Persentase Gangguan Keamanan yang 

ditangani Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Persentase Desa Kategori Mandiri di Tingkat 

Kecamatan 

% NA 100 100 100 100 100 100 

4 Persentase Desa Yang Berkembang  % 100 100 100 100 100 100 100 

  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                 

1 Jumlah Kasus konflik sosial Kasus 0 0 0 0 0 0 0 

2 Persentase Cakupan kecamatan yang dibina 

dalam keamanan wilayah 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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8.3 Indikator Kinerja Kunci 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan. Berikut ini Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Cilacap yang tersebar di semua urusan 

penyelenggaran pemerintahan sebagai berikut : 

 

Tabel 8.3 
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kabupaten Cilacap 

No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

                    

I 
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

                

a Pendidikan                 

1 
Jumlah  Warga Negara  usia 7- 
15 tahun  yang berpartisipasi 

dalam pendidikan dasar 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Jumlah  Warga Negara  usia 7- 

15 tahun  yang berpartisipasi 
dalam pendidikan dasar 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Jumlah Warga Negara usia 5-6 

tahun yang berpartisipasi 
dalam pendidikan PAUD 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 

Jumlah Warga Negara  Usia 7–

18 Tahun yang belum 
menyelesaiakan pendidikan 

dasar dan atau menengah yang 

perpartisipasi dalam 
pendidikan kesetaraan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

b Kesehatan                 
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No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

5 
Persentase RS Rujukan Tingkat 
kabupaten/kota yang 

terakreditasi 

6 
Jumlah ibu hamil yang 
mendapatkan pelayanan 

kesehatan 

% 95,06 95,06 100 100 100 100 100 

7 
Jumlah ibu bersalin yang 
mendapatkan pelayanan 

kesehatan 

% 99,95 99,95 100 100 100 100 100 

8 

Jumlah bayi baru lahir yang 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan 

% 99,27 99,27 100 100 100 100 100 

9 

Jumlah balita yang 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan 

% 83,98 83,98 100 100 100 100 100 

10 

Jumlah anak pada usia 

pendidikan dasar yang 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan   

% 99,45 99,45 100 100 100 100 100 

11 

Jumlah Warga Negara usia 

produktif yang mendapatkan 
pelayanan 

kesehatan 

% 67,64 67,64 100 100 100 100 100 

12 

Jumlah Warga Negara usia 

lanjut yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan   

% 67,23 67,23 100 100 100 100 100 

13 

Jumlah Warga Negara 

penderita hipertensi usia 15 
tahun ke atas yang 

mendapatkan pelayanan 
kesehatan   

% 47,88 47,88 100 100 100 100 100 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

14 

Jumlah Warga Negara 
penderita diabetes melitus usia 

15 tahun ke atas yang 
mendapatkan pelayanan 

kesehatan   

% 98,45 98,45 100 100 100 100 100 

15 

Jumlah Warga Negara dengan 
gangguan jiwa 

berat yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan   

% 121,32 121,32 100 100 100 100 100 

16 

Jumlah Warga Negara terduga 
tuberkulosis 

yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan   

% 35,92 35,92 100 100 100 100 100 

17 

Jumlah Warga Negara dengan 

risiko terinfeksi virus yang 
melemahkan daya tahan tubuh 

manusia (Human 

Immunodeficiency Virus) yang 
mendapatkan pelayanan 

kesehatan  

% 69,97 69,97 100 100 100 100 100 

c 
Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 
                

18 
Jumlah Warga Negara  yang 
memperoleh kebutuhan pokok 

air minum sehari-hari  

% 100 100 100 100 100 100 100 

19 

Jumlah Warga Negara yang 

memperoleh layanan 
pengolahan air limbah domestik 

% 100 100 100 100 100 100 100 

20 Tingkat Kemantapan Jalan % 77,5 78,74 79 80 81 82 82 

21 
Rasio tenaga operator/ teknisi / 
analisis yang memiliki sertifikat 

kompetensi 

%              -    20,43 27,43 34,43 41,43 48,43 48,43 

d 
Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman 
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No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

22 
Jumlah Warga Negara korban 
bencana yang memperoleh 

rumah layak huni 

% 100 100 100 100 100 100 100 

23 

Jumlah Warga Negara yang 
terkena relokasi akibat program 

Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota yang 

memperoleh fasilitasi 

penyediaan rumah yang layak 
huni 

% 100 100 100 100 100 100 100 

e 
Ketenteraman, Ketertiban Umum, 

dan Perlindungan Masyarakat 
                

24 

Persentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 
diselesaikan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

25 

Persentase penegakkan perda 

dan perkada di Kabupaten 

Cilacap (%) 

% 33 30 31 32 33 34 34 

26 
Tingkat response time 
penanganan kebakaran 

% 80,52 91 93 94 95 97 97 

27 

Persentase pelayanan 

penyelamatan dan evakuasi 
korban kebakaran 

% 100 100 100 100 100 100 100 

28 

Jumlah Warga Negara Yang 

mepmeroleh Layanan Akibat 

dari penegakan hukum perda 
dan perkada 

% 100 100 100 100 100 100 100 

29 

Jumlah Warga Negara yang 

memperoleh layanan 
penyelamatan dan evakuasi 

korban kebakaran  

% 100 100 100 100 100 100 100 

30 
Jumlah Warga Negara yang 

memperoleh layanan informasi 
% 100 100 100 100 100 100 100 
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No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

rawan bencana  

31 

Jumlah Warga Negara yang 

memperoleh layanan 
pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana  

% 100 100 100 100 100 100 100 

32 

Jumlah Warga Negara yang 
memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana  

% 100 100 100 100 100 100 100 

f Sosial                 

33 

Jumlah warga negara 

penyandang disabilitas telantar, 
anak telantar, lanjut usia 

telantar dan gelandangan 
pengemis yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di luar 
panti 

% 100 100 100 100 100 100 100 

34 

Jumlah warga negara korban 

bencana kabupaten/kota yang 

memperoleh perlindungan dan 
jaminan sosial pada saat dan 

setelah tanggap darurat 
bencana bagi korban bencana 

kabupaten/kota 

% 100 100 100 100 100 100 100 

II 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 

YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

                

a Tenaga Kerja                 

35 

Persentase kegiatan yang 

dilaksanakan yang mengacu ke 
rencana tenaga kerja 

% NA 66,6 84,2       84,2 

36 Persentase Tenaga Kerja % 27,16 28 30 31 32 33 33 



      RPD KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026          Hal VIII-24 
 

No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bersertifikat Kompetensi 

37 

Persentase Tenaga kerja yang 

ditempatkan (dalam dan luar 
negeri) melalui mekanisme 

layanan Antar Kerja dalam 
wilayah kab/kota 

%  45,96 45,98 46 47 48 49 49 

38 

Persentase Perusahaan yang 

menerapkan tata kelola kerja 
yang layak (PP/PKB, LKS 

Bipartit, Struktur Skala Upah, 

dan terdaftar peserta BPJS 
Ketenagakerjaan) 

%  31,8 32 33 35 40 45 45 

b 
Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
                

39 

Rasio kekerasan terhadap 

perempuan, termasuk TPPO 
(per 100.000 penduduk 

perempuan) 

/100.000 
pddk 

0,0001 0,00009 0,00008 0,00007 0,00006 0,00005 0,00005 

40 

Persentase anak korban 

kekerasan yang ditangani 
instansi terkait kabupaten 

% 0,000172 0,000188 0,000195 0,000201 0,000205 0,000208 0,000208 

c Pangan                 

41 Persentase ketersediaan pangan % 170 171 173 176 179 182 182 

42 
Ketersediaan energi dan protein 

per kapita 
% 100 100 100 100 100 100 100 

d Pertanahan                 

43 

Penangan sengketa tanah 

garapan yang dilakukan 

melalui mediasi 

% 100 100 100 100 100 100 100 

e Lingkungan Hidup                 

44 
Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) 
Indeks 62,39 62,7 63,01 63,33 63,65 64 64 

45 Nilai Pengukuran Indeks Indeks 38,89 39,08 39,28 39,48 39,68 40 40 
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No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Kualitas Air 

f 
Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
                

46 Perekaman KTP elektronik % 99,4 99,45 99,47 99,48 99,49 99,5 99,5 

47 
Persentase anak usia 0-17 
tahun kurang 1 (satu) hari yang 

memiliki KIA  

% 29,44 30 30,25 30,3 30,35 30,4 30,4 

48 

Jumlah OPD yang telah 
memanfaatkan data 

kependudukan berdasarkan 

perjanjian kerjasama  

% 15,09 16,98 20,75 24,53 28,3 30,19 30,19 

49 Kepemilikan akta kelahiran % 88,24 88,75 89,01 89,41 89,61 89,61 89,61 

g Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 

50 
Persentase peningkatan status 
desa mandiri 

% 5.75 6,67 10 12.68 15.67 18.25 18.25 

51 
Persentase Pengentasan Desa 

tertinggal 
% 28,57143 50 100 100 100 100 100 

h 
Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 
                

52 Total Fertility Rate (TFR) % 2,04 2,2 2,16 2,09 2,04 2 2 

53 

Persentase pemakaian 
kontrasepsi Modern (Modern 

Contraceptive Prevalence 
Rate/mCPR) 

% 67,67 68 68,21 68,65 69,09 69,53 69,53 

54 Persentase Un Meed Need % 15,46 14,56 13,72 13,08 12,04 11,76 11,76 

i Perhubungan                 

55 Vc Rasio Indeks 0,34 0,34 
0,33-

0,40 

0,32-

0,40 

0,31-

0,40 

0,30-

0,40 
0,30-0,40 

j Komunikasi dan Informatika                 

56 Persentase Layanan SPBE % NA NA 73 73 73 73 73 
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No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

57 

Persentase masyarakat yang 
menjadi sasaran penyebaran 

informasi publik, mengetahui 
kebijakan dan program 

prioritas pemerintah dan 
pemerintah daerah kabupaten / 

kota 

% NA 100 73 73 73 73 73 

58 

Persentase perangkat daerah 

yang mengimplementasi inovasi 
yang mendukung smart city 

% NA NA 25 50 75 100 100 

k 
Koperasi, Usaha Kecil, dan 

Menengah 
                

59 
Meningkatnya Koperasi yang 

Berkualitas 
% 36,04 36,33 36,66 36,97 37,28 37,59 37,59 

60 
Persentase UMKM yang 
diberikan pendampingan 

melalui lembaga pendampingan 

% 39,83 41,29 42,89 44,49 46,07 47,63 47,63 

61 

Persentase Pemeriksaan dan 

Pengawasan yang dilakukan 
Untuk Koperasi dengan Wilayah 

Keanggotaan dalam daerah 
Kabupaten/Kota 

% 10,55 21,58 21,58 45 72 100 100 

62 

Persentase Usaha Simpan 

Pinjam oleh Koperasi yang 

Dinilai Kesehatannya untuk 
Koperasi Dengan Wilayah 

Keanggotaan Dalam Daerah 
Kab/Kota 

% 21,78 38,12 49,5 54,46 59,41 64,36 64,36 

63 
Meningkatnya Usaha Mikro 
yang menjadi wirasausaha  

% 8,81 10,02 10,02 11,16 12,23 13,23 13,23 

l Penanaman Modal                 

m Kepemudaan dan Olahraga                 
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No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 

Tingkat partisipasi pemuda 
dalam organisasi kepemudaan 

dan organisasi sosial 
kemasyarakatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 

65 

Tingkat Partisipasi Pemuda 

dalam Kegiatan Ekonomi 
mandiri 

% 16,42 16,42 25 50 75 100 100 

66 Peningkatan prestasi olahraga Medali 21 10 10 10 10 10 10 

n Statistik                 

67 

Persentase Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang 

menggunakan data statistik 
dalam menyusun perencanaan 

pembangunan daerah 

% 100 100 100 100 100 100 100 

o Persandian                 

68 
Tingkat keamanan informasi 

pemerintah 
NA NA 1 1 1,01 1,02 1,03 1,03 

p Kebudayaan                 

69 Terlestarikannya Cagar Budaya % 20,14  20,2 27,34 28,78 29,5 30,28 30,28 

q Perpustakaan                 

r Kearsipan                 

70 

Tingkat ketersediaan arsip 
sebagai bahan akuntabilitas 

kinerja, alat bukti yang sah dan 

pertanggungjawaban nasional 
Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-

Undang Nomor 43 tahun 2009 
tentang kearsipan 

% 81 75,31 75,31 75,33 75,34 75,35 75,35 

III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                 

a Kelautan dan Perikanan                 

71 
Jumlah Total Produksi 

Perikanan (Tangkap dan 

 

ton/tahun  
     40.098  

     

40.300  

     

41.000  

     

42.000  

     

43.000  

     

44.000  

       

44.000  
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No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Budidaya) 

b Pariwisata                 

72 
Persentase kontribusi 
pariwisata dalam PAD 

% 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 

73 

Persentase peningkatan 

perjalanan wisatawan 
nusantara yang datang ke 

Kabupaten/kota  

% 10 10 10 10 10 10 40 

c Pertanian                 

74 
Produktivitas Pertanian per 

hektar per tahun (padi) 
Kw/ha 64,92 64,5 64,56 64,63 64,69 64,76 64,76 

75 

Persentase Penurunan kejadian 

dan Jumlah kasus penyakit 
hewan menular 

% 24,8 24,8 24,85 24,85 24,9 24,9 24,9 

d Perdagangan                 

76 
Persentase kinerja realisasi 
pupuk 

% 50,94 52 53 54 54 55,55 55,55 

77 

Persentase pelaku usaha yang 

memperoleh izin sesuai dengan 
ketentuan 

% 18,78 21,57 22,64 24,36 25,26 27,59 27,59 

e Perindustrian                 

78 

Persentase jumlah hasil 

pemantauan dan pengawasan 
dengan jumlah Izin Usaha 

Industri (IUI) Kecil dan Industri 
Menengah yang dikeluarkan 

oleh instansi terkait 

% 1,47 1,7 2,05 2,35 2,64 2,94 2,94 

79 
Tersedianya informasi industri 

secara lengkap dan terkini 
% 70 70 70 72,5 75 77,5 77,5 

IV 
UNSUR PENDUKUNG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
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No URUSAN/BIDANG/INDIKATOR SATUAN 
KONDISI AWAL TAHUN AKHIR 

RPD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

a Sekretariat Daerah                 

b Sekretariat DPRD                 

V 
UNSUR PENDUKUNG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
                

a Perencanaan                 

b Keuangan                 

80 
Rasio Belanja Urusan 
Pemerintahan Umum 

(dikurangi transfer expenditure) 

% 55,81 57,87 59,93 61,99 64,05 66,11 66,11 

81 
Deviasi Realisasi Belanja 
terhadap Belanja Total dalam 

APBD 

% -0,060216 -0,081 -0,83 -0,085 -0,87 0,09 0,09 

82 Manajemen Aset (Ya/Tidak) Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

83 
Deviasi Realisasi PAD terhadap 

Anggaran PAD dalam APBD 
% 0,131291 0,052 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

c 
Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan 
                

84 

Rasio Jabatan Fungsional 

bersertifikat kompetensi (%) 
(PNS tidak termasuk guru dan 

tenaga kesehatan) 

% 13,28 14,33 13,62 18,45 24,27 28,74 28,74 

d Penelitian dan Pengembangan                 

VI 
UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
                

a Pengawasan                 

85 
Maturitas SPIP terintegrasi 

Kabupaten Cilacap Level 3 

Nilai 

(level) 
3 3 3,05 3,1 3,15 3,2 3,2 

VII UNSUR KEWILAYAHAN                 

a Kecamatan                 

VIII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                 

a Kesbangpol                 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

 

Penyusunan RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 merupakan 

dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, berpedoman pada arah dan 

kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan mengacu  pada 

RPJPD Kabupaten Cilacap  Tahun 2005-2025.  Dokumen RPD ini memuat 

tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan 

program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang 

disertai kebutuhan pendanaan serta penetapan indikator kinerja daerah. 

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, renstra Perangkat 

Daerah dan renja Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berfungsi sebagai acuan bagi 

seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam 

melaksanakan kegiatan pembangunan selama  periode tahun 2023-2026. 

Pencapaian target indikator kinerja daerah merupakan serangkaian 

pencapaian indikator program prioritas yang termuat dalam RPD ini, dan 

dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi sumber daya 

dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, 

kalangan dunia usaha maupun masyarakat secara sinergis untuk 

berkolaborasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah 

yang telah ditetapkan. 

 

9.1 Pedoman Transisi 

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga 

kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan 

mengisi kekosongan RKPD setelah RPD Kabupaten Cilacap  Tahun 

2023-2026 berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan 

daerah maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan 

RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2027 dengan mengacu pada arah 

kebijakan  RPJMN, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD 

Kabupaten Cilacap  periode selanjutnya. Dokumen RKPD Tahun 

2027 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak 

terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas dari 
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RPJMD Kabupaten Cilacap periode selanjutnya. RKPD dimaksud 

dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun  APBD Kabupaten 

Cilacap  tahun Anggaran 2027.  

 

9.2 Kaidah Pelaksanaan 

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. 

Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan 

koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai 

efisiensi serta efektivitas  pendanaan maupun waktu pelaksanaan 

pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah 

merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. 

Kaidah pelaksanaan RPD Kabupaten Cilacap  Tahun 2023-2026, 

sebagai berikut :     

1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap wajib 

melaksanakan arah kebijakan dan program dalam RPD sebaik-

baiknya; 

2. Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap berkewajiban menyusun 

Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menguraikan 

tentang strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, 

kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD ini; 

3. Penjabaran lebih lanjut RPD Kabupaten Cilacap  Tahun 2023-

2026 untuk setiap tahun disusun dalam RKPD yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten 

Cilacap; 

4. Dalam rangka meningkatkan efetivitas pelaksanaan RPD, maka 

Bappeda Kabupaten Cilacap wajib menyelenggarakan 

pengendalian terhadap capaian kinerja dari masing-masing 

perangkat daerah secara berkala; 

5. RPD Kabupaten Cilacap  tahun 2023-2026 menjadi pedoman 

dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap setiap tahun dan 

selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan 

Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(KUA PPAS); 
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